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Annus horribilis atau “tahun yang mengerikan.” ung -

kapan ba hasa Latin ini, menurut saya, sangat cocok

untuk menggam bar kan suasana ketika pasangan Joko Widodo-

Jusuf  kalla (Jokowi-Jk) dilantik sebagai Presiden dan Wakil

Presiden ri pada 20 Oktober 2014. Annus horribilis ini bukan

sekadar simbol, tapi memang sungguh-sungguh me ngeri kan. 

Seluruh tulisan yang terkumpul dalam buku ini menunjuk -

kan betapa berat dan buruknya beban yang diwaris kan oleh pe -

merintahan Susilo Bambang yudhoyono (SBy). mulai dari ju -

rang kaya-miskin yang mencapai rekor tertinggi da lam sejarah

perekonomian indonesia, kesenjangan regional yang lebar,

angka kemiskinan yang sangat tinggi, neraca tran sak si berjalan

yang defisit, utang luar negeri yang sangat besar, ke rusakan

lingkungan yang meluas, birokrasi yang sangat tidak efi sien da -

lam pelayanan publik, korupsi yang merajalela di se lu ruh lapis -

an struktur pemerintahan, konflik-konlik bernuansa Sara

yang marak di mana-mana, kekerasan politik-militer ter hadap

warga Papua Barat, hingga penindasan terhadap pe rem puan

dan LgBtQ sebagai akibat dari penerapan uu syariah  di

berbagai daerah. 

Pengantar

Coen Husain Pontoh



1 michael roberts, “From global slump to long depression.” international social -

ism: A Quarterly Journal of  socialist Theory no. 140 (2013). http://www.isj.org.

uk/?id=914. Diunduh pada 16 Oktober 2014. 

2. David mcnally memperkirakan sekitar aS$28-$29 triliun dikucurkan oleh
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http://newpol.org/content/global-slump-new-normal. Di un duh pada 16

Oktober 2014.
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karena buku kumpulan tulisan ini lebih banyak berfokus

pada persoalan-persoalan domestik, maka dalam pengantar ini

penulis ingin memberikan sebuah kerangka umum dan bersifat

internasional dari tantangan-tantangan yang nantinya diha dapi

Jokowi-Jk tersebut. melalui kerangka ini kita bisa melihat se -

jauh mana pemerintahan Jokowi-Jk akan sanggup melewati

tahun mengerikan ini.

Krisis Berkelanjutan dan Tingginya Ketimpangan Sosial

Pasca depresi 2007, krisis ekonomi dunia ternyata belum berha -

sil diatasi. Bahkan yang terjadi adalah depresi panjang (long

depression).1 menurut roberts, postur ekonomi dunia yang meng -

alami depresi panjang itu tampak pada jatuhnya perda gang an

dunia, angka pengangguran yang meroket tajam, dan bagi para

kapitalis, investasi yang terus melambat. akibatnya, di negara-

negara maju, tingkat keuntungan terjun bebas, terutama di sek-

tor fi nansial yang merupakan penggerak utama ekonomi pada

pe riode 1990 hingga 2007 (pada 2007 mi salnya, 40 persen ke -

untungan korporasi aS berasal dari sek tor finansial, diban ding -

kan dengan hanya 10 persen pada 1980). 

Setelah mengalami sedikit perbaikan (recovery) pada 2010

karena bail-out (talangan) besar-besaran dari negara terhadap

korporasi-korporasi raksasa yang bangkrut akibat krisis,2 per-

tumbuhan ekonomi di negara-negara kapitalis berjalan sangat

lam bat, yakni di bawah 2 persen. ekonomi aS bertumbuh ha -
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nya sebesar 1,4 persen/tahun, di eurozone pertum buh annya

negatif, dan di inggris pertumbuhannya sedikit di atas nol

persen. Demikian juga di negara-negara yang dikate go rikan

“emerging market”, pertumbuhan ekonominya lebih lam  bat dari

2012. Pada tingkat dunia, ekonomi bertumbuh rata   -  rata di atas

3 persen, sementara pertumbuhan gDP per kapita populasi

dunia di bawah 2 persen (gambar 1).

aS sebagai negara yang menjadi pusat gelombang tek to nik

depresi besar ini, mengalami pertumbuhan gDP riil yang sa -

ngat buruk. Pada enam bulan pertama 2013, gDP aS hanya

tumbuh sebesar 1,4 persen dibanding tahun sebelumnya, se men -

tara tingkat pengangguran mencapai 7,8 persen, melebih rata-

rata tingkat pengangguran sebelum depresi 2007 (gambar 2).

Belum pulihnya krisis ini menunjukkan bahwa resep lama

keynesianisme ternyata tidak lagi ampuh untuk mengatasi kri-

sis. kebijakan bailout terbukti hanya bisa menahan agar sistem

perbankan tidak sampai bangkrut sehingga membuat sistem

ekonomi keseluruhan kolaps, seperti yang terjadi pada Depresi

Besar 1930an. namun bailout gagal dalam jangka panjang seba-

gai instrumen pemulihan dari krisis. tidak bekerjanya resep

keynesianisme karena sektor riil (ekonomi produktif) tidak

GAMBAR 1. Prosentase pertumbuhan tahunan dalam GDP per kapita

SUMBER: IMF dalam Michael Roberts, 2013.
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mam pu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi se ba -

gaimana periode setelah Depresi 1930an. Do mi na si sektor fi -

nansial itu sendiri merupakan koreksi atas makin me  lemahnya

kontribusi sektor riil (ekonomi produktif) yang ter jadi sejak

pertengahan dekade 1970an, sehingga ketika bail out dilakukan

maka dana itu hanya berputar di sektor finansial dan tidak di

sektor riil. Padahal sektor yang sanggup mencipta kan nilai-

lebih (surplus-value) hanyalah sektor riil. 

Bersamaan dengan dikucurkannya dana talangan terhadap

sektor keuangan dan korporasi-korporasi raksasa, rezim-rezim

neoliberal ini kemudian segera menerapkan paket kebijakan

pengetatan ekonomi (economic austerity policy), seperti kebijakan

anggaran yang ketat, tingkat pajak yang tinggi, pemotongan

anggaran publik besar-besaran, pelemahan secara sistematis ke -

kuatan serikat buruh, serta penerapan pasar kerja fleksibel dan

pemberlakuan sistem kontrak kerja secara masif  yang me mu -

dahkan perusahaan bebas mempekerjakan dan sekaligus me -

mecat buruh. Dengan kata lain, kucuran dana talangan itu

sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyehatkan sistem eko -

nomi yang menguntungkan rakyat pekerja. Sebaliknya, priori -

tas utama kebijakan rezim post-neoliberalisme ini dimak sud kan

GAMBAR 2. Tingkat partisipasi tenaga kerja AS

SUMBER: US Bureau of Labor Statistics dalam Michael Roberts, 2013



3. Coen husain Pontoh. 2011. “Post neoliberalisme.” http://indoprogress.com/

 20 11 /01/post-neoliberalisme. Diunduh pada 16 Oktober 2014.
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untuk mengonsolidasikan kembali kekuasaan kelas bor juasi

yang terpukul akibat krisis 2008.3 Dan karena krisis ini ber lang -

sung secara global, maka proyek “penyelamatan/ pe mulihan”

ini pun berlangsung secara global dan terkoordinasi. 

Sejauh ini, strategi pemulihan krisis dengan tujuan utama

mengonsolidasikan kekuasaan kelas borjuasi berlangsung de -

ngan sukses. Segelintir orang kaya semakin kaya, sementara

mayoritas miskin semakin miskin. kesenjangan sosial dan eko -

nomi adalah gambaran nyata dari sistem kapitalisme-neo liberal

yang dominan dan hegemonik saat ini. Global Wealth report

2014 menunjukkan bahwa setengah terbawah dari populasi du -

nia secara kolektif  hanya memiliki 1 persen dari kekayaan glo -

bal, sementara 10 persen penduduk dewasa terkaya menguasai

87 persen kekayaan dan top 1 persen menguasai hampir sete -

ngah dari kekayaan global.4 (gambar 3) 

GAMBAR 3. Piramida kemakmuran ekonomi

SUMBER: Michael Roberts, 2014
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kalau kita kembali melihat sejenak kondisi domestik indo -

ne sia, maka dari uraian ini tampak jelas bahwa potret kesen-

jangan sosial-ekonomi domestik kita merupakan bagian kecil

dari potret kecil performa ekonomi dunia saat ini. Seperti tam-

pak pada Bab 1, ketika terjadi krisis eko nomi pada 1997, resep

yang didiktekan oleh imF dan Bank Dunia kepada indonesia

adalah penerapan secara radikal kebi jak an-kebijakan neoliberal

seperti privatisasi, re-regulasi, pe mo  tongan anggaran belanja

publik, pengetatan anggaran, libe ra lisasi keuangan dan perda-

gangan, penerapan pasar kerja flek sibel, dan pelemahan keku-

atan serikat buruh dalam hu bung annya dengan perusahaan.

hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah lagi

mencapai masa sebelum krisis, ketergantungan yang tinggi pa -

da dinamika ekonomi global (eko nomi yang rentan krisis), serta

tingkat kesenjangan sosial yang tertinggi dalam sejarah ekono-

mi indonesia. ini juga me nun jukkan bahwa penyelesaian masa -

lah keterbelakangan dan ketergantungan ekonomi indonesia se -

cara esensial tidak terle tak pada pembenahan kelembagaan

yang bersifat teknokratik.

Dalam Bayang-bayang Perang

Belum pernah dalam sejarahnya perkembangan kapitalisme

memenuhi apa yang telah dinubuatkan oleh karl marx dan

Fried rich engels sebagai “ada dimana-mana dan membangun

tempat di mana-mana,” seperti saat ini. hampir tidak ada lagi

bagian jengkal dari muka bumi ini yang tidak berlaku hubung -

an sosial kapitalisme, seperti buruh-majikan dan komodifikasi

seluruh aspek kehidupan.

karena kapitalisme telah bersifat global, dengan ciri utama -

nya adalah hukum besi kompetisi yang saling mematikan,

maka perkembangannya atau jatuh bangunnya ekonomi nasio -

nal masing-masing negara menjadi sangat bergantung pada pe -
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ran negara nasional tersebut. Semakin kuat negaranya (dilihat

dari kekuatan militernya), maka semakin hebatlah dominasi

eko nominya atas negara-negara lain. Sehingga adalah musta -

hil, misalnya, indonesia bisa memenangkan persaingan ekono-

mi dengan aS. yang terjadi, melalui berbagai saluran kelemba-

gaan dan serangkaian peraturan perdagangan, kepentingan

ekonomi-politik kita didikte oleh kepentingan aS.

Pada aspek lainnya, walaupun kapitalisme telah mengglo bal

tetapi perkembangannya tidak pernah bersifat seimbang an tara

satu negara dengan negara lainnya, antara satu kawasan de -

ngan kawasan lainnya. Sebaliknya, ciri mendasar kapitalisme

adalah perkembangannya yang tidak seimbang (uneven develop-

ment). Desa-desa bergantung pada kota, negara-negara ter bela -

kang bergantung pada negara maju. Dalam bahasa karl marx,

negara maju adalah gambaran masa depan negara terbelakang.

Dalam konteks krisis kapitalisme global saat ini, maka wa -

laupun terus diupayakan pembangunan kerjasama-kerja sama

global untuk menyelesaikan krisis, namun pada saat ber sama an

terjadi kompetisi yang hebat di antara negara-negara kapitalis

maju untuk memperebutkan lokasi-lokasi di mana per kem -

bangan kapitalismenya masih terbelakang. kerjasama glo bal

dibutuhkan agar sistem kapitalisme ini tidak ambruk total aki -

bat krisis, namun dalam kerja sama itu kompetisi, sebagai esen-

si dari sistem ini, tetap eksis dan semakin menghebat. Dan kare-

na kompetisi ekonomi ini sangat bersandar pada kekuatan mi -

liter negara nasionalnya, maka sejalan dengannya perlombaan

dalam pembangunan kekuatan militer menjadi niscaya. Dan itu

berarti dunia senantiasa berada dalam bayang-bayang perang

yang mengerikan.

Saat ini, amerika Serikat (aS) dengan kekuatan militernya

yang sangat besar merupakan negara yang mendominasi perca -

turan ekonomi politik global. Sebagai misal, pada 2013 ang -

garan pertahanan aS mencapai aS$600,4 miliar, jauh lebih be -



5. alex Callinicos, “the multiple crises of  imperialism.” international socialism: A

Quarterly Journal of  socialist Theory no. 144 (2014).  http://www.isj.org.uk/

index.php4?id=1002. Diunduh pada 19 Oktober 2014. 

6. ibid.
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sar dari anggaran pertahanan Cina (aS$112,2 miliar), rusia

(aS$68,2 miliar), Saudi arabia (aS$59,6 miliar), dan inggris

(aS$57 miliar). namun sejak terjadinya krisis, anggaran perta-

hanan beberapa negara yang dikategorikan sebagai “emerging

market” justru meningkat pesat, sementara di negara-negara Ba -

rat sebaliknya me ng alami stagnasi atau bahkan turun. Pada

periode 2008-2013, pe ngeluaran nyata bersih untuk pertahanan

Cina meningkat se be sar 43,5 persen, rusia 31,2 persen, Brasil

10 persen. Se men ta ra di Jepang hanya bertumbuh 6,6 persen,

Perancis 0,3 per sen, aS 0,1 persen, Jerman 4,3 persen, dan

inggris 9,1 persen.5

khusus untuk kawasan asia, konflik yang berujung perang

terus membayangi. Bukan hanya karena kasus-kasus terorisme

yang bernuansa religius, yang secara permukaan dianggap seba-

gai ancaman terbesar bagi stabilitas kawasan, tapi yang le bih

fundamental sebenarnya adalah perlombaan kekuatan mi li ter

akibat munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi dan mi liter

terbesar di asia dalam satu dekade terakhir. Cina, sebagai ne -

gara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dan ber -

langsung konstan antara 8-10 persen dalam 30 tahun ter akhir,

anggaran pertahanannya meningkat sangat pesat dari wak tu ke

waktu. antara 2001 and 2013, anggaran resmi militernya me -

ningkat sebesar 700 persen (tabel 1). the international ins ti -

tute of  Strategic Studies memperkirakan bahwa jika pertum -

buh an ekonomi Cina yang kini telah menjadi kekuatan ekono-

mi kedua terbesar di dunia tetap bertumbuh seperti saat ini,

pada periode antara 2023 dan 2028 anggaran pertahanannya

akan menyamai anggaran pertahanan aS.6

konsekuensi dari akumulasi dan sentralisasi kapital yang



Tahun AS$ Miliar

2004 57.5

2005 64.7

2006 76

2007 87.7

2008 96.6

2009 116.6

2010 121

2011 129.2

7. ha-young kim, “imperialism and instability in east asia today.” international

socialism: A Quarterly Journal of  socialist Theory. issue 136 (2013). http://www.

isj.org.uk/?id=882. Diunduh pada 19 Oktober 2014.

8. ibid.
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sangat pesat tersebut maka pengaruh Cina di kawasan asia ti -

mur dan tenggara juga semakin meningkat. Sebagai negara de -

ngan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis de -

ngan jumlah penduduk luar biasa besar, Cina bukan han ya

pasar yang besar bagi negara-negara di asia, ter utama Jepang,

korea, dan taiwan, tapi juga secara geopolitik sangat strategis.

korea Selatan, misalnya, 55 persen dari 133 ang gota parlemen-

nya pada 2004 mengatakan bahwa Cina me rupakan partner

diplomatik yang lebih penting ketimbang aS.8

namun pertumbuhan ekonomi yang ting gi itu juga pada

akhirnya memaksa Cina untuk melakukan ekspansi agar eko -

no  minya tidak menjadi stagnan dan terjatuh ke dalam krisis. Di

sini, Cina membutuhkan pasar-pasar baru untuk me masarkan

produk-produknya dan juga lokasi-lokasi baru untuk in vestasi

berbasis SDa dan tenaga kerja murah. ekspansi ini ten tu saja

TABEL 1. Pertumbuhan anggaran belanja pertahanan Cina

SUMBER: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
dalam Ha-young Kim, 20137



9. negara-negara yang terlibat dalam tPP ini adalah aS, Jepang, Cile, Brunei

Darussalam, kanada, australia, malaysia, meksiko, Vietnam, Peru, dan

Singapura.

10. kim, op.cit.
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secara geopolitik mengganggu dominasi aS dan se ku  tunya di

kawasan asia. misalnya, akibat ekspansi Cina ini te lah menim-

bulkan konflik dengan Filipina, Vietnam, ma lay sia, dan tai -

wan dalam kasus Laut Cina Selatan dan ke pu lau an Spratly,

serta konflik dengan Jepang dan korea Selatan ber kaitan de -

ngan Laut kuning yang terletak di bagian utara Cina, serta kon-

flik Cina dengan Jepang berkaitan dengan kepulauan Diaoyu

(Cina) atau Senkaku (Jepang).

Berhadapan dengan menguatnya pengaruh Cina ini, aS ti -

dak tinggal diam. Secara aktif  aliansi-aliansi dan kerjasama-

kerjasama dagang dan militer terus diperbarui, bahkan dengan

tujuan untuk mengantisipasi terjadinya perang terbuka. guna

membendung pengaruh dan dominasi ekonomi Cina di asia,

aS kemudian menginisiasi pakta perdagangan yang disebut

trans Pacific Partnership (tPP) yang mencakup 40 persen dari

gDP dunia.9 “Di atas segalanya, aS secara aktif  mempro-

mosikan tPP ini karena ingin memulihkan kembali pengaruh-

nya yang hilang di asia timur dan kawasan Pasifik dan untuk

memblok usaha-usaha Cina untuk mempromosikan east asian

Free trade agreement (eaFta) yang mencakup aSean+3

(aSean plus Cina, Jepang dan korea Selatan).”10

Sementara itu, untuk membendung pengaruh geopolitik

Cina, aS juga membangun dan memperluas kerjasama-kerja -

sama militer dengan negara-negara di asia, khususnya yang

ter libat konflik langsung dengan Cina. untuk menghadapi

seng   keta antara Jepang dan Cina berkaitan dengan status kepu-

lauan Diaoyu, aS kemudian memperkuat kerjasajama militer

dengan Japan Self-Defence Force (JSDF) dan menjadikannya

sebagai “Dynamic Defence Force (DDF).” Dengan konsep



11. Jung-ho Bae dan abraham Denmark (ed). The u.s.-roK Alliance in the 21st

Century. korea institute for national unification (2009).

12. ibid.

13. Floyd Whaley, “u.S. and Philippines hold Joint military exercises,” new York

Times, 30 September 2014.
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DDF maka militer Jepang berkembang dari semata-mata ke -

kuatan pertahanan domestik sebagai “hukuman” atas kekalah -

annya dalam PD ii, menjadi kekuatan militer yang me mi liki

kemampuan mobilisasi pasukan secara besar-besaran baik seca -

ra domestik maupun internasional. Sementara itu, ber  kaitan

dengan konflik di Laut kuning, militer aS makin mem perkuat

aliansi dengan korea Selatan yang disebut the u.S.-rOk

alliance pada 2009. Secara eksplisit disebutkan bah wa aliansi

ini dibentuk untuk mengantisipasi ketidakstabilan di Semenan -

jung korea akibat aktivitas korea utara dalam me ngem bang -

kan senjata nuklirnya.11 namun demikian, menurut kim, pada

2011 tercapai kesepahaman di antara aS dan kor sel bahwa

tujuan sesungguhnya aliansi ini adalah untuk membendung ke -

kuatan militer Cina. Bahkan secara terbuka Duane thiessen,

komandan korps Pasukan marinir aS di Pasifik mengatakan,

“jika terjadi konflik militer di kawasan itu maka militer aS siap

melakukan intervensi.”12

Sementara itu, untuk memperkuat pengaruh militernya di

kawasan asia tenggara, pada 2012 aS dan Filipina memperba -

rui kerjasama militernya dengan dibukanya kembali pang kal an

militer aS terbesar di luar negeri, yakni Subic Bay naval Base

and Clark air Base. Semula alasan dibukanya kembali pang -

kalan militer yang sudah ditutup itu untuk memperkuat mili ter

Filipina dalam menghadapi kelompok teroris di sebelah Se latan

negeri itu, namun pada September 2014 ter ung kap jelas bahwa

maksud utama kerjasama tersebut adalah untuk membendung

pengaruh militer Cina berkaitan dengan konflik Laut Cina

Selatan.13 kerjasama militer juga di la kukan aS dengan Viet -



14. agence France-Presse, “u.S., Vietnam Start military relationship.”

http://www. defen senews.com/article/20110801/DeFSeCt03/108010307/

u-S-Vietnam -Start-military-relationship. Diunduh pada 20 Oktober 2014.

15. bloomberg news, “u.S.-Vietnam naval exercises Begin amid Sea tensions.” 8

april 2014. 
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nam, yang berlangsung sejak 1 agus  tus 2011 untuk menetralisir

me ning katnya kekuatan mili ter Cina di kawasan ini.14 ketika

ketegangan antara Cina dan Viet nam semakin memanas ber -

kaitan dengan aktivitas pe ngebor an minyak perusahaan Cina,

China national Offshore Oil Cor po ra tion (CnOOC group) di

Laut Cina Selatan yang berbatasan de ngan Vietnam, maka ker-

jasama latihan militer antara angkatan laut Vietnam dan aS

pun digelar selama enam hari.15

Dari paparan singkat mengenai kondisi makro ekonomi-

politik global ini, maka kita bisa mengatakan bahwa pemerin-

tahan Jokowi-Jk sedang menghadapi tantangan yang luar bia -

sa besar. Bahkan bisa dikatakan, indonesia saat ini berada da -

lam kepungan krisis ekonomi global yang tak kunjung usai dan

ancaman perang yang setiap saat bisa muncul secara terbuka.

Sehingga kunci pokok pembangunan nasional terletak pada ba -

gaimana meniti gelombang perubahan dunia yang sa ngat tidak

stabil ini secara hati-hati, sekaligus menyelesaikan problem-

problem akut yang ada di dalam negeri. 

uraian ini juga hendak mengatakan bahwa krisis yang terja-

di ini bersifat struktural, yang penyelesaiannya tidak bisa di la -

kukan dengan bersandar pada kemauan “orang baik.” Pan -

dangan mesianik seperti sangat menyesatkan karena mengalih -

kan dan mengaburkan masalah yang bersifat struktural menja-

di masalah yang berakar pada kemauan personal dan moral in -

di vidu pemimpin. Sehingga, yang terjadi kemudian seluruh be -

ban masalah ini dipanggulkan ke pundak Jokowi-Jk untuk

menyelesaikannya.
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Tentang Buku Ini

Buku ini disusun untuk memetakan serangkai an masalah yang

kira-kira akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-Jk. kata

orang bijak, mengetahui masalah adalah se tengah jalan dari pe -

nyelesaiannya. Dan masalah-masalah itu bersifat teknis-kelem-

bagaan, bisa juga karena akibat dari orientasi kebijakan ekono-

mi politik dari rezim yang ber  kuasa. ada yang mengatakan

bahwa masalah teknis-kelem ba gaan sebaiknya diselesaikan de -

ngan pendekatan teknis-ke lem bagaan pula. misalnya, masalah

defisit anggaran disebab kan oleh alokasi anggaran yang tidak

efisien maka solusinya ada lah dengan memperbaiki sistem pe -

rencanaan anggaran, res trukturisasi kelembagaan dan sumber-

daya manusia dalam biro  krasi pemerintahan, penguatan lem-

baga-lembaga pemantau keuangan negara, seperti komisi Pem -

berantasan korupsi (kPk), Badan Pemeriksa keuangan

(BPk), dan atau Pusat Pe la  poran dan analisis transaksi ke -

uangan (PPatk). Dalam kon teks ini maka benar yang dikata -

kan oleh arif  Budimanta, sa lah satu tim ekonomi Jokowi-Jk,

bahwa “diskusi-diskusi ke de  pan seharusnya fokus pada perta -

nyaan ‘apakah program-prog ram ini bisa dijalankan atau tidak.’

Dan kalau tidak kenapa dan apa masalahnya.”

Sementara jika masalahnya berpangkal orientasi ekonomi-

politik yang dianut oleh rezim yang berkuasa, maka penyele sai -

annya pun harus bersifat ideologis. Jika hal-hal buruk yang di -

 wariskan SBy sebagai akibat dari penerapan kebijakan eko no -

 mi-politik neoliberalisme, maka perubahan kelembagaan sama

sekali bukan jawabannya. Orientasi ekonomi-politik itulah

yang mesti diubah.

Dalam buku ini digambarkan bagaimana tantangan yang di -

hadapi Jokowi dalam bidang ekonomi, pendidikan, komuni ka -

si publik, kesehatan, perempuan, perburuhan, reformasi bi ro -

krasi, sumberdaya alam, toleransi kehidupan beragama, mi li ter,



perfilman, dan hubungan luar negeri. Setiap tulisan mencoba

untuk mengulas bagaimana Jokowi-Jk mengatasi tantang an-

tantangan tersebut melalui visi-misi dan nawacita yang mereka

sampaikan selama masa kampanye.

Sesuai dengan judulnya, buku ini sama sekali tidak bertuju -

an untuk menawarkan solusi-solusi praktis tentang bagaimana

meng  atasi tantangan tersebut. Walaupun sebagian penulis men -

 coba menunjukkan resep tentang bagaimana mengatasi tan -

 tangan yang dihadapi Jokowi-Jk nanti. yang jelas para pe nu lis

membagi pandangan yang sama bahwa pemerintahan Jokowi-

Jk ini memberikan harapan perbaikan bagi indonesia ke

depan.

Selamat membaca.
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BAB 1

Tantangan Jokowi dalam Realisasi
Kebijakan Ekonominya

Coen Husain Pontoh

DaLam SetiaP aJang kamPanye PemiLihan PreSiDen, Se -

tiap kandidat, apa pun afiliasi politiknya, selalu me lon tar -

kan janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat,

memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan kesehat an untuk

rakyat, serta peningkatan upah buruh yang layak. Dan rakyat

yang dimaksud adalah rakyat miskin, yang jumlah nya mayori-

tas. Dari empat presiden dalam kurun waktu lima belas tahun

terakhir ini, kita melihat antara janji dan realisasi nya sering

berbanding terbalik. Dengan berbagai alasan, ketika berkuasa

para kandidat calon presiden tersebut dengan segera berbalik

punggung dari janji-janji surganya kepada rakyat.

Janji-janji serupa juga disampaikan oleh Jokowi-Jk selama

periode kampanye lalu. me reka bahkan secara konkret me -

nuangkan janji-janji tersebut ke dalam sembilan poin.1 tulisan

ini akan melihat bagaimana peluang dan tantangan yang akan

dihadapi Jokowi-Jk dalam merealisasikan janji-janji masa

kampanye mereka, khususnya di bidang eko no mi. namun, se -

1 akhirul anwar, “inilah 9 Janji utama Jokowi-Jk jika menang Pilpres 2014,”

bisnis indonesia, 3 Juli 2014. http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/

72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014. Diunduh

pada 25 agustus 2014. 



belum sampai ke sana, secara singkat saya in gin mengulas ter-

lebih dahulu pilihan-pilihan strategi pembang un  an yang selama

ini telah dijalankan, baik oleh rezim Orde Baru (Orba) maupun

rezim demokrasi neoliberal pasca Orba. De ngan melihat strate-

gi pembangunan ini, kita tahu bagai ma na arah dan kebijakan

pembangunan tersebut dan seperti apa aliansi-aliansi kelas yang

terbentuk dalam menopang kesuksesan strategi itu, lalu dari

sana kita bisa memprediksi seperti apa tantangan Jokowi dalam

merealisasikan janji-janji kerak yat  annya. 

Dari Luar dan Dari Atas

Dalam buku klasiknya Class, state and Power in Third World,

sosio log James Petras mengatakan bahwa setiap negara yang

ba ru merdeka memiliki tiga pilihan dalam strategi atau tipe

 aliansi kelasnya bagi kepentingan akumulasi kapital: pertama,

mereka bergabung dengan rezim-rezim dan perusahaan-pe ru sa -

haan imperial guna mengintensifkan pengerukan surplus te na -

ga kerja melalui berbagai variasi hubungan kerja. Petras me -

nyebut strategi aliansi ini dengan nama neokolonialisme keter-

gantungan (dependent neocolonialism); kedua adalah strategi di -

ma na rezim nasional melalui negara dan/atau perusahaan-

perusahaan swasta nasional mengeruk surplus tenaga kerja

sembari membatasi atau menghilangkan pembagian hasil ke -

rukan tersebut kepada perusahaan-perusahaan imperial. Strate -

gi ini di sebut Petras sebagai strategi pembangunan nasional tan -

pa re dis tribusi (national development without redistribution), se -

hingga terjadi konsentrasi pendapatan di kalangan pejabat teras

hierarki kelas nasional; dan ketiga, strategi di mana rezim na -

sional me lakukan aliansi dengan rakyat pekerja, memperluas

area-area kontrol nasional (melalui nasionalisasi), menginvesta -

si kan kembali surplus ekonomi nasional, atau mempromosikan

redistribusi pendapatan dalam lingkup struktur kelas nasional.
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2. James Petras, Class, state and Power in Third World wioth Case studies on Class

Conflict in latin America (allanheld, Osmun & Publishers, 1981), hlm. 38. 

3. ibid., hlm. 39.

Da ri segi aliansi kelas, dua strategi pertama disebut sebagai mo -

del neocolonial, yakni aliansi kelas “dari atas dan dari luar”,

sementara strategi ketiga disebut model aliansi national-popular,2

yakni aliansi kelas dari “bawah dan dari dalam.” Petras menye-

but Orde Baru sebagai salah satu rezim yang menggunakan

aliansi kelas mo del neokolonial,3 di mana kekuatan penggerak

utamanya ada lah kapital (asing dan domestik), birokrasi, dan

militer. 

kalau kita perhatikan strategi pembangunan Orba, maka

ada tiga tahapan strategis dan menentukan yang dijalankannya:

pertama, tahap penghancuran (destruksi) melalui penggunaan

aparatus kekerasan militer, intelijen, polisi, dan preman ter -

hadap seluruh elemen rakyat yang menghalang-halangi terba -

ngunnya model aliansi neokolonial tersebut. tahap ini di tan dai

dengan pembantaian dan pemenjaraan secara sistematis, ter-

struktur, dan masif, atas ratusan ribu bahkan jutaan orang yang

dituduh sebagai anggota Partai komunis indonesia (Pki) atau

terlibat Pki, disusul dengan penghancuran organisasi-organi -

sasi massa radikal, serta demobilisasi kesadaran politik rakyat

melalui kebijakan massa mengambang (floating mass) dan kon-

trol ketat terhadap sistem pendidikan dan media massa. De -

ngan ini, maka fase penghancuran kekuatan gerakan rak yat itu

merupakan fondasi bagi dibangunnya fase kedua dari model

aliansi ini, yakni fase konsolidasi dan rekonstruksi aliansi kelas

neokolonial. Fase ini dijalankan melalui kebijakan pintu terbu-

ka yang selebar-lebarnya kepada kapital asing untuk mena -

namkan investasinya. Banjirnya investasi asing ini memungkin -

kan rezim Orba mengonsolidasikan ke kua sa an ekonomi-poli-

tiknya secara leluasa. Perlahan-lahan bor jua si nasional mulai

terbentuk melalui serangkaian kebijakan proteksi pasar, kemu-

REALISASI KEBIJAKAN EKONOMI 3



4. Sritua arief, “Who murdered the rupiah,” inside indonesia 56: Okt-Des 1998.

dahan-kemudahan pada akses permo dalan, serta praktik kkn

yang meluas. 

Fase ketiga adalah fase perluasan (ekstensifikasi) dan penda -

laman (intensifikasi) pengerukan surplus tenaga kerja na sio nal

melalui serangkaian paket kebijakan penyesuaian struktural

yang dipaksakan oleh imF dan Bank Dunia. Pada fase ini, re -

patriasi keuntungan ke luar negeri terus meningkat akibat ke te -

rgantungan yang sangat besar terhadap utang luar negeri dan

investasi asing (lihat tabel 1), konsentrasi kekayaan pada se ge -

lintir (sekitar 200) konglomerat, kesenjangan antar wilayah dan

antar provinsi yang sangat lebar, tingkat upah buruh yang sa -

ngat rendah dan stagnan, perampasan tanah-tanah milik petani

untuk dijadikan lahan non pertanian, urbanisasi besar-besaran

pen duduk pedesaan yang kehilangan tanah dan sumber kehi -

TABEL 1. Sumber dan penggunaan pembiayaan modal asing

Sumber-sumber 
pembiayaan

1995/1996 
(AS$miliar)

1996/1997 
(AS$miliar)

investasi asing langsung 5.4 6.5

modal swasta lain 4.5 6.2

utang Ln pemerintah 
(jangka menengah hingga

jangka panjang

5.7 5.4

Total 15.6 18.1

Penggunaan Dana-dana

Pembiayaan defisit 
anggaran berjalan

7.0 8.1

Pembayaran kembali 
utang Ln

5.9 6.1

tambahan untuk cadangan
mata uang asing

2.7 3.9

Total 15.6 18.1

SUMBER: Sritua Arief, Inside Indonesia, 1998.4
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dup annya, serta membanjirnya usaha-usaha sektor informal de -

ngan tingkat produktivitas dan stabilitas usaha yang sangat ren-

dah di perkotaan.

hasil dari proses pembangunan kapitalistik yang dilaksana -

kan oleh rezim neokolonial ini, sebagaimana dicatat oleh max

Lane, menghasilkan:

…lebarnya jurang antara minoritas kaya dan mayoritas mis -

kin. Buruh dipromosikan oleh diktator Soeharto dan dijual

dengan sa ngat murah untuk mengundang investasi dan aku-

mulasi kapital bagi orang kaya. Pertumbuhan ekonomi indo -

nesia per tahun yang menca pai lebih dari 6 persen hanya

dinikmati oleh sekelompok kecil minoritas. aset-aset ekono-

mi yang vital bagi peningkatan kualitas hidup rakyat dipri-

vatisasi dengan konsesi-konsesi perdagangan di kalangan

kroni-kroni Soehato dan keluarganya. monopoli dan oligo -

poli yang menindas rakyat dilindungi dan difasilitasi oleh pe -

nguasa. kesulitan ekonomi makin parah ketika pemerintah

penuh berisi orang-orang korup yang berkolusi dengan biro -

krasi dan beker ja untuk kepentingan bisnis dan kelompok-

kelompok bisnis mereka.5

namun demikian, sisi lain dari proses pembangunan kapi-

talistik tersebut adalah munculnya kelas buruh industrial per -

kotaan yang mulai menuntut hak-hak ekonomi dan politiknya.

Demonstrasi menuntut perbaikan tingkat upah yang sangat ren-

dah dan kebebasan berserikat yang selama itu dibungkam mulai

marak di mana-mana. Di pedesaan, akibat aksi perampasan

dan alih-guna lahan untuk ke pentingan non-pertanian, para pe -

tani juga secara terbuka me  lakukan aksi-aksi perlawanan. aksi-

aksi mahasiswa juga semakin gencar berlangsung di berbagai

kampus menuntut agar Soeharto turun dari kekuasaannya.6

REALISASI KEBIJAKAN EKONOMI 5

5. max Lane, unfinished nation: indonesia before and After suharto (Verso, 2008),

hlm. 133.

6. Catatan yang sangat detail mengenai aksi-aksi massa ini, lihat Lane, ibid.



Pada pertengahan 1997 (tepatnya 21 Juli), di tengah marak -

nya aksi-aksi perlawanan terhadap rezim Orba, terjadi krisis

ekonomi asia yang memporak-porandakan bangunan eko nomi

yang selama itu dibangga-banggakan oleh penguasa dan kawan

aliansinya. krisis yang didahului oleh ambruknya sek tor per-

bankan itu kemudian merambat menjadi krisis fiskal dan pada

akhirnya menyebabkan prestasi ekonomi yang selama itu men-

jadi basis legitimasi kekuasaan Orba bangkrut. ke su litan hidup

yang sudah terjadi sejak sebelum krisis, kini menjadi lebih pa -

rah sehingga menyebabkan perlawanan terhadap rezim sema -

kin meningkat dan tak terbendung lagi. untuk pertama kalinya,

demikian tulis robison dan hadiz, Soeharto berhadapan de -

ngan krisis yang tidak bisa dikontrolnya.7 hasilnya, pada 21

mei 2008, kediktatoran Orba yang telah berkuasa lebih dari 32

tahun tersebut akhirnya tumbang.

Strategi Neoliberalisme

ketika menganalisa sebab-sebab terjadinya krisis ekonomi

1997/1998, Sritua arief  menulis bahwa ada dua penyebab uta-

manya: pertama, cadangan mata uang asing indonesia sangat

bergantung pada penerimaan dari pinjaman utang Ln baru,

dan karena defisit tersebut telah menyebabkan kita gagal mela -

kukan akumulasi cadangan Ln secara bebas. ini berarti ca -

dangan kita secara efektif  merupakan pinjaman, bukan ca dang -

an bebas sebagaimana yang harusnya diharapkan dalam sebuah

ekonomi yang sehat; kedua, sebagaimana layaknya bisnis, selu-

ruh pembayaran (pendapatan versus pengeluaran) ha rus dibikin

seimbang. ini berarti, untuk menambah cadangan luar negeri

kita harus membuat utang baru, dan itu berarti se ma kin banyak

7. richard robison dan Vedi r. hadiz, reorganising Power in indonesia: The Politics

of  oligarchy in an Age of  Markets (routledgeCurzon, 2004), hlm.186.
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uang yang pergi ke luar negeri (capital flight), baik melalui pem-

bayaran utang dan bunga utang yang semakin besar serta capi-

tal flight yang dilakukan oleh swasta.8 Dengan kata lain, karena

fundamental ekonomi indonesia sa ngat lemah akibat begitu ber -

gantung pada pembiayaan eksternal, maka ketika terjadi krisis

kapitalisme di tingkat regional saat itu, maka dalam waktu se -

kejap bangunan ekonomi kita ambruk.

tetapi, analisis ala arief  ini ditolak oleh imF dan Bank Du -

nia beserta kalangan ekonom dan teknokrat pendukungnya.

me nurut mereka, krisis yang menimpa indonesia kala itu dise -

bab kan oleh masalah internal ekonomi indonesia. me nim pa -

kan penyebab krisis pada goncangan eksternal atau menimpa -

kan kesalahan sendiri pada pihak asing, tidak lebih dari wujud

kemalasan berpikir. karena itu, bagi kalangan ini, penyebab

kri sis ekonomi 1997/98 itu sebagai berikut: pertama, dan ter -

utama, krisis disebabkan oleh adanya korupsi, kolusi, dan ne -

po tisme (kkn) yang luar biasa buruk dan dianggap telah mem -

budaya; kedua, porsi negara yang terlalu besar dalam per eko -

nomian, dan sebagian penalaran tentang ini masih berkait an

dengan masalah kkn; ketiga, adanya kesalahan strategi pem-

bangunan ekonomi Orba yang terlalu berorientasi impor dan

mengabaikan pertumbuhan ekspor; dan keempat, alasan kul -

tural mengenai kurangnya SDm yang terdidik dan terlatih; per -

kembangan teknologi produksi yang lamban, serta modal yang

masih kurang akibat kecilnya tabungan domestik.9

Berdasarkan diagnosa seperti ini, maka cara terbaik untuk

me mulihkan ekonomi indonesia adalah dengan jalan liberali -

sasi perdagangan, re-regulasi kebijakan-kebijakan yang meng -

ham bat investasi, independensi bank sentral, privatisasi Bumn,

pemotongan anggaran-ang garan untuk kepentingan publik, dan

REALISASI KEBIJAKAN EKONOMI 7

8. ibid. 

9. awalil rizky dan nasyith majidi, neoliberalisme Mencengkeram indonesia (e

Pub, 2008), hlm. 19-20. Lihat juga robison dan hadiz, op.cit.



kebijakan pasar tenaga ker ja fleksibel.10

Setelah melalui serangkaian pelaksanaan paket kebijakan

pe mulihan yang disarankan imF, kita saksikan bagaimana

“Bis nis kalangan oligarki yang sebelumnya tidak tersentuh kini

di paksa untuk menyerahkan triliunan dollarnya ke dalam prog -

ram restrukturisasi-utang, aset-aset mereka disita dan dijual, se -

mentara sebagian besar kontrak negara dan monopoli yang me -

nyediakan sumber-sumber keuntungan yang sangat tinggi diba -

talkan. Pemerintah baru juga kemudian memperkenalkan legis-

lasi yang bertujuan untuk mengganti aturan main lama dengan

pemerintahan baru yang akuntabel di lembaga-lembaga publik.

yang juga mendesak adalah munculnya seruan agar pejabat-

pejabat publik dan tokoh-tokoh bisnis di masa Soe har to agar

diinvestigasi, ditangkap, dan didakwa korupsi.”11

tetapi secara esensial, dalam 15 tahun terakhir ini performa

pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah lagi mencapai masa -

masa sebelum krisis. hasil dari program pe mu lihan ekonomi

imF adalah stabilisasi ekonomi pada tingkat pertumbuhan ren-

dah dan sangat rentan dengan goncangan krisis dari luar. ting -

kat kemiskinan juga sangat tinggi, mencapai 28,5 juta orang

pada 2013 atau sebesar 11,5 persen, jika garis kemiskinan di -

ukur dengan pengeluaran sebesar ku rang dari rp293 ribu per

bulan atau di bawah aS$1 per hari. tetapi jika menggunakan

garis kemiskinan Bank Du nia yang kurang dari uS$2 per hari,

maka jumlah penduduk mis kin me lonjak menjadi setengah dari

10. ada tiga kebijakan makro yang disepakati pemerintah indonesia dengan imF

yang tercantum dalam letter of  intent (loi): 1) Penguatan kerangka ekonomi

makro untuk memperbaiki kondisi transaksi berjalan dan fiskal yang sejalan

dengan tujuan kebijakan moneter ketat; 2) Strategi yang komprehensif  untuk

merestrukturisasi sektor keuangan; 3) Peningkatan sisi kepemerintahan (gover-

nance). Lihat Sri adiningsih et.al., satu Dekade Pasca-Krisis indonesia badai Pasti

berlalu (kanisius, 2008), hlm. 12.

11. robison dan hadiz, op.cit., hlm. 187.
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jumlah penduduk indonesia.12 Pada saat yang sama, porsi tena-

ga kerja di sektor informal sangat besar, yakni 59,81 persen.13

Di lain sisi, struktur sosial masyarakat yang membentuk

gam bar piramida terbalik tidak mengalami perubahan sama se -

kali. Bank Dunia melaporkan bahwa berdasarkan koefisien gini

(atau ukuran tentang ketimpangan yang paling diteri ma secara

umum) periode 2000-2013, terjadi peningkatan ketimpangan

sebesar 11 persen,14 di mana pada 2013, tingkat kesenjangan

mencetak rekor tertinggi dalam dalam sejarah ekonomi indo -

nesia, yakni 0,41 sejak 201115 (li hat gambar 1). yusuf  dan

Sumner, dengan menggunakan ukuran pengeluaran yang dila -

kukan oleh 10 persen penduduk terkaya dan 10 persen pendu -

duk termiskin selama periode 2003-2013 menunjukkan bahwa

REALISASI KEBIJAKAN EKONOMI 9

GAMBAR 1 Ketimpangan pendapatan berdasarkan koefisien gini

SUMBER: Badan Pusat Statistik, 2013

12. andreas ismar dan Ben Otto, “a Look at the economy indonesia’s next

President Will inherit,” blog Wall street Journal.

13. “indef: 10 masalah ganjal ekonomi ri,” Koran Tempo, 27 Juni 2014.

14. anita rachman, “Jokowi’s next test? tackling inequality,” blog Wall street

Journal.. Diunduh pada 2 September 2014.

15. koefisien gini terus naik berturut-turut dari 0,37 (2009), 0,38 (2010), 0,41

(2011), 0,41 (2012), dan 0,413 (2013). Tempo, Juli 2014.



tingkat kesenjangan telah mencapai lebih dari 60 persen. Jika

menggunakan standar pengukuran koefisien gini, maka keduanya

mengklaim bahwa tingkat kesenjangan telah mencapai lebih dari

30 persen untuk periode yang sama.16

Laporan tim nasional Percepatan Penanggulangan kemis -

kin an republik indonesia pada Februari 2013 menunjukkan

bahwa ketidaksetaraan meningkat selama 2008-2012, meskipun

stabil pada 2008. Proporsi pendapatan 20 persen masyarakat

terkaya meningkat dari 41,2 per sen pada 2009 ke 48,6 persen

pada 2012, sementara proporsi pen dapatan 40 persen termiskin

menurun dari 21,2 persen pada 2009 ke 16,9 persen pada

2012.17 hasil survei yang dila ku kan Lembaga Survei indonesia

(LSi) dan majalah Tempo de ngan sampel 3.080 orang menun-

jukkan bahwa 40,1 persen me rasa bahwa kondisi ekonomi san-

gat tidak merata, 51,6 persen ku rang me rata, 0,5 persen sangat

merata, dan 6,6 persen cukup mera ta. Survei itu juga menun-

jukkan gambar an ketimpangan tersebut:

TABEL 2. Distribusi Pendapatan

Ideal (%) Real (%)

teratas 28,6 38,2

kedua 22,9 25

ketiga 19,3 17,7

keempat 15,9 11,6

terbawah 13,2 7,4

SUMBER: Tempo, 7 Juli 2014

16. arief  anshory yusuf  dan andy Sumner, “indonesia’s jarring wealth gap as

Joko Widodo celebrates election victory, new research reveals the gap between

rich and poor has never been so great,” http://www.aljazeera.com/indepth/ -

opinion/2014/07/indonesia-jarring-wealth-gap-2014728101920261316.html

17. tim nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan republik indonesia,

Poverty Brief: kemiskinan dan Perekonomian, Februari 2013.
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Selain itu, program-program imF dan Bank Dunia yang

men desakkan diterapkannya kebijakan good governance juga ga -

gal dalam memangkas kekuasaan kalangan oligarki lama. me -

nu rut robison dan hadiz, oligarki lama dan aliansi-aliansi eko -

nomi dan politik barunya sukses membajak kebijakan good

 governance yang dituntut oleh imF dan Bank Dunia tersebut.

Pembajakan itu terjadi karena penerapan kebijakan tersebut ti -

dak diikuti dengan perubahan atau penghancuran kekuatan-ke -

kuatan oligarki lama yang mampu bertahan pasca tumbangnya

rezim Orba.18

Saya sendiri berpendapat bahwa penerapan kebijakan neo -

liberal yang didesakkan oleh imF memang tidak dimak sud kan

untuk mengubah struktur sosial masyarakat yang timpang. apa

yang dilakukan melalui kebijakan neoliberal itu adalah pele -

mahan secara sistematis aliansi kelas di tingkat nasional. Di

satu sisi rezim kapitalisme neoliberal menganggap bahwa mo -

del negara Orba yang terlalu campur tangan dalam pasar tidak

lagi efektif  dalam rangka akumulasi kapital global yang diciri -

kan oleh pergerakan kapital internasional yang sa ngat fleksibel.

Dengan demikian, negara pasca Orba dengan sengaja didesain

untuk semata-mata memfasilitasi bekerjanya mekanisme pasar

sembari melepaskan dirinya dari pemenuhan kepentingan pub-

lik. Sehingga yang terjadi, restrukturisasi eko no mi dan politik

pasca Orba malah bertujuan untuk semakin mem perkuat alian-

si kelas dari luar dan dari atas yang sebelumnya telah berakar

pada rezim lama. 

Oleh karena itu, berbeda dengan robison dan hadiz yang

mengatakan bahwa oligarki lama dengan kawan aliansi baru -

nya telah sukses membajak kebijakan-kebijakan good governance

yang dikampanyekan oleh imF dan Bank Dunia, saya justru

berpendapat bahwa rezim demokrasi-neoliberal ini sesungguh-
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nya bertujuan untuk mereformasi peran negara yang dianggap-

nya bersifat parasit bagi kepentingan akumulasi kapital untuk

sepenuhnya tunduk pada kebutuhan pasar yang bersifat impe -

ratif. Dengan demikian, maka keberadaan oligarki lama menja-

di sebuah kebutuhan yang niscaya, sebab tanpa keberadaan me -

reka maka proses akumulasi tersebut akan berjalan lambat

tanpa jaminan kesuksesan.

Program Ekonomi Jokowi

Bagaimana Jokowi-Jk mengatasi problem struktural ketergan-

tungan ekonomi dan kesenjangan sosial tersebut? Dalam visi

dan misi yang disampaikannya kepada komisi Pemilihan

 umum, Jokowi-Jk mengidentifikasi ti ga problem pokok bang -

sa: (1) meorosotnya kewibawan nega ra; (2) melemahnya sendi-

sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi

dan krisis kepribadian bangsa.

untuk mengatasi tiga masalah pokok tersebut, secara ideo -

lo gis keduanya menawarkan jalan trisakti sebagai solusi, yakni:

1) kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan

demo krasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan. kedaulatan rakyat

men jadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun mela lui

gotong royong dan persatuan bangsa.

2) Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangun an

demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pe -

megang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan ne gara

dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distri -

busi nasional. negara memiliki karakter kebijakan dan ke -

wibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam me ng -

ambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui pe ng -

gunakan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran ne -

gara untuk memenuhi hak dasar warganegara.
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3) kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pemba -

ngunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pa -

da realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuat an

potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi de mo kra -

si politik dan demokrasi ekonomi indonesia masa depan.

khusus dalam poin berdikari dalam ekonomi, visi/misi Jo -

kowi-Jk menjabarkannya dalam serangkaian program berikut:

1) pembangunan kualitas sumber daya manusia;

2) pembangunan kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis

kerakyatan;

3) pembangunan daulat energi berbasis kepentingan nasional;

4) penguasaan sumberdaya alam;

5) membangun pemberdayaan buruh;

6) membangun penguatan sektor keuangan nasional;

7) penguatan investasi sumber domestik

8) membangun penguatan kapasitas fiskal negara;

9) penguatan infrastrukur;

10) pembangunan ekonomi maritim;

11) penguatan sektor kehutanan;

12) membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan;

13) membangun perimbangan pembangunan kawasan;

14) membangun karakter dan potensi pariwisata;

15) mengembangkan kapasitas perdagangan nasional; dan

16) pengembangan industri manufaktur.

Dari visi/misi ini keduanya kemudian menetapkan 9 agenda

prioritas yang disebut nawa Cita. khusus yang berkaitan de -

ngan bidang ekonomi, menempati prioritas terbesar dalam na -

wa Cita, seperti yang tampak pada point 3, 5, 6, dan7. Poin-poin

tersebut sebagai berikut:

3) kami akan membangun indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesa -
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tuan. Point ini dijabarkan menjadi:

a. Desentralisasi asimetris;

b. Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama desa,

kawasan timur indonesia dan kawasan perbatasan;

c. Penataan daerah otonomi baru untuk kesejahteraan rakyat;

d. implementasi uu desa;

5) kami akan meningkatkan kualitas manusia indonesia,

melalui:

a. Program “indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun

bebas pungutan;

b. Program kartu “indonesia Sehat” melalui layanan kesehat -

an masyarakat;

c. Program “indonesia kerja” dan “indonesia Sejahtera” me -

la lui reformasi agraria 9 juta ha untuk rakyat tani dan butuh

tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial;

6) kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa

maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya,

melalui:

a. membangun infrastruktur jalan batu sepanjang sekurang-

kurangnya 2000 kilometer;

b. membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan

merenovasi yang lama;

c. membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan me -

renovasi yang lama;

d. membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru

berikur pengembangan untuk hunian buruhnya;

e. membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional di

seluruh indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional

yang telah ada;

f. menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisinesi per-
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ijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari;

g. membangun sejumlah science dan technopark di kawasan

politeknik dan Smk-Smk dengan prasaran dan sarana de -

ngan teknologi terkini;

7) kami akan mewujudkan kemanidirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,

melalui:

a. membangun kedaulatan pangan;

b. mewujudkan kedaulatan energi;

c. mewujudkan kedaulatan keuangan;

d. mendirikan bank petani/nelayan dan umum termasuk ge -

dung dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra

produksi tani/nelayan;

e. mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan pen-

ciptaan sistem inovasi nasional.

Tantangan

untuk dapat merealisasikan visi/misi dan nawa Cita tersebut,

Jokowi-Jk menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 per -

sen hingga 2019. menurut akbar Faisal, deputi bidang infra-

struktur, perumahan rakyat, dan transportasi rumah transisi,

untuk dapat mewujudkan target tersebut dibutuhkan investasi

sebesar rp 6.500 t, dimana 25 persen atau sebesar rp 1.638 t

dapat disediakan aPBn, sedangkan 75 persen lainnya dicari -

kan dari Bumn maupun pihak swasta.19

melihat daftar visi/misi dan program prioritas yang di usung

Jokowi-Jk, para pengamat dan media mengatakan bah wa “aro -

ma populisme” atau “nasionalisme ekonomi” sangat te rasa di
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dalamnya. Seperti dikatakan Destry Damayanti, eko nom ke -

pala Pt Bank mandiri, “kedua kandidat bicara tentang isu-isu

populis tanpa menyentuh soal bagaimana mengatasi tan  tangan

nyata ekonomi indonesia, seperti inflasi, neraca tran saksi ber-

jalan, dan kesenjangan anggaran.”20 karena itu, bagi para peng -

amat ini, pemaparan visi/misi dan program-prog ram tersebut

tidak lebih dari “menu” kampanye untuk me na rik simpati dan

pilihan dari konstituen. Pada akhirnya, Jo kowi-Jk harus bersi -

kap realistis ketika berhadapan dengan ma salah-masalah kon -

kret yang ada. “mudah untuk mengatakan, te tapi dari mana

uang untuk membiayainya?” ujar Wellian Wi ran  to, ekonom dari

Singapore at Oversea-Chinese Banking Corp.21

Dari sini, maka ada dua tantangan utama Jokowi-Jk: perta-

ma, tantangan dari sisi keterbatasan anggaran; dan kedua, tan-

tangan dari sisi ekonomi-politik. 

Tantangan dari sisi anggaran

Berdasarkan perhitungan Bank indonesia pada agustus 2014,

saat Jokowi-Jk dilantik pada Oktober, mereka akan mewarisi

defisit neraca transaksi berjalan sebesar aS$ 9,1 miliar atau

4,27 persen dari PDB. masih menurut Bi, bila tak dibenahi, ada

kemungkinan defisit tersebut semakin lebar hingga 6 persen da -

ri PDB, angka terla rang dalam anggaran Pendapatan dan Be -

lanja negara 2014.22 De fisit itu sendiri terjadi karena impor le -

bih besar ketimbang ekspor. impor yang tinggi tersebut disebab -

kan paling ti dak oleh tiga hal: pertama, lemahnya struktur in -

dustri nasional akibat tidak berkembangnya industri hulu dan

tengah sehingga kebutuhan investasi dalam negeri masih dipe -

nuhi oleh barang-barang asing; kedua, masih tingginya impor
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migas karena kebijakan sektor energi yang lemah;23 dan ketiga

oleh menurunnya penerimaan pemerintah baik dari sektor

pajak maupun yang non-pajak.

Jika kita telaah lebih detail lagi, maka keterbatasan pembi-

ayaan itu tercermin dalam struktur aPBn dimana belanja

pemerintah begitu besar untuk belanja pegawai negeri, belanja

barang, belanja modal, pembayaran utang luar negeri, serta

subsidi non-energi dan subdisi energi. mari kita lihat tiga item

belanja, yakni belanja pegawai, pembayaran utang, dan subsidi

energi dan nonenergi. 

untuk 2014, belanja pegawai mengambil porsi sebesar rp

276,7 t, atau naik sebesar 18,8 persen dibanding 2013.24 Perlu

diketahui bahwa rata-rata hampir setiap tahunnya penganggar -

an terhadap belanja pegawai ini terus mening kat, yaitu pada

2008 = 112,8 t, tahun 2009 = 127,7 t, tahun 2010 = 148,1 t,

tahun 2011 175,7 t, tahun 2012 = 215,9 t, dan pada 2013 =

241,1 t.25 Sementara untuk utang luar negeri, Bank indonesia

mencatat bahwa total utang Ln indonesia pada 2014 mencapai

aS$276,49 miliar, tumbuh 8,73 persen dibandingkan posisi

2013. Dari jumlah itu, porsi utang swasta mencapai aS$145,98

miliar dan utang Ln pemerintah mencapai aS$122,81 miliar

dan sisianya utang Bi. Dari struktur utang sedemikian, maka

rasio pembayaran utang tahun mencapai 46,31 persen, yang

merupakan rasio tertinggi sejak 2004.26 hingga mei 2014, total

utang Ln kita telah mencapai angka aS$283,7 miliar atau

rp2.507,52 t. untuk aPBn 2014, porsi pembayaran cicilan

utang dan bunganya mencapai rp368,981 t, angka ini naik di -

REALISASI KEBIJAKAN EKONOMI 17

23. Daniel Wesley rudolf, “Defisit transaksi Berjalan Diproyeksikan masih di

atas 3%,” metrotVnews.com, 9 Juni 2014.

24. http://setagu.net/belanja-pegawai-dan-anggaran-remunerasi-2014/

25. arif  novianto, “aPBn 2013 masih tidak untuk rakyat”, Pedomannews.

com, 29 november 2012.

26. adi Wikanto, “utang luar negeri indonesia kian mengkhawatirkan,” kontan.

co.id, 2 Juni 2014.



banding aPBn 2012 yang tercatat rp299,708 t.27 Belanja

pemeritah terbesar lainnya adalah subsidi energi. Dalam aPBn

Per ubah an 2014, total subsidi energi mencapai rp.403 t, yang

terdiri dari subsidi energi sebesar rp350,3 t (subsidi BBm

rp246,5 t dan subsidi listrik rp103,8 t). Sementara subsidi

nonenergi sebesar rp52,7 t.28

Dari keterbatasan pembiayaan yang tersedia dalam aPBn

ini, bagaimana langkah Jokowi dalam merealisasikan prog ram-

program ekonominya yang bernuansa kerakyatan tersebut?

Secara garis besar, Jokowi mengatakan bahwa terdapat dua

strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran: (1) dengan me -

lakukan penghematan belanja negara; dan (2) memberi insentif

yang menarik bagi investor (asing dan domestik) agar mau me -

lakukan investasinya di indonesia. Penghematan be lan ja negara

terutama mencakup (a) pemotongan subsidi BBm secara berta-

hap; (b) mengalihkan subsidi tersebut ke sektor-sek tor yang

berkaitan langsung dengan pelayanan publik, se perti perbaikan

pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi

publik, dan jaminan ketersediaan pupuk bagi pe ta ni, dsb; dan

(3) reformasi birokrasi dengan tujuan menghasil kan efisiensi

anggaran serta layanan birokrasi yang mudah, ce pat, dan ber -

tanggung jawab (akuntabel). tetapi, penghematan ang garan sa -

ja tidak akan mencukupi (karena situasinya yang te lah defisit),

sehingga itu pada saat yang bersamaan, perlu di laku kan upaya-

upaya yang sistematis sehingga terbentuk iklim usaha yang kon-

dusif  bagi membanjirnya investasi (khususnya investasi asing)

dan menjaga keberlanjutan hutang luar negeri, yang dalam ba -

hasa aPBn disebut dana hibah. 

apakah solusi dari sisi anggaran ini bisa memberi peluang
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pada pemerintahan Jokowi-Jk untuk melaksanakan program-

programnya secara lebih leluasa? inilah yang akan kita telaah

pada tantangan berikutnya.

Tantangan ekonomi-politik

Berdasarkan paparan di atas, maka masalah yang muncul saat

ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari landasan da -

sar struktur perekonomian indonesia sejak rezim Orba ber kua -

sa, yakni diterapkannya strategi pembangunan ‘dari atas dan dari

luar’ oleh aliansi neokolonial. ini berarti bahwa penyelesai an

masalah tersebut dengan semata hanya memfokuskan pada

utak-atik dari sisi anggaran, merupakan sebuah penyederha na -

an masalah. akibatnya dalam perdebatan selama ini, di setiap

tahun penyusunan aPBn, selalu berkutat pada hal-hal yang

sifatnya teknis, seperti perlu tidaknya pencabutan subsidi BBm

dst. Walaupun harus diakui bahwa tindakan-tindakan teknis

seperti ini memiliki dampak politik yang cukup signifikan.

namun demikian, semata-mata bergulat dalam perdebatan

tek nis anggaran sama sekali tidak akan menyelesaikan perma -

sa lahan ekonomi dan sosial yang ada. Juga tidak akan meng ha -

silkan struktur perekonomian yang sehat, di mana rakyat me -

ningkat kesejahteraannya. malah sebaliknya, yang terjadi ada -

lah melestarikan ketergantungan ekonomi indonesia pada eko -

nomi global sekaligus piramida struktur sosial yang makin tim-

pang sekarang.

mari kita ambil contoh berdasarkan logika yang dipaparkan

Jokowi-Jk, bahwa masalah defisit ini bisa diatasi dengan jalan

penghematan belanja negara dan merangsang para investor

agar mau menanamkan uangnya. Dari sisi investasi, ada dua

hal yang perlu diperhatikan. Pertama, investasi asing yang sa -

ngat dominan saat ini adalah investasi dalam bentuk portfolio

yang likuiditasnya sangat tinggi. ekonom iwan Jaya aziz dari

asian Development Bank (aDB), memperkirakan bahwa di
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negara-negara asia yang tengah bangkit perekonomiannya

(emerging Asia), investasi jenis mencapai jumlah aS$7,2 t pada

maret tahun ini. tetapi karena sifat dari investasi yang sangat

volatile (tidak bisa diprediksi), maka walaupun terjadi pertum-

buhan ekonomi akibat besarnya investasi yang masuk namun

pada saat bersamaan investasi ini juga menyebabkan terjadi

resiko ketidakstabilan ekonomi yang sangat nyata.29

Dengan demikian, untuk terwujudnya ekonomi yang ko koh

dan sehat, Jokowi-Jk sama sekali tidak bisa bergantung pada

investasi jenis ini. Oleh karena itu, investasi yang ingin diharap -

kan datang adalah investasi asing langsung (foreign direct invest-

ment/FDi). tampaknya, Jokowi-Jk menganggap masalah FDi

bisa diatasi dengan reformasi birokrasi saja. namun demikian,

FDi senantiasa mensyaratkan adanya stabilitas politik guna

memastikan kelancaran investasinya, serta tingkat upah buruh

yang rendah dan iklim perburuhan yang damai. rezim pasca

reformasi menunjukkan pada kita bagaimana mereka menja -

lankan politik upah murah untuk menarik FDi, sehingga meng -

akibatkan munculnya aksi-aksi perlawanan buruh yang menun-

tut per baik an upah, jaminan kerja tetap dan keselamatan kerja.

kita belum tahu persis bagaimana Jokowi-Jk mendamaikan

dua hal kontradiktif  ini. 

tetapi, seberapa menguntungkannya investasi asing ini bagi

perekonomian nasional? James Petras dalam studinya tentang

peranan investasi asing di negara-negara di kawasan amerika

La tin menunjukkan bahwa investasi asing ini lebih banyak

men datangkan mudharat ketimbang manfaat. Berdasarkan stu -

di tersebut, Petras menyimpulkan ada enam mitos dari in ves tasi

asing yang dipercaya oleh para intelektual dan pengambil kebi-

jakan di negara-negara berkembang:
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Pertama, mitos bahwa investasi asing akan menciptakan pe -

ru sahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merang -

sang penelitian dan pengembangan teknologi “know-how” lokal

yang baru. kenyataannya, investasi asing lebih tertarik untuk

membeli perusahaan-perusahaan Bumn kategori untung/

sehat dan kemudian memprivatisasinya atau membeli perusa -

ha an-perusahaan swasta dalam kategori yang sama, dan me -

ngua sai pasar perusahaan tersebut. Sementara dalam soal tek -

no logi, mereka hanya menjual atau menyewakan desain tek no -

logi yang telah dibuat di “negara asal,” yang jumlahnya men-

capai lebih dari 80 persen. Jadi, apa yang disebut alih teknologi

itu adalah bagaimana cara-cara baru dalam menjual teknologi,

bukan alih kemampuan riset dan desain teknologi. Dalam ka -

sus amerika Latin, sejak dekade 1980an, lebih dari setengah

investor asing hanya membeli perusahaan-perusahaan yang

ada, dengan harga di bawah nilai pasar. Setelah itu, alih-alih

melengkapi kapital lokal atau kapital swasta domestik, investasi

asing ini malah menyingkirkan (crowds-out) kapital lokal dan

inisiatif  publik, serta meremehkan kemunculan pusat-pusat

penelitian lokal.

Dalam kaitannya dengan perluasan pasar, terdapat catatan

yang beragam: dalam sektor di mana perusahaan publik butuh

pen danaan, seperti telekomunikasi, pemilik asing baru mung -

kin akan memperluas pasar melalui penambahan jumlah peng-

guna jasa perusahaan tersebut. tetapi dalam kasus lainnya, se -

perti air, listrik, dan transportasi, para pemilik baru ini malah

mereduksi pasar, khususnya dari kalangan berpendapatan ren-

dah melalui peningkatan ongkos di luar kemampuan daya beli

konsumen tersebut.

Kedua, mitos bahwa investasi asing akan meningkatkan daya

saing industri ekspor, dan merangsang ekonomi lokal me la lui

pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/ pela -

yanan). Faktanya, investor asing lebih tertarik membeli atau
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menginvestasikan uangnya ke sektor-sektor pertambang an yang

sangat menguntungkan dan kemudian mengekspornya dengan

sedikit atau tanpa nilai tambah sama sekali.

Ketiga, mitos bahwa investasi asing akan meningkatkan pa -

jak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional,

ser ta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan im -

por. Faktanya, investor asing terlibat dalam penipuan pajak, pe -

nipuan dalam pembelian perusahaan-perusahaan publik, dan

praktek pencucian uang dalam skala besar.

Sebagai contoh, pada mei 2005, pemerintah Venezuela

meng umumkan bahwa terjadi penghindaran dan penipuan pa -

jak sejumlah miliaran dollar yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan perminyakan asing, sejak mereka menandatangani

kontrak pada dekade 1990an. Seluruh perusahaan minyak dan

gas rusia telah dikuasai oleh sebuah kelas baru oligarki, yang

berasosiasi dengan para investor asing untuk menghindari pajak

sebagaimana terbukti dalam pengadilan dua oligarkhi, Platon

Lebedev dan mikhail khodorkovsky. keduanya meng hindari

membayar pajak sebesar aS$29 miliar, dengan difasili tasi oleh

bank-bank amerika Serikat dan eropa.

Sementara itu, dampak dari perusahaan-perusahaan multi-

nasional ini pada keseimbangan neraca pembayaran untuk

jangka panjang adalah negatif. Sebagai contoh, sebagian besar

pabrik perakitan di zona ekspor mengimpor seluruh bahan-

bahan masukan (input) mesin, desain dan ketrampilan, serta

mengekspor produk jadi dan semi jadi. akibatnya, terjadi keti-

dakseimbangan neraca perdagangan dimana biaya impor ter-

gantung secara relatif  terhadap nilai ekspor. Dalam banyak

kasus, komponen-komponen impor yang dimasukkan dalam

ekonomi lokal lebih besar ketimbang nilai tambah dalam zona

ekspor. Selain itu, sebagian besar pendapatan dari platform eks -

por dinikmati oleh kelas kapitalis, semenjak kunci sukses dari

bisnis ini adalah upah murah.
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Keempat, mitos bahwa pembayaran utang adalah esensial

untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar

internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. ke dua

hal ini, sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan. te -

tapi catatan historis menunjukkan, penambahan utang baru di

bawah kondisi ekonomi yang tidak sehat dan pembayaran kem-

bali secara ilegal utang-utang yang dibuat oleh pemerin tah an

diktator, hanya akan membahayakan keberadaan dan in teg ritas

sistem keuangan domestik yang kemudiam memicu kebang -

krutan keuangan, sebagaimana yang menjadi peng alam an

argentina antara periode 1976-2001.

Kelima, mitos bahwa sebagian besar negara-negara Dunia

ke tiga tergantung pada investasi asing untuk menyediakan ke -

butuhan modal bagi pembangunan karena sumberdaya-sum-

berdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.

temuan Petras justru menunjukkan hal sebaliknya, dimana

mayoritas investasi asing itu adalah investor asing yang memin -

jam tabungan nasional untuk membeli perusahaan-perusahaan

lokal dan membiayai investasinya. investor asing dan mnCs

(multinational corporations) melindungi pinjaman luar negeri nya

melalui bantuan pemerintah lokal, atau secara langsung mener-

ima pinjaman dari dana pensiun lokal dan perbankan. Laporan

terkini tentang dana pensiun yang digunakan untuk membiayai

mnCs lokal di meksiko menunjukkan bahwa Banamex, bank

swasta kedua terbesar di meksiko (pada 2001 merger dengan

Citigroup inc), memperoleh jaminan pinjaman sebesar 28,9

miliar pesos (aS$2,6 miliar), american movil (telcel) 13 miliar

pesos (aS$1,2 miliar), Ford motor (untuk pinjaman jangka

panjang) sebesar 9,556 miliar pesos) dan 1 miliar pesos (untuk

pinjaman jangka pendek), general motors (sektor keuangan)

menerima sebesar 6,555 miliar pesos.

Fakta ini menunjukkan bahwa pinjaman yang dilakukan

oleh investor asing untuk mengambilalih pasar lokal dan fasili -
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tas-fasilitas produktif, telah menjadi praktik yang umum, me -

nyanggah gagasan bahwa investor asing membawa “modal se -

gar” ke negara berkembang tersebut. hal yang sama penting -

nya, fakta itu juga membantah gagasan bahwa negara-negara

Dunia ketiga “butuh” investasi asing karena kelangkaan modal

yang dimilikinya. yang sebenarnya terjadi, undangan pada in -

vestasi asing menyebabkan tabungan lokal dari investor swasta

dan publik lokal menjadi terbatas pada peminjam lokal, sehing-

ga memaksa mereka untuk melihat kreditor uang “informal”

dengan tingkat suku bunga yang mencekik. akibatnya, ketim-

bang melengkapi keberadaan investor lokal, investasi asing jus-

tru bersaing untuk memperoleh tabungan lokal dari posisi isti -

mewanya di pasar kredit. Dengan iming-iming jamin an aset (di

luar negeri) yang besar dan pengaruh politik, mereka lebih mu -

dah memperoleh jaminan pinjaman dari agen-agen pemberi

pinjaman lokal.

Keenam, para penganjur investasi asing berargumen bahwa

sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu

alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjut-

nya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi ke -

seluruhan. tak ada yang bisa dikatakan dari argumen ini ke -

cuali menunjukkan bahwa investasi asing pada pabrik-pabrik

perakitan di kawasan karibia, amerika tengah, dan meksiko

mengalami ketidakamanan dan ketidakstabilan akibat muncul-

nya pesaing dari Cina dan Vietnam yang mengandalkan buruh

supermurah. Dan investor asing, lebih dari investor lokal, sa -

ngat mudah merelokasikan investasinya ke tempat-tempat yang

lebih menguntungkan dan menciptakan situasi ekonomi yang

sangat fluktuatif  (boom and bust economy). Dengan mun culnya

pesaing dari Cina dan Vietnam, apa yang dilakukan oleh inves -

tor asing di karibia, amerika tengah, dan meksiko, bukanlah

menciptakan teknologi baru yang semakin canggih atau beralih

ke produk-produk yang lebih kompetitif, melainkan me min -
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dahkan investasinya. terakhir, studi jangka panjang yang dila -

kukan oleh tanushree mazumdar mengenai dampak investasi

asing di india, menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara

investasi asing dan pertumbuhan ekonomi.30

hal lain, yang tidak disinggung dalam diskusi mengenai ke -

ter batasan anggaran adalah berkaitan dengan utang Ln. Per ta -

n yaannya: mengapa ketika bicara soal penghematan ang gar an,

pemerintah plus teknokrat dan media-media arus utama tidak

pernah menyingung keberadaan utang Ln yang sangat mem-

bebani anggaran ini? mengapa hanya pemotongan subsidi yang

selalu dipersoalkan? mengapa pemerintah hanya berani memo-

tong subsidi tetapi tidak berani melakukan mora to rium pemba-

yaran utang dan bunga utang Ln? 

Seperti yang sudah dianalisa oleh Sritua arief, sejak dekade

1990an, ketergantungan pada utang Ln ini telah menyebabkan

indonesia terjebak dalam perangkap Fisher Paradox, di mana

untuk bisa membayar utang dan bunga utang Ln tidak ada cara

lain kecuali dengan kembali membuat utang baru. Dalam kon-

disi aPBn yang defisit, situasi Fisher Paradox ini menjadi sema -

kin bertambah parah. Dan celakanya, utang Ln swasta jauh

lebih besar ketimbang utang Ln pemerintah, sehingga kembali,

seperti kesimpulan arief, rakyatlah yang harus me nang gung

utang Ln swasta tersebut. 

Lalu kenapa pemerintah selama ini tidak berani melakukan

moratorium utang dan pembayaran utang dan bunga utang

Ln? Saya berpendapat hal itu disebabkan oleh: pertama, keya -

kin an teoritis bahwa utang Ln akan membawa dampak positif

bagi neraca transaksi berjalan; kedua, karena utang Ln ini ber -

kaitan dengan lembaga-lembaga multilateral yang selama ini

men jadi acuan bagi investasi asing, maka penting untuk menja -
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ga kepercayaan lembaga-lembaga tersebut bahwa indo ne sia

kondusif  bagi investasi asing; ketiga, utang Ln juga berkait erat

dengan hubungan antar-negara, sehingga dengan terus memba-

yar utang dan bunga utang Ln, berarti kita tetap memperoleh

kepercayaan dari negara-negara pemberi utang tersebut.

Dengan argumentasi ini, maka pemerintahan Jokowi-Jk

nantinya selamanya akan terjebak dalam posisi “gali lubang

tutup lubang” yang semakin parah dari tahun ke tahun.

Penutup

Dari seluruh rangkaian argumentasi dan fakta-fakta yang dipa -

par kan di atas, maka problem sesungguhnya dari ekonomi

indo nesia dan dampak-dampaknya, tidak berakar pada pro b -

lem anggaran atau neraca transaksi berjalan. Problem yang pa -

ling mendasar dari keterpurukan ekonomi nasional yang me -

nyebabkan terbentuknya struktur piramida sosial yang sa ngat

timpang, adalah terus berlanjutnya rezim neokolonial yang men-

jalankan strategi pembangunan “dari luar dan dari atas.”

Sehingga, dengan demikian dalam jangka pendek memang

Jokowi-Jk dihadapkan pada tantangan defisit neraca transaksi

berjalan yang kronis, tetapi pada saat yang sama, pemerintah an

baru ini menghadapi tantangan yang lebih serius, yakni bagai -

mana membalikkan aliansi kelas dari aliansi neokolonial yang

menjalankan strategi “dari luar dan dari atas” menjadi aliansi

kelas nasional-kerakyatan dengan menjalankan strategi pemba -

ngunan “dari dalam dan dari bawah.”



iBarat nyaringnya bEAT DaLam ritme SeBuah Lagu yang

sangat “pecah”, narasi akan perubahan pun mengalir deras

mengiringi setiap momen transisi menuju bekerjanya pemerin-

tahan baru. Betapa tidak, jalan menuju perubahan itu seakan

terbentang lapang dan terang seiring dengan kemenangan pa -

sangan Jokowi-Jk dalam kontestasi politik 2014. Optimisme

ini bukan tanpa dasar. melalui penjabaran 41 halaman Visi Misi

dan Program Aksi, yang secara operasional diperas lagi ke dalam

nawa Cita: 9 Agenda Perubah an, tampak jalan perubahan yang

ditawarkan dan dicanangkan oleh peme rintahan baru berpijak

pada keseriusan dan pertimbangan mendalam atas permasalah -

an dalam segenap aspek kehidupan masyarakat indonesia. Bu -

kan se ka dar pepesan kosong dan janji retorik sebagaimana yang

sudah-sudah, jalan perubahan yang dibentangkan oleh peme -

rintahan yang baru ini tampak rasional dan me yakinkan. ham -

pir tidak ada sudut permasalahan dalam kehidupan masyarakat

yang tidak menjadi sasaran perubahan di dalamnya.

tidak heran jika kemudian impian pun dituai, harapan be -

sar masyarakat pun digantungkan kepada kerja pemerintahan

yang baru ini. Bahkan bukan hanya harapan akan perubahan
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yang digantungkan oleh masyarakat, melainkan impian akan

terwujudnya perubahan mendasar, bah kan revolusi menuju di -

namika dan kondisi kehidupan mas ya rakat indonesia yang

benar-benar baru, dapat dicapai me lalui implementasi visi, misi

dan serangkaian program aksi Jokowi-Jk. Ditambah dengan

optimisme dan aktivisme mas ya rakat untuk mengawal kerja

dari pemerintahan baru ini, juga dengan gaya kepemimpinan-

nya yang terbuka untuk bergerak bersama rakyat, tampak se -

akan benar-benar terbentang jalan yang lapang bagi perubahan

mendasar dalam kehidupan masyarakat negeri ini.

akan tetapi, gerak langkah untuk meretas perubahan dari

permasalahan ekonomi yang mendasar, utamanya dalam

wujud kemiskinan dan kesenjangan, yang juga tak kunjung usai

setelah hampir melalui tujuh dekade kemerdekaan, tidak hanya

sekadar membutuhkan identifikasi atas permasalahan, tawaran,

janji, program, dan pengawalan semata. Lebih dari itu semua,

upaya perubahan dalam kondisi yang sangat ber ma sa lah ini

mensyaratkan adanya perubahan. Perubahan itu sendiri men-

syaratkan perubahan, untuk dapat benar-benar mewujudkan

perubahan. 

Perubahan harus dimulai dari perubahan sedari cara dalam

memahami permasalahan. geliat harapan akan perubahan

mendasar ini hendaknya dijadikan sebagai momen bagi kita

untuk berhenti mendorong dan merumuskan langkah perubah -

an hanya dengan berpijak pada identifikasi atas kondisi-kondisi

yang dinilai sebagai masalah. Saatnya juga kita untuk tidak

mengukur dan menilai perubahan dengan hanya berhenti pada

angka-angka yang merepresentasikan kondisi makro semata,

terutama angka pertumbuhan ekonomi. namun, berdasarkan

ukuran-ukuran yang menunjukkan apakah perubahan terjadi di

dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan permasalahan

ekonomi yang sangat mendasar ini dapat terjadi. yakni, berda -

sar kan ukuran yang dapat menilai, apakah kebijakan, program,
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dan dinamika yang tengah berlangsung mengarah kepada ter-

hapusnya kondisi-kondisi tersebut. ataukah sebaliknya, di

mana kebijakan, program dan dinamika yang berlangsung jus-

tru mengarah kepada penguatan dan subsistensi dari kondisi-

kondisi yang mensyaratkan dan memungkinkan permasalahan

kemiskinan dan kesenjangan di dalam masyarakat dapat terja-

di dan terus tereproduksi.

target utama tulisan ini adalah mengidentifikasi dan mem-

bongkar salah satu kondisi struktural yang memungkin kan per-

masalahan-permasalahan mendasar yang sama, yang selama

ber dekade terus tereproduksi, sekaligus menghadirkan ukuran-

ukuran dalam menilai apakah jalan perubah an yang hendak

ditempuh melalui bekerjanya pemerintahan Jokowi-Jk telah

diarahkan dan dapat benar-benar mengeliminasi kondisi struk-

tural yang memungkinkan reproduksi dan subsistensi perma -

salahan ekonomi mendasar dalam kehidup an masyarakat

indonesia selama ini. 

Salah satu titik masuk untuk tiba pada teridentifikasinya

kondisi yang memungkinkan kemiskinan dan kesenjangan da -

pat terus tereproduksi adalah melalui penelusuran dan pem -

bong karan terhadap dinamika dan corak dari sebuah medan

magnet aktivitas ekonomi dengan daya tarik yang sangat besar

dalam kehidupan masyarakat indonesia, yakni sektor industri

manufaktur.

tidak dapat dipungkiri, dengan rata-rata kontribusinya ter-

hadap PDB indonesia sebesar 23,5 persen dari 2010 sampai

dengan kuartal kedua 2014, sektor industri manufaktur meru-

pakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi indo -

nesia. Sejak dipancang sebagai sektor penopang pertumbuhan

ekonomi melalui empat repelita (1969-1989) berbasis justifi -

kasi program industriali sasi substitusi impor (robison, 2009),

dapat dicermati bagai mana pertumbuhan sektor industri manu-

faktur melejit pesat sebagai penyumbang utama PDB indonesia
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sejak 1996 hingga hari ini. merujuk kepada gambar 1, tampak

bagaimana sumbangan dari sektor industri manufaktur terha -

dap PDB indo ne sia selama empat tahun terakhir tidak pernah

berada di bawah angka 20 persen, dan terus bertahan sebagai

penopang utama sumber pertumbuhan ekonomi indonesia.

Sampai dengan kuar tal kedua 2014 ini, tercatat kontribusi sek-

tor industri manufaktur adalah sebesar 20,8 persen dari total

PDB indonesia (BPS, 2014).

Dengan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat be -

sar pada sektor ini, semakin mapan posisi industri manufaktur

sebagai penopang utama dari keberlangsungan perekonomian

indonesia. Dari 2010 sampai dengan 2013, tercatat sebesar

rata-rata 13,3 persen dari total penduduk yang bekerja berada

pada sektor industri manufaktur (BPS, 2013). Sampai de ngan

Februari 2014, sektor industri manufaktur menyerap tenaga

kerja sebesar 15.390.188 jiwa (BPS, 2014). Secara komparatif,

memang serapan tenaga kerja pada sektor industri ma nu faktur

di indonesia belum mengungguli sektor pertanian, per kebunan,

kehutanan, perburuan dan perikanan, di mana sampai dengan

pada Februari 2014 tercatat sebesar lebih dari 40 juta jiwa be -
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GAMBAR 1. Kontribusi terhadap PDB Menurut Lapangan Usaha 
(Persentase dari total PDB)

SUMBER: BPS, Kemenkeu, Bappenas, dan BI, 2013, 
dikutip dari Kompas Edisi Khusus 2014, 25 Oktober 2013



kerja di dalamnya. Begitu juga dengan sektor perdagangan, ru -

mah makan dan jasa akomodasi, yang sampai dengan Februari

2014 masih menduduki posisi kedua dari sektor usaha yang

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah be sar di indo -

nesia (sebesar 25.809.269 jiwa, BPS, 2014). na mun demikian,

kerja pada sektor inilah yang selama ini menjadi sumber pen-

ciptaan nilai pada tingkat yang besar, di mana porsi terbesar

PDB indonesia diperoleh darinya.

Dengan demikian, semakin jelas bagaimana aktivitas eko -

nomi pada sektor industri manufaktur merupakan basis utama

dari geliat roda perekonomian indonesia sampai dengan hari

ini. Di satu sisi, sangat jelas bagaimana sektor industri manu -

fak tur, merupakan medan aktivitas ekonomi utama yang me no -

pang pertumbuhan ekonomi indonesia yang terus digadang

sebagai prestasi dan hasil kinerja dari pemerintah sebelumnya.

Sekaligus, pada sisi yang lain, ketika kondisi permasalahan
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TABEL 1. Output Perekonomian Indonesia Berdasarkan Sektor, 1967-2013
(Persentase dari total PDB)

SUMBER: Data tahun 1967-2009 diolah dari CEIC; RBA; World Bank; United
Nations, (Elias & Clare, 2011); Data tahun 2013 diolah dari BPS, 2014.



yang sama terus bereproduksi, khususnya kemiskinan dan ke -

senjangan, dengan demikian tentu saja tidak dapat dilepaskan

dari dinamika, corak, dan kondisi yang berlangsung di dalam

sektor industri manufaktur ini.

MEMBEDAH TANTANGAN JOKOWI32

GAMBAR 2. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan
Pekerjaan Utama, Agustus 2013 - Februari 2014 (dalam juta jiwa)

SUMBER: BPS 2014

GAMBAR 3. Pertumbuhan dan Serapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur
(Pengolahan) Indonesia 2004-2014

Sumber: Diolah dari BPS 



Bahwa permasalahan kemiskinan dan kesenjangan yang te -

rus saja bergelayut dalam kehidupan masyarakat indonesia se -

lama ini, dimungkinkan oleh kondisi-kondisi yang berlangsung

di dalam geliat aktivitas sektor industri manufaktur. mem bedah

dinamika, corak produksi dan kondisi yang me no pang keber-

langsungan dari sektor ini dengan demikian, dapat mengung -

kap serangkaian kondisi yang memungkinkan perma sa lahan

ekonomi yang sangat mendasar dapat terus terjadi da lam kehi -

dupan masyarakat. atas dasar pembongkaran akan co rak dan

modus pengorganisasian produksi dalam medan mag net indus-

tri manufaktur yang bersifat spesifik dan kontem po rer di ben-

tangan geografis indonesia inilah, dapat diidentifi kasi kondisi-

kondisi yang memungkinkan reproduksi perma sa lah an ketim-

pangan dan kemiskinan, sekaligus dapat diukur sejauh mana

visi misi dan program aksi yang dicanangkan oleh pasangan

presiden terpilih Jokowi-Jk mengarah dan mampu mengelimi-

nasi kondisi-kondisi tersebut.

Pembongkaran #1: Posisi Industri Manufaktur Indonesia 
dalam Jejaring Produksi Global

Jika dicermati secara mendalam, terungkap dengan terang ba -

gaimana dinamika, corak produksi, dan struktur industri manu -

faktur benar-benar menyusun kondisi yang membuat kemiskin -

an dan kesenjangan itu mungkin terjadi, bahkan disyaratkan

untuk ada.

Ditinjau dari posisi produk industri manufaktur indonesia

dalam jaringan produksi global, tampak nyata bagaimana ki -

ner ja sektor industri yang menjadi penyumbang terbesar bagi

pertumbuhan ekonomi ini sangat bergantung pada ekspor

barang-barang dalam kategori setengah jadi (intermediate goods)

dan barang jadi pesanan dari luar. kondisi ini direpresenta si kan

dari kategori ekspor manufaktur indonesia dari 1996-2008 mi -
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salnya, di mana 37,25 persen dari total ekspor manufaktur indo -

nesia adalah kategori barang yang berbasis intensifitas tenaga

kerja tidak terampil (unskillful labour-intensive-uLi), dan 19,40

persen adalah kategori barang yang berbasis intensifitas sumber

daya alam (natural resources-intensive–nri) (rahmaddi &

ichihashi, 2012).

tercermin dari 10 golongan barang ekspor nonmigas utama

indonesia Januari-Juli 2014, tampak nyata bagaimana kedua

ka tegori barang ekspor tersebut tetap bertahan pada posisi yang

sangat dominan. tampak jelas bagaimana komposisi eks por

barang nonmigas indonesia hingga kini masih sangat di do mi -

nasi oleh kategori barang dengan intensifitas sumber daya alam

yang sangat tinggi. tampak juga dalam ekspor nonmigas indo -

nesia Januari-Juli 2014 tersebut, terdapat kategori-kategori

barang setengah jadi yang tentu saja da pat di telisik sebagai pa -

sokan bagi rantai produksi global. Be gitu pula dengan barang

jadi, utamanya adalah pakaian jadi, eks por indonesia dalam ja -
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GAMBAR 4. Komposisi dan Pertumbuhan Ekspor Manufaktur Indonesia
1996-2009 (dalam persen)

SUMBER: Divisualisasikan dari kalkukasi 
Rudy Rahmaddi dan Masaru Ichihashi (2012).



ringan produksi global di sini lebih sebagai pemasok bagi merk-

merk pakaian terkenal yang berada di luar negeri.

tentu saja, dalam rantai penciptaan nilai secara global, po -

sisi ini berada pada tingkat yang sangat rendah. Bahwa posisi

aktivitas produksi industri manufaktur indonesia adalah pema-

sok barang-barang setengah jadi yang dibutuhkan bagi kegiatan

produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi dalam rantai

global. Dengan kata lain, sektor industri manufaktur indonesia

selama ini bergeliat atas dasar pengalihan aktivitas produksi

(outsourcing) dari luar negeri di dalam rantai global.

Berdasarkan pola dan kapabilitas penciptaan nilai da lam je -

jaring produksi global, karakteristik dominan dari ko mo ditas

ekspor manufaktur indonesia ini mencerminkan po sisi aktivitas

produksi di wilayah geografis indonesia yang sa ngat ti dak stra -

tegis dan menguntungkan. Dengan dominasi ko mo di tas ekspor

dalam klasifikasi nri dan uLi, dengan demikian posisi mayo -

ritas dari aktivitas produksi di indonesia berada da lam kategori

kapabilitas penciptaan nilai yang cukup rendah (klasifikasi

nri) dengan kapabilitas penangkapan nilai (value capture) yang

juga rendah. untuk dominasi klasifikasi komoditas uLi, aktivi -
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GAMBAR 5. 10 Golongan Barang (HS 2 Digit) Utama Ekspor Nonmigas
Indonesia Januari-Juli 2014 (dalam juta US$)

SUMBER: BPS 2014



tas produksi industri manufaktur di in do nesia berada dalam

kategori kapabilitas penciptaan nilai yang cukup tinggi (dalam

aspek produksi material), namun ka pa bilitas pe nangkapan nilai

justru rendah (terkait dengan faktor kepemilik an saham ekster-

nal dan aktivitas produksi barang pasokan di mana transfer ke -

untungan yang lebih besar ke pe ru sahaan pemesan).1

Bahkan, dengan corak seperti ini, daya tarik industri manu-

faktur indonesia bagi pengalihan produksi dari luar tidak lain

dan tidak bukan, terletak pada biaya produksi dalam wujud

tingkat upah dan bahan baku yang murah. Dalam praktik out-

sourcing sebagai fitur dominan dalam pengorganisasian produk-

si kapitalisme kontemporer, terdapat beberapa pertimbangan

utama yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan

pengalihan lokasi aktivitas produksinya. mengacu kepada mo -

del yang dikembangkan grossman dan helpman (2005), di -

identifikasi tiga fitur yang sangat esensial dalam strategi out-

sourcing modern. Pertama, perusahaan harus mencari (searching)

mitra-mitra dengan keahlian atau kemampuan tertentu yang

memungkinkan mereka untuk menjalankan aktivitas produksi

tertentu yang dibutuhkan. Kedua, perusahaan-perusahaan ha -

rus dapat meyakinkan pemasok-pemasok yang potensial untuk

menyesuaikan (customizing) spesifikasi produk sejalan dengan

kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ketiga, per -

usahaan-perusahaan tersebut harus menciptakan relasi-inves-

tasi spesifik yang dibutuhkan di dalam sebuah kondisi perjanji -

an yang sifatnya tidak lengkap (incomplete contracting).
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1. Dalam rantai nilai global (global Value Chains), pola dan proses penciptaan,

ekstraksi dan penangkapan nilai yang berjalan secara terfragmentasi. ekstraksi

nilai terjadi dalam cara dan tingkat yang berbeda di dalam setiap segmen, sim-

pul dan bahkan unit produksi. atas dasar ekstraksi nilai inilah strategi-strategi

dan pola-pola pengorganisasian produksi yang berjejaring secara global tercip-

ta. Salah satu strategi yang berkembang dalam upaya untuk menstabilkan atau

meningkatkan ekstraksi nilai di dalam rantai nilai global, sangat dipengaruhi

oleh tingkat upah yang berbeda di antara negara maju dan berkembang. Lih.

(gereffi & kaplinsky , 2001).



Dalam aspek penentuan lokasi outsourcing, grossman dan

helpman mengidentifikasi empat determinan utama yang sa -

ngat berpengaruh. Pertama, besarnya wilayah dari sebuah ne -

gara dapat memengaruhi tingkat “ketebalan” dari pasar di da -

lam nya. Dalam kondisi determinan lain pada tingkat yang sa -

ma, sebuah perusahaan cenderung untuk melakukan aktivitas

pencarian mitra di negara dengan ukuran pasar yang besar. hal

ini dikarenakan kondisi yang lebih membuka peluang untuk

menemukan mitra yang memiliki ketrampilan yang me ma dai

yang dapat membuatnya mampu dan bersedia untuk mem pro -

duksi suatu komponen atau jasa tertentu yang dibu tuh kan oleh

produsen akhir. Kedua, teknologi yang dibutuhkan dalam akti -

vitas pencarian sangat mempengaruhi biaya dan me nen tukan

kecenderungan pencarian mitra yang sesuai. Pen cari an akan ti -

dak terlalu memakan biaya dan berhasil di se buah negara de -

ngan kondisi infrastruktur komunikasi dan trans portasi yang

baik. Ketiga, teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi

komponen spesifik sangat memengaruhi kebersediaan mitra

untuk melakukan investasi yang dibutuh kan dalam membuat

produk purwa rupa (prototype). Keempat, kondisi yang meme -

ngaruhi bentuk perjanjian dengan mitra, yang sangat terkait

dengan kemampuan sebuah perusahaan untuk membuat mitra

berinvestasi di dalam relasi. hal ini terutama terkait dengan

taraf  di mana relasi-investasi spesifik dapat diverifikasi oleh pi -

hak luar di masing-masing negara.

Dalam strategi pencarian mitra, sebuah perusahaan me la ku -

kan pencarian berdasarkan kepada desain produk dengan spe-

sifikasi komponen yang sesuai. atas dasar kebutuhan spesifik

produk inilah, perusahaan akan menentukan di mana lo kasi

pencarian akan dilakukan. Penentuan ini sangat dipeng a ruhi

oleh ketersediaan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan yang

sesuai dan tingkat kemampuan teknologi secara keselu ruh an di

dalam sebuah negara atau wilayah. Perbedaan kondisi keteram -
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pilan tenaga kerja dan tingkat perkembangan tek no logi antara

negara-negara utara dan Selatan, dengan demikian sangat me -

mengaruhi penentuan lokasi pencarian mitra.

Dalam strategi penyesuaian spesifikasi produk yang harus

dilakukan oleh mitra pemasok, biaya investasi menjadi faktor

yang sangat berpengaruh. Sebelum memutuskan menjalin kon-

trak dengan mitra atau pemasok di negara lain, sebuah perusa-

haan harus mengidentifikasi kemampuan dalam aspek tekno -

logi yang dimiliki mitra tersebut untuk memproduksi kompo-

nen spesifik yang dibutuhkan. Proses ini tentu saja memakan

biaya tersendiri bagi perusahaan yang melakukan pencarian

mitra. Dalam kondisi di mana mitra tidak memiliki kemam-

puan teknologi yang memadai, perusahaan akan mempertim-

bangkan biaya investasi untuk mengembangkan kemampuan

teknologi mitranya. Dari sisi mitra yang memiliki potensi, bia -

ya harus dihitung dari aspek investasi teknologi untuk meng-

hasilkan produk purwa rupa dan dari aspek biaya dalam pro-

duksi komponen spesifik yang sesuai dengan permintaan pe ru -

sa haan dari luar ketika kontrak telah disepakati. hal ini tentu

saja memengaruhi harga komponen yang ditawarkan oleh

 mitra kepada perusahaan yang menawarkan pemesaan. Se ma -

kin rendah investasi teknologi yang dibutuhkan maka semakin

rendah harga yang ditawarkan kepada perusahaan pemesan.

Sehingga kecenderungan besar kontrak akan disepakati di

antara kedua pihak tersebut.

ketika sebuah perusahaan yang menjadi produsen akhir te -

lah menemukan mitra dengan kemampuan yang dibutuhkan,2

keduanya memasuki proses pembangunan relasi mela lui tawar-

menawar dan perjanjian atau kontrak. kondisi aturan hukum
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2. Bahkan dalam banyak kondisi, proses ini tidak akan terjadi sebelum mitra

yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk berinvestasi dalam membuat

produk purwa rupa. Dalam titik tertentu, bahkan proses pembangunan relasi

ini tidak akan terjadi sebelum produk purwa rupa dibuat oleh mitra.



di lokasi tempat mitra tersebut berada menjadi faktor yang sa -

ngat memengaruhi proses ini. Dari sisi perusahaan pemesan,

perjanjian harus didasarkan pada kesediaan dari mitra pema-

sok untuk melakukan investasi awal dalam menciptakan pro-

duk purwa rupa. Perusahaan pemesan juga harus dapat mela -

kukan verifikasi terhadap investasi yang dila ku kan oleh mitra

pemasok. akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua aspek

dari investasi ini dapat diverifikasi, sehingga terbuka ruang bagi

kontrak atau perjanjian yang bersifat parsial (incomplete). Se -

baliknya, dari sisi mitra pemasok, perjanjian yang ber sifat par-

sial ini, di mana ia harus menanggung biaya investasi dari pro-

duksi komponen spesifik yang se suai dengan permin taan per -

usahaan pemesan, dapat disepaka ti hanya jika bagian keuntun-

gan prospektif  yang didapat kan nya melebihi biaya investasi.

Dalam dinamika penciptaan nilai secara berantai dan berje-

jaring pada skala global ini, terjadi pula perubahan pola kom-

petisi antar pemilik modal. terutama perubahan terjadi dalam

kompetisi di antara pemilik modal dalam skala kepemilikan ka -

pital yang berbeda. terjadinya pemecahan dan pengalihan (dis-

integrasi dan fragmentasi) aktivitas produksi menciptakan

ruang-ruang penciptaan nilai baru, terutama bagi pemilik mo -

dal skala kecil dan sedang untuk dapat masuk ke dalam rantai

penciptaan nilai. Perusahaan-perusahaan tidak perlu mengha -

bis kan energi dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan

besar. Perusahaan-perusahaan dalam skala kapital yang kecil ini

dapat bergabung di dalam aktivitas produksi perusahaan besar

dengan menjadi pemasok atau subkontraktor (Starosta, 2010).

Pergeseran pola kompetisi dalam penciptaan nilai ini men ja -

dikan kapitalis, khususnya kapitalis skala menengah di ne gara-

negara berkembang, berlomba-lomba untuk mendapatkan peng -

alihan aktivitas produksi dari rantai global. terutama de ngan

menciptakan kondisi-kondisi yang berpengaruh positif  ter ha -

dap pertimbangan keputusan perusahaan-perusahaan uta ma
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(pemegang merk, lead firm) untuk mengalihkan aktivitas pro-

duksi mereka.

Jika ditilik kembali kepada sederet determinan pengalihan

aktivitas produksi di atas, semakin jelas bagaimana aktivitas

produksi pada industri manufaktur indonesia hanya bertumpu

pada daya tarik ketebalan pasar (konsumsi dan tenaga kerja),

yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat upah, dan akses

ser ta ketersediaan bahan baku (sumber daya alam) yang luas

dan murah. atas dasar kedua faktor inilah (terbukti dari kate-

gori barang ekspor nonmigas indonesia), industri manufaktur

indonesia bergeliat dan mengalami pertumbuhan selama ini.

De ngan kata lain, pertumbuhan sektor industri manufaktur

indo nesia yang menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan

ekonomi indonesia selama ini, hanya dapat berlangsung de -

ngan mensyaratkan eksploitasi atas tenaga kerja dalam wujud

tingkat upah yang sangat rendah dan eksploitasi sumber daya

alam yang bermanifestasi pada masifnya kerusakan lingkung an

dan perampasan lahan.

tidak heran jika kemudian mayoritas upah buruh di negeri

ini berada pada tingkat yang sangat tidak layak. Jika digunakan

ukuran-ukuran normatif  tingkat upah,3 terungkap bagaimana

terdapat porsi yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan di

indonesia yang membayarkan upah buruh di bawah upah mi -

nimum Provinsi (umP). realitas ini tercermin dari data statis-

tik yang memperlihatkan bahwa masih terdapat persentase

yang sangat besar dari perusahan di indonesia yang upah mi -

nimum karyawannya di bawah umP. tabel 2 menunjukkan

realitas bahwa terdapat perusahaan dalam persentase yang sa -

ngat besar di sektor industri manufaktur (sebagai lapangan
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3. Secara normatif, tingkat upah diukur sebagai pemenuhan hak buruh yang

“adil” dan “layak” seperti kondisi hidup Layak (khL) dan upah minimum

Provinsi (umP). meskipun secara nyata bahwa ukuran-ukuran tersebut tidak

akan pernah adil, sedari relasi sosial produksi ini mensyaratkan penghisapan

nilai-lebih dari nilai kerja buruh. 



usaha/ sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar

di indonesia), yang upah minimum karyawannya di bawah

umP. Berdasarkan data tersebut, dapat ditangkap sebuah reali-

tas bahwa pada 2011 rata-rata di atas 40 persen dari total per -

usahaan di sektor industri pengolahan secara nasional yang

upah minimum karyawannya di bawah umP.

terlebih, jika umP ini diukur dengan upah riil, terlihat

suatu gambaran yang lebih realistis mengenai hubungan antara

umP dengan tingkat daya beli atau tingkat kesejahteraan pe -

kerja. harus ditekankan bahwa umP merupakan tingkat upah

yang diukur dengan upah nominal, yaitu rata-rata upah buruh

yang diterima per bulan. tentu saja umP sebagai upah nomi-

nal ini tidak dapat dijadikan sebagai cerminan kesejahteraan

buruh yang sebenarnya. Sebaliknya, upah riil merupakan ting -

kat upah uruh yang diukur dari sudut kemampuan tingkat upah
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TABEL 2. Persentase Perusahaan Industri Pengolahan yang Upah Minimum
Karyawannya di Bawah UMP Menurut Wilayah 2011-2012

SUMBER: BPS, Statistik Upah 2012.



tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan buruh di ta -

hun yang bersangkutan. Dengan kata lain, upah nominal dapat

saja mengalami kenaikan, namun upah riil yang sebenarnya

justru mengalami penurunan.4 Berdasarkan tabel 3, dapat di -

cermati realitas yang sesungguhnya bahwa rata-rata upah riil

buruh di indonesia dari tahun 2010-2012 jauh lebih rendah

dibandingkan dengan upah nominal.

Bahkan secara statistik tampak bahwa sebagian besar buruh

di berbagai sektor usaha, tidak mendapatkan tunjangan natura

(barang/jasa), baik dalam bentuk tunjangan pangan maupun

transportasi, dari perusahaan di mana mereka bekerja. Jika di -

tinjau berdasarkan tabel 4, terlihat sebuah kondisi, di mana

absen nya tunjangan natura ini justru paling besar terjadi di sek-

tor industri pengolahan yang selama ini digadang-gadang seba-

gai sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertum -

buh an ekonomi indonesia. Pada kuartal keempat 2011, misal-

nya, tercatat sebesar 59,2 persen perusahaan di sektor industri

pengolahan tidak memberikan tunjangan natura kepada peker-

ja mereka. Sebuah realitas yang sangat miris bagi rakyat di ne -

geri ini, di mana angka pertumbuhan yang sangat besar yang

dikontribusikan oleh sektor industri pengolahan, sangat men-

syaratkan eksploitasi massif  atas kehidupan buruh.

Dengan demikian adalah nyata bahwa permasalahan eko -

nomi mendasar dalam wujud kemiskinan dan kesenjangan

yang tak kunjung usai di negeri ini, dimungkinkan oleh corak

relasi sosial produksi pada sektor industri manufaktur yang de -

nyut nadinya mensyaratkan upah murah dan eksploitasi masif
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4. upah riil adalah upah nominal yang telah dideflasikan dengan indeks harga

konsumen (ihk 2007 = 100), sehingga dapat lebih mencerminkan tingkat

upah buruh secara lebih realistis dibandingkan dengan tingkat upah yang

diukur dengan upah nominal. upah riil dapat lebih menggambarkan kesejah -

teraan (tingkat daya beli) buruh pada umumnya karena telah menyesuaikan

dengan perkembangan tingkat biaya hidup (ihk). Lihat Badan Pusat Statistik,

statistik upah 2012 (Jakarta: BPS, 2012).



PERUBAHAN STRUKTUR INDUSTRI MANUFAKTUR 43

TABEL 3. Upah Minimum Nominal dan Upah Riil Menurut Provinsi, 
2010-2012 (Ribu Rupiah per Bulan)

Sumber: BPS, Statistik Upah 2012.



sumber daya alam.5 Dengan tingkat upah yang rendah dan

semakin tergerusnya lahan serta lingkungan hidup demi me -

nopang ekstraksi bahan baku murah, adalah mutlak kemiskin -

an terus bertahan sebagai fitur utama kehidupan masyarakat

sekarang.

Pembongkaran #2: Kondisi Makro-Struktural Industri Manufaktur Indonesia

Sampai di sini, terdapat dua poin utama yang terungkap de -

ngan jelas. Pertama, pertumbuhan ekonomi indonesia sangat

bertumpu pada sumbangan dari sektor industri manufaktur.
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TABEL 4. Persentase Perusahaan yang Tidak Memberikan Tunjangan
Natura (Barang/Jasa) Kepada Pekerja Produksi/Pelaksana di Bawah
Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan Usaha, 2011-2012

5. Sebuah kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa laju kerusakan lingkungan

di indonesia berbanding lurus dengan geliat industrialisasi. Bahkan, permasa -

lahan lahan pun semakin menjadi-jadi. konsorsium Pembaruan agraria

(kPa) mencatat, sepanjang 2013 terjadi sebanyak 369 kasus konflik agraria

dengan luas lahan sengketa mencapai 1,28 juta hektar dan melibatkan 139.874

kepala keluarga. Bandingkan tahun sebelumnya, pada 2012 jumlah konflik

agraria mencapai 198 konflik dengan luas lahan yaitu 963.411,2 hektar atau

meningkat sekitar 86,36 persen. Dari jumlah konflik itu, di sektor perkebunan

adalah yang paling banyak terjadi konflik dengan 180 konflik (48,78%), infra-

struktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 (10,3%), kehutanan 31 kon-

flik (8,4%), kelautan 9 konflik (2,44%), dan lain-lain 6 konflik (1,63%). tam -

pak bagaimana merebaknya konflik lahan tidak dapat dilepaskan dari geliat

industri manufaktur untuk mendapatkan akses sumber daya yang semakin luas

guna menarik pengalihan dari rantai aktivitas produksi global.

Sumber: diolah dari BPS, Statistik Upah 2012.



Kedua, pertumbuhan yang diperoleh melalui sektor industri

manufaktur ini bertumpu pada eksploitasi masif  tenaga kerja

murah dan ekstraksi sumber daya alam.

Parahnya lagi, ditinjau dari kondisi makro-struktural sektor

ini, terungkap bagaimana geliat dari sektor industri manufaktur

yang menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan eko no -

mi indonesia selama ini ternyata berjalan dalam sebuah kon disi

struktur yang sangat oligopolistik. Lugasnya, hampir seluruh

aktivitas di dalam sub-sektor industri manufaktur di kua sai oleh

segelintir perusahaan. ini tampak pada tingkat kon sentrasi in -

dustri (concentration ratio) manufaktur indonesia. Berdasarkan

tingkat rasio konsentrasi industri manufaktur di 2006, terdapat

60 persen dari kelompok industri (berdasarkan kki 5 digit)
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TABEL 5. Rasio Konsentrasi Tertinggi Beberapa Industri Tahun 2006 
(KKI 5 Digit)

SUMBER: Biro Riset Ekonomi, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan 
Mo ne ter, Bank Indonesia (2008).



yang memiliki tingkat konsentrasi di atas 75 persen.6 tingkat

konsentrasi di atas 75 persen dalam pengukuran konsentrasi

industri, menggambarkan struktur in dustri yang sudah oligo -

poli atau monopoli (Bi, 2008). Bahkan, berdasarkan data Sta -

tistik industri BPS tahun 2006, rasio konsentrasi industri dua

perusahaan (Cr2) tahun 2006 menunjuk kan bahwa dari 45 ko -

moditas industri, 27 di antaranya memiliki angka Cr2 lebih

besar daripada 50.7 angka ini bermakna bah wa dua perusahaan

terbesar menguasai lebih dari 50 persen dari pasar domestik.8

Ditinjau secara lebih spesifik berdasarkan sub sektor industri

manufaktur utama indonesia yang memberikan kontribusi be -

sar bagi PDB, oligopoli tampak jelas menjadi warna dominan

berdasarkan persentase dari rasio konsen tra si industri masing-

masing. industri subsektor industri ma kan an dan minuman mi -

salnya, berdasarkan penghitungan ra sio konsentrasi (Cr4), ter-

catat mencapai 40 persen yang berada di atas tingkat 75 persen.

Lebih tinggi lagi di subsektor industri tekstil yang menjadi salah

satu komoditas ekspor uta ma indonesia, di mana rasio konsen-

trasi justru mengalami pe ningkatan, yang bahkan di beberapa

kelompok industri, tingkat konsentrasi mendekati dan menca-

pai angka 1. Bahkan di subsektor industri kimia dan barang-

barang kimia, yang tampak baik dari sisi kontribusi terhadap

PDB, ekspor nonmigas dan investasi asing, memberikan kon-

tribusi yang sangat besar, justru merupakan industri dengan

tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, di mana rasio konsen-

trasi (Cr4) yang melebihi 75 persen mencapai lebih dari 80

persen jenis industri (Bi, 2008).
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6. Lihat Biro riset ekonomi, Direktorat riset ekonomi dan kebijakan mone ter,

Bank indonesia, outlook Ekonomi indonesia 2008-2013: organisasi in dus tri dan

Pembentukan harga di Tingkat Produsen Juli 2008 (Bank indonesia, 2008).

7. Cr atau Concentration ratio adalah formula pengukuran rasio konsentrasi

berdasarkan total pangsa pasar dari sejumlah perusahaan terbesar.

8. Lihat, Jangka menengah nasional (rPJmn) 2010-2014, Buku ii memperkuat

Sinergi antar bidang Pembangunan, Bab iii ekonomi, ii.3-39.



kondisi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan hari

ini. rasio konsentrasi dihitung berdasarkan pengukuran pe -

nguasaan pasar dari dua atau empat perusahaan teratas di sek -

tor industri. Berdasarkan data terakhir, misalnya pada kategori

industri kendaraan roda empat dan sejenisnya, di satu sisi pada

2010-2012 nilai output menunjukkan peningkatan, namun dari

sisi jumlah perusahaan justru mengalami penurun an. Begitu

juga dengan beberapa kelompok industri manufaktur lainnya.

indikasi bahwa tingkat rasio konsentrasi tetap ber ada pada

corak yang oligopolistik tercermin dari kondisi ini. 

Struktur penguasaan pasar yang sangat oligopolistik ini, ber -

konsekuensi pada besarnya skala keuntungan yang didapat kan

oleh perusahaan-perusahaan industri manufaktur indo ne sia

sebagai pemasok bagi rantai produksi global. tidak heran, jika

kemudian posisi yang sudah menguntungkan ini terus diperta-

hankan, sehingga posisi industri manufaktur indonesia di

dalam rantai produksi global tidak pernah beranjak dari domi-
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TABEL 6. Perkembangan Jumlah Unit Usaha pada Beberapa Industri 
dengan Rasio Konsentrasi Tertinggi 2006-2010

SUMBER: Diolah dari data Kementerian Perindustrian (2014)



nasi aktivitas produksi yang bertumpu pada tingkat upah dan

ketersediaan sumber daya alam yang murah. Dengan kata lain,

meskipun berada pada posisi yang tidak menguntungkan di

dalam jejaring global, segelintir perusahaan besar pada ma sing -

masing sub-sektor mendapatkan celah untuk meraup keuntun-

gan yang besar melalui keberadaan dan dominasi mereka pada

sektor produksinya sendiri.

Dengan tingkat rasio konsentrasi yang tinggi, terbuka ruang

bagi segelintir perusahaan untuk memainkan strategi harga dan

biaya produksi, khususnya dalam aspek tingkat upah tenaga

kerja. tidak heran, jika kemudian pertumbuhan industri manu-

faktur yang terus meningkat, terus beriringan dengan tingkat

kesenjangan yang semakin tinggi. Pada 2008, rasio gini indo -

nesia berada pada tingkat 0,35, sementara pada 2012 tercatat

pada tingkat 0,41 (Kompas edisi khusus, 2013).

Struktur industri manufaktur yang oligopolistik, ditandai

dengan rasio konsentrasi tinggi di semua sub-sektor inilah, yang

juga kemudian menjadikan kondisi-kondisi bagi kelestarian fak-

tor ekstraksi sumber daya alam dan tingkat upah murah dapat

terus dipertahankan demi menopang posisi aktivitas produksi

indonesia dalam jejaring produksi global. Struktur oligipoli ini

pulalah yang menopang kinerja ekspor dan pertumbuhan eko -

nomi indonesia yang mendapatkan sumbangan terbesar dari

sektor industri manufaktur.

Pembongkaran #3: Relasi Ekonomi Politik Penopang 
Kelancaran Industri Manufaktur

Corak dan struktur industri manufaktur yang mensyaratkan

upah murah dan eksploitasi sumber daya alam, serta dikuasai

oleh segelintir pemain ini, tidak dimungkinkan tanpa adanya

topangan relasi ekonomi politik dalam wujud regulasi, kebijak -

an, program-program dan pengerahan sumber daya dari peme -
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rin tah. membentang mulai dari program pembangunan seperti

rencana Pembangunan Jangka menengah nasional (rPJ mn),

masterplan Percepatan Pembangunan ekonomi indo ne sia

(mP3ei), alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja ne gara

(aPBn), sampai kepada paket-paket kebijakan ekonomi yang

spesifik, tampak nyata bagaimana pemerintah memainkan pe -

ranan guna menopang kelancaran dari kinerja industri manu-

faktur.

melalui mP3ei, secara masif  dan sistematis kebijakan re gu -

lasi dan pendanaan dikerahkan guna membuka akses sebesar-

besarnya bagi sumber daya alam. melalui alokasi belanja besar-

besaran dari aPBn dengan mengorbankan dana subsidi dan

bantuan sosial, anggaran negara dikerahkan guna pembangu-

nan infrastruktur penopang industri. melalui dua pa ket kebi-

jakan ekonomi tahun lalu, pemerintah mengorban kan penda -

patan pajak guna mendongkrak kinerja ekspor in dus tri manu-

faktur, yang kelancarannya mensyaratkan tingkat upah murah

dan ekstraksi masif  sumber daya alam. in belum ditambah de -

ngan rupa-rupa legislasi yang membuka ruang pengamanan

dan penertiban kondisi sosial politik masyarakat demi kelancar -

an sirkulasi produksi industri manufaktur yang mensyaratkan

upah murah dan eksploitasi sumber daya alam tersebut.

Diperparah melalui pola relasi transaksional predatoris oli-

garki bisnis dengan elite politik, baik pada skala nasional mau -

pun lokal (robison & hadiz, 2004), berjalanlah proses mikro

yang menyusun struktur industri manufaktur indonesia, de -

ngan corak sirkulasi produksinya yang mensyaratkan eksploi -

tasi. kontestasi politik biaya tinggi dalam dinamika demokrasi

di indonesia, bersanding dengan konsentrasi kekayaan dalam

struktur yang oligopolistik, telah mencipta ruang yang sangat

kondusif  bagi tumbuhnya relasi transaksional predatoris di an -

tara elite-elite politik dan bisnis pada berbagai skala, nasional

sampai lokal. Ditambah dengan kompetisi kapitalis dalam
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bing kai pasar bebas, regulasi politik dari negara menjadi syarat

bagi kelancaraan penciptaan nilai yang dibutuhkan oleh elite-

elite bisnis. kondisi inilah yang kemudian menciptakan relasi

ekonomi politik yang semakin memungkinkan lestarinya corak

dan rupa aktivitas produksi industri manufaktur indonesia yang

berbasis eksploitasi masif  dan besar-besaran terhadap buruh

dan lingkungan hidup.

rPJ mn 2010-2014 merupakan salah satu payung besar di

mana ge rak-gerik negara dalam menjamin kelancaran aktivitas

in dustri manufaktur tampak jelas dijalankan secara sistematis.

ang ka pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran utama

dari rPJmn 2010-2014, secara nyata mengandalkan pening -

katan kinerja dari aktivitas produksi kapitalis yang bertumpu

pada eksploitasi kerja buruh dan sumber daya alam. Sederet

arah kebijakan pembangunan di berbagai aspek dalam rPJ mn

2010-2014, jika dicermati ditujukan untuk menggenjot pertum-

buhan berbasis produksi dengan faktor intensitas sumber daya

alam (nri) yang sangat besar.

“kesejahteraan” yang dipancang sebagai tujuan utamanya,

justru ditempuh melalui peningkatan lapangan pekerjaan ber -

ba sis investasi asing. Sementara itu, adalah jelas bahwa yang se -

lama ini menjadi daya tarik utama dari investasi asing ke in do -

nesia tetaplah bergantung pada faktor pasokan tenaga kerja

tidak terampil (uLi) dalam jumlah besar dan dengan tingkat

upah murah.

Lebih dari itu, dinamika perekonomian global yang semakin

memperlihatkan gejala negatif  bagi kelancaran akumulasi kap-

ital di indonesia pasca hantaman krisis 2008-2009, mendorong

pemerintah untuk semakin menggenjot penciptaan nilai berba-

sis pada dua sumber ini. Digulirkannya mP3ei pada mei 2011

merupakan manifestasi nyata dari upaya ini. Fasilitasi penghi -

sapan atas sumber daya alam secara masif  dan sistematis bagi

kelancaran akumulasi kapital itu tampak jelas melalui strategi
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dan arah kebijakan di enam wilayah yang dikoridorisasi dalam

mP3ei. melalui megaproyek mP3ei ini, alih fungsi lahan per-

tanian, perkebunan dan bahkan hutan demi peningkatan aku-

mulasi kapital merupakan sebuah keniscayaan. 

Perampasan tanah dan pengrusakan ekosistem merebak di

seluruh penjuru negeri. kekerasan dan konflik agraria terus

meningkat dari tahun ke tahun. hak masyarakat atas lingkung -

an yang se hat pun semakin terberangus. Demi eksploitasi, me -

lalui mP3ei yang salah satunya diwujudkan mela lui merauke

integrated Food and energy estate (miFee), tanpa didengar

aspirasi me reka sebagai subjek yang merdeka, beberapa komu-

nitas adat di merauke terancam kehilangan tanah dan hutan

yang selama ini menopang keberlangsung hidupnya. Demi pe -

ningkatan industri pariwisata, hak masyarakat Bali atas ling -

kungan hidup yang sehat pun terancam oleh “kengototan”

peng usaha dan penguasa untuk mereklamasi teluk Benoa,

yang secara nyata merusak ekosistem.

aktivitas produksi kapitalis di indonesia, yang bertumpu

pada eksploitasi kerja buruh dan sumber daya alam, semakin

hari semakin kehilangan daya saing dan terpinggirkan di kan -

cah global. terbukti, selama dua tahun berturut-turut, kinerja

ekspor nonmigas indonesia terus mengalami penurunan. Pada

periode Januari-Oktober 2012, ekspor nonmigas indonesia me -

ngalami penurunan sebesar 5,70 persen dibandingkan periode

ta hun sebelumnya. kondisi ini terus berlangsung pada 20 13,

dengan tingkat penurunan sebesar 3,01 persen (BPS, 2013).

Paket kebijakan ekonomi pun digulirkan pemerintah pada

agustus 2013, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan

dan meningkatkan kembali kinerja aktivitas produksi kapitalis

yang bertumpu pada kerja buruh dan sumber daya alam seba-

gai sasaran eksploitasinya yang paling utama. Pendapatan ne -

gara dikorbankan, demi insentif  dalam bentuk keringanan pa -

jak ekspor untuk mendongkrak kinerja industri padat karya ber -
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 orientasi ekspor (uLi). alokasi dana untuk subsidi sosial pun

dikorbankan, demi guliran aPBn yang ditujukan untuk me -

nopang peningkatan kinerja industri manufaktur, yang eks plo i -

tatif  dan oligopolistik ini. Perjuangan buruh untuk merebut hak

atas upah yang layak dan adil, dikendalikan sede mi kian rupa

melalui inpres no. 9 tahun 2013, yang bahkan mem berikan

legitimasi bagi kepolisian sebagai aparat koersi un tuk “meng -

amankan” proses kenaikan upah minimum 2013.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa keberlangsungan

dan kelancaran kinerja dari sektor industri manufaktur indo ne -

sia tidak berjalan tanpa melalui penghisapan dan pemerasan

be sar-besaran terhadap keringat buruh dan lingkungan hidup

se lama ini. Dan agar eksploitasi itu berjalan stabil, maka ne ga -

ra kemudian memfasilitasinya melalui serangkaian program,

kebijakan, regulasi, dan legislasi.9 rasionalitas keberpihakan

ne gara ini terjadi karena sektor industri manufaktur merupa -

kan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, sekaligus

cer  minan “sehatnya” perekonomian indonesia. melalui ang ka-

angka pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh di atas 5 per -

sen, sembari negara-negara lain mengalami kemerosotan, jus -

tifikasi dan legitimasi rakyat atas kedaulatan negara dan ke kua -

saan politik rezim yang berkuasa dapat dipertahankan. Pada

akhirnya kemudian, bentuk relasi ekonomi politik yang ber -

basis pada penghisapan eksploitasi upah buruh murah dan SDa

ini semakin mapan. 

melalui pembongkaran singkat ini, kita melihat bagaimana
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9. Bahkan muncul fenomena di dalam dinamika kapitalisme kontemporer di in -

do nesia, tangan-tangan aparatus negara bahkan secara langsung turun tangan

dalam aktivitas produksi penciptaan nilai untuk kapitalis-kapitalis nasional.

negara tampak tidak lagi hanya memainkan peranan dalam ranah reproduksi

nilai, bahkan langsung dalam penciptaan nilai. Pada 27 September 2014, ma -

bes tni menandatangani memorandum of  understanding (mOu) dengan Pt.

mnC Sky Vision untuk pemasangan perangkat indovision, penyedia prog ram

siaran dangkal di daerah perbatasan (imparsial, 2014).



masalah kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat indo -

nesia bersifat struktural: secara makro disebabkan oleh relasi

ekonomi politik internasional yang timpang, topangan hu bung -

an predatoris di tingkat oligaki dan negara, hingga kondisi

mikro pada sektor industri manufaktur indonesia.

Struktur Industri Manufaktur dan Terjalnya Jalan Perubahan Jokowi-JK

Dengan demikian, perubahan mendasar harus diretas melalui

peng hapusan kondisi-kondisi yang mensyaratkan eksploitasi

tersebut. karena perekonomian indonesia terus bergantung pa -

da aktivitas produksi sektor industri dengan struktur dan corak

yang mensyaratkan eksploitasi, maka selama itu pula kemiskin -

an dan kesenjangan menjadi manifestasinya.

tawaran, janji, langkah dan program-program pemerintah

yang katanya diusung untuk perubahan harus diukur ber da sar -

kan kerangka ini. geliat aktivisme masyarakat yang berkem-

bang pesat akhir-akhir ini, harus diarahkan, bukan hanya un tuk

mengawal program-program perubahan, melainkan juga un tuk

mengkaji, dan mengkritisi secara komprehensif  apakah prog -

ram-program tersebut memang diarahkan untuk menghapus -

kan kondisi-kondisi yang memungkinkan masalah kemis kin an

dan kesenjangan dapat terus terjadi.

Pada titik inilah, tampak bagaimana jalan perubahan

Jokowi-Jk melalui visi, misi, dan serangkaian program aksi

yang dicanangkan justru sangat berliku dan terjal. Ditinjau dari

dua dokumen utama, Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf

Kalla dan nawa Cita: 9 Agenda Perubahan, sebagai peta jalan

yang akan ditapaki menuju perubahan yang dijanjikan dan di -

cita-citakan oleh pemerintahan yang baru ini, dibentur kan de -

ngan pembongkaran atas kondisi struktur industri manu faktur

yang mensyaratkan ketimpangan dan eksploitasi selama ini, da -

pat dicermati bagaimana program-program dalam jalan
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perubahan tersebut justru mengandung beberapa bentuk per-

masalahan mendasar. membentang mulai dari identifikasi per -

ma sa lahan industri manufaktur yang sama sekali tidak tersen-

tuh, sampai kepada permasalahan terbukanya ruang reorgani -

sasi dan ekspansi relasi ekonomi politik oligarkis pada sektor

yang justru dicita-citakan sebagai sumber bagi perubahan.

Permasalahan pertama terletak pada identifikasi atas kon-

disi-kondisi yang memungkinkan permasalahan ekonomi, yang

dituangkan dalam 41 halaman elabo rasi Visi, Misi dan Program

Aksi Jokowi-Jusuf  Kalla. Permasalahan struktur industri manu-

faktur indonesia yang ber ada dalam kondisi oligopoli bahkan

monopoli, sama sekali tidak disinggung dan disentuh sebagai

kondisi yang menjadi sasaran dan target dari perubahan yang

ditawarkan Jokowi-Jk. Padahal, inilah dasar utama mengapa

aktivitas penciptaan nilai yang terkonsentrasi pada segelintir pe -

main itu kemudian mensyaratkan eksploitasi upah murah dan

kerusakan ling kung an yang berkelanjutan selama ini. Bahkan,

untuk meng u kur dan mengetahui kondisi struktur industri

manufaktur yang bersifat oligopoli ini bukanlah perkara yang

terlalu sulit. Secara statistik, melalui kalkulasi rasio konsentrasi

penguasaan pasar dari beberapa perusahaan teratas di dalam

sub-sektor industri ma nufaktur, dengan cepat dapat diketahui

apakah struktur pa sar di dalam jenis industri tertentu didomi-

nasi oleh segelintir perusahaan atau tidak.10

Bahkan, permasalahan kondisi struktur industri manufaktur

ini pun tidak menjadi konteks permasalahan yang melingkupi

upaya untuk mendorong perubahan yang dicanang kan. Lebih
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10. Silakan diperiksa per halaman dari 41 halaman Visi, misi dan Program aksi

Jokowi-Jusuf  kalla, tidak satupun disinggung permasalahan kondisi struktur

industri manufaktur, yang menjadi penyumbang terbesar PDB indonesia sela-

ma ini, yang bersifat sangat oligopolistik bahkan monopolistik. Bahkan, da lam

bagian-bagian yang khusus membahas mengenai program dan kebijakan pada

sektor industri manufaktur sekalipun, permasalahan struktur oligopoli ini

sama sekali tidak disentuh.



dari itu, di dalam penjabaran mengenai program aksi di bidang

ekonomi, program aksi di sektor industri manu fak tur diletak -

kan pada posisi terakhir, yang lagi-lagi, di dalamnya tidak di -

temukan identifikasi atas permasalahan bercokolnya oligarki

yang menguasai geliat aktivitas produksi yang ber ba sis pada

eksploitasi upah buruh murah dan sumber daya alam itu.11

Permasalahan kedua, sebagai konsekuensi dari kelalaian

dalam meletakkan konteks permasalahan pada realitas empiris

dan kontemporer dari kondisi struktur industri manufaktur, se -

kaligus mencerminkan lemahnya pijakan dalam memahami

basis produksi penopang perekonomian nasional, perumusan

program aksi dalam aspek industri menuju cita-cita berdikari

dalam bidang ekonomi pun secara nyata tidak menyentuh per-

masalahan dan tidak tepat sasaran. Dalam butir program aksi

terakhir bagian Berdikari dalam Bidang ekonomi, dinyatakan:

“16. kami berkomitmen pengembangan industri manufaktur,

me la lui: (1) Pengembangan industri manufakture untuk peng -

olahan sumber daya alam yang selama ini diekspor da lam

bentuk bahan mentah, (2) Pengurangan kandungan im por da -

lam industri manufaktur indonesia secara bertahap, (3) Pe -

ngembangan 5-7 sentra industri ba ru koridor luar Jawa, (4)

Proteksi haki, (5) Promosi produk manu fak tur nasional dan

pengembangan industri kecil dan menengah serta ko pe rasi

untuk meningkatkan nilai tambahnya, (6) mem fa si li ta si ke -

mitraan antara industri dan perguruan tinggi dalam kerja sa -

ma r&D pengetahuan dan teknologi yang dapat di aplika si -

kan un tuk memperkuat daya saing industri manufaktur na sio -

nal, (7) Pe me rin tah memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal

untuk mempromosikan haki nasional di pasar global.”

Lemahnya basis pemahaman atas corak dan kondisi aktivi-

tas produksi industri manufaktur indonesia dalam bingkai ka pi -

 talisme global kontemporer yang berantai dan berjejaring, ter -

cermin dengan terang pada komitmen program aksi yang per -
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tama, yaitu pengembangan industri manufaktur untuk peng -

olahan sumber daya alam yang selama ini diekspor dalam ben-

tuk bahan mentah. Jelas poin ini menunjukkan lemahnya pijak -

an pemahaman dari pemerintahan yang baru ini atas kondisi

struktur industri manufaktur indonesia sejak 1990an dan dina -

mika dari bekerjanya kapitalisme global kontemporer. Per tama,

secara nyata dapat dicermati bahwa ekspor indonesia sejak

1990an tidak lagi didominasi oleh bahan-bahan mentah. Dina -

mika kapitalisme global kontemporer yang mengalami transfor -

masi mendasar dalam bentuk dominasi pengorganisasian pro-

duksi dan penciptaan nilai secara berantai dan berjejaring, telah

mendorong transformasi sektor industri manufaktur indonesia

yang mengambil peluang kebutuhan pasokan barang-barang

olahan setengah jadi (intermediate goods).

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ter-

bukti bahwa pertumbuhan sektor industri manufaktur ini sela-

ma ini bertumpu pada ekspor produk-produk setengah jadi,

yang merupakan wujud dari posisi industri indonesia sebagai

pemasok barang setengah jadi dalam rantai produksi global.

Begitu pula, jika dilihat secara rinci dari 10 golongan barang

ekspor nonmigas indonesia selama satu dekade terakhir, ter -

lihat bagaimana barang-barang dalam kategori setengah jadi

ber ada dalam posisi yang sangat dominan. Sehingga, tidak je las

apa yang menjadi arah dari jalan perubahan Jokowi-Jk de ngan

mendorong industri pengolahan sumber daya alam untuk

ekspor tersebut.

Kedua, jika memang perumusan jalan perubahan didasari

oleh pemahaman dan pembongkaran yang mendalam atas di na -

mika dan corak produksi industri nasional dan global, maka yang

seharusnya dicanangkan untuk ditingkatkan bukanlah produk-
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11. Lihat poin terakhir, program aksi Jokowi-Jk dalam mewujudkan cita-cita

Berdikari dalam Bidang ekonomi, dijabarkan program yang akan dijalankan

dalam sektor industri manufaktur.



si barang olahan sumber daya alam. Dalam pola peng or gani -

sasian produksi secara berjejaring pada skala global, penciptaan

nilai dan penangkapan nilai yang paling besar diperoleh oleh

perusahaan-perusahaan yang berada pada fase pra-produksi

dan pasca-produksi, yaitu perusahaan-perusaha an peme gang

merk yang melemparkan alias mengalihkan akti vi tas produksi

mereka ke wilayah-wilayah lain yang biayanya lebih rendah.

Perusahaan-perusahaan ini fokus pada aktivitas produksi yang

bersifat imaterial, terutama produksi dan reproduksi kebutuh -

an, bentuk kehidupan, desain produk, penelitian dan inovasi.

Program aksi Jokowi-Jk yang mendorong industri manu-

faktur berkembang dari aktivitas pengolahan sumber alam ini

memiliki dua makna. Di satu sisi, jelas program aksi ini justru

memapankan keberadaan dari corak produksi dominan indus-

tri manufaktur indonesia selama ini yang memang bertumpu

pada ekspor barang-barang setengah jadi, yang meskipun nilai

tambahnya rendah namun dikuasai oleh oligarki, sehingga ska -

la keuntungan pun tetap besar pada posisi yang seperti ini da -

lam rantai global. Di sisi lain, seakan program aksi ini mendo -

rong industri manufaktur indonesia tumbuh dengan produk

jadi dan dengan merk sendiri, namun tidak ditemukan pijakan

rasional dan sistematis tentang bagaimana tujuan ini dicapai.

terlebih, jika diletakkan dalam bingkai realitas empiris dinami-

ka pengorganisasian produksi kapitalis global kontemporer,

program yang tidak memiliki pijakan rasional dan sistematis ini

hampir tidak mungkin untuk diwujudkan.

tidak heran, jika program aksi berikutnya dalam wujud pe -

ngurangan kandungan impor dalam industri manufaktur indo -

nesia secara bertahap pun dicanangkan oleh pemerintah an yang

baru ini. tidak ditemukan penjelasan yang memadai tentang

apa yang dimaksud dengan kandungan impor dalam industri

manufaktur indonesia ini. Jika ditinjau dari pengorga ni sasian

produksi industri manufaktur indonesia dalam rantai produksi
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global, porsi besar impor indonesia adalah dalam bentuk per-

alatan (mesin dan peralatan mekanis/listrik) sebagai penopang

dari aktivitas produksi industri. untuk lebih jelas mengetahui

betapa lemahnya pijakan pemahaman atas program dalam

industri manufaktur Jokowi-Jk ini, marilah kita bongkar secara

spesifik dan empiris kondisi industri manufaktur indonesia

dalam jejaring produksi global.

Dalam rantai produksi global, sebagaimana yang telah diu-

rai sebelumnya, pengalihan aktivitas produksi (outsourcing)

dijalankan melalui serangkaian strategi, mulai dari searching,

customizing, sampai kepada contracting. Sebagaimana juga telah

jelas terungkap bahwa tingkat dan skala penciptaan nilai pada

fragmentasi rantai produksi bersifat berbeda-beda satu sama

lain. untuk dapat memastikan keuntungan yang besar dalam

pembagian di sepanjang rantai produksi, para pemilik modal

mengembangkan pola-pola koordinasi pengorganisasian rantai

pasokan mereka. Salah satu pola pengkoordinasian yang dija -

lan kan adalah dengan menjaga rantai pasokan secara tertutup,

di mana perusahaan di wilayah atau negara lain yang lebih

murah dikunci untuk memproduksi barang pasokan dengan

spesifikasi, bahan baku, dan peralatan khusus bagi kebutuhan

perusahaan pemesan. Perusahaan pemasok pun tidak memiliki

keleluasaan untuk menjangkau pasar di luar perusahaan pe me -

san yang menjadi mitra utama mereka. Wujud nyatanya ber -

jalan melalui investasi mesin dan pasokan peralatan dari pe -

rusahaan pemesan bagi perusahaan-perusahaan pemasok

mereka guna memproduksi barang pasokan dengan spesifikasi

(customize) yang dibutuhkan.

kondisi ini dapat dicermati dari arus ekspor-impor non -

migas indonesia selama beberapa tahun terakhir. tampak nya -

ta, bagaimana posisi industri manufaktur indonesia dalam ran -

tai produksi global, khususnya dengan geliat aktivitas pereko -

no mi an Cina yang mendominasi rantai produksi global. ter -
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ungkap bagaimana pola produksi berantai industri manufaktur

indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari posisi Cina sebagai

pemasok utama dari rantai global, di mana golongan barang

impor indonesia didominasi oleh peralatan produksi yang seba-

gian besar berasal dari negeri tirai Bambu tersebut.

Dengan kata lain, aktivitas produksi industri manufaktur

indonesia sangat bergantung dari pesanan-pesanan barang se -

tengah jadi, yang ditopang oleh penyediaan peralatan dari

negara-negara lain. Sehingga, tidak dapat dipahami apa yang

dimaksud dengan mengurangi kandungan impor dalam prog -

ram aksi Jokowi-Jk tersebut. mengurangi kandungan impor ini

berarti mengurangi pasokan peralatan produksi yang dibu tuh -

kan untuk melayani pesanan barang-barang pasokan bagi ran -

tai global, yang juga bermakna hilangnya pesanan barang pa -

 sok an, yang selama ini menjadi andalan ekspor dan tum puan

dari sumbangan pertumbuhan industri manufaktur da lam

perekonomian nasional.12

Bahkan jika diletakkan lagi secara kontekstual pada gejolak

rantai produksi global kontemporer, terutama mengacu kepada

dinamika pasca krisis global 2008-2009, semakin jelas betapa

prog ram aksi Jokowi-Jk yang sangat abstrak dalam sektor in -

dus  tri manufaktur ini tidak memiliki pijakan yang mendalam.

Dinamika jejaring produksi global pasca krisis yang menghan-

tam tepat di jantung kapitalisme global pada 2008-2009, mela -

hir kan gejala perubahan dan kondisi-kondisi yang semakin ti -

dak mendukung posisi industri manufaktur indonesia di da lam -

 nya. muncul kecenderungan terjadinya konsolidasi dari pola

pengorganisasian produksi, yang tadinya secara luas di ke lo la

secara berjejaring atas dasar aktivitas produksi yang ter frag -
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ruhan utamanya. Belum dapat diketahui secara meyakinkan apakah peme rin -

tahan Jokowi-Jk berani mempertaruhkan angka pertumbuhan demi meretas

perubahan mendasar dalam struktur perekonomian indonesia.



mentasi secara luas (milberg & Winkler, 2010).13 Jejaring pro-

duksi global berjalan melalui pola disintegrasi aktivitas produk-

si secara vertikal dan horisontal. Disintegrasi produksi se ca ra

vertikal terjadi ketika sebuah perusahaan memindahkan atau

mengalihkan aktivitas-aktivitas, fungsi-fungsi, dan tahapan-

tahapan produksi yang berbeda-beda kepada sumber-sumber

eksternal, kepada unit-unit produksi (perusahaan, rumah tang -

ga, bahkan individu) lain yang berada di dalam maupun di luar

wilayah geografis (batas negara). Beragam aktivitas dan fung si

produksi dari tahap pra-produksi (perancangan/desain, peneli -

tian dan pengembangan, teknologi), tahap produksi (pem belian

komponen/bahan baku, manufaktur, perakitan, pe ng ujian, pe -

ngemasan), sampai kepada pasca-produksi (pe ma saran, distri -

busi, basis data, layanan purna jual, pemelihar an), yang tadi nya

dilakukan secara internal (in-house) di dalam sebuah perusaha -

an, difragmentasikan ke sumber-sumber eks ter nal. Begitu pula

yang terjadi di dalam disintegrasi produksi secara horisontal.

aktivitas dan fungsi produksi yang berada pada tahap atau ting -

kat yang sama, dipecah-pecah, dialihkan kepada unit-unit pro-

duksi yang tersebar di banyak wilayah.

konsolidasi vertikal mengacu kepada kecenderungan pe -

ngurangan jumlah tingkatan pemasok atau pengurangan dis -

integ rasi dari tahapan produksi di dalam jejaring. Sementara

itu, konsolidasi horisontal terjadi dalam bentuk pengurangan

jumlah pemasok di dalam suatu tingkat atau tahap produksi ter -

tentu di dalam jejaring (milberg & Winkler, 2010). kon so li dasi

vertikal didorong oleh penyusutan ukuran pasar, sehingga men-

jadikan keberadaan dari pemcahan aktivitas di sejumlah ting -
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13. analisis dari milberg dan Winkler, secara teoritis didasarkan pada dua tipe

kon solidasi di dalam jejaring produksi global, yaitu konsolidasi vertikal dan
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ry: restructuring global Value Chains,” dalam Olivier Cattaneo, gary geref -

fi, & Cornelia Staritz, Global Value Chains in A Postcrisis World, hlm. 26.



katan atau tahap produksi menjadi tidak menguntungkan dan

tidak lagi dibutuhkan.

Berlandaskan pada kerangka analisis ini, milberg dan

Winkler menemukan bahwa konsolidasi cenderung lebih ba -

nyak terjadi di dalam jejaring produksi global yang bersifat

“buyer-led” dan penyebaran lebih cenderung terjadi di dalam je -

ja ring produksi yang bersifat “producer-led” (milberg & Winkler,

2010). Jejaring produksi global yang bersifat “buyer-led” meng -

acu kepada praktik pengalihan aktivitas produksi yang bertum -

pu kepada pencarian suatu perusahaan atas mitra yang memi -

liki kapasitas untuk memasok komponen yang di bu tuhkan.

Secara praktik, pengalihan aktivitas produksi dalam pola jeja -

ring produksi ini bergantung pada pesanan dari pe ru sa haan-

perusahaan pembeli. Sebaliknya, jejaring produksi yang bersifat

“producer-led” mengacu kepada pengorganisasian produksi yang

bertumpu pada kemampuan produksi dari peru sahaan-per -

usahaan pemasok. Secara umum, pola ini biasanya terjadi da -

lam bentuk produksi komponen yang terstandarisasi secara

nasional, sehingga pemasok dapat melempar produk mereka ke

perusahaan-perusahaan lain.

kecenderungan pasca krisis memperlihatkan bagaimana pe -

nurunan daya beli yang terjadi di negara-negara maju, khu sus -

nya amerika Serikat dan negara-negara eropa, mendorong je -

jaring mengalami konsolidasi secara vertikal. Dalam polanya

yang bersifat “buyer-led,” perusahaan-perusahaan pemasok di

negara-negara berkembang, khususnya yang bergerak di tahap

produksi, mengalami penurunan drastis atau bahkan peng hen -

tian pesanan dari perusahaan di negara-negara maju, yang men -

dorong cakupan dari jejaring produksi menjadi semakin menge-

cil dan fokus pada pemasok-pemasok dengan kualifikasi yang

paling efisien saja. Sementara itu, perusahaan-perusaha an pe -

masok yang bersifat “producer-led,” mengalami kecende rung an

yang semakin menyebarkan dan meragamkan produk me reka
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ke wilayah geografis lain, terutama ke sesama negara ber -

kembang.

konsolidasi jejaring ini secara langsung mendorong per -

saingan menjadi semakin ketat di antara perusahaan-perusaha -

an pemasok, yang sebagian besar tersebar di negara-negara ber -

kembang. Dapat dicermati sebagai sebuah kecenderungan kon-

solidasi pasca krisis, Cina semakin mengalami perluasan pa sar

dalam serangkaian kategori produk tertentu, sementara negara-

negara asia timur lainnya semakin mengalami penurunan

(milberg & Winkler, 2010). Dalam kondisi penyusutan jejaring

produksi global pasca krisis ini, sebagai hasilnya dapat di cer -

mati kecenderungan di mana pemerintah di negara-nega ra ber -

kembang, sebagai basis politik bagi bekerjanya kapitalisme pa -

da skala nasional, berlomba-lomba mengubah kondisi di dalam

wilayah geografisnya sebagai lokasi yang pa ling kondusif  dan

efisien bagi pengalihan aktivitas produksi. Jika upaya volume

perdagangan dunia tidak segera mengalami pemulihan, konsoli -

dasi dari jejaring produksi global akan me nye babkan perusa-

haan-perusahaan pemasok yang dapat bertahan membutuhkan

waktu yang semakin lama untuk dapat me ning katkan kapasitas

dan produktivitasnya kembali (milberg & Winkler, 2010).

kecenderungan konsolidasi dalam dinamika jejaring pro-

duksi global sebagai imbas krisis 2008-2009 secara langsung

berdampak pada perekonomian indonesia. tercermin melalui

nilai ekspor nonmigas indonesia periode Ja nua ri-Oktober 2009,

yang mengalami penurunan sebesar aS$ 78,24 miliar, atau

15,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada

2008. Beberapa golongan barang yang meng ala mi penurunan,

sebagaimana kategori yang digunakan da lam analisis milberg

& Winkler, berada dalam kategori barang-barang setengah jadi,

yang memang mengalami konsolidasi di dalam jejaring pasca

krisis. namun demikian, tak lama berselang setelah konsolidasi

ini menunjukkan gejalanya dalam per eko nomian indonesia,
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dinamika ekspor nonmigas indonesia di 2010 menunjukkan

gejala diversifikasi. Dalam periode Januari-Oktober 2010, eks -

por nonmigas indonesia tercatat mencapai aS$103,40 miliar,

atau mengalami peningkatan sebesar 32,21 per sen dibanding -

kan periode Januari-Oktober 2009. Peningkatan nilai ekspor

nonmigas yang terus berlangsung sam pai dengan 2011 ini me -

rupakan manifestasi dari kecende rung an diversifikasi jejaring

produksi global, di mana rantai pro duksi disebarkan dan dibe -

ragamkan ke unit-unit produksi di negara-negara berkembang.14

kecenderungan pasca krisis global ini menyebabkan posisi

industri manufaktur indonesia bertambah parah, tak lebih se -

bagai pemain kecil dalam konsolidasi rantai produksi global.

kon disi yang terurai di atas menjadi cerminan terang bagai ma -

na di tengah konsolidasi rantai produksi global, perusahaan-

perusahaan Cina tumbuh sebagai perusahaan pemasok raksasa

(giant manufacturers) yang menguasai rantai pasokan secara luas.

Bahkan, begitu besarnya konsolidasi yang memusat ke Cina,

menjadikan perusahaan-perusahaan pemasok raksasa dari

Cina ini mengalihkan lagi aktivitas produksi mereka ke negara-

negara lain sebagai sub-subkontraktor. Jelas, ditinjau dari arus

interaksi perdagangan indonesia-Cina di atas, pada posisi ini-

lah posisi dari sektor industri manufaktur indonesia dalam

rantai produksi global kontemporer pasca-krisis.

Dengan demikian, jika diletakkan pada pemahaman atas

posisi industri manufaktur indonesia ini, yang dibutuhkan bagi
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pe masok dalam rantai yang bersifat “producer-led,” di mana strategi dilaku kan

dengan mencari pasar-pasar baru dan penyeragaman produk dan mitra pro-

duksi. Perusahaan-perusahaan pemasok di China memainkan peranan be sar

dalam dinamika diversifikasi ini. Begitu juga kondisi peningkatan ekspor non-

migas indonesia tahun 2010-2011, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan

strategi perusahaan-perusahaan pemasok dari China. Pada 2010-2011, nilai

ekspor nonmigas indonesia mengalami peningkatan terbesar terutama ke

China sebagai negara tujuan ekspor utama.



jalan perubahan bukanlah hanya sekedar retorika abstrak se ma -

cam “peningkatan,” “pengembangan,” dan “menumbuh kan”

bla...bla…bla… sebagaimana yang tertuang dalam urai an jalan

perubahan Jokowi-Jk. yang dibutuhkan adalah transformasi

mendasar struktural industri manufaktur nasional, yang mem-

butuhkan peta jalan yang rasional dan sistematis, bukan se -

kadar program-program aksi yang abstrak tanpa arah, tanpa

tahapan dan prioritas yang jelas, semacam yang tertuang dalam

jalan perubahan Jokowi-Jk.

Bahkan semakin terungkap pula, bagaimana program aksi

Jokowi-Jk dalam bidang industri manufaktur lainnya, dalam

wujud “promosi produk manufaktur nasional dan pengem -

bang an industri kecil dan menengah serta koperasi untuk me -

ningkatkan nilai tambahnya”, tidak didasari oleh keseriusan

untuk mengatasi permasalahan dan pemahaman yang men-

dalam atas permasalahan industri manufaktur. Betapa tidak,

jika diletakkan dalam bingkai pola pengorganisasian produksi

berjejaring yang merupakan pola dominan dalam kapitalisme

kontemporer, tanpa dirumuskan dalam upaya transformasi

men dasar struktur perekonomian nasional, keberadaan industri

kecil dan menengah, bahkan koperasi, ini hanya akan sanggup

memproduksi barang pasokan bagi rantai produksi yang besar.

ya, awalnya industri kecil dapat tumbuh dengan produk nya

sendiri, namun bingkai kompetisi kapitalisme kontemporer

akhirnya akan menyerap mereka untuk menjadi pemasok da -

lam rantai yang lebih besar. hasilnya, lagi-lagi dalam rantai

penciptaan nilai, kapitalis-kapitalis industri kecil ini harus me -

mastikan keuntungan tetap dapat diperoleh dari rantai nilai,

melalui, lagi-lagi, menghisap nilai kerja buruh mereka dengan

tingkat upah yang sangat rendah, fleksibilitas kerja dan jam

kerja, dan nihilnya jaminan kehidupan layak bagi buruh.15
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Permasalahan ketiga, dengan absennya pijakan pemaham -

an dan program yang benar-benar sistematis menyasar akar per -

ma salahan pada sektor industri manufaktur, program-prog ram

dalam jalan perubahan Jokowi-Jk ini justru semakin menor-

malkan dan memapankan keberlangsungan, bahkan me mfasi -

litasi kelancaran corak produksi industri manufaktur indonesia,

yang selama ini justru bertumpu pada eksploitasi masif  dan

mendalam atas buruh dan lingkungan hidup. Dalam 41 halam -

an uraian Visi Misi dan Program Aksi-nya, se akan struktur indus-

tri manufaktur tidak memiliki permasalah an mendasar. Dan

keberlangsungan industri dengan coraknya selama ini, justru

seakan akan ditingkatkan melalui berbagai ko mitmen pemerin-

tahan yang baru untuk terus meningkatkan pembangunan

infrastruktur. alokasi anggaran negara yang be sar, guna pem-

bangunan infrastruktur tanpa dibingkai skema trans formasi

mendasar struktur perekonomian nasional, di mana corak akti -

vitas industri manufaktur yang sama tetap men  jadi penyokong

geliat perekonomian nasional, justru akan se makin memulus -

kan eksploitasi dan meningkatkan skala ke untungan dari indus-

tri yang dikuasai oleh oligarki, bukan ma yo  ritas rakyat. Sebagai

contoh, pembangunan infrastruktur yang massif  di Provinsi

Papua dalam skema mP3ei, dengan sangat nyata diabdikan

untuk memfasilitasi aktivitas industri yang ber tumpu pada pe -

ngerukan sumber daya alam secara besar-besar an. Demikian

pula dengan program penguatan infra struk tur massal yang di -
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skala besar. Demikian juga kondisi ini terjadi pada industri kecil knalpot di ka -

bu paten yang sama, di mana melalui standarisasi produk, industri-industri ke -

cil yang berpluh keringat tanpa jaminan keamanan dan kesehatan ini mela yani

produksi pesanan knalpot dari perusahaan-perusahaan mobil merk terkemuka

di dunia.



canangkan Jokowi-Jk, justru akan memfasilita si mobilitas

buruh demi dihisap nilai kerjanya oleh oligarki ka pitalis dalam

struktur industri yang tidak tersentuh oleh peme rint ahan baru

ini. terlebih, dengan penguatan infrastruktur logistik dalam

wujud pelebaran jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagai -

nya, sangat menguntungkan bagi oligarki in dus  tri manufaktur

nasional dalam meningkatkan skala ke un tung an mereka dalam

rantai pasokan global selama ini. Bahkan dengan sangat eks -

plisit dinyatakan bahwa Jokowi-Jk akan memberikan insentif

pada industri yang menghasilkan ba han baku atau barang

modal sederhana.16

konsekuensi yang sangat berbahaya muncul dari normali -

sasi kondisi struktur industri manufaktur dalam jalan perubah -

an Jokowi-Jk ini. industri manufaktur dengan struktur oligo po -

li dan aktivitas produksi yang sangat eksploitatif, yang iro nis  nya

malah dinormalkan dan diperkuat serta ditingkatkan per tum -

buhannya ini, justru menjadi bingkai dari program-prog  ram

dalam bidang lain yang dicanangkan. rakyat dicer das kan, dis-

ehatkan dan dijamin secara sosial demi mening kat kan pertum-

buhan industri manufaktur dengan rupa yang sangat  eksploi -

tatif  ini. Jelas dinyatakan oleh Jokowi-Jk:

“kami juga akan meningkatkan daya saing ini dengan

memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik

tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi

pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur,

industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.”

Dan, pernyataan ini dituangkan dalam program aksi untuk

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar in -

ternasional. Dengan kata lain, tanpa sedikit pun menyasar per -

masalahan struktur dan corak aktivitas produksi industri ma -
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tasi sumber domestik.



nufaktur indonesia, secara langsung rakyat diarahkan untuk

produktif  bagi kepentingan sektor industri ini.

Permasalahan keempat, dengan basis pijakan dan arah

transformasi struktural industri manufaktur yang sangat lemah

dan tidak jelas arahnya ini, tidaklah mengherankan jika kemu-

dian muncul paradoks di dalam jalan perubahan itu sendiri,

yang semakin menegaskan betapa abstrak dan retoriknya upa ya

pemerintahan baru ini untuk mendorong perubahan mendasar

pada perekonomian nasional. Di satu sisi, dinyatakan dalam

agenda ke-7 dari 9 agenda Prioritas-nya, Jokowi-Jk berkomit-

men untuk menghentikan konversi lahan produktif  un tuk usa -

ha lain, seperti industri, perumahan dan pertam bang  an. na -

mun secara lugas juga pada sisi yang lain dinyata kan bahwa

pasangan presiden terpilih ini akan mengembang kan 5-7 sentra

industri baru koridor luar Jawa. Selain itu, salah satu dari ko -

mitmen pembangunan infrastruktur dari pemerin tah an yang

baru ini terwujud dalam pembangunan kawasan-ka wasan in -

dustri. Semakin kuat indikasi betapa arah dari per ubahan pada

sektor industri manufaktur nasional tidak memiliki pijak an dan

arah yang jelas dalam jalan perubahan Jokowi-Jk.

Permasalahan kelima, memang tampak bahwa di satu sisi

jalan perubahan yang dicanangkan oleh Jokowi-Jk berupaya

untuk menggeser sumber pertumbuhan dan roda penggerak

per ekonomian nasional lebih bertumpu pada sektor pertanian

dan maritim. terurai dengan rinci bagaimana upaya yang di ca -

nang kan Jokowi-Jk untuk mendorong perubahan dari kedua

sektor ini. namun demikian, program aksi dalam jalan per -

ubah an untuk mendongkrak sumber kekuatan ekonomi pada

sek tor pertanian dan maritim tanpa didasari oleh kontekstuali -

sasi dalam medan aktivitas perekonomian nasional yang di to -

pang oleh sektor industri manufaktur dengan kondisi struktur

dan corak aktivitas produksinya, justru akan berbuah hambatan

dan bahkan permasalahan baru.
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Pertama, secara eksplisit dan berulang kali ditekankan bah -

wa sumber kekuatan dari upaya untuk mendorong pertumbuh -

an ekonomi berbasis pertanian dan maritim dalam jalan per -

ubahan Jokowi-Jk adalah melalui penguatan investasi sumber

domestik. Permasalahannya terletak pada absennya prob lema -

tisasi terhadap sumber-sumber aktivitas produksi yang men jadi

basis dari sumber-sumber kapital domestik. mari kita refleksi -

kan kembali pembongkaran-pembongkaran sebe lum nya. Jelas

pertumbuhan ekonomi indonesia ber tumpu pada sumbangan

sektor industri manufaktur. Jelas pula bahwa industri manufak-

tur indonesia bertumpu pada aktivitas produksi yang mensya -

ratkan eksploitasi masif  atas kerja buruh dan pengerukan ter-

hadap alam. adalah jelas bah wa struktur industri manufaktur

indonesia dikuasai oleh se gelintir elite/oligarki bisnis di semua

sub-sektor utama di da lam nya. adalah jelas bahwa keberlang-

sungan dan kelancaran dari corak dan kondisi struktur industri

manufaktur ini tidak dimungkinkan tanpa jalinan relasi ekono-

mi politik yang tran saksional dengan elite-elite kekuasaan poli-

tik. adalah jelas juga bahwa angka pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan ekspor yang menjadi andalan pemerintah selama

ini bertumpu pada aktivitas produksi pada sektor ini.

Dengan kata lain, sumber kekuatan investasi domestik yang

diharapkan dapat menjadi penggerak bagi tumbuhnya sektor

pertanian dan maritim terkonsentrasi di tangan elite oligarki

yang mendapatkan keuntungan dari memeras keringat buruh

dan sumber-sumber daya alam. terlebih, kondisi ini dinyata kan

dengan cukup jelas dalam Visi misi dan Program aksi Jo ko wi-

Jk, agenda ke-6 nawa Cita: 9 Agenda Perubahan, di mana indus-

tri manufaktur diletakkan pada posisi yang pertama sebagai

sumber pertumbuhan dan akselerasi daya saing in ter nasio nal.

alhasil, dapat dipahami mengapa permasalahan struktur

industri manufaktur menjadi tidak tersentuh dan co rak produk -

sinya yang berlangsung selama ini justru dinormal kan. terbu -
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kalah sebuah ruang dengan konsekuensi yang sa ngat berbahaya

bagi masa depan perekonomian indonesia yang akan diarah -

kan melalui jalan perubahan ini.

Dengan kekuatan kapital domestik yang terkonsentasi di

tangan elite dalam struktur industri yang sangat oligopolistik,

yang dipancang sebagai sumber kekuatan untuk menggerakkan

ge liat ekonomi sektor pertanian dan maritim, terbuka ruang

yang sangat besar bagi ekspansi kekuasaan elite-elite oligarki

bisnis industri manufaktur ke ranah pertanian dan maritim.

alha sil, terjadi ekspansi struktur industri yang oligopolistik me -

nuju sektor pertanian dan maritim yang juga akan bersifat sa -

ngat oli gopolistik. tanpa adanya strategi yang berpijak pada

konteks kekuatan oligarki bisnis dari industri manufaktur ini,

maka yang akan menjadi buahnya tidak lain dan tidak bukan

adalah struktur pasar sektor pertanian dan maritim yang oligo -

po listik, yang lagi-lagi rakyat mayoritas diperas keringat dan

kerjanya demi penghisapan nilai untuk segelintir kapitalis lokal.

Kedua, peluang bagi ekspansi oligarki pada sektor pertanian

dan maritim ini juga ditopang oleh dinamika pengorganisasian

produksi kapitalis kontemporer yang sangat kondusif, yaitu da -

lam wujud pola pengorganisasian produksi secara berjejaring

dan berantai. memang terlihat jalan perubahan Jokowi-Jk di -

lengkapi oleh perangkat teknis untuk mendorong pertum buh an

sektor pertanian dan maritim mulai dari akses terhadap modal,

teknologi, hingga distribusi. tertuang melalui program Bank

tani, kedaulatan Benih, dan cita-cita membangun ke dau latan

pangan berbasis agribisnis kerakyatan. namun demi kian, se -

dari awal kekuatan kapital negara tampak sangat le mah, se -

hingga tumpuan utama terletak pada kekuatan kapital domestik

yang bertumpu pada penguasaan oligarki. akibatnya adalah

mustahil untuk memutus rantai produksi pangan ini dari ceng -

keraman kekuasaan lama yang sama.

Ditinjau dari rantai produksi pangan yang sangat panjang,
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mulai dari tahap pra-produksi dalam wujud riset-riset pe ngem -

bangan benih, rekayasa, dan pengembangan teknologi ser ta

pro duk (benih) hingga pengolahan limbah dalam tahap pas ca-

produksi, terlihat kekuatan kapital dari oligarki sulit un tuk di -

tandingi. Di tengah keterbatasan anggaran negara, bah kan dito -

pang oleh geliat aktivitas produksi oligarki, sumber-sumber dari

pengembangan akses mo dal tampak akan tetap di kuasai oleh

kucuran-kucuran sumber- sumber kapital yang ter konsentrasi

pada titik-titik elite yang sa ma selama ini. Begitu juga dengan

aktivitas-aktivitas produksi yang membutuhkan kapital besar,

justru membuka ruang pen ciptaan nilai baru bagi kekuatan

kapital elite-elite oligarki dari aktivitas-aktivitas penciptaan ni -

lai pada rantai produksi pangan dan pertanian nasional.

karena yang dipancang sebagai target adalah kedaulatan

benih dan pangan, bukan kedaulatan masyarakat un tuk menen-

tukan apa yang mereka makan, tanam, dengan cara mereka

sendiri, maka terbuka ruang untuk mengarahkan aktivitas pro-

duksi pertanian mikro yang tersebar di masyarakat untuk ke -

pentingan produksi masif  dan keuntungan pasar da lam skala

besar. terlebih, corak produksi pangan dan per tani an indonesia

hari ini telah dimarakkan oleh pola pengorgani sasi an berantai

dan berjejaring dalam wujud “inti-plasma.” Da pat di cermati di

lapangan, bagaimana kapitalis-kapitalis lokal pada berbagai

skala sudah mulai merambah sektor agribisnis me lalui aktivitas

penelitian, pembenihan, pengembangan teknologi, melalui pola

kerjasama dengan petani skala mikro, da lam wu jud kelompok-

kelompok tani atau komunitas tani, yang me reka beri akses

modal, pasokan benih, dan rantai distri busi yang me reka koor-

dinasikan dan dikunci sedemikian rupa demi kepen tingan pen-

jualan pada pasar-pasar dalam segmen tertentu, semacam eks -

por beras dengan kualitas unggulan dan pasar-pasar kelas me -

nengah yang semakin melek dengan produk pangan organik.

alhasil, terbuka ruang bagi terciptanya kondisi di mana me -
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lalui akses modal dalam wujud perbankan mikro (yang juga ter-

buka ruang akan dikuasai oleh kekuatan kapitali oligarki la ma

yang sama), masyarakat petani akan mendapatkan akses un tuk

produksi. melalui pasokan benih dengan daya tarik pa sar yang

sangat menguntungkan, aktivitas produksi masya ra kat petani

pun akan dikendalikan oleh kepentingan pasar dari oligarki per-

tanian yang nantinya akan mulai muncul. memang di satu sisi,

tampak masyarakat akan otonom, di mana mereka se akan be -

kerja untuk kebutuhan mereka sendiri dan menda pat kan keun-

tungan dari penjualan surplus produksi secara langsung. na -

mun di sisi lain, aktivitas produksi otonom inilah yang kemudi-

an dijaring dalam rantai produksi yang dikoordinasikan demi

penangkapan nilai yang lebih besar berbasis kapi tal yang juga

lebih besar. Bermula dari aktivitas produksi oto nom yang berje-

jaring inilah yang menjadi corak utama dari ka pi talisme kon-

temporer.17 ya, di satu sisi memang kebutuhan pangan masya -

rakat dapat terpenuhi, namun pemenuhan kebu tuh an ini sangat

dikendalikan oleh dinamika pasar, dan tentu saja, masyarakat

tidak berdaulat dalam menentukan apa yang akan mereka ma -

kan dan tanam. Bahkan, surplus produksi me reka pun telah ter-

jejaring dalam rantai, di mana nilai yang lebih besar ditangkap

oleh pemain-pemain dengan kekuatan kapital yang lebih be sar.18

Singkatnya, dengan terpenuhinya kebutuhan pangan me lalui

produksi yang seakan otonom ini, eksploitasi, penghisap an

nilai kerja dan kekuasaan oligarki kapi tal tetap akan lestari.
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17. Dalam corak kapitalisme kontemporer, justru sangat menguntungkan dan efi -

si en jika produksi dipecah-pecah, difragmentasikan dan dialihkan ke unit-unit

pro duksi eksternal. Semakin tidak menguntungkan corak sebelumnya di ma na

semua aktivitas dipusatkan pada satu unit produksi dari hulu sampai ke hilir.

18. Justru pola seperti inilah yang tengah menjadi trend dalam dinamika sektor

pangan dan pertanian global, di mana perusahaan-perusahaan besar seperti

nestle, Craft, dll. berlomba-lomba membuat program pemberdayaan petani,

melalui benih, teknologi sampai proses produksi di berbagai negara berkem-

bang, demi menjamin pasokan yang berkelanjutan dan terstandarisasi dengan

baik dalam rantai produksi mereka.



Dan melalui jalan perubahan yang di canangkan Jokowi-Jk,

justru terbuka ruang besar bagi tumbuh nya struktur ekonomi

pertanian dan maritim yang juga bersifat sangat oligopolistik.

Penutup

uraian ini utamanya hendak memper lihat kan bahwa perubah -

an mendasar harus diretas melalui penghapusan kondisi-kon-

disi yang mensyaratkan eksploitasi ter sebut. Dikarenakan, sela-

ma perekonomian indonesia terus ber gantung pada aktivitas

produksi pada sektor industri de ngan struktur dan corak yang

mensyaratkan eksploitasi ini, se la ma itu pula kemiskinan dan

kesenjangan menjadi manifestasinya.

tawaran, janji, langkah dan program-program pemerintah,

yang katanya, diusung untuk perubahan harus diukur ber da sar -

kan kerangka ini. geliat aktivisme masyarakat yang ber kem -

bang pesat akhir-akhir ini, harus diarahkan, bukan hanya untuk

mengawal program-program perubahan, melainkan ha rus dik-

erahkan untuk mengkaji dan mengkritisi secara menda lam

apakah program-program tersebut memang diarahkan un tuk

menghapuskan kondisi-kondisi yang memungkinkan masa lah

kemiskinan dan kesenjangan dapat terus terjadi. mas ya  rakat

pun harus memiliki ukuran yang lebih mendalam un tuk meni-

lai perubahan. meskipun secara makro angka-angka merepre-

sentasikan perubahan, selama kondisi makro-struktural dan pro -

ses mikro dalam medan aktivitas produksi industri ma nu faktur,

salah satunya, tetap sama, maka mutlak dapat di nya takan de -

ngan tegas bahwa kondisi masih jauh dari perubahan.

Penghapusan kondisi-kondisi ini mensyaratkan transforma -

si mendasar, mulai dari yang bersifat makro-struktural sampai

kepada proses yang berjalan pada tataran mikro. tentu saja, bu -

kanlah suatu perkara yang mudah. Bahkan pertaruhannya pun

sangatlah besar. Betapa tidak, selama puluhan tahun, terhitung
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sejak 1990an, keberlangsungan dan kinerja perekonomian

indonesia sangatlah bergantung dari kontribusi besar sektor in -

dustri manufaktur. menghapus kondisi-kondisi yang me mung -

kinkan kemiskinan dan kesenjangan berarti menghapus kan

kondisi yang menopang kelancaran kinerja industri manufaktur

indonesia selama ini.

Sayangnya, jalan perubahan yang seakan terbentang luas

dan terang melalui Visi misi dan Program aksi pemerintahan

yang baru ini justru ditandai oleh nihilnya dan bahkan tidak

tersentuhnya permasalahan mendasar dari perekonomian indo -

nesia, yang salah satunya, sangat dipengaruhi oleh struktur dan

corak aktivitas produksi industri manufaktur. Bahkan, tampak

indikasi yang sangat berbahaya, di mana jalan perubah an ini

justru masih bertumpu pada geliat kinerja dan pertumbuhan

dari sektor industri manufaktur yang selama ini bertumpu pada

eksploitasi buruh murah dan SDa. Struktur industri yang justru

memproduksi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tinggi.

Diperparah dengan kondisi struktur in dus tri manufaktur yang

bersifat oligopolistik, di mana segelintir pemain menguasai ham-

pir di semua aktivitas produksi, maka semakin terjal jalan per -

ubahan yang ditawarkan oleh Jokowi-Jk. Sebaliknya, bahkan

terbentang jalan bagi oligarki un tuk melakukan ekspansi dalam

sektor pertanian dan mari tim yang dicanangkan sebagai fitur

utama penggerak per ekonomian nasional yang menjadi tujuan

dari jalan perubahan ini.

namun demikian, upaya perubahan dan momen serta dina -

mika baru yang terbuka di dalam geliat awal bekerjanya peme -

rin tahan Jokowi-Jk ini tetap harus diapresiasi dan dikawal se -

cara ketat. tetap terbuka juga ruang-ruang bagi upaya untuk

me retas perubahan struktur dan basis mikro produksi mas ya ra -

kat melalui bekerjanya pemerintahan baru ini. ruang perubah -

an yang sesungguhnya tetap terbuka dengan terpilihnya pasang -

an Jokowi-Jk. terkecuali, jika pemerintahan yang baru ini
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tetap mengekalkan relasi ekonomi politik tran sak sional elite

bisnis dan politik yang sama, yang selama ini me nggerakkan

perekonomian nasional berbasis eksploitasi, atau bahkan pe -

merintahan baru ini memang berisikan dan di ken dalikan oleh

elite-elite oligarki itu sendiri. Jika demikian ada nya, maka ting -

ginya harapan perubahan yang digantung kan segenap masyara -

kat itu lambat laun akan jatuh lagi ke da lam lembah-lembah

penderitaan yang sama, bahkan lebih da lam. alunan ritme

nada yang bergelora dan semarak dengan na  rasi perubahan pun

akan segera digantikan oleh alunan nada se dih yang penuh

narasi penderitaan. Dan, pada titik ini, jalan perubahan harus

ditempuh melalui jalur lain, jalur yang benar-benar memastikan

bahwa segala bentuk kondisi yang memungkinkan ketimpang -

an dan eksploitasi bagi segenap entitas di bentangan geografis

negeri ini dapat secara radikal terhapus kan.
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memBaCa 41-haLaman Visi, Misi DAn ProGrAM AKsi

pasangan presi den-terpilih Jokowi-Jk, ke san yang se -

gera didapat adalah betapa komprehensif  dan men detilnya

tawaran prog ram pasangan presiden ini. harus di akui, doku-

men tersebut memuat banyak terobosan dan kebaruan yang

sedikit dijumpai di presiden-presiden terdahulu. tidak se dikit

yang memberi kan pujian dan sanjungan terhadap program-

prog ram Jokowi-Jk, terutama apabila diban ding kan de ngan

dokumen pendek 9-halaman, abstrak, generik dan terkesan re -

torik milik pasangan Prabowo-hatta. namun demi kian, apabi-

la diperhatikan dengan seksama struktur na rasi respons-respons

tersebut, akan sangat sedikit (bahkan untuk kasus saya, sama

sekali nihil) dijumpai engagement berarti di ting katan argumen-

tasi, apalagi di ranah asumsi (syukur-syukur ideologi). Semua

respons tersebut hanya berkisar di persoalan teknis dan imple-

mentasi: kekhawatiran mengenai sumber daya yang me madai,

mengenai dukungan DPr dan birokrasi, me ngenai ke siapan

rakyatnya, mengenai political will dari pemerintah, dst. alhasil,

argumentasi, asumsi dan ideologi yang me lan dasi prog ram-

program tersebut tidak tersentuh apalagi dipermasa lahkan lagi. 

BAB 3

Perubahan Sistem Internasional pada
Abad ke-21 dan Keberpihakan Politik

Luar Negeri “Poros Maritim”
Hizkia Yosie Polimpung



1. Di antaranya lih. Laksmana (2014), marthinus & apsari, (2014), Sukma

(2014), Darmawan, (2014), “Doktrin Jokowi” (2014). Syukurlah ada penge-

cualian, lih. mardhatillah (2014).

2. Beberapa di antaranya: “analis kritik” (2014); “gagasan Jokowi soal Drone”

(2014), “anggap ide Jokowi” (2014).

3. Sepenangkapan saya, bagi Jokowi dan pendukung idenya, drone dianggap me -

miliki fungsi simbol bahwa sistem pertahanan indonesia telah mengalami

transformasi sistemik, ditandai dengan: telah diakuisisinya teknologi digital/

iCt, angkatan perang terpadu, sistem kontrol komando, dan kapabilitas ope -

rasi militer nir-perang (illegal logging, illegal fishing, dst). Lih. komentar andi

Widjajanto di “Peran tim Debat” (2014), Jaleswari Pramodawardhani di "Po -

litik Luar negeri Jokowi” (2014) dan Wongsolo96 (2014), dan profesor pesa -

wat nir-awak dunia di “komentar pakar uaV” (2014).

4. Di luar indonesia, perdebatan mengenai penggunaan drone sangat panas.

untuk selayang pandangnya, lih. kaag & kreps (2012); lainnya yang lebih

thoughtful lih. mitchell (2014). 

5. Bdk. Polimpung, (2011), mantra (2013), hardt & negri (2004: 36-62)

Setidaknya, inilah yang terjadi terhadap program-program

yang terkait dengan hubungan internasional dan politik luar

negeri Jokowi-Jk.1 ambil contoh sederhana, pembahasan me -

ngenai drone (atau robot/wahana tanpa awak). Pro-kontra men-

genai persoalan ini hanya berputar di persoalan teknis, efi siensi,

ekonomis, dan efektivitas semata. mulai dari masalah har-

ganya, persoalan teknis pemancarnya, kecocokan matra, dst.2

Di sisi pendukung, drone dilihat sebagai simbol maju dan mod-

ernnya militer indonesia.3 Sedikit, jika bukan tidak ada sama

sekali, yang mempersoalkan aspek non-teknisnya. misal nya,

potensi penyelewengannya, atau masa lah etika teknologi terkait

hubungan manusia-teknologi, atau bahkan masalah ideo logis -

nya!4 marx, pasalnya, pernah mengatakan “kincir angin mem-

berimu masyarakat dengan tuan-tuan feodal; kincir uap mem-

berimu masyarakat dengan ka pitalis industrialis” (marx, 1976

[1847]: 166). tentu, jika saya bahasakan dengan konteks kekini -

an seperti ini—”drone memberimu masyarakat dengan eks -

ploitasi kapitalis informasiona lis, sibernetis, teroto masi dan ter-

jejaring”—sah-sah saja bukan?5

tulisan singkat ini hendak memberikan problematisasi lebih
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mendalam terhadap rencana kerja pasangan presiden dan wakil

presiden terpilih Jokowi-Jk di bidang hubungan internasional

dan politik luar negeri (polugri). Bahkan, secara lebih spesifik,

tulisan ini akan fokus pada doktrin polugri “Poros ma ri tim”

untuk kemudian mencoba menunjukkan keterbatasan, kon -

tradiksi internal dan tantangan bagi Jokowi-Jk, apabila visi-

misi dan janji kampanye mereka hendak ditunaikan me la lui

doktrin ini. Sebagai data, penulis menggunakan 41-halaman

dokumen Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi – Jusuf  Kalla 2014,

rekaman Debat Pilpres putaran ketiga, rekaman Debat tim

Sukses, dan kutipan-kutipan langsung Jokowi-Jk di me dia

massa terkait doktrin Poros maritim ini. Pula perlu diklari fikasi

di awal bahwa penulis akan menyebut ‘Jokowi-Jk’ untuk kese -

luruhan pasangan, berikut tim sukses, tim pembisik, tim penasi-

hat, atau apapun itu namanya yang berperan langsung dalam

perumusan program kerja sang pasangan terpilih.

Secara umum, metode pembahasan saya sederhana. Saya

hendak membenturkan gagasan Poros maritim ini dengan janji

Jokowi-Jk akan suatu polugri “demi kesejahteraan masya ra -

kat” yang “mengabdi pada kepentingan nasional.” (rang kum -

an dan saripati dari politik luar negeri Jokowi-Jk saya lam-

pirkan di Lampiran 1). tidak hanya itu, di dalam debat Pilpres

ketiga, dijanjikan pula bahwa doktrin ini mampu membawa

indonesia sebagai “pemenang dalam pertarungan global abad

21.” Dua problem sentral yang hendak saya soroti: lingkungan

strategis (lingstra)6 pertarungan global abad ke 21 dan keberpi-

hakan polugri. klaim umum saya: pertama, bahwa doktrin

Poros maritim didasarkan pada pembacaan lingstra yang re la -

6. Lingkungan strategis (lingstra), dalam konseptualisasi Lembaga ketahanan

nasional (Lemhanas), adalah kesatuan situasi internal dan eksternal suatu

negara (astagatra), baik yang statis (trigatra: geografi, sumber daya alam, pen-

duduk) maupun yang dinamis (pancagatra: ipoleksosbudhankam), yang

berpengaruh pada upaya pencapaian kepentingan nasional.
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tif  bermasalah dan anakronis; kedua, bahwa keberpihakan po -

lug ri Poros maritim masih berupa retorika belaka yang secara

idiologis tidak didasarkan pada pemikiran yang berpihak pada

rakyat. Di bagian akhir, tulisan ini mencoba menyajikan bebe -

rapa formulasi tantangan bagi Jokowi-Jk, dan juga bagi selu-

ruh rakyat indonesia yang percaya dan berkomitmen meng awal

Polugri Poros maritim ini.

Menuju Polugri yang “Sangat Optimis dan Tegas”

Dalam debat tim sukses kedua pasangan yang ditayangkan oleh

salah satu stasiun tV nasional, andi Widjajanto, tim sukses

Jokowi-Jk yang kini menjadi salah satu Deputi tim tran si si

Jokowi-Jk, menyatakan dengan tajam bahwa Doktrin Po ros

maritim tawaran Jokowi-Jk adalah doktrin yang “sangat opti-

mis dan tegas” yang mampu membawa indonesia keluar se ba -

gai “pemenang di abad 21.”7 Penekanan ini dibuatnya saat

mencoba mengontraskan corak polugri Jokowi-Jk dengan po -

lug ri SBy yang ditengarainya sebagai peragu.

“Doktrin Zero enemies thousand Friends (milik SBy) ada -

lah kera gu-raguan, ketidak-tegasan. kami tawarkan satu

doktrin baru. Pak Jo kowi tawarkan satu doktrin baru yang

lompat untuk menuju pe menang abad 21: Doktrin Poros

maritim Dunia.”

Dengan doktrin thousand Friend Zero enemy (tFZe), tan-

dasnya, polugri indonesia tidak akan bisa mengambil posisi

yang tegas terhadap suatu problem dalam intrik-intrik interna-

sional. Semisal masalah Palestina, contoh andi, SBy tidak

akan mungkin serius mendukung Palestina merdeka karena

tFZe-nya tidak memungkinkannya untuk menggolongkan

7. Lihat rekamannya di indonews (2014).
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israel ke dalam ‘thousand friends’—karena ‘enemy’ harus zero. 

tanpa sama sekali bermaksud membela SBy, saya kira pen -

ting mengklarifikasi hubungan keragu-raguan polugri de ngan

doktrin tFZe ini. terlepas dari subyektivitas SBy akan dok trin

ini (karakter citra-filia dan konon ingin mendapat hadiah no -

bel), objektivitas tFZe tidak bisa dilepaskan dari konteks ling -

kungan strategis hubungan internasional di asia Pasifik abad

ke-21. tiga catatan kritis yang urjen untuk dipertimbangkan.

Catatan pertama, memang tidak bisa dipungkiri apa yang di -

tandas kan andi bahwa “dalam politik luar negeri selalu ada

ma salah; selalu ada sengketa. keberpihakannya harus jelas.”

tapi perlu ditekankan juga bahwa dalam politik, apalagi politik

internasional, ketidak-tegasan, ambiguitas, ketidak-jelasan po -

sisi, abstain, opting-out, status quo dan standar ganda bisa juga

menjadi suatu posisi aktif, bahkan strategi diplomasi.8 Cina di

kasus sengketa Laut Cina Selatan,9 standar ganda amerika di

ka sus nuklir india dan Pakistan, raja thailand dalam krisis po -

li tik domestik, negara-negara aSean terhadap krisis di myan -

mar, dst., adalah senarai contoh ‘ketidak-tegasan’ dalam politik

internasional. terkadang, ketidak-tegasan adalah sendiri nya

buah dari ketegasan.

Di aSean sendiri, bahkan, keragu-raguan dan ketidak-je -

lasan polugri adalah fitur fundamental hubungan internasional di

kawasan. telah menumpuk riset yang menjustifikasi ini de ngan

mengacu pada data yang beragam pula, mulai dari wa wan cara

8. Bagi pembaca awam, diplomasi adalah segala daya dan upaya yang ditempuh

negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan politik luar negeri di

kancah politik dan pergaulan internasional. 

9. Cina telah menanda-tangani treaty of  amity and Cooperation pada 2003 dan

Declaration on the Conduct of  Parties dalam sengketa Laut Cina Selatan pada

2002, namun tetap saja ia melakukan manuver-manuver yang mengancam.

Perkembangan terbaru, Cina sudah “mengembangkan” peta dengan 9-dashed-

line teritorinya di LCS menjadi 10-dashed-line (“Could this map of  China,”

2014). 
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pejabat dan pemimpin, analisis dokumen-dokumen strategis,

sampai ke anomali dalam data-data statistik.10 Be be rapa pakar

menyebut polugri peragu ini sebagai “strategi jalur gan da”

(dual-track strategy) (Simon, 1995: 21): di satu sisi negara-negara

asia tenggara lebih memilih jalur liberal-kapitalisme sebagai

penuntun kebijakan ekonomi-politik yang kental dengan retori-

ka kesalingtergantungan ekonomi, tapi di sisi lainnya, kebi-

jakan militer dan pertahanannya bisa dibilang tradisional dan

konservatif. Di isu pertahanan-keamanan, terda pat paradoks

dalam retorika perdamaian aSean dengan co rak konservatif

pertahanan negara-negaranya yang menunjuk kan tren pening -

katan pembelanjaan militer (gambar 1) dan makin ofensif.

Dari grafik terlibat bahwa telah terjadi peningkatan konstan

pembelanjaan militer indonesia dan Singapura (bahkan untuk

Singapura, sangat tajam peningkatannya) semenjak 1998/ 1999.

indonesia, sejak 2003 telah melakukan kontrak dengan rusia

GAMBAR 1. Pembelanjaan Militer Negara-Negara ASEAN 6 

SUMBER: SIPRI, 2014, diolah

10. Di antaranya: goh (2005, 2007/8), Ciorciari (2013), Jackson (2014)
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untuk mendatangkan 10 buah Sukhoi secara bertahap  sampai

2010. Belum lagi digolkannya rencana kontroversial pembelian

main Battle tank Leopard 2a6 sejumlah 15 unit pada bulan

Oktober 2012 dan seterusnya akan datang secara ber tahap

sebanyak 100 unit sampai dengan Oktober 2014. Di matra laut

pun indonesia, di tengah retorika Thousand Friend Zero Enemy-

nya, semakin merealisasikan semboyan Jalesveva Jaya mahe (di

laut kita jaya), dengan menguji misil supersonic anti-kapal,

Yakhonot, buatan rusia, pada april 2011. Dengan Cina, indo -

nesia juga melakukan kolaborasi untuk pembuatan, lagi, misil

anti-kapal C-705 dan C-802. Dengan korea Selatan, in donesia

memesan tiga buah kapal selam tipe 209/1400 me la lui penan-

datanganan mou September 2012. Di matra udara, indonesia

pun berkolaborasi untuk pengembangan pesawat tempur korea

Selatan, kF-X, yang konon lebih canggih dari F-16 milik aS.11

Saya kira ini bukti betapa “bersahabatnya” indonesia.

Beralih ke negara lainnya. Singapura malah sebenarnya te -

lah meningkat pembelanjaannya semenjak 1994. Pada 2012,

Singapura mengalokasikan aS$9,7 miliar untuk belanja militer.

Peningkatan tajam pembelian thailand semenjak 2006 juga ti -

dak dapat dilepaskan dari konflik perbatasannya dengan kam -

boja, terutama semenjak pecahnya kon flik terbuka pada Juli

2008 terkait kuil Preah Vihear. Viet nam pun demikian, sekali -

pun tidak seagresif  Singapura, ia juga meningkatkan kapasitas

militernya untuk mengantisipasi klaim Cina di teritorinya.

Data-data ini bisa diteruskan sampai mendetil, hanya saja ia

berada di luar scope yang ingin dibahas tulisan ini. Sampai di

sini setidaknya bisa di lihat bahwa retorika non-konfrontasio nal

benar-benar secara miris tampak dan terdengar paradoksal

(belum lagi kenaifan kebijakan Zero Enemy salah satu negara

terbesarnya).

11. Data-data disadur dari The Military balance (2012). 
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ketidak-jelasan dan keragu-raguan negara-negara aSean

memuncak dalam apa yang lazim disebut sebagai “jalan

aSean” (AsEAn way): tidak ada keterikatan legal/institusio -

nal, semua diatur berdasarkan norma dan kepantasan (lih.

trak tat Persahabatan dan kerjasama aSean (treaty of  ami -

ty and Cooperation), prinsip non-intervensi urusan domestik,

dan yang juga tak bisa dipungkiri, corak elitisme dan inter-

gover nmentalisme—ketimbang retorika orientasi-rakyat (peple-

oriented) aSean itu sendiri. konsekuensinya, aSean sering

dicemooh sebagai sekadar “forum kongkow diplomat” dan

“talk shop” 12 yang selalu “berproses, tanpa progres.”13

Catatan kedua terkait keragu-raguan polugri. Perlu diperha -

tikan bahwa secara objektif, terlepas dari dalih dan kilah para

pejabat dan pemimpin negara-negara aSean, polugri dengan

corak peragu adalah konsekuensi logis dari pergeseran tektonik

perimbangan kekuatan global dari Barat (aS/eropa) ke timur

(asia-Pasifik/indo-Pasifik). ketidak-menentuan adalah fitur

utama politik dunia kontemporer. Berbagai an cam an bisa da -

tang dari mana pun dan kapan pun. naiknya Cina menjadikan

aliansi tradisional dengan hegemon petahana men jadi dilema-

tis. Bahkan, semenjak Cina dan aS enggan me la kukan kon-

frontasi terbuka, peta aliansi juga semakin tidak menentu. ti -

dak ada kepastian bahwa aliansi ketat dengan sa lah satu hege-

mon akan memastikan keamanan nasionalnya. Da lam situasi

ketidak-menentuan ini, menentukan keber pihak an secara tradi-

sional hitam dan putih semakin tampak tidak relevan. relia bi -

litas sekutu tampak kabur.14 ini terlihat jelas dalam kehati-hati -

12. Lih. De Launey (2012)

13. Lih. misalnya, emmers (2003, 2005), haacke, J. (2009), Jones dan Smith

(2007a, 2007 b), dan Jones (2009, 2010, 2011).

14. Dilema ini dikenal dengan dilema ganda aliansi. Dilema pertama tentang

memilih beraliansi atau tidak, jika ya dengan siapa; dilema kedua terkait berta-

han atau tidak dalam suatu aliansi, dan spekulasi mengenai reliabilitas aliansi.

Lihat Snyder (1984) dan kim (2011).
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an Lee kuan yew, “engage, not contain, China, but . . . also quietly

. . . set pieces into place for a fall back position should China not play

in accordance with the rules as a good global citizen” (1996). Pula di

tengah keterjejaringan dunia di hampir segala bidang, memo-

tong konektivitas dengan suatu negara (atau negara be sar) demi

memperkuat konektivitas dengan ne gara lainnya juga tampak

merugikan. ancaman hari ini telah bergeser menjadi risiko; jika

ancaman dapat diukur, maka tidak un tuk risiko. yang diper-

lukan adalah koordinasi dan kesiaga an konstan. Se menjak du -

nia telah terintegrasi, maka risiko pun juga terintegrasi. 

Situasi kontemporer telah membuat konsep perimbangan

kekuasaan tradisional menjadi uzur. negara, bahkan aS, lebih

memilih untuk melakukan hedging terhadap Cina (goh, 2005).

Opsi hedging sebagai strategi memungkinkan negara untuk ber -

main-main di antara karang-karang besar. Dengan terma hedg-

ing, evelyn goh memaksudkan seperangkat strategi yang ber -

tujuan untuk menghindari atau mengantisipasi kondisi mende-

sak yang mana negara tidak bisa memilih untuk melakukan ke -

ber pihakan secara tegas (2005: viii). Dalam kasus negara-ne -

gara asia tenggara, seperangkat strategi yang dimaksudkan

goh terdiri dari tiga: indirect balancing, complex engagement, dan

enmeshment strategy. indirect balancing ditujukan ke aS, yaitu da -

lam rangka mengimbangi kehadiran Cina di kawasan. ter ha -

dap Cina, kerja sama kompleks (complex engagement) dilakukan

untuk menghadapi Cina di kawasan dengan harapan Cina mau

konform terhadap norma-norma yang telah ada. Enmeshment

merupakan strategi untuk mengundang negara-negara kuat

untuk masuk terlibat ke dalam kawasan dengan harapan mere-

ka menjadi memiliki andil dan kepentingan untuk ikut menja-

ga stabilitas kawasan (ibid.). Bahkan, goh (2007/8) menang kap

gestur enmeshment yang dilakukan oleh individu-individu

negara terhadap negara-negara besar tanpa melalui mekanisme

regional aSean; ia menyebutnya omni-enmeshment.
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Dengan konsep hedging ini, sekiranya gestur anomali dan

paradoksal yang ditunjukkan oleh negara-negara aSean da -

pat dipahami. negara-negara aSean nampak aneh dengan

mengundang banyak kekuatan besar, lalu mendiversifikasi hu -

bung an ketergantungan dan hubungan kerja sama, bahkan

men coba melakukan appeasement dengan negara-negara besar

ter sebut. Strategi ini, jelas, dari kacamata arus utama, adalah

sua tu ketidak-tegasan yang menggelikan. namun demikian,

jika hal ini dijelaskan secara obyektif, tanpa terjebak pada ka -

non ortodoks, maka kiranya kita mampu, setidaknya mencoba,

menjelaskan ketidak-tegasan aSean tersebut. 

Pula dengan konsep hedging ini, menjadi terang benderang

tentang kemana aSean Way akan membawa negara-negara

aSean, yaitu menuju suatu moderasi perimbangan ke kua saan

kedua hegemon, menuju perimbangan pengaruh (balance of

influence) yang lebih moderat. Sehingga retorika-retorika yang

tampak naif  seperti Thousand Friends Zero Enemy ala indo ne sia,

dapat ditangkap latar belakang logika politik internasio nalnya.

Dari malaysia, aspirasi serupa juga muncul. “[W]hat we really

want to do is help the ‘elephants’ get to a point where their interests are

so intertwined that it would be too costly for them to fight” kata seo-

rang diplomat malaysia (dikutip dari goh 2007/8: 123). Singa -

pura pun mengemukakan hal yang senada saat di tan ya untuk

apa mengundang kekuatan-kekuatan besar ke ka was  an, “to

deepen interdependence and to strengthen their sense of  having a stake

in the region’s security, so that they would be more interested in helping

to maintain regional stability.”(ibid.)15 Di sini, setidaknya, kita bisa

menilai secara objektif  bahwa aSean Way yang diusung oleh

aSean, dalam berbagai paradoks dan ke naif annya, menyim-

pan suatu fungsi yang berimplikasi pada ta tan an, tidak hanya

15. Diplomat dari Filipina dan thailand pun sependapat dengan ini. Lihat goh

(2007/8: 122cat29).
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internal, tapi juga tatanan eksternal kawas an, bahkan global. 

Corak dari prinsip aSean Way yang menjunjung tinggi

prinsip non-intervensi dan retorika demokrasi tidak bisa dile -

pas kan dari konteks persaingan kedua hegemon aS dan Cina di

kawasan. Prinsip-prinsip ini memiliki fungsi pembenar saat

negara-negara asia tenggara menerapkan kebijakan hedging

ter hadap aS dan Cina. hal ini berlangsung, karena hanya me -

la lui kedua prinsip inilah aS dan Cina memiliki justifikasi, se -

ti daknya retorik, untuk menjalin hubungan dengan negara-

negara asia tenggara. aspirasi kedua hegemon ini, saat ber -

 tabrak an dengan aspirasi nasional di kawasan, melahirkan reto -

rika-retorika yang mencoba mengilustrasikan betapa stabilnya

ka wasan asia tenggara, yaitu aSean Way yang diinstitusio -

nalisasikan ke dalam aSean Community berikut tiga pilar nya

(Politik-keamanan, ekonomi, dan Sosio-kultural).

Dua catatan di atas menunjukkan bagaimana kritik Jokowi-

Jk terhadap doktrin tFZe SBy sebagai semata-mata suatu ke ti -

dak-tegasan, justru membuatnya terjebak dalam bayang-ba yang

lingstra abad ke-19. Dalam bayangan tersebut, masih di mung -

kinkan untuk memiliki ketegasan dalam memilih posisi polugri

dan keberpihakan. Di era kontemporer abad ke-21, ketegasan

yang dibayangkan polugri Poros maritim Jokowi-Jk, yang me -

metik pelajaran dari doktrin tFZe SBy, justru men jadi ber -

masalah dan anakronis.16 kritik paling tepat untuk tFZe SBy,

berikut dynamic equilibrium ala menlu marty natalegawa, ada -

lah bahwa doktrin tersebut masih memosisi kan indonesia seba-

gai aktor yang terdeterminasi oleh sistem politik internasional

kontemporer, dan bukan suatu agen yang bebas melampaui dan

menyiasati batasan-batasan struktural sis tem internasional dan

yang secara aktif menjalankan, me mengaruhi, dan membentuk

16. Dalam bahasa randall Schweller (2011), doktrin Jokowi-Jk adalah doktrin

yang bagus, hanya saja untuk era yang sudah berlalu. Seruan Susan Strange

(1994) untuk krasner pun saya kira relevan terhadap Jokowi-Jk.

POLITIK LUAR NEGERI “POROS MARITIM” 85



17. Pandangan yang mengabaikan hubungan politik dan keamanan internasional

dengan bidang lain, misalnya ekonomi politik, sebenarnya cukup umum di

sistem tersebut. Persis di sinilah dok trin tFZe sama sekali

mengingkari polugri Bebas dan aktif  indonesia.

kembali ke Jokowi-Jk. kecemasan saya, dengan ber ma sa -

lah nya pandangan Jokowi-Jk mengenai lingstra abad ke-21

dan dominasi corak peragu dalam polugri negara-negara

aSean Way, maka saya khawatir jangan-jangan polugri Poros

maritim ini juga terdeterminasi oleh kontur sistem internasional

kontemporer ini, ketimbang oleh para konsti tuen nya, para pe -

milihnya, para relawan, kita semua.

Serius dengan Abad ke-21

Di catatan ketiga, saya hendak fokus pada “abad ke-21” yang

diklaim oleh Jokowi-Jk, bahwa darinya indonesia akan keluar

sebagai pemenang dengan doktrin Poros martim. Dalam debat

terkait isu polugri, dikatakan oleh Jokowi-Jk mengenai karak-

ter abad ke-21 sebagai bergesernya ke kuatan global dari Barat

ke timur. aS dan eropa melemah, sementara di belahan bumi

lainnya, Cina dan india sedang bangkit. arena pertarungan

politik internasional kemudian ber pindah ke kawasan asia-

Pasifik dan/atau indo-Pasifik. Se hingga pemenang abad ke-21

diyakini sebagai yang mampu me menangkan, atau setidaknya

ikut memenangkan, pertarungan antara Cina-aS, Cina-india,

dan Cina-australia. Demi kian lah potret abad ke-21 ala Jokowi-

Jk. Cukupkah? Sayangnya tidak. 

Pembacaan seperti ini, sayangnya, sangat menyederha na -

kan. Benar, bahwa telah terjadi pergeseran kekuatan dan arena

pertarungan politik internasional. namun, tidak hanya itu saja.

Pergeseran ini juga turut mengubah banyak hal yang, bahkan,

keluar dari pemahaman umum konvensional mengenai politik

internasional yang dibayangkan oleh Jokowi-Jk.17 tidak hanya
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itu, pergeseran itu sendiri agaknya kurang diper tan yakan dan

cenderung diterima begitu saja sebagai fakta politik internasio -

nal. hal ini berisiko membuat indonesia hanya bisa terus me -

nerus menyesuaikan diri, ketimbang aktif  dalam melakukan

suatu perubahan. untuk memperjelas ini, saya akan bahas be -

berapa analisis terkait perubahan sistemik dunia internasional

sebagai akibat pergeseran kekuatan global yang agaknya luput

dibayangkan Jokowi-Jk.

analisis pertama, paling sederhana sekaligus paling penting,

yaitu, setidaknya menurut saya, tidak satu pun statemen

Jokowi-Jk yang menggunakan kata “kapitalisme.” hal ini ber -

implikasi sangat panjang. ekonomi yang kapitalistik menjadi

ter netralisasi sebagai latar yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Pro blemnya kemudian hanyalah “bagaimana bisa survive dan

me nang” dalam area permainan yang sudah ditentukan sebe -

lum nya, entah oleh siapa. Jokowi-Jk tidak melihat bahwa per -

geseran ini juga dipengaruhi dan memengaruhi perubahan

struktur dan mekanisme ekonomi dan ekonomi politik interna-

sional. Berikut adalah snapshot-nya.

hegemoni militer aS sangat erat kaitannya dengan hege-

moni finansial aS, sementara hegemoni finansial aS adalah

determinan terhadap corak kapitalisme global kontemporer.18

Persebaran dan bahkan manuver militer aS ditujukan untuk

men jaga, mengantisipasi dan bahkan mengintersepsi even-even

ekonomi dunia agar tidak membahayakan kepentingan ekono-

mi aS di seluruh dunia. Lalu seperti apakah corak eko nomi

aS, yang akhirnya menentukan corak ekonomi global? Seperti

apapun itu, ia tidak tersirat dalam arah strategis kebijakan

Jokowi-Jk. Corak ekonomi aS adalah ekonomi yang ber basis -

kalangan pengkaji strategis indonesia. Sejauh yang saya tahu, baru satu orang

pakar kajian strategis yang aware dengan ini dalam analisisnya. Lih. haripin

(2013 & 2014).

18. analisis dan data untuk sub-bagian ini saya sadurkan dari penelitian saya ter-

dahulu dalam tim Jaringan riset kolektif  (Jerk, 2013).
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kan utang. antara 1993 s/d 2013, neraca tran saksi berjalan aS

tidak pernah mengalami surplus, alias selalu defisit. Di puncak

kejayaan ekonomi finansial aS (2006), bah kan, angka defisit

tersebut menyentuh minus aS$780 miliar (gambar 2). Lalu

sejak 1995 s/d 2012, besaran utang aS terhadap PDB teramat

besar: utang sektor swasta selalu di atas 150 persen, bahkan

pada 2006 dan 2007 melampaui 200 persen; utang sektor pub-

lik berada di kisaran 50 persen, bahkan setelah 2007 terus me -

roket naik. Di sisi lain, sejak 1995, per sen tase kontribusi utang

rumah-tangga (utang konsumsi dan pinjaman hipotik) terhadap

PDB aS selalu di atas 50 per sen, dan memuncak pada 2009 di

90 persen (gambar 3). Sim pul annya sederhana, pemasukan aS

amatlah bergantung dari sektor finansial yang didominasi oleh

utang-utang rakyatnya yang konsumtif  akut. Semakin me -

numpuk utang (rakyat) aS, semakin berjayalah ekonomi aS.

untuk sampai ke titik seperti ini, aS memfinansialisasi eko -

nominya, bahkan sampai ke level rumah tangga dan keseharian

(martin, 2002, 2007). rakyat aS sudah terbiasa dengan utang,

pinjaman, kartu kredit dan praktik-praktik utang lainnya. De -

ngan memfinansialisasi, artinya aS memediasi seluruh aktivi-

GAMBAR 2. Neraca Transaksi Berjalan Negara-Negara Maju (Pilihan) 
dalam Miliar USD

SUMBER: World Economic Outlook Database, IMF, diolah
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tas ekonomi dengan instrumen-instrumen perbankan. De mi -

kianlah, setiap aktivitas ekonomi yang termediasi per bank an ini

dengan mantap dan konstan menyetorkan skor di sektor finan-

sial. ke luar, aS berusaha menjamin pasokan energi, minyak

dan aliran dolar yang dibutuhkan oleh infrastruktur industri

dan fasilitas konsumsi dalam negerinya. Contoh aspira si finan-

sial dalam conquest aS, misalnya, serbuan ke irak yang ternyata

tidak sekedar menjaga pasokan minyak, namun juga untuk

mencegah negara itu menjual minyaknya yang ber jumlah besar

dalam euro (rickards, 2012). ini penting untuk menjaga status

quo hegemoni dolar. nasib serupa harus ditelan khadafi dan

Libya, yang berusaha melakukan hal yang sama dengan Dinar

emas (ibid.). Berikutnya, tentu saja iran, yang mulai memper -

kenalkan petro-yuan, sekalipun kali ini Cina dan rusia tentu

tidak akan tinggal diam.

Lalu bagaimana menjelaskan pergeseran kekuatan global

dan arena politik internasional yang ditekankan Jokowi-Jk, de -

ngan berangkat dari perspektif  finansial barusan? Pivot to Asia

yang dilakukan aS tentu saja adalah untuk mencegat Cina. Ba -

gaimana detailnya? neraca transaksi berjalan Cina me nunjuk -

kan tren penurunan tajam dari surplus aS$420 miliar pada

GAMBAR 3. Utang rumah tangga dan harga rumah di AS, 1995–2012

SUMBER: UNCTAD, Trade and Development Report, 2013
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2008, dan terus berusaha turun (lih. gambar 2). artinya, Cina

sedang berusaha menandingi hegemoni finansial aS. Bagi aS,

hal ini tidak hanya sekadar kekalahan politik perda gang an, me -

lainkan juga membuat dolar aS menjadi terancam karena apa-

bila Cina mendominasi koleksi dolar, maka Cina bisa mela -

kukan apa saja dengan itu.19 Penggunaan soft-power Cina dalam

manuver-manuvernya pun turut mendeterminasi konsepsi

power dalam debat seputar polugri aS (kurlantzick, 2008).

Joseph nye pun, sang “penemu” soft power, harus mere kon sep -

tualisasi strategi polugri aS (2011) karenanya.

snapshot berikutnya, sebagai konsekuensi dari melemahnya

hegemoni finansial aS, maka hegemoni akumulasi kapitalisme

finansial pun turut melemah. apa akibatnya? Penting untuk di -

pahami bagaimana akumulasi finansial erat kaitannya dengan

aku mulasi di sektor riil, manufaktur dan agrikultur (Jerk,

2013). Sirkulasi uang di sirkuit sektor finansial harus dijamin

oleh ekonomi yang juga mengedepankan aspek sirkulasi. itu lah

mengapa paradigma ekonomi berjejaring, berikut pengor ga ni -

sasian produksi melalui rantai nilai global (gVC, global value

chain), menjadi hegemonik saat ini. Saat akumulasi finansial

terganggu, maka perlu treatment untuk menggalakkan sir kulasi

di sektor riil. tepat di sinilah kita harus mengontekstua li sasi

laporan gabungan OeCD, WtO dan unCtaD yang meng -

apresiasi tinggi paradigma gVC di depan negara-negara g-20

(2013). Bahkan, WtO, melalui program aid for trade: Con -

necting to Value Chains, berusaha menginklusikan mas ya rakat

kelas bawah dalam sirkuit gVC ini melalui retorika bantuan

pembangunan inklusif  dan keuangan inklusif  (inclusive develop-

ment dan financial inclusion). ya, pembangunan adalah pintu

masuk seluruh rakyat kelas bawah dunia ke sirkuit dan jejaring

19. kebijakan tappering-off dan quantitative easing aS harus dibingkai dalam per-

spektif  ini pula, ketimbang semata-mata untuk “merangsang iklim ekonomi.”

Bdk. rickards (2012).
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kapitalisme global. alhasil, pertanian dan ekonomi mikro sedu -

nia menjadi target.

tidak hanya ekonomi mikro, pengalihan lahan (landgrab-

bing), baik di bawah todongan senjata (negara), uang (korpo-

rasi), atau hukum (negara-korporasi) juga terjadi secara masif.

antara 2000-2011, telah terjadi 227 juta hektar landgrabbing

(Oxfam, 2011), 45 jutanya terjadi antara 2008-2009 (World

Bank, 2010). tren saat ini adalah landgrabbing dalam skala

besar: 30.000 hektar di nigeria oleh perusahaan beras aS pada

2011, 60.000 hektar di kamboja oleh perusahaan tebu, 1 juta

hektar di argentina oleh perusahaan italia Benetton untuk wol,

kayu dan sereal (transnational institute, 2013). Di indo nesia,

cukup kita mengingat kembali yang terjadi di mesuji, Bima,

Jambi, dan reklamasi teluk Benoa Bali sebagai contoh kontro-

versialnya. namun perlu diketahui, bahwa setidaknya 26,6 juta

hektar lahan di indonesia dilepaskan dalam skema carbon-

 trading reDD (baca: green-grabbing, yaitu landgrabbing dengan

dalih kepentingan lingkungan) (Jasuan, 2011). 

Pasca-krisis finansial, penggalakan pertanian dan ekonomi

mikro mensyaratkan penambahan ruang. Berbeda dengan sek-

tor finansial, sektor pertanian dan riil jauh membutuhkan ru ang

(tanah) untuk berproduksi. Belum lagi untuk sektor eks trak tif

(pertambangan) yang sudah pasti merusak lahan. Di sini lah

mekanisme landgrabbing berfungsi. Di luar negeri, ne gara maju

misalkan, penjelajahan tanah-tanah baru ini diperlu kan untuk

kepentingan mencari investasi jangka panjang (me la lui instru-

men derivatif, misalnya) yang lebih aman ketimbang instrumen

lainnya. Lalu sadarkah Jokowi-Jk akan plot-plot ekonomi poli-

tik global ini? Jika diukur dari uraian di visi-misi dan statemen-

statemen di media, maka saya sangat pesi mis.20

20. analisis lebih lanjut dan mendalam mengenai nasib kebijakan Jokowi-Jk

dalam konteks gVC ini, lihat tulisan Dodi mantra di bab sebelumnya.
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analisis kedua, masuk ke ranah implikasi politik dari per -

ubahan kekuatan global dan corak kapitalisme global. Seiring

dengan melemahnya aS, maka melemah pula cengkeraman

ideo logi kapitalisme neoliberalisme berikut fundamentalisme-

pasarnya. kini kita saksikan naiknya rezim-rezim otoriter yang

ternyata justru lebih efektif  bagi kapitalisme. tentu saja, Cina

adal ah contoh utamanya. Di bawah kebijakan terpimpinnya,

Cina mampu mengonsolidasi ekonominya secara mantap un -

tuk berselancar dalam ekonomi global. ia tidak perlu khawatir

dengan friksi dengan kelas pekerja, atau dengan pengemplang

pajak. Di belahan lain di indo-Pasifik, narendra modi dari sa -

yap kanan ekstrim naik memimpin india. modi yang adalah

fun damentalis hindu ini sangat dekat dengan para kapitalis

domestik. Bahkan, ditengarai bahwa para kapitalis ini yang

 sengaja “mengawal” modi sampai ke tampuk pemerintahan—

bukan tanpa imbalan tentunya. kapitalisme kroni di india, bisa

jadi, malah makin merajalela (“modi’s silence,” 2014; Sud,

2014). kedua contoh ini, ditambahkan dengan Singapura, mi -

salnya adalah contoh-contoh utama apa yang disebut sebagai

naiknya “kapitalisme otoritarian” (rodan & Jayasuriya, 2009)

atau “kapitalisme dengan nilai-nilai asia” (Zizek, 2011, 2012).

terbukti sudah bagaimana demokrasi bukanlah prasyarat uta -

ma bagi kapitalisme, dan bagaimana otoritarianisme tidaklah

kedap dari fundamentalisme pasar.

Bagaimanapun juga, fenomena ini harusnya cukup mampu

membuat kita teringat pada aSean Way yang sudah dibahas

sebelumnya. Sekalipun tidak sefundamentalis Cina dan modi-

nya india, aSean Way cukup berada di jalur tersebut. Peme -

rin tahan semi-otoritarian yang penuh dengan retorika demo -

krasi, regionalisme longgar yang mengikuti lobi-lobi diploma tik

informal/jalur di bawah meja ketimbang aturan mengikat, prin-

sip non-intervensi (baca: saling membiarkan) di antara pemim -

pin, dan tentu saja kapitalisme dan pasar bebas adalah fi tur
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wajib. aSean Way merupakan cara negara-negara di asia

tenggara untuk menjaga stabilitas dan perdamaian relatif  di

kawasan. ini dilakukan bukan demi perdamaian itu sendiri,

namun demi mulusnya ekonomi kapitalis yang berlangsung di

kawasan. 

Cetak-biru masyarakat ekonomi aSean, misalnya, de -

ngan tegas menyatakan aspirasi kapitalisme

An AsEAn single market and production base shall comprise five

core elements: (i) free flow of  goods; (ii) free flow of  services; (iii) free

flow of  investment; (iv) freer flow of  capital; and (v) free flow of

skilled labour (aSean, 2008).

Sayangnya, integrasi ekonomi di aSean hanyalah alibi.

ke salingtergantungan di aSean tidak punya landasan em pi -

rik. Chih-mao tang (2012) menunjukkannya dengan membagi

total keseluruhan ekspor-impor diadik masing-masing ne gara-

negara aSean dengan PDB masing-masing.21 93 persen data

menunjukkan rasio di bawah 0,01, bahkan 27 persen pada titik

0. hanya Singapura dan malaysia saja yang punya rasio ke -

 salingtergantungan tinggi, 0,08 s/d 0,14. Jadi, bukanlah ke sa -

lingtergantungan ekonomi yang mendeterminasi perdamai an

dan stabilitas kawasan. 

Prinsip non-intervensi ala aSean Way adalah alibi yang

tidak kalah dengan integrasi ekonomi. misalnya, negara terbe-

sarnya yang konon cinta perdamaian dan menghargai kedaulat -

an negara lain, indonesia, berada di garda depan di aSean

inter-Parliamentary myanmar Caucus (aiPmC) untuk mela -

ku kan kampanye intervensi ke myanmar. namun demikian, te -

tap saja hanya sebatas kampanye. Singapura lebih unik (jika bu -

21. Shintaro hamanaka (2012) juga melakukan pengukuran kesalingtergantungan

ini, hanya saja, ia terlalu fokus pada lalu lintas perdagangan dan volumenya

saja. kelebihan tang adalah bahwa ia mengukurnya dengan rasio PDB yang

arti nya sampai memengaruhi tingkat produktivitas negara.
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22. Lihat kronologinya di singapore rebel (2011).

kan menggelikan), kendati pemerintahnya sangat mendo rong

aiPmC, namun anehnya ia malah memenjarakan oposisi nya

yang menyelenggarakan sendiri demonstrasi “Free Burma!”22

Di malaysia tidak kalah uniknya, pemerintah mempersilakan

parlemennya melakukan kritik bertubi-tubi kepada pemerintah -

an junta myanmar, namun tidak untuk mengeluar kan sanksi.

hal ini demikian karena, sebagaimana disampai kan seorang

dari partai oposisi, ‘we can’t call for sanctions because this will hurt

the investors from Malaysia [since] some of  the MPs, or the govern-

ment-linked corporations, like Petronas [yang memiliki investasi di

myanmar]’ (dikutip dari Jones, 2011: 421).

Dengan demikian, adalah orientasi dan upaya masing-

 masing pemerintah untuk mengonsolidasikan ekonominya de -

ngan kebijakan-kebijakan liberal yang menentukan stabilitas

dan per damaian kawasan, dan bukan aSean Way! Dengan

kondisi yang aman dan stabil, maka masing-masing pemerintah

bisa berkonsentrasi untuk mengupayakan pembangunan nasio -

nal nya (dengan cara apapun termasuk represi) melalui kapital-

isme tanpa perlu takut dicampuri urusannya oleh tetangga

aSean-nya. mereka pun bisa bebas menjalin hubungan bila -

te ral dengan negara-negara lain (aS, Cina, dst.), tanpa melalui

mekanisme aSean. inilah fungsi retorika aSean Way, yaitu

sebagai alibi bagi proyek nasional konsolidasi kapitalisme

domestik negara-negara aSean. akibatnya, aSean akan se -

lamanya hanya retorika. Di samping itu, konon kabarnya salah

satu prioritas utama kebijakan luar negeri Jokowi-Jk adalah

penjagaan stabilitas dan keamanan regional.

analisis ketiga, masuk ke ranah sosio-kultural. kerap dikata -

kan bahwa indonesia tengah memasuki fase “bonus demo -

grafi” atau “dividen demografi” pada 2010-2030, yang di tandai

dengan meningkatnya usia produktif  dan kelas meneng ah, plus
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dibarengi dengan menurunnya rasio ketergantungan usia tua

terhadap usia produktif  (mP3ei, 2011: 17). Perhatian yang

muncul umumnya hanya berikisar di permasalahan pe nye diaan

lapangan pekerjaan. Sekalipun ini penting (mengingat tingkat

pengangguran angkatan kerja yang tinggi—29 persen untuk

usia 15-19 dan 14 persen untuk 20-24 pada 2011),23 namun

perlu juga diperhatkan implikasi sosio-kulturalnya. 

Ledakan kelas menengah ini adalah fitur umum negara-ne -

gara ekonomi berkembang (emerging economies). menarik un tuk

memperhatikan temuan wartawan newsweek rana Foroohar

(2010) terkait fakta kelas menengah ini. Pada 2010 lalu, 70 juta

orang masuk dalam kategori kelas menengah ber penghasilan

aS$6.000-30.000. Perkiraannya, pada 2030, 9 dari 10 ponsel

akan dimiliki oleh orang di india dan Cina. Berita bagus kah?

ternyata tidak. kelas menengah kali ini merupakan anomali

bagi mitos kelas menengah sebagai “penopang demokrasi”. ke -

las menengah ini dicirikan dengan egoisme tinggi, individualis,

dan yang paling mencengangkan: permisif  terhadap pemerin-

tah yang otoriter. Selama suplai Frappucino Starbucks mereka

aman, maka pemerintah yang totaliter pun mereka terima. tapi

begitu harga parkir mobil mereka naik, misalnya, protes dan

kicauan di media-sosial akan segera ber mun culan. tapi tetap

saja, waktu fitnes mereka lebih berharga ketimbang waktu

untuk konfrontasi politik konkret. inilah yang terjadi di india,

Cina, turki, indonesia, Brazil, dan rusia yang menjadi soro-

toan Foroohar.

Di indonesia, fenomena “kelas menengah ngehe” (snobbish)

bisa menjustifikasi akurasi paparan Foroohar. akhir 2013, ber -

edar secara viral di internet surat dari Sanikem (2013) ber ju dul

“Surat terbuka Seorang Buruh tentang kelas menengah yang

Budiman.” Di situ Sanikem mencemooh kelas menengah yang

23. Data dari Statistik kerja nasional, BPS.
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tidak peduli dengan perjuangan buruh, namun se lalu menuntut

buah kerja dari buruh tersebut. uniknya des krip si Sanikem

akan kelas menengah ngehe di surat tersebut, persis dengan

deskripsi kelas menengah ala Foroohar. Lalu apa hubungannya

dengan polugri? 

Jika kita jeli menghubungkan fenomena kapitalisme kon-

temporer, komposisi kelas menengah ngehe seperti ini, dan ke -

cenderungan kapitalisme otoritarian di asia Pasifik, maka keti-

ganya sangatlah berkaitan. tingginya tingkat kompetisi di era

globalisasi, menyempitnya lapangan pekerjaan, dan tuntut an

gaya hidup yang semakin muluk, di antaranya, adalah ruang di

mana kelas menengah indonesia berkembang dalam kori dor

kapitalisme global. individualisme dan “mau enaknya sen diri”,

adalah corak prilaku kelas menengah indonesia ini. am bil con-

toh Pilkada Jakarta, dominasi argumentasi kelas me nengah

untuk memilih Jokowi-ahok adalah sebagai solusi un tuk men-

gatasi macet dan banjir (Polimpung, yesyca & yus triani, 2012).

Demokrasi di Jakarta tidak lebih dari pemilihan juru parkir dan

tukang ledeng ternyata. kelas menengah tidak punya cukup

Gambar 4. Lingkungan Strategis Abad ke-21
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waktu untuk berpikir sedikit ruwet untuk menjalani susah pa -

yah demokrasi, apalagi untuk menyampaikan ribuan kicauan

twitter-nya langsung melalui demonstrasi di ja lan. Sampai di

sini, maka tidak berlebihan jika dikatakan bah wa kelas mene -

ngah ngehe seperti inilah yang menyuburkan kapitalisme otori-

tarian. Dan sebaliknya, kapitalisme otoritarian akan melestari -

kan kelas menengah ngehe ini karena melalui merekalah peme -

rintah terlegitimasi. Bisa dikonfirmasi ke narendra modi.

ketiga analisis barusan, setidaknya cukup mampu mem-

berikan sketsa gambaran mengenai lingkungan strategis “abad

ke-21.” Sebagai rangkuman, saya coba menggunakan kerangka

asta gatra Lemhanas untuk mengklasifikasikan perubahan sis -

te mik global sebagai konsekuensi dari pergeseran kekuatan

global (gambar 4). kekhawatiran saya, tanpa memahami kom-

pleksitas abad ke-21, setidaknya seperti yang barusan coba saya

sajikan, tidak hanya polugri, melainkan seluruh program dan

kebijakan Jokowi-Jk nanti bisa salah sasaran. 

Penutup: Keberpihakan Politik Luar Negeri

karl marx pernah mengatakan “bahkan metode pe ram pasan

di determinasi oleh metode produksi. negeri pemain sa ham

misalnya tidak bisa dirampok dengan cara yang sama un tuk

merampok negeri penggembala domba” (marx, 1904: 289). Di -

terjemahkan dalam bahasa studi keamanan dan strategi, kali-

mat ini bisa berarti bahwa revolusi sistem persenjataan (rMA,

revolutions in military affairs) erat kaitannya dengan revolusi sis-

tem dan relasi produksi dalam kapitalisme, baik aspek sosialnya

maupun aspek teknologisnya (lih. hard & negri, 2000: 41-62;

Bousquet, 2009). kesinambungan urusan militer dengan sektor

ekonomi haruslah menjadi perhatian Jokowi-Jk. Jokowi-Jk

harus mampu memastikan bahwa kecanggihan dan kemutakhir -

an doktrin, sistem, strategi dan teknologi mi li ter yang ia
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canangkan adalah benar-benar untuk kepentingan rakyatnya. 

hal ini penting ditekankan untuk mencegahnya menjadi se -

mata-mata cerminan kapitalisme global. militer yang profesio -

nal, pasalnya, bisa juga digunakan untuk mengawal peram pas -

an tanah masyarakat-masyarakat adat untuk dijadikan la dang

Jagung etanol monsanto, misalnya. terpenuhinya mini mum

esential Force (meF) militer indonesia pun tetap bisa dipakai

untuk mengamankan sirkulasi pasar bebas di kawasan seraya

tidak mengganggu status quo aSean Way dan kapitalisme

otoritarian. Pula drone dan sistem pengintaian mutakhir bisa

juga dipakai untuk mengintai aktivis-aktivis ham dan pro-

demokrasi. Sebenarnya inilah muara dari ketiga catatan kritis

saya di atas, yaitu bagaimana keberpihakan polugri Poros mari -

tim bisa dipertanggung-jawabkan bahkan sedari konseptualisa -

sinya. Pembacaan lingstra yang sangat reduktif, sebagai mana

saya keluhkan di atas terhadap Jokowi-Jk, punya tujuan untuk

menujukkan bagaimana analisis lingstra juga merupa kan ranah

perjuangan kelas. Perubahan-perubahan yang culas nampak

dalam politik internasional, punya asal-usul dalam kri sis dan

konsolidasi sistem kapitalisme, dan tidak semata-mata sekedar

permainan para diplomat yang hobi kongkow, berpose dan

beretorika di aSean. tatanan sistem politik global selalu dito -

pang oleh relasi ketimpangan ekonomi nasional, antara kelas

kapitalis dan kelas pekerja, antara mereka yang me rampas dan

dirampas hak dan tanahnya. tepat di sinilah polugri Poros

maritim Jokowi-Jk dihadapkan pada pilihan ke ber pihakan.

Semoga Jokowi-Jk ada di pihak kita, jika benar bahwa Jokowi-

Jk adalah “kita”. Sehingga kelak saat Poros ma ritim ini meng-

hantarkan indonesia menjadi “pemenang di abad ke-21,” maka

adalah benar-benar “kita” sang pemenang itu.
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PeLiBatan Warga negara DaLam DeLiBeraSi PengamBiL-

an ke bijakan serta penyusunan dan pengawasan anggaran

di banyak negara, terbukti berhubungan positif  dengan pem-

berantasan ko rupsi dan kualitas demokrasi. Dalam hal ini,

media komuni kasi publik memiliki peran sentral dan bahkan

merupakan pra  syarat berlangsungnya “ruang publik”. negara

dengan sistem de mokrasi yang mengusung keterlibatan setiap

warga negara se cara aktif  dalam kehidupan politik sehari-hari,

mengasuh ruang publik ini sebagai wadah partisipasi setiap

individu mas yarakat. Berkaitan dengan ini, keterlibatan masya -

rakat dalam diskusi dan perdebatan yang terbuka amat penting,

baik untuk membahas kehidupan sipil maupun kinerja peme -

rintah. ke beradaan ruang publik ini mandiri dari pemerintah,

dan peran politiknya untuk mengkritisi dan mempertanyakan

kebijakan pemerintah diakui dan dijamin oleh negara melalui

undang-undang.

Perhatian presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jk

pada isu komunikasi publik sudah ter lihat sejak masa kampa-

nye Pemilu Capres dan Cawapres 2014 yang lalu. Perbedaan

mencolok antara Jokowi-Jk dan pasangan capres-cawapres lain

BAB 4

Tiga Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK
dalam Bidang Komunikasi Publik

Rianne Subijanto, Inaya Rakhmani, Citra Diani, Endah Triastuti



terletak pada keseriusan mereka dalam visi misi politiknya

untuk membenahi komunikasi publik: 

5. kami akan membangun keterbukaan informasi dan komu-

nikasi publik. Dalam kebijakan informasi dan komunikasi

publik, kami akan memberi penekanan pada 7 (tujuh) priori-

tas utama

a. kami akan menjalankan secara konsisten uu no. 12

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.

B. kami akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan

informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pe -

merintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi

yang berkualitas.

C. kami akan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan

daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses

informasi publik seperti diatur dalam uu no. 12 tahun 2008

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

yang transparan, efektif  dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan;

D. kami akan mendorong partisipasi masyarakat dalam

proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan

peran aktif  masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

e. kami akan menjamin hak warga negara untuk menge-

tahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijak -

an publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta

alasan pengambilan suatu keputusan publik;

F. kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi pe -

nyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang ba -

nyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh

sekelompok orang (kartel) industri penyiaran;

g. kami akan mendorong inovasi dan pengembangan in -

dustri teknologi informasi dan komunikasi, sehingga negara

besar seperti indonesia tidak sekedar menjadi pasar bagi se -

mua industri teknologi informasi dan komunikasi asing, teta -

pi mampu menciptakan dan memproduksi teknologi infor-

masi dan komunikasi serta menjadi tuan rumah di negara

sendiri.” (Visi misi Jokowi-Jk 2014, hal: 17). 
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melalui pernyataan visi misinya, pada esensinya Jokowi-Jk

berkomitmen untuk “meningkatkan peran aktif  masyarakat da -

lam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan Publik

yang baik” melalui misi “piagam warga” atau uu kontrak La -

yan an Publik (Visi misi Jokowi-Jk 2014, hal: 7 dan 28, pene -

kanan oleh penulis). hal ini dicapai dengan memperhatikan

ketujuh poin di atas, termasuk masalah transparansi tata kelola

pemerintahan dan partisipasi masyarakat untuk “mencipta kan

ruang-ruang dialog antar warga”, serta “membangun kemaje-

mukan sebagai kekuatan budaya” (nawa Cita, mei 2014). Per -

hatian terhadap bidang komunikasi sebagai ruang publik dalam

visi misi Jokowi-Jk di atas, adalah satu langkah penting dari

sejumlah langkah praktis lainnya yang diperlukan untuk mem-

benahi masalah komunikasi publik di indonesia. 

Dengan latar belakang pemahaman ini, kami coba untuk

mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi pe -

TABEL 1: Konglomerasi media di Indonesia
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me rintah Jokowi-Jk dalam bidang komunikasi publik.

Tantangan 1: Sentralisasi Kepemilikan, Geografis, dan Isi

Sentralisasi kepemilikan

Berdasarkan penelitian merlyna Lim (2011 & 2012), media ko -

munikasi baik televisi, radio, koran/majalah/tabloid, dan in ter -

net yang menjadi sumber informasi lebih dari 240 juta pen-

duduk indonesia, dimiliki hanya oleh segelintir konglomerat

(lihat tabel 1).

Lebih jauh lagi tentang televisi sebagai ranah pasar media

raksasa, kesepuluh stasiun tV swasta nasional dimiliki oleh 6

kelompok. grup mnC yang memiliki rCti, global tV, dan

mnCtV memiliki share tertinggi, yaitu 36,7 persen. indosiar

milik grup emtek memiliki share 31,5 persen, sementara

trans Corp 18,5 persen, dan grup mm dan Bakrie 8,7 persen.

tVri yang merupakan televisi nasional milik negara sejak didi -

rikan pada 1962 memiliki jumlah share yang sangat kecil, yaitu

1,4 persen. menurut Lim, merger adalah salah satu alasan

 mengapa terjadi sentralisasi kepemilikan televisi di indonesia.

tidak heran, walaupun ada aturan sistem berjaringan, para

konglomerat media kini justru mulai merambah ranah kepemi-

likan stasiun lokal dan regional. grup rajawali Corp saat ini

me miliki jaringan tV nusantara dengan 22 stasiun lokal; grup

mnC membuat jaringan SuntV. grup Jawa Post, Bali Post,

dan kompas media pun mulai ekspansi ke bisnis stasiun lo kal

(Lim, 2011: 12-13). kepemilikan dua ranah ini –swasta na sio -

nal dan lokal—melancarkan fungsi stasiun lokal sebagai sta siun

relay stasiun swasta nasional. terdapat anggapan bah wa berja -

ringnya televisi lokal dengan televisi swasta nasional memiliki

dampak positif, yaitu dengan adanya dukungan dana yang lebih

besar “karyawan-karyawan televisi lokal tersebut men dapatkan

pelatihan yang lebih baik, alat-alat produksi juga bia sanya lebih
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modern” (novianti, 2013: 45). Peningkatan kua li tas karyawan

dan alat produksi sebenarnya tetap bisa di la ku kan tanpa mem-

biarkan dominasi ekonomi dan politik segelintir konglomerat

media. namun jelas, pengerucutan kepemilikan televisi nasio -

nal dan lokal pada sejumlah pengusaha, menghambat rencana

diversifikasi informasi yang diperlukan da lam konsep ruang

publik. Dampaknya adalah bias konten pada kepentingan poli-

tik dan ekonomi tertentu dan terhambatnya peran televisi seba-

gai ruang publik.

Perebutan kuasa pemilik modal dalam kepemilikan ranah

in ternet pun tidak jauh berbeda dengan kepemilikan televisi.

man tan presiden Soeharto, misalnya, memiliki pandangan

yang berbeda mengenai pengorganisasian sistem internet di in -

do nesia (hill dan Sen, 1995), dibandingkan dengan apa yang

di implementasi sekarang. mendapat pemahaman bahwa tidak

mungkin mengontrol internet, Presiden Soeharto menyerah kan

regulasi pengaturan internet di bawah dua departemen. De par -

temen Penerangan bertugas mengatur isi internet, se men tara

Departemen Pos dan telekomunikasi mengatur infrastruktur

internet di indonesia.

menteri Departemen Pariwisata, Pos dan telekomunikasi

(Deparpostel) saat itu, Joop ave, mengeluarkan keputusan anti

kong lomerasi media yang membatasi pemberian lisensi la yan an

iSP (internet service Provider) hanya kepada pengusaha muda

yang baru memulai bisnisnya (hill dan Sen, 1995: 6). Dengan

kata lain, pemerintah tidak akan memberikan izin layanan iSP

pada pengusaha kroni Soeharto. Deparpostel memberikan li -

sensi layanan iSP pertama pada Pt indo internet (indonet).

indo net adalah sebuah perusahan telekomunikasi milik San -

djaja, seorang penggemar Bulletin Board System (BBS). 

kebijakan Deparpostel yang berpihak pada pengusaha mu -

da tidak berjalan karena modal mereka yang terbatas. hal ini

membuka peluang pada kroni Soeharto untuk masuk ke da lam
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bisnis iSP (Budiono Darsono dalam Winters, 2002: 114). Se -

hingga pada akhir 1996, para konglomerat dan kroni Soe har to

seperti Bustanil arifin, Sudomo, Prabowo Subianto, dan Lim

Sioe Liong mengambil alih bisnis iSP di indonesia. 

Sampai saat ini, peta kepemilikan iSP di indonesia tidak

ber ubah banyak. Paling tidak, ada 300 perusahaan jasa la yan an

iSP di indonesia (aPJii, 2012). menurut pengurus aPJii, per -

usahaan-perusahaan layanan iSP besar masih mendominasi

usaha iSP di indonesia.1 Dengan sumber modal dan infrastruk-

tur yang memadai, perusahaan iSP besar dapat melayani jasa

layanan internet bagi para pengusaha dan industri. Se mentara,

perusahaan-perusahaan iSP kecil, dengan modal dan infra-

struktur yang terbatas, umumnya hanya menyediakan jasa iSP

yang sifatnya lokal dengan jaringan terbatas. Sentralisasi kepe -

milikan ini merupakan cerminan dari sentralisasi geo gra fis dan

homogenisasi isi yang tampak dalam industri televisi.

Sentralisasi geografis dan permasalahan infrastruktur

menurut sensus, mayoritas masyarakat indonesia memperoleh

informasi melalui media komunikasi. televisi terutama meru -

pa kan media komunikasi yang paling dominan sebagai sumber

informasi politik (82 persen). ini diikuti oleh radio (26 persen),

ko ran (23 persen) dan internet (4 persen) (Lim, 2011: 2). na -

mun, seperti halnya media yang lain, kesepuluh televisi swasta

yang ada –rCti, global tV, mnCtV, SCtV, indosiar, tVOne,

antv, metro tV, trans tV, trans 7—dan juga televisi mi lik

negara tVri berkantor dan berpusat di ibu kota Jakarta. 

Dengan diterapkannya uu penyiaran 2002, televisi swasta

tidak lagi bisa bersiaran secara nasional (dari pusat ke daerah-

daerah di indonesia melalui satelit). Jangkauan siaran dibatasi

1. Wawancara pribadi dengan pengurus aPJii (asosiasi Penyedia Jasa internet

indonesia), 11 agustus 2014.
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se suai wilayah yang ditetapkan, misalnya stasiun di Bandung

hanya bisa mencakup daerah Bandung saja. Penggantian sis-

tem relay dengan sistem televisi berjaringan berdampak pada

tum buhnya stasiun-stasiun tV lokal di daerah-daerah. uu ini

di bentuk dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi,

demi memperkuat otonomi daerah.

Jika dikelola dengan semangat keberagaman dan demo kra -

ti sasi, kehadiran digitalisasi penyiaran sebenarnya bisa menjadi

awal dipecahnya sentralisasi geografis ini dengan adanya multi -

 pleksing atau mux. mux adalah bagian integral dan sa ngat kru-

sial dalam digitalisasi. mux adalah sebuah alat yang akan me -

mecah sebuah frekuensi siaran menjadi beberapa sa lur an. Se -

buah frekuensi yang tadinya hanya bisa digunakan oleh sebuah

stasiun penyiaran, dengan adanya mux, dapat di pe cah menja-

di beberapa saluran, sehingga bisa digunakan oleh le bih banyak

stasiun penyiaran. Sebegitu besar dan penting pe ranan teknolo-

gi ini, mux akan menjadi bagian krusial industri penyiaran dan

akan menjadi entitas bisnis tersendiri. Para pe ngelola mux nan-

tinya akan memiliki pengaruh untuk menye lek si siapa yang

dapat menyewa jasanya dan siapa yang tidak. mux akan dike -

lola dan dialokasikan berdasarkan sebuah sistem penzonaan

tertentu di mana wilayah penyiaran indonesia nantinya akan

dibagi menjadi beberapa zona multipleksing. 

Salah satu aspek lain dari digitalisasi yang juga berpotensi

membawa semangat keberagaman dan demokratisasi adalah

multicasting. Multicasting adalah bagian penting dari digitalisasi

yang paling menderita kesalahpemahaman akibat sosialisasi

yang buruk oleh pemerintah. kesalahpahaman terbesar dari so -

sialisasi DtV (digital television) adalah adanya anggapan bahwa

digitalisasi penyiaran otomatis berarti gambar dan suara siaran

yang berkualitas tinggi hDtV. 

Sosialisasi DtV sejauh ini seakan-akan menjanjikan bahwa

digitalisasi penyiaran akan serta merta menghasilkan siaran
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ber kualitas hDtV. Padahal, DtV tidak otomatis berarti hD -

tV. kenyataannya, gambar berkualitas hDtV hanya akan bisa

dinikmati oleh pemirsa yang membeli televisi hDtV—yang

harganya sangat mahal. Sebagian besar masyarakat indonesia

yang akan berdigitalisasi, hanya dengan mengandalkan decoder

dan televisi standar (standard Definition Television atau SDtV),

tidak akan menerima peningkatan kualitas gambar dan suara

yang terlalu kentara dibandingkan dengan sistem analog. So -

sialisasi DtV juga alpa menjelaskan bahwa kualitas audio dan

visual ditentukan pula dari kesediaan industri kita untuk meng -

adopsi standar audio dan visual tertentu. 

Selain itu, yang dimungkinkan oleh kompresi data DtV ada -

lah tersedianya lebih banyak sisa ruang dalam fre kuen si siaran,

namun bukan berarti harus digunakan untuk ber-hDtV. Sisa

bandwith ini bisa digunakan juga untuk me nam bah pilihan

prog ram (multicasting). kalau setelah digitali sasi indonesia tetap

menggunakan kualitas gambar standar, maka penyelenggara pe -

nyiaran akan memiliki lebih banyak lagi ruang ekstra untuk

menambah saluran dan program lainnya, seperti misalnya: data

broadcasting, software delivery, e-mail, dll.

Sehingga multicasting pun perlu diatur dengan sangat hati-

hati, karena berpotensi untuk memecah pasar iklan. Multi -

casting, jika tidak ditangani dengan seksama, dapat membuat te -

levisi lokal lebih tersiksa karena pasar iklan akan lebih ter frag -

mentasi dan yang akan berjaya hanyalah stasiun-stasiun te le visi

yang didukung oleh pemodal besar.2 

Secara teknis, digitalisasi penyiaran memang menuntut ter-

2. misalnya, di amerika Serikat sendiri perdebatan tentang keperluan ber-hD tV

versus multicasting sempat sangat santer. Bahkan rupert murdoch, salah satu

raja media massa di aS awalnya menyebut hDtV sebagai isu kemewah an.

Dalam wawancaranya dengan majalah Forbes, ia mempertanyakan kenapa

spektrum ekstra yang dimungkinkan oleh digitalisasi tidak sepenuhnya di guna -

kan untuk memperkaya jumlah channel agar masyarakat memiliki lebih banyak

pilihan program.
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jadinya penyebaran infrastruktur dan entitas bisnis ini ke selu-

ruh wilayah indonesia. Jika tidak diatur dengan hati-hati, se -

mangat penyebaran yang dibawa oleh teknologi ini bisa mentah

dan kehadiran digitalisasi hanya akan memperkuat ke penting -

an bisnis para pemain-pemain lama dalam industri penyiaran. 

Pada akhir 2013, kemenkominfo (kementrian komunikasi

dan informasi) akhirnya membatalkan tenggat waktu digitali -

sasi penuh (switch-off) penyiaran indonesia, yang semula dijad -

wal kan pada 2018. rencana awalnya, tahun 2018 semua sta -

siun televisi sudah akan bersiaran digital dan pemerintah akan

me matikan semua siaran analog di seluruh indonesia. ren cana

ini berubah ketika mahkamah agung (ma) membatal kan Per -

men no. 22 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pen-

zonaan siaran digital. keputusan ini dikeluarkan ma me nang -

gapi tuntutan asosiasi televisi Jaringan indonesia (atVJi) dan

asosiasi televisi Lokal indonesia (atVLi) yang me ngeluhkan

bahwa Permen ini tidak memiliki payung hu kum, terutama kare-

na uu Penyiaran no. 32 tahun 2002 sama sekali tidak menye-

butkan mengenai pengadaan penyiaran digital. 

Sama dengan televisi dan media lainnya, sejak awal per -

kembangan internet di indonesia sudah menunjukkan indikasi

sen tralisasi di Jakarta (goggin dan hjort, 2011), yang setidak -

nya disebabkan dua faktor. Faktor pertama adalah pengem bang -

an awal internet di indonesia yang dimulai di Jawa. Pada mula

pengembangan internet di indonesia, sama seperti di negara

lain, dimulai dalam universitas-universitas besar di in donesia,

namun kemudian mendapat kendala finansial. Se hingga, hanya

dua universitas di Jawa yang melakukan pe ngem bangan lebih

lanjut, yaitu ui dan itB. melalui hubung an-hubungan antar

universitas dan personal, kedua universitas ini mengembangkan

proyek uinet (universitas indonesia network) (ui)3 dan

MEMBEDAH TANTANGAN JOKOWI112

3. ui bekerja sama dengan kaiSt (korean advanced institute of  Science) mem-

bangun unix-to-unix-Copy protocol (uuCP) untuk melakukan sambungan



iPteknet (ilmu Pengetahuan dan teknologi network)

(itB).4 kedua proyek yang dilakukan oleh dua universitas besar

inilah yang kemudian menjadi mo del pengembangan internet

di indonesia. Sehingga, pengeta hu an mengenai pengembangan

internet pun pada akhirnya han ya mengacu pada kondisi yang

ada di Jawa, dan me ngecilkan fakta bahwa daerah lain di luar

Jawa memiliki kondisi yang berbeda, yang menuntut pengem-

bangan model lain. 

Faktor kedua adalah hubungan pengembangan internet de -

ngan sentra industri di indonesia, yang selalu terjadi/berada di

Jawa. Dalam hal ini, Jakarta memiliki posisi strategis karena

perannya sebagai ibukota indonesia. kebijakan Soe harto yang

sangat terpusat menjadikan Jakarta sebagai pusat in dustri, bu -

daya, politik, dan ekonomi sekaligus. Sebagai contoh, aktivitas

internet pertama kali dilakukan melalui BBS sederhana yang

menggunakan sambungan internet dengan ka bel telepon. Saat

itu, hanya penyuka telekomunikasi di Jakarta saja yang memi-

liki akses pada pengetahuan akan BBS. Pada 1980an, beberapa

penggiat teknologi komunikasi membuka layanan pusat BBS

yang semuanya berlokasi di Jakarta (hertadi, 1995). 

mereka yang menggunakan BBS ini pula yang pertama kali

mengenali kendala sambungan internet di indonesia: keterse -

diaan saluran telepon dan biaya (Lim, 2005). Bahkan pada 2005,

Pt telkom, yang waktu itu merupakan perusahaan telekomu-

nikasi nasional, hanya mampu membangun 9 miliar sambung -

an telepon dalam skala nasional. artinya, dengan total popula -

si 215 miliar jiwa, indonesia hanya melayani 4 persen kebutuh -

internet internasional pertama dengan Seismo, Seizmic research, arlington-

Virginia, uSa.

4. itB bekerja sama dengan Jepang di bawah proyek WiDe (Widely integrated

Distributed environment). Jepang mengundang itB sebagai rekanan peneliti -

an yang berkolaborasi dalam organisasi ai3 (asian internet interconnection

initiatives). menggunakan jSat (Japanese Satelit Coorporation), itB memban-

gun infrastruktur internet lokal di dalam universitas. 
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an telepon nasional dan sebagian besar di Jakarta. Paparan ini

merupakan gambaran umum mengenai kondisi pengembangan

infrastuktur telekomunikasi di indonesia. isu tentang pusat dan

daerah selalu terjadi: sebagai ibukota negara, Jakarta selalu

menjadi daerah dengan infrastruktur telekomunikasi tertata

dan selalu berkembang. Sementara, 64,4 persen daerah pe desa -

an dan terasing sama sekali tidak tersentuh oleh, bahkan, alat

telekomunikasi dasar seperti telepon. Pada 2010, teledensitas5

pengguna telepon tertinggi tetap terdapat pada wi la yah Jakarta-

Banten yang mencapai 73,72 persen. angka ini jauh lebih besar

daripada wilayah lain di indonesia (kemen kominfo, 2011: 8).

karena saat ini Pt. telkom adalah perusahaan terbesar yang

memiliki jaringan komunikasi terluas di indonesia, dan ka rena -

nya mendominasi praktik penyediaan jasa internet di indo  nesia

(Laporan market intelligence, 2008), dapat dipas ti kan bahwa

industri internet juga masih terpusat di Jakarta. 
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TABEL 2: Pengguna Telepon Tetap Kabel dan Nirkabel 
per Wilayah di Indonesia

SUMBER: Statistik Postel, 2010

5. telepon tetap (fixed telephone) dihitung dengan membagi jumlah saluran tele-

pon tetap dengan total penduduk kemudian mengalikan dengan 100.



Sebenarnya pemerintah, melalui kemenkominfo, telah me -

ngembangkan beberapa program pengembangan internet di

dae rah pedesaan. Berawal dari 2011, pemerintah indonesia me -

ngembangkan, misalnya, “Desa Pinter (internet for rural peo-

ple, 2011), kios internet dan mobile internet seperti program

PLik (Pusat Layanan internet kecamatan) dan mPLik (mobil

Pusat Layanan internet kecamatan) (2012) juga “Desa Digital”

yang mulai diberlakukan pada 2013. namun keban yak an, ke -

tika peralatan pengembangan internet di pedesaan ini rusak,

pemerintah tidak menyediakan suku cadang dan tek nisi yang

memadai. Sehingga, peralatan yang rusak harus di bawa kem-

bali ke ibukota dan memakan waktu yang sangat lama, bahkan

tidak pernah kembali. Pada akhirnya banyak prog ram pengem-

bangan internet di pedesaan gagal atau berhenti beroperasi. 

Sentralisasi isi: Melihat televisi, radio, dan media cetak

isi dan materi media yang homogen merupakan konsekuensi

dari sistem bermedia yang sentralistis, sehingga tidak luput dari

bias kepentingan politik, sosial dan ekonomi kelompok terten-

tu. Dalam konteks televisi, dari sekitar 100 stasiun lokal, ban -

yak yang justru menjadi perpanjangan 10 televisi swasta di atas.

ada paling tidak dua alasan. Pertama, sejak awal, keber ada an

tV lokal tersebut berperan sebagai perpanjangan relay prog ram

televisi jaringannya, yang biasanya merupakan televisi swasta

nasional. Kedua, karena minimnya dana untuk mem produksi

konten, tV lokal memilih untuk mereproduksi konten yang

sudah ada yang diproduksi stasiun swasta nasio nal. alasan ter-

akhir diikuti dengan sedikitnya jumlah rumah produksi di luar

kota Jakarta. Sehingga, alih-alih menjadi sumber alternatif  be -

rita dan hiburan, tV lokal seringkali hanya menyiarkan konten

berita dan hiburan yang tidak luput dari bias ideologi yang

Jakarta-sentris.

konsentrasi isi dan geografis ini diperburuk dengan bersan -
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dar nya pilihan acara berdasar sistem ‘rating’. rating digunakan

da lam proses produksi sebagai standar daya tarik bagi peng -

iklan. Stasiun televisi seringkali mengutamakan rating diban -

ding kualitas acara (Panjaitan dan iqbal, 2006)—selama rating

suatu acara tinggi, walaupun kualitasnya tidak mendidik dan

jelek, acara tersebut akan terus ditayangkan dan direproduksi.

Dalam konteks ini, penonton dibayangkan sebagai komoditas

rating yang dijual ke pengiklan, alih-alih sebagai publik yang

berhak mendapatkan tontonan bermutu. 

hal serupa pun terjadi dalam konteks radio. meskipun se -

cara geografis sistem penyiaran radio di indonesia sudah terde-

sentralisasi, konten program radio tetap mencerminkan tren

yang ada dalam konten televisi. Sebabnya, bahkan jauh sebe -

lum komersialisasi sistem pertelevisian, stasiun-stasiun radio

diberikan izin hanya untuk menyiarkan konten hiburan, tanpa

berita dan/atau program-program politik. hal inilah yang me -

netapkan formula produksi mayoritas radio komersial, yang

memiliki penetrasi 40 persen dari total populasi, yang perlahan-

lahan juga diakuisisi sebagai bagian dari konglomerasi media

yang terpusat di Jakarta. Bahkan setelah reformasi, di mana

stasiun radio diizinkan menyiarkan berita dan diskusi politik,

mayoritas dari mereka masih terfokus pada konten hiburan. 

hal ini sangat berbeda dengan sistem media cetak, khusus-

nya surat kabar. Dengan penetrasi 25 persen dari total populasi,

surat kabar di indonesia meningkat drastis dari 289 di 1997,

menjadi 1.381 di 1999, dan 1.881 di 2001; sementara radio

“hanya” meningkat dari 717 di 1997 menjadi 845 di tahun 2007

(nugroho et al., 2012; armando, 2014). hingga kini, halaman

utama surat-surat kabar senantiasa dipenuhi oleh informasi

mengenai korupsi dan penyelewengan kekuasaan. 

Perbedaan-perbedaan konten ini, di satu sisi, menunjukkan

kuatnya tradisi pers dalam media cetak, yang menjadikannya

unik dibandingkan televisi dan radio. namun, di sisi lain, fung -
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si pengawasan pemerintah yang dijalankan oleh surat kabar

masih belum mengoptimalkan pelibatan warga negara biasa.

Jika dikaji lebih mendalam lagi, terdapat pula sensasionalisasi

korupsi dan pejabat-pejabat yang didakwa, yang kemudian ber -

migrasi ke infotainment, sehingga mereduksi pemantauan pe -

merintahan oleh warga negara menjadi komoditas gosip yang

bisa dijual ke pengiklan. 

Tantangan 2: Implementasi undang-undang

era reformasi sebenarnya telah melahirkan produk-produk hu -

kum untuk menciptakan media komunikasi yang berfungsi se -

bagai ruang publik. aturan-aturan yang diterapkan, salah satu -

nya, adalah untuk mencegah adanya oligopoli kepemilik an,

sentralisasi geografis di Jawa, serta bias dan homogenisasi isi

media. aturan dimaksud mencakup uu Pers no. 40 tahun

1999, uu Penyiaran no. 32 tahun 2002, dan uu informasi dan

transaksi elektronik no. 11 tahun 2008. namun demikian,

dengan semua undang-undang itu, mengapa sentralisasi kepe -

milikan dan geografis tetap sarat dalam media komunikasi di

indonesia?

Undang-undang penyiaran

Dalam bidang penyiaran, paling tidak ada tiga masalah utama.

Pertama adalah tarik menarik kuasa dalam wilayah kewenang -

an antara kementrian komunikasi dan informatika dan kPi.

uu Penyiaran 2002 diberlakukan untuk menyelenggarakan

penyiaran yang demokratis, yaitu melalui prinsip ‘diversivikasi

kepemilikan’ dan ‘diversifikasi isi’. untuk itu, sebuah lembaga

yang merupakan penjelmaan ‘publik’ yang diinstitusikan dibu-

at, yaitu ‘komisi Penyiaran indonesia’ (kPi). Dari sejak awal

diberlakukannya uu 2002, tarik menarik kuasa antara kPi,

industri dan pemerintah sudah berlangsung. Pada 2003, atV Si
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(asosiasi televisi Swasta indonesia) mengajukan judicial review

uu Penyiaran ke mahkamah konstitusi. Fokusnya pada dua

hal: 1) otoritas untuk memberikan surat izin siaran diberi kan

pada pemerintah dan bukan kPi; dan 2) mencabut aturan ten-

tang penggantian sistem relay menjadi sistem berjaringan. tentu

keduanya diajukan karena dianggap merugikan industri. Dari

22 pasal yang diajukan semua ditolak, kecuali dua pasal. Salah

satunya berisi dihapuskannya peran kPi dalam penyu sunan PP

tentang Penyiaran dan menjadikan penyusunan PP tersebut ha -

nya sebagai wewenang Pemerintah.6 kemudian, in dus tri, mela -

lui pemerintah, berhasil membatasi gerak kPi de ngan diberla -

kukannya PP Penyiaran no. 49, 50, 51, 52 tahun 2005 sebagai

ketentuan pelaksana uu Penyiaran. PP ini me lahirkan Dep -

kominfo sebagai regulator media penyiaran dan me ngambil

alih wewenang pemberian izin penyiaran, yang awal nya meru-

pakan wilayah otoritas kPi. Langkah pemerintah ini meng -

indikasikan terhambatnya demokratisasi penyiar an oleh kuasa

modal dan birokrasi (Sudibyo, 2004 dan 2009; mufid, 2007;

rianto, 2002; kitley, 2008). 

Pada masa pemerintahan SBy, kemenkominfo secara kon-

sisten telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berfungsi

un tuk menjaga kelanggengan kepentingan ekonomi politik pi -

hak-pihak tertentu di era digitalisasi. Salah satu contoh yang

pa ling penting adalah lahirnya Permen no.22 dan 23 tahun

2012 tentang Penyiaran digital yang kini sudah dibatalkan oleh

mahkamah agung. kedua Permen tersebut dianggap memba -

ta  si kepemilikan mux yang pada hanya menguntungkan se ge -

lintir pemain-pemain lama industri pertelevisian. 

narasi digitalisasi pertelevisian itu sendiri sebenarnya baru

menjadi pembicaraan santer ketika industri televisi nasional

menawarkan DtV sebagai solusi kewajiban mereka untuk ber-
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jaringan. ketika industri televisi nasional dikecam karena me -

makai sebagian besar frekuensi tV di seluruh indonesia dan ti -

dak memberikan ruang bagi stasiun lokal, mereka kerap men-

jawab bahwa isu keterbatasan frekuensi tersebut akan menjadi

urus an sejarah begitu indonesia memasuki era digitalisasi. De -

ngan adanya digitalisasi, mereka dapat terus bersiaran nasional

dan stasiun lokal akhirnya bisa mendapatkan ruang yang lebih

besar. Bahwa masih banyak masalah berjaringan yang tidak

mampu diselesaikan oleh migrasi digital, adalah sebuah isu lain

lagi yang nampaknya diabaikan sama sekali oleh industri tele-

visi nasional. 

Permasalahan kedua adalah lemahnya uu Penyiaran itu sen -

diri. kuasa industri dan pemerintah dapat langgeng dan oligo -

poli kepemilikan dapat bertahan karena berlindung pada frasa-

frasa dalam undang-undang tersebut yang ambigu dan dapat

disalahtafsirkan, yaitu pasal 18 ayat (1) dan pasal 34 ayat (4).7

Permasalahan ketiga adalah implementasi sistem siaran ber-

jaringan. Selain masalah adanya tumpang tindih kewenangan

perizinan lembaga penyiaran antara kPi dan kemenkominfo,

model sistem berjaringan juga dihadapi dengan permasalahan

teknis dalam pelaksanaannya—infrastruktur dan sistem yang

belum memadai, tV lokal yang minim sumber daya manusia

dan dana, tendensi tV swasta nasional yang superior terhadap

tV lokal, terpusatnya modal dan lembaga penyiaran di Jakarta

dll (armando, 2011). yang lebih penting lagi, yang kami ingin

ajuk an, adalah minimnya riset tentang implementasi sistem

siaran berjaringan ini, terutama kaitannya dengan media-media

lainnya di bawah konglomerasi media yang sama. Dua belas

kelompok media mengendalikan seluruh televisi komersial

yang masih bersiaran secara nasional, 111 radio komersial de -

ngan jangkauan terpusat di wilayah berdaya beli tinggi, em pat

7. Lihat: http://jaringnews.com/keadilan/meja-hijau/3712/dinilai-melegalkan-

monopoli-uu-penyiaran-digugat, dikunjungi tanggal 25 agustus 2014.
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media berita online paling populer, serta lima dari enam su rat

kabar dengan oplah tertinggi (nugroho et al., 2012; ar mando,

2014) (lihat tabel 1). Dampak dari kepemilikan silang terhadap

sharing konten, atau bahkan penggunaan platform berganda

yang dimiliki satu konglomerasi terhadap pembatas an informa -

si bagi publik belum pernah diteliti. kami berargumen bahwa

implementasi uu Pers, Penyiaran, dan ite perlu mengikutser-

takan penelitian yang sistematis dan menyeluruh sebagai alat

kritik dan perbaikan dalam proses implementasi tersebut.

Berkaitan dengan keberadaan DtV (digital television), indo -

nesia perlu memiliki peta kebijakan yang jelas, yang menjabar -

kan mau dibawa ke mana industri penyiaran (dan tele komuni -

kasi) kita setidaknya untuk lima sampai sepuluh tahun ke

depan. kerumitan status hukum penyiaran digital mensyarat -

kan agar proses migrasi digitalisasi dan pengelolaanya tidak

boleh diatur hanya dalam tataran peraturan yang dapat diganti

jika terjadi pergantian pemerintahan. Pengaturan sebuah mig -

rasi dengan skala menyeluruh dan semahal digitalisasi, diper-

lukan komitmen bangsa yang tidak bisa hanya diatur di tataran

Per aturan Pemerintah atau menteri. Perlindungan ini, paling

baik diberikan melalui jaminan sebuah undang-undang Pe -

nyiaran agar semangatnya tidak dengan mudah digeser jika ter-

jadi pergantian kabinet dan kepentingan politik. 

Selama belum dilahirkan undang-undang baru yang mem-

berikan ketentuan peralihan dari uu no 32 atau lahirnya uu

Penyiaran baru, peraturan apapun mengenai digitalisasi yang

dilahirkan dibawahnya secara otomatis akan menjadi cacat hu -

kum, karena uu Penyiaran saat ini berfungsi berdasarkan prin-

sip-prinsip penyiaran analog. 

Salah satu tantangan legal lain yang perlu ditangani dengan

hati-hati oleh pemerintahan Jokowi-Jk adalah mengenai kon -

vergensi media. konvergensi media adalah sebuah tahapan di

 mana batasan di antara beberapa jenis media melebur dan lalu
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menjalankan fungsi-fungsi yang menyatu dan ber sinergi. 

Dalam era digitalisasi, isu konvergensi media berpotensi

menjadi lebih rumit lagi. Digitalisasi pada akhirnya akan mele-

burkan batasan antara media penyiaran dan digital. Pada gilir -

annya, penyiaran televisi pun akan melakukan fungsi-fungsi

digital seperti halnya internet dan komputer. Fungsi televisi dan

lembaga penyiaran di masa depan tidak lagi hanya ber jual an

program dan iklan. 

tahapan ini akan menghadirkan masalah perundang-perun-

dangan menjadi lebih rumit lagi, karena akan semakin sulit un -

tuk dibedakan antara penyelenggara penyiaran dan penyeleng-

gara sistem elektronik. Semua konten siaran digital nantinya

akan jatuh ke dalam kategori informasi elektronik. Batasan an -

tara publik dan privat akan semakin melebur dan lembaga

penyiaran akan menyediakan berbagai jenis layanan informasi

berbasis individu (privat) walaupun menggunakan teknologi

penyiaran (sinyal adalah milik publik). 

Pada saat ini pula, uu Penyiaran bisa bertabrakan dengan

uu ite karena pengaturan yang terlalu kaku, terpaku pada

satu jenis medium, atau kehadiran pasal-pasal karet. Penga tur -

an dalam uu ite yang sangat rawan mendorong terjadinya

penyensoran berpotensi digunakan untuk membungkam lem-

baga penyiaran. kalau azas blanket censorship diterapkan di era

digital, maka sebuah tayangan atau informasi elektronik yang

ber masalah dapat digunakan untuk mencabut izin sebuah lem-

baga penyiaran. inilah mengapa kita perlu membahas sedikit

lebih da lam konteks dan masalah yang timbul dengan dilahirkan-

nya uu ite.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

“internet cepat untuk apa?” itulah salah satu pertanyaan men -

teri komunikasi dan informatika pemerintahan SBy yang sem-

pat menjadi topik pembicaraan para netters di indonesia, karena
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menggambarkan ke ti dakjelasan tata kelola internet di indonesia

(yang seharusnya men jadi urusan kementerian komunikasi dan

informasi). Pa da hal, internet kini menjadi medium yang se ma -

kin populer di gu nakan untuk masalah-masalah penting, seperti

partisipasi mas yarakat dalam pengambilan kebijakan atau sistem

e-government.

namun demikian, paling tidak pemerintah telah menyedia -

kan perangkat hukum di bidang internet. Secara umum pe rang -

kat hukum di bidang internet di bagi menjadi dua, yaitu pe -

rangkat hukum mengenai infrastruktur dan perangkat hu kum

mengenai konten (materi). Perangkat hukum mengenai in fra -

struktur meliputi aturan-aturan terkait dengan teleko mu ni  kasi

dan penyiaran serta ketentuan tentang frekuensi radio dan orbit

satelit. Sementara itu pada bagian konten (materi), pe merintah

telah mengeluarkan banyak peraturan yang ber hu bung an de -

ngan pemanfaatan internet sebagai media informasi, antara

lain yang terkait masalah perlindungan konsumen, perbankan,

asuransi, hak kekayaan intelektual, pokok pers, ketentuan pi -

TABEL 3. KUHP dan UU yang berkaitan dengan UU no. 11/2008 tentang ITE

KUHP Undang-undang

Pasal 362 (carding) undang-undang no 19 tahun 2002

tentang hak Cipta

Pasal 378 (penipuan) undang-undang no 36 tahun 1999

tentang telekomunikasi

Pasal 335 (pengancaman dan

pemerasan melalui e-mail) 

undang-undang no 8 tahun 1997

tentang Dokumen Perusahaan

Pasal 311 (pencemaran nama baik di

media internet)

undang-undang no 15 tahun 2003

tentang Pemberantasan tindak

Pidana terorisme

Pasal 303 (judi online)

Pasal 282 (penyebaran pornografi)

Pasal 282 dan 311 (penyebaran foto

atau film pribadi) 

Pasal 406 (deface atau hacking)

MEMBEDAH TANTANGAN JOKOWI122



dana perdata (kata kuncinya adalah ‘infor ma si’). kedua area

penting yang diatur oleh perundangan ini se cara rinci dituang -

kan ke dalam uu ite, yang tidak berdiri sen diri. Beberapa

pasal dalam kitab undang undang hukum Pidana (kuhP)

dan beberapa undang-undang lain turut meng a tur kegiatan

berinternet di indonesia (lihat tabel 3). 

Walaupun pemerintah telah mulai mengembangkan per -

atur an terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan in ter -

net, masih terdapat beberapa celah di mana pengguna internet

sulit untuk mendapat perlindungan. Celah kelemahan pertama

adalah dalam hal kebebasan untuk berekspresi. Sebenarnya, ke -

bebasan untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi di

ranah publik telah diatur dalam undang undang Dasar (uuD)

pasal 28f  dan Pasal 14 uu no. 39 tahun 1999 tentang hak

asasi manusia. namun, uu no. 11/2008 tentang ite, jus tru

berpotensi melanggar pelaksanaan hak warga negara in do nesia

untuk bebas berekspresi di dunia maya. Contoh kasus Prita

mulyasari, Diki Candra dan baru-baru ini Florence Si hom bing,

yang menghadapi sanksi pidana akibat aktivitas pe nyam paian

pendapat dan informasi di internet, sampai seka rang belum

didukung oleh undang-undang internet yang jelas dan berpihak

pada pengguna internet.

masalah lain adalah adanya definisi-definisi yang kabur dan

multitafsir dalam beberapa istilah yang digunakan dalam uu

ite, seperti “pornografi” dan “tindakan meneruskan, me ne ri -

ma dan mengunduh informasi elektronik.” hal ini, lebih lan jut,

da pat berimplikasi langsung pada pembatasan berekspresi (con-

toh kasus pengambilan foto anjasmara untuk Bank indonesia). 

Celah kedua adalah pemerintah belum memiliki lembaga

dengan keahlian teknis yang handal. Saat ini, Depkominfo me -

miliki truSt+ sebagai lembaga yang mengatur alur informasi

yang beredar di dunia maya. Salah satu yang telah dan biasa di -

lakukan oleh truSt+ adalah blokir terhadap konten. tetapi,
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pada banyak kesempatan lembaga ini melakukan blokir terha -

dap situs, bukan terhadap konten. kasus terakhir yang terjadi

adalah ketika Depkominfo melakukan blokir terhadap ViMEo,

hanya karena beberapa kontennya dianggap tidak patut. Dep -

kom info, melalui truSt+, pada saat itu menihilkan lebih ban -

yak konten ViMEo yang memiliki nilai positif. namun, masa -

lah pemblokiran akses terhadap informasi digital, sudah ter -

bukti tidak hanya terbatas pada isu pornografi demi menjaga

moralitas bangsa, sebuah tujuan yang sama-sama diusung uu

Penyiaran dan uu ite. Contohnya, pada 2013 pemerintah

juga telah memblokir berbagai situs transaksi mata uang asing

karena masalah perizinan dan proteksi firma-firma keuangan

dalam negeri. 

Salah satu potensi masalah yang lain adalah kemen kom info

dalam hal ini lembaga truSt+, hanya dapat melakukan

blokir pada sisi koneksi/akses keluar masuk indonesia. hal ini

di sebabkan karena mayoritas situs internet memiliki server di

amerika Serikat, bukan milik pemerintah indonesia. artinya,

apa bila ada pengaduan terhadap suatu konten di Facebook atau

you tube, misalnya, yang dapat dilakukan oleh kemen kom info

adalah menutup akses koneksi terhadap situs tersebut. mas ya -

rakat yang melek internet dengan mudah da pat mengganti

DnS lokal menjadi DnS publik (misalnya yang dimiliki oleh

google). Dengan mengganti DnS, masyarakat te tap dapat

mengakses situs yang telah diblok oleh kemenkominfo. 

Tantangan 3: Komunikasi untuk tata pemerintahan demokratis

infrastruktur media menunjukkan adanya sentralisasi, yang ber -

 dampak pada penyeragaman isi dan pembatasan partisipasi

publik lokal, bertentangan dengan visi misi Jokowi-Jk untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbu ka -

an informasi. uu keterbukaan informasi Publik no. 14 tahun
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2008 atau uu kiP, menjamin hak warga negara atas informasi

publik. karena informasi yang dimiliki lembaga ne gara adalah

hak publik, maka publik bisa ikut memantau tata kelola peme -

rintahan. Berbagai lembaga negara telah menerapkan uu kiP

dengan derajat yang berbeda-beda, relatif  atas ke siapan PnS

yang mendigitalisasi dan mengunggah informasi publik ke

dalam laman lembaga mereka. Seringkali dalam pelaporan sta-

tus implementasi, dikeluhkan bahwa terdapat permasalahan

sumber daya manusia, termasuk pola rekrutmen dan minimnya

sanksi atas kinerja yang buruk. 

hasil kerja sama antar berbagai kementerian dan lembaga

anti-korupsi bernama Open government indonesia (Ogi), di -

ini siasi tahun 2011 untuk mencari model terbaik buat monitor-

ing dan evaluasi oleh publik. masih dalam usia belia, model pe -

merintahan terbuka ini hanya akan berhasil melibatkan war ga

jika ada inisiatif  reformis dari para birokrat di dalam pemerin-

tahan. Pemerintahan Daerah Dki Jakarta, di bawah Basuki

tjahaja Purnama, telah berupaya memulai dengan membuka

anggaran dan trayek angkutan umum 2013. Dalam bentuk

aplikasi yang ramah, warga bisa mengakses data dari ponsel

pintar mereka. 

Penyelenggaraan Pemilu 2014 menunjukkan bahwa partisi-

pasi publik dalam politik terus meningkat. Bahkan, transparan-

si didorong oleh warga negara biasa dengan gotong royong

entri data melalui kawal Pemilu, yang juga diliput secara luas

oleh media cetak, berita televisi, online, dan radio. Jika dicer -

ma ti, momentum tersebut terjadi juga karena komisi Pemi lih -

an umum (kPu) mengimplementasikan uu kiP dengan me -

ngunggah formulir C1 yang merupakan basis data entri gotong

royong ini (rakhmani, 2014). 

implementasi uu kiP serta beberapa uu dan Peraturan

lain nya yang mengamanatkan transparansi dan akuntabilitas

tata pemerintahan (lihat misalnya uu no. 37/2008 tentang
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Om budsman ri, uu no. 25/2009 tentang Pelayanan Publik,

Per mendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan infor ma si

di kemendagri dan Pemda, Perpres 26/2010 tentang trans pa -

ransi Pendapatan di industri ekstraktif, uu no. 5/2013 ten-

tang aparatus Sipil negara), perlu ditempatkan secara strategis

di antara uu Pers, uu Penyiaran, dan uu ite. res truk tu ri -

sasi dan desentralisasi sistem media yang sekarang masih sen-

tralistis, wajib dilakukan jika implementasi uu kiP, berikut

rangkaian uu dan Peraturan yang berkenaan dengan tata pe -

merintahan, ingin berjalan dengan baik. 

Penutup

Dalam tulisan ini, kami berargumen melalui kondisi media ko -

munikasi indonesia terkini, utamanya dalam sektor penyiaran

dan internet, bahwa sentralisasi kepemilikan, geografi, dan isi

akan membatasi partisipasi publik yang merupakan visi misi

pe merintahan Jokowi-Jk. kami menekankan bahwa ketiga

area permasalahan tersebut saling berhubungan, sehingga pen-

carian solusi harus berangkat dari pemahaman masalah yang

menyeluruh ini. Permasalahan oligopoli kepemilikan media

oleh segelintir konglomerat berhubungan erat dengan sentrali -

sasi geografis, infrastruktur dan isi/materi media. hal ini pun

juga berkaitan dengan adanya bias ideologi isi media. Bias ideo -

logi dapat berbentuk isi konten yang tidak mewakili suara kaum

terpinggirkan—baik agama, identitas seksual, etnisitas dll;

usaha penyensoran atas dasar “perlindungan moral bangsa”

yang lebih sering mewakili kepentingan kelompok mayoritas;

maupun, isi media yang direproduksi berdasar azas sensasio -

nalisme dan kebutuhan modal. 

namun, karena besarnya kompleksitas isu komunikasi pub-

lik, kami juga membatasi pembahasan kami pada isu-isu yang

kami anggap paling mendesak. Dalam setiap sub bab kami
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tidak pernah melepaskan permasalahan industri televisi dan

internet. Seperti yang sudah disebutkan, televisi adalah media

utama yang menjadi sumber informasi publik saat ini. karena

karakter teknologinya yang memiliki potensi untuk menjadi

wa dah partisipasi publik yang luas, televisi pun mengalami

trans formasi yang dinamis, seperti saat ini dalam hal digitalisasi

dan konvergensi. Sementara itu, internet pun juga ber po tensi

besar untuk menstimulasi partisipasi publik secara lebih luas

lagi, terutama dalam konteks geografi kepulauan di indonesia. 

Potensi keterlibatan publik melalui internet ini sudah dipa-

parkan dalam sub bab ‘tantangan 3: komunikasi untuk tata pe -

me rintahan demokratis’. Di satu sisi, televisi dan internet me -

ru pakan teknologi yang menjanjikan untuk menjadi ruang pub -

lik di indonesia, tetapi di sisi lain keduanya pun menjadi me dia

yang paling diwarnai intrik-intrik politik kepentingan pe modal,

birokrasi, dan ideologi. kami sudah mengidentifi kasi undang-

undang yang ada justru akan menghalangi reali sasi ruang pub-

lik, misalnya uu ite dan uu Penyiaran. kami juga sudah me -

nyebutkan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam usaha

implementasi undang-undang komunikasi publik pasca refor -

masi. Pengembangan kebijakan yang tepat sasaran, sesuai de -

ngan visi misi komunikasi publik pemerintahan Jokowi-Jk,

harus berdasarkan pada penelitian yang dengan te liti dan me -

nyeluruh. Penelitian ini pun perlu secara strategis menempat -

kan uu ite dan Penyiaran dengan uu kiP agar secara nyata

mengampu partisipasi publik kritis untuk me ngiringi pemerin-

tahan yang transparan dan akuntabel.
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mary e. haWkeSWOrth (hOLmStOrm, 2002) mengaJu -

kan pertanyaan yang mengguncang pegiat demokrasi:

mengapa demo krasi yang dirayakan oleh politisi, ilmuwan poli-

tik dan masya rakat politik, malah menciptakan redistribusi

sumberdaya yang tidak adil gender, sehingga membuat kehi -

dupan perempuan bertambah buruk dan terdislokasi dari

demokrasi itu sendiri?

ia mencontohkan hasil pemilu legislatif  di eropa timur dan

amerika Latin pada dekade 1990an, jauh dari keterwakil an 30

persen perempuan. kehidupan perempuan di eropa ti mur

makin banyak yang menganggur dari kerja produktif, se men -

tara tunjangan terhadap kesehatan reproduksi dan peng asuhan

anak dibatasi negara. keadaan serupa terjadi di afrika, ame -

rika Latin dan asia, ketika kebijakan penyesuaian struktu ral

sejak dekade 1970an diwajikan oleh imF untuk dilaksa na kan

negara-negara pengutang, maka anggaran untuk reproduk si so -

sial dipotong secara besar-besaran. kebijakan penyesuaian

struktural menambah jam kerja perempuan di ranah produktif

demi melangsungkan keluarga agar dapat bertahan hidup, te ta -

pi tanpa mengurangi kerja perempuan di ranah repro duk tif /

BAB 5

Suara Kelompok Feminis dan Tantangan
Nawa Cita Jokowi: Sebuah Refleksi

Ruth Indiah Rahayu
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domestik. akibatnya, keadaan perempuan tergusur dari pera ya -

an demokrasi yang pada mulanya diasumsikan dapat menja min

kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi warganegara untuk

memperoleh hak-hak dasarnya. tetapi demokrasi dalam prak-

tik ini telah mengabaikan aspek keadilan sosial, terkhusus ke -

adilan gender. 

Pertanyaan hawkesworth itu kiranya relevan untuk kita

refleksikan ke dalam perkembangan demokrasi di indonesia.

meski tulisan ini tidak bermaksud mengupas tentang demo kra -

si, namun kita dapat meminjam unsur yang dijamin dalam de -

mo krasi, yakni mengenai “kesetaraan atas perbedaan” dan ke -

adilan. Dalam konteks warga negara, perbedaan adalah kondi -

si alami, termasuk perbedaan gender. tetapi pada kenyataan-

nya, adanya perbedaan gender harus disuarakan agar menda pat

pengakuan. Sebab dalam perbedaan, seringkali yang mun cul

adalah ketidaksetaraan akibat dominasi kelompok satu ter ha -

dap lainnya, gender laki-laki terhadap gender perempuan, se -

hingga gender yang tersubordinasi tidak dikenali atau di len yap -

kan seluruh peranannya sebagai warganegara. hal ini ber -

 implikasi pada munculnya ketidakadilan dalam mendistri busi -

kan sumberdaya negara terhadap warganegara yang bergender

perempuan. keadilan sosial merupakan aspek yang genting

yang seringkali dilenyapkan dalam gagasan dan praktik

demokrasi.

aspek keadilan sosial telah dikaji oleh nancy Fraser (1997;

2003), dan menurutnya memiliki dilema di dalamnya. Di satu

pihak keadilan sosial mengandaikan adanya rekognisi (recogni-

tion) terhadap perbedaan identitas, baik berdasarkan gender, ras,

seks, etnis, agama, yang setara sebagai warganegara. te tapi, per -

bedaan dan kesetaraan justru menjadi masalah ketika dikait kan

dengan negara. maka muncullah perjuangan untuk mendapat -

kan pengakuan atas identitas tertentu. Di lain pihak, keadil an

sosial mengandaikan adanya relasi kelas, di mana kelas bor-



juasi mendominasi redistribusi sumberdaya eko nomi, sehingga

kelas pekerja yang tereksploitasi da lam struktur ekonomi kapi-

talis sama sekali tidak memperoleh nya. maka munculah per-

juangan untuk mendapatkan redistri busi ekonomi.

Perjuangan untuk memperoleh rekognisi mendominasi per-

juangan sepanjang akhir abad ke-20, bahkan sampai awal abad

ke-21, dengan tema-tema yang menonjol berupa nasionalitas,

etnisitas, ras, dan seksualitas. kepentingan perempuan dan per-

juangan feminis termasuk dalam kategori perjuangan untuk

mem peroleh pengakuan sebagai seks yang mengalami ketidak -

adilan sosial. Perjuangan untuk memperoleh pengakuan (yang

berimplikasi pada identitas) dalam pengalaman politik, sering -

kali bersitegang dengan perjuangan atas nama kepentingan ke -

las untuk memperoleh redistribusi ekonomi. Secara empiris,

kita mengambil contoh tuntutan kelas pekerja (buruh) seperti ti -

dak berhubungan sama sekali dengan tuntutan kelompok-

 kelom pok feminis, masyarakat adat, bahkan juga tuntutan

LgB tQ (Lesbian, gay, Biseksual, transeksual dan Queer).

Fraser mengatakan bahwa tegangan itu bersifat paradigmatik

yang selama ini dianggap sebagai dua kutub yang berseberang -

an. tegangan di antara dua paradigma tersebut mulanya cukup

pa nas di negara-negara “eks-sosialis”, “eks-otoritarian”, te tapi

kini telah mengglobal ke negara-negara kapitalis yang me ng -

alami krisis ekonomi. Padahal, menurut Fraser, kedua pa ra -

digma tersebut menawarkan paradigma pegakuan dan para  dig -

ma redistibusi ekonomi bisa menjadi sintesis perjuang an me -

motong struktur ketidakadilan sosial (justice interuptus). Bu kan

merupakan dua kutub yang terpisah, melainkan sebuah sin tesis,

seperti dua sisi mata uang, yang di dalamnya terdapat te gangan

yang produktif. 

Dua paradigma keadilan sosial yang dikemukan Fraser itu

kira nya dapat membantu refleksi terhadap suara-suara kelom-

pok feminis (untuk tidak menggeneralisasi dengan istilah “ge -
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rak an perempuan indonesia”) dan nawa Cita: 9 Agenda Per ubah -

an Jokowi-Jk yang mendukung peningkatan keterwakilan

perempuan, peningkatan perempuan dalam pembangunan dan

menjadikan negara hadir untuk melindungi perempuan. 

Suara-suara Kelompok Feminis: Sebuah Refleksi

Sebelum mengupas nawa Cita Jokowi-Jk, perlu kiranya me ru -

nut kembali suara gerakan feminis sejak reformasi sampai saat

ini. Pada masa awal reformasi, suara kelompok-kelompok femi -

nis mengerucut pada dua isu, yakni sistem kuota 30 persen

untuk keterwakilan perempuan di parlemen dan isu kekerasan

berbasis gender baik dalam ranah domestik (kekerasan dalam

rumah tangga) maupun pada ranah negara (kekuasaan politik).

kedua isu tersebut didorong oleh kelompok-kelompok feminis

agar masuk ke dalam ranah keputusan politik negara, baik be -

rupa keputusan legislasi maupun institusional. Dalam keputus -

an legislasi, sistem kuota 30 persen berhasil dicantumkan dalam

uu Pemilu dan penyelenggaraannya (Peraturan kPu). Selain

itu, wadah bagi anggota legislatif  perempuan dibentuk pula di

dalam parlemen yang disebut kaukus Perempuan Par le men,

yang mulanya dimungkinkan sebagai sarana mening kat kan ka -

pasitas sekaligus konsolidasi memperjuangkan isu gender mau -

pun isu perempuan di dalam politik legislasi. Di luar dugaan,

lembaga legislatif  meloloskan usulan dari kelompok feminis

untuk mensahkan uu kDrt dan uu anti-Per dagangan

Perempuan dan anak. tetapi sampai saat ini belum mensahkan

ruu kesetaraan gender (payung bagi semua kebijakan/uu

untuk melindungi perempuan dari diskriminasi), dan ruu Per -

lindungan Prt (Pekerja rumah tangga). Pada ranah ekseku-

tif, telah ada kementrian Pemberdayaan Pe rem puan (kPP) dan

komisi negara yang menangani aspek ke ke rasan seksual (kom -

nas anti-kekerasan terhadap Pe rem puan). Lalu, pada saat gus
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Dur menjadi presiden, ia menge luar kan kebijakan pengarusu-

tamaan gender pada prog ram kementrian dan Bappenas. 

kita harus mengakui pencapaian itu merupakan kerja keras

kelompok-kelompok feminis sejak dekade 1980an. Sampai saat

ini, kelompok-kelompok feminis itu masih menyuarakan ma -

salah rekognisi dan identitas, dan beberapa di antaranya mem -

bentuk kelompok perempuan di ranah kampung kota mau pun

kampung desa. ada banyak isu perempuan yang me reka pro-

duksi dan advokasi, tetapi, jika boleh disederhanakan, sejak

2004 isu yang mengemuka adalah (1) isu keterwakilan perem-

puan di parlemen dan legislasi, (2) isu identitas yang se kait de -

ngan hak perempuan dalam organisasi keagamaan dan gender

ketiga (orientasi seksualitas), (3) isu kesejahteraan yang didomi -

nasi oleh pelaku ekonomi mikro (credit union, kelompok sim -

pan-pinjam, kelompok pembuat kerajinan makanan mau pun

barang-barang suvenir). Sejak adanya sistem kuota dalam pe -

milu, kelompok-kelompok feminis tersebut mendorong ang go -

tanya untuk berkontestasi dalam pemilu. untuk itu ada seba-

gian caleg yang masuk ke partai politik, dan sebagian lainnya

hanya meminjam partai politik agar dapat berkontestasi pa da

saat pemilu. kini yang menjadi wacana umum dari perjuang an

perempuan adalah mengisi ruang keterwakilan perempuan di

parlemen. Politik perempuan direduksi menjadi caleg-caleg

yang bertarung saat pemilu untuk menjadi anggota legislatif. 

tetapi dalam kontestasi pemilu legislatif  2014, calon ang go -

ta legislatif  perempuan yang terpilih mulai dari kabu pa ten/

kota, provinsi sampai pusat, secara umum masih jauh dari

kuota 30 persen keterwakilan perempuan. malahan jumlah

anggota legislatif  yang terpilih untuk DPr Pusat hanya menca -

pai 17,32 persen, yang artinya turun dibanding hasil pileg 2009

(18,2 persen). untuk provinsi dengan populasi padat seperti

Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa timur, Di yog ya -

karta, Sumatera utara, dan Sulawesi Selatan, hanya berkisar
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antara 17-23 persen keterwakilan perempuan. Pendeknya, ener-

gi yang dimobilisasi melalui proses politik “swadaya mas ya ra -

kat” maupun politik negara, belum memadai untuk memotong,

bahkan menginterupsi, persoalan ketidakadilan gender yang

menyelisip “abadi” ke dalam ranah publik dan domes tik/ pri-

vat. inilah masalah yang belum dapat ditunaikan oleh kelom-

pok-kelompok feminis. mengapa demikian? 

Suara kelompok-kelompok feminis, bahkan sejak dekade

1980an, adalah suara, yang disebut Fraser, suara politik rekog-

nisi. Suara itu mewakili kondisi indonesia yang dikonstruksi se -

cara otoritarian, dengan menyembunyikan perbedaan berdasar

gender dalam pembangunan, dan mensubordinasikan gender

perempuan ke dalam keluarga besar Orde Baru. Status dan pe -

ranan perempuan adalah bagian dari keluarga batih. Perempu -

an bukan unit personal yang otonom, melainkan koncowingking

(teman yang ditempatkan di belakang) laki-laki ketika berelasi

dengan struktur ekonomi, politik dan sosial. maka, perjuangan

untuk mendapat rekognisi, pada dasarnya adalah perjuangan

untuk memperoleh status dan peranan di ranah publik yang

berkaitan dengan struktur ekonomi-politik. hal itu sesuai de -

ngan kenyataan, bahwa makin banyak perempuan yang termo-

bilisasi ke ranah publik, masuk ke dalam institusi ekonomi dan

politik yang telah tersegregasi berdasar gender. Sementara, se -

cara sosial perempuan tetap terikat dengan peranan mothering

(parenting dan seksualitas) untuk melangsungkan proses repro-

duksi sosial. 

apakah politik rekognisi kelompok feminis tersebut telah

berhasil menginterupsi ketidakadilan sosial? Barangkali dapat

dikatakan telah berhasil memunculkan status dan peranan pe -

rempuan sebagai personal yang otonom dalam institusi eko no -

mi-politik. mereka menjadi anggota legislatif  karena dirinya

dan namanya, bukan karena suami atau ayahnya. kelompok

feminis telah berhasil pula dalam melakukan tindakan afirmatif
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untuk memperoleh kesetaraan keterwakilan perempuan mela -

lui sistem kuota. Dengan kata lain, kelompok feminis telah ber -

hasil menginterupsi masalah ketidakadilan di ranah publik, te -

tapi belum dapat menggeser peranan mothering sebagai kerja

dan tanggung jawab yang dapat dipikul bersama de ngan laki-

laki. ketidaksetaraan gender di ranah domestik masih menjadi

persoalan yang belum dapat dipecahkan oleh kelompok femi -

nis. Sementara, isu untuk membebaskan perempuan dari tang-

gung jawab mutlak sebagai penyelenggara reproduksi sosial

masih luput dari perhatian utamanya. Padahal kelompok fe -

minis dapat menuntut kepada negara untuk me ringankan tang-

gung jawab tersebut. negara berutang kepada perempuan yang

telah memberikan waktu dan tenaganya tanpa upahan untuk

melangsungkan regenerasi dan merawat anak-anak sebagai ca -

lon tenaga produktif  baru. Perusahaan-perusahaan kapitalis

pun tinggal memanfaatkan tenaga produktif  tersebut tanpa me -

ngeluarkan biaya untuk proses regenaratif. Barangkali karena

isu reproduksi sosial dipandang tidak berdampak pada per -

ubahan identitas perempuan di ra nah publik, maka maka isu

reproduksi sosial seringkali dipandang sebagai isu yang me -

langgengkan domestikasi perempuan.

Di sisi lain, kepentingan perempuan ditentukan oleh struk-

tur kelas, kasta, dan ras. kepentingan perempuan kelas sosialita

(baca: borjuasi) adalah konsumsi barang bermerk, yang tentu

sangat berbeda dengan kepentingan buruh perempuan untuk

bertahan hidup. menjadi anggota legislatif  bagi perempuan

borjuasi adalah demi status dan gengsi, sementara bagi perem-

puan kelas pekerja adalah untuk memperjuangkan redistribusi

sumberdaya ekonomi. Suara kelompok feminis yang menuntut

redistribusi sumberdaya ekonomi masih begitu lirih terdengar

di indonesia. Jikalau mereka ada, seringkali tidak di kategori -

kan sebagai kelompok feminis, tetapi kelompok buruh atau ke -

lompok tani atau miskin kota. masalahnya pula, pe rem puan
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yang berada dalam kelompok perjuangan kelas ini ter sembu -

nyi, bahkan nyaris hilang, atas dasar asumsi bahwa ke las tidak

bergender. maka tak ada masalah ketidakadilan gender, melain -

kan yang ada adalah ketidakadilan berdasarkan kelas. Lantas

tidak mengherankan jika isu keterwakilan perempuan dan ke -

kerasan seksual kurang menjadi perhatian serikat buruh, serikat

tani dan kelompok miskin kota. karena yang menjadi pusat

tuntutan adalah redistribusi sumberdaya ekonomi dan bukan

mengenai pengakuan identitas. Di indonesia, han ya kelompok

tani dan buruh yang beridentitas “perempuan” yang biasanya

berupaya untuk memadukan politik rekognisi dan politik redis-

tribusi ekonomi seturut untuk merebut keadil an sosial. 

maka saya sependapat dengan Fraser, bahwa tantangan per-

juangan feminis bukanlah mengkontradiksikan paradigma

rekognisi di satu pihak, dan di lain pihak dengan paradigma

redistribusi sumberdaya ekonomi. tetapi untuk mensintesiskan

kedua paradigma tersebut sebagai metode dan strategi menca-

pai keadilan sosial yang sesungguhnya. Dalam hal ini, kita

masih menggunakan peran negara sebagai pengatur keadilan

sosial, melalui program-progam yang merujuk pada paradigma

rekognisi dan paradigma redistribusi sumberdaya ekonomi. 

Nawa Cita Jokowi-JK: Adakah Kandungan Keadilan Sosial bagi Perempuan?

Sintesis atas dua paradigma keadilan sosial (rekognisi dan re -

distribusi) teraktualisasi pada “kerja perempuan”, yang meli -

puti kerja produktif  (untuk mendapatkan upah) dan reproduk-

tif  (untuk melangsungkan reproduksi sosial masyarakat). Wak -

tu dan tenaga perempuan dalam kehidupan sehari-hari dihabis -

kan untuk melakukan dua pekerjaan, sementara laki-laki han ya

untuk melakukan satu pekerjaan (produktif). kerja ganda terse-

but mengonstruksi kesadaran perempuan, sebagaimana yang

seringkali diucapkan: semaju-majunya perempuan di luar rumah,
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satu kakinya tetap terikat di dalam rumah. Perempuan mengang-

gap bahwa kerja ganda merupakan “kodrat” perempuan. Pada -

hal yang disebut kodrat adalah yang asali dimiliki perempuan,

seperti haid, hamil, kemampuan melahirkan anak, kemampuan

mengeluarkan air susu untuk anak, dan pemilikan terhadap

alat-alat untuk reproduksi biologis tersebut. 

kita boleh sepakat atau tidak sepakat bahwa suara feminis

dari paradigma rekognisi maupun dari paradigma redistribusi

ekonomi, sejatinya belum mampu mematahkan kesadaran pe -

rem puan terhadap apa yang mereka anggap sebagai “kod rat”-

nya (kerja produktif  dan reproduktif). Bahkan perempuan yang

telah sekian lama menjadi anggota kelompok feminis, belum

mampu berbagi kerja reproduktif  dengan suaminya. Pun suami

yang telah memiliki kesadaran feminis, dalam praktiknya, be -

lum mampu menjadikan kerja reproduktif  sebagai bagian dari

pekerjaannya (bukan karena dalam keadaan darurat). karena

kerja ganda perempuan merupakan wujud dualisme patriarki di

satu pihak, dan kapitalisme di pihak yang lain (Walby, 1986).

Patriarki mencakup suatu ideologi, bu daya dan seksuali tas yang

mengukuhkan dan memberi norma bahwa kerja reproduktif

adalah mutlak sebagai kerja perempuan. adapun kapitalisme

mencakup relasi majikan dan buruh yang memobilisasi perem-

puan untuk upah murah di sektor padat karya. Posisi patriarki

dan kapitalisme merupakan unit-unit yang independen tetapi

saling berkaitkelindan. maka ketika membahas tentang keadil -

an sosial bagi gender perempuan, unit analisis ne gara patriarki

tak dapat dilepaskan kaitkelindannya dengan kapitalisme.

Perjuangan kelompok-kelompok feminis di indonesia yang

berkutat pada politik rekognisi hanya mengandaikan “negara

patriarki” sebagai medan pertarungan, tanpa mengaitkan de -

ngan kapitalisme yang menjadi sumber dukungan “negara pa -

 triarki”. untuk merebut “negara patriarki”, kelompok feminis

ter sebut melakukan dengan cara mengambil-alih jabatan-ja bat -
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an strategis di ranah negara, agar dapat menentukan keputus an

politik yang menganut prinsip kesetaraan gender. ga gasan ini

cukup tua, dianut oleh kelompok feminis liberal, yang menda -

sarkan pemikirannya pada libertarian kanan, an tara lain Locke

dan rousseau, mengenai kebebasan dan kese ta raan. tetapi ke -

bebasan dan kesetaraan tidak serta merta men datangkan ke -

adilan. Dalam kenyataannya, kapitalisme mendukung prinsip

kesetaraan sebagai wujud dari demokrasi. Wujud kesetaraan

gender dapat dimungkinkan melalui keterwakilan perempuan

di dalam lembaga legislatif. tetapi konsep keterwakilannya

mengandaikan seorang perempuan mewakili semua perempu -

an tanpa memandang kepentingan kelas dan ras. Sementara

anggota legislatif  perempuan pada umumnya berasal dari kelas

borjuasi, yang serta merta mewakili ideologi kelasnya. maka

isu redistribusi ekonomi yang dapat di alo ka si kan untuk me -

mikul reproduksi sosial yang diemban perempu an absen dari

politik legislasi (baik undang-undang maupun anggaran). 

Jalan lain untuk merebut “negara patriarki” adalah melalui

program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sejak masa

pemerintahan gus Dur, konsep pengarusutamaan gender di ja -

lan kan sebagai kebijakan pemerintah, tetapi pelaksanaannya

ma sih jauh dari harapan. kementerian Pemberdayaan Pe rem -

puan tidak memiliki otoritas untuk memastikan bahwa peng -

arusutamaan gender terlaksana di semua kementrian, selain

hanya memberikan pelatihan sensitivitas dan analisa gender. 

kini pada era presiden terpilih Jokowi, jauh-jauh hari telah

mengumumkan visi, misi dan program aksi yang dinamakan

nawa Cita: 9 Agenda Perubahan. ini merupakan gejala baru yang

belum pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Jika

kita simak isi nawa Cita: 9 Agenda Perubahan, mengandung tiga

semangat perubahan, yakni negara hadir bekerja, membangun

kemandirian dan kesejahteraan petani serta revolusi mental.

kira nya, dalam nawa Cita, terkandung semangat untuk mem-
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buat negara yang selama ini absen hadir memusatkan (centering)

dan melindungi kelompok masyarakat yang termarginal, baik

dalam artian geopolitik (kemaritiman) maupun sektor (petani,

nelayan, ukm). namun, semangat tersebut tidak serta merta

mentransformasi “negara patriarki” menjadi negara yang egali -

ter. karena dalam butir mengenai revolusi mental, tidak dinya -

takan perlunya mentransformasi watak patriarkis melalui pen-

didikan yang menekankan prinsip egaliter antara perempuan

dengan laki-laki, dan etika kepedulian. revolusi mental semata

untuk mentranformasi kesadaran terhadap keberagaman iden-

titas, dan penghormatan atas keberagaman tersebut.

Dalam butir 2 nawa Cita, disebutkan bahwa pemerintah

akan memprioritaskan “peningkatan peranan dan keterwakilan pe -

rem puan dalam politik dan pembangunan”. klausul ini bukan se -

sua tu yang memiliki terobosan berarti, karena sejak masa Soe -

harto selalu menyatakan adanya program “peningkatan peran -

an wanita dalam pembangunan”, dan pada masa reformasi di -

tambah dengan “keterwakilan perempuan dalam politik”. al -

ha sil, program pemerintah Jokowi-Jk hanya copy paste dari pe -

me rintah sebelumnya. Sekalipun aspek keterwakilan perempu -

an dalam politik merupakan serapan pemerintah terhadap sua -

ra kelompok-kelompok feminis yang memperjuangkan politik

re kognisi. adapun peningkatan peran perempuan dalam pem -

bangunan sejak masa Orde Baru sampai saat ini, masih se batas

untuk memobilisai kehadiran perempuan guna membantu pe -

laksanaan kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ke -

luarga berencana dan imunisasi anak. “negara patriarki” akan

tetap menempatkan perempuan sebagai koncowingking da lam

pembangunan dan bukan sebagai pemegang otoritas. Se men ta ra

“kapitalis patriarki” mendukung peningkatan peranan perem-

puan dalam pembangunan karena mendapat legitimasi untuk

memobilisasi perempuan ke dalam unit kerja padat karya (yang

membutuhkan jumlah buruh besar dan murah). “kapi talis pa -
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triarki” juga mendorong keterwakilan perempuan dalam politik

untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan ekonomi-politik.

Pada butir 4 nawa Cita, disebutkan negara akan hadir untuk

“melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marginal.”

Dalam “negara patriarkis”, konsep perlindungan acapkali ber -

wu jud subordinasi. Contoh, agar perempuan dan anak-anak

aman dari sasaran kekerasan seksual, maka diharuskan untuk

berpakaian panjang sampai menutup kaki dan lengan tangan.

Belakangan ini muncul kebijakan yang mengharuskan anak

laki-laki sekolah SD bercelana panjang, agar terlindung dari ke -

kerasan seksual. Demikian pula perempuan yang bekerja di

luar rumah, dianjurkan untuk tidak pulang malam dan menge-

nakan pakaian yang menutup aurat. 

Lalu pada butir 5 nawa Cita menyatakan bahwa “Kami akan

meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui program

kartu indonesia Pintar (wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan),

kartu indonesia sehat, kartu indonesia kerja dan indonesia sejahtera

melalui reforma agraria 9 juta hA, rumah susun bersubsidi dan jami-

nan sosial.” Program “kartu-kartu subsidi” ini memang tidak se -

cara khusus berhubungan dengan kesetaraan dan keadilan gen-

der, tetapi berhubungan dengan kerja reproduktif  perempuan di

dalam keluarga, sehingga dalam pengalaman pembagian kartu

Sehat dan kartu Pintar di Dki, para perempuanlah yang mem-

banjiri kantor kelurahan untuk mengurus kartu-kartu tersebut. 

tetapi asumsi kartu Sehat tetap merujuk pada logika bisnis

asuransi, yakni menyangkut definisi tentang sehat, tetapi sebe-

narnya adalah mengenai sakit. kartu Sehat hanya dapat digu-

nakan untuk orang sakit yang rawat inap di rumah sakit. tanpa

mencakup pemeriksaan kesehatan dan tindakan pencegahan-

nya sebelum orang menjadi jatuh sakit. untuk kepentingan pe -

rem puan, kartu Sehat hanya melayani persalinan, tetapi pera -

wat an kesehatan sejak perempuan itu hamil dan sesudah me la -

hir kan, berada di luar pelayanan kartu Sehat. Jadi kartu sehat
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ada lah kartu bebas biaya rawat inap di rumah sakit (ranah pub-

lik), dan tidak berfungsi untuk merawat kesehatan di dalam ru -

mah keluarga yang bersangkutan (ranah domestik). mengapa

demikian? rawat inap adalah kepentingan bisnis jasa rumah

sakit. Program kartu Sehat, meski pemerintah yang membayar

ke rumah sakit, namun pemerintah mengikuti kepentigan bisnis

rumah sakit. Serupa dengan program kartu Pintar, peme rin tah

hanyalah membantu orang tua untuk membayar sekolah—

kepentingan bisnis sekolah. tetapi kartu Pintar tidak mela yani

penyediaan buku, alat-alat belajar, seragam dan sepatu, yang

justru memerlukan biaya cukup besar. Jadi, kartu Sehat mau -

pun kartu Pintar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah

Jokowi-Jk secara nasional masih dalam perspektif  neoliberal.

ru mah sakit dan sekolah untuk pendidikan tinggi telah dipri va -

tisasi sejak awal reformasi, dan dalam kerangka program “kar -

tu-kartu subsidi” ini, kebijakan Jokowi-Jk justru membiar kan

rumah sakit dan sekolah dikelola dengan cara bisnis kapitalis. 

meski rencana “kartu-kartu subsidi” itu lebih populis di ban -

ding pemerintah sebelumnya, tetapi pada akhirnya pemerintah

harus mengeluarkan anggaran cukup besar untuk membayar

kepada para kapitalis yang mempunyai bisnis rumah sakit dan

pendidikan. adapun rencana untuk memberi subsidi atau kre -

dit rumah susun dalam program kartu Sejahtera, pola nya seru-

pa dengan kartu Sehat dan kartu Pintar. Pun masih diperta -

nyakan, apakah penerima manfaat “kartu-kartu subsidi” ini se -

lalu atas nama kepala keluarga, yang berarti laki-laki? Se ha rus -

nya pemanfaat “kartu-kartu subsidi” itu atas nama perempuan

sesuai dengan tanggung jawab reproduktif  yang dibe bankan ke

pundaknya. 

Lain halnya jika pemerintah Jokowi-Jk menggunakan pa ra -

digma redistribusi sumberdaya ekonomi untuk membangun

fasilitas reproduksi sosial bagi warganya. Dalam konsep ini, pe -

merintah Jokowi-Jk bukan memberikan program subsidi fi nan -
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sial sebagaimana “kartu-kartu subsidi”, melainkan memba -

ngun infrastruktur dan fasilitas pemenuhan reproduksi so sial,

seperti pembangunan fasilitas pengasuhan anak, crisis centre dan

shelter, pusat kesehatan perempuan (bukan kesehatan ‘ibu’ yang

diasumsikan berhubungan dengan keluarga berenca na dan per-

salinan), subsidi pangan bergizi dan energi, air ber sih, lingkung -

an huni sehat, taman bermain anak-anak, transportasi, dsb.

Pengertian redistribusi sumberdaya eko nomi bukan hanya be -

rupa pembagian tanah 9 juta ha (untuk berapa petani?), tetapi

terpenting adalah mengambil-alih aset-aset nasional untuk dire-

distribusikan berupa fasilitas untuk pemenuhan reproduksi so -

sial. Dalam kerangka paradigma ini, pemerintah melaksanakan

keadilan sosial yang adil gender. Dengan kata lain, pemerintah

akan membantu perempuan membebaskan diri dari beban ker -

ja reproduktif, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas lain-

nya, seperti peningkatan kapasitas pengetahuan dan ke teram -

pilan, aktualisasi ekspresi kebudayaan dan politik. 

Basis Politik dari Ormas Perempuan: Persyaratan Pokok!

keberhasilan pelaksanaan nawa Cita Jokowi-JK secara umum,

dan secara khusus untuk keadilan gender, bukan sekadar ber -

gantung pada struktur birokrasi negara, melainkan yang funda -

mental adalah basis dukungan di tingkat massa yang terorgani -

sir. Sebagai contoh, bagaimana program distribusi tanah 9 juta

ha dapat dilaksanakan? Persoalan yang klasik adalah menda-

ta siapa petani yang berhak? Jika tanpa didukung oleh serikat-

serikat tani, maka distribusi tanah itu akan diperebutkan oleh

juragan agribisnis (petani kaya). Belum lagi, dari aspek keadilan

gender akan mempertanyakan apakah penerima distribusi ta -

nah atas nama kepala keluarga—yang pada umumnya laki-laki?

Dalam hal memastikan keadilan gender, kiranya peran dan

otoritas organisasi perempuan di tingkat basis merupakan per-
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syaratan pokok. 

Jadi, untuk peningkatan keterwakilan perempuan maupun

peningkatan status dan peranan perempuan dalam pem bangun -

an, perlindungan untuk perempuan dan anak, maupun pem -

bagian “kartu-kartu subsidi” membutuhkan persyaratan ada nya

peran dan otoritas organisasi atau serikat-serikat pe rem puan

kelas pekerja. untuk itu Pkk dapat direvitalisasi, bu kan se -

kadar organisasi koncowingking untuk melaksanakan pro g ram

pemerintah desa/kelurahan, atau seksi konsumsi untuk aca ra-

acara seremonial desa/kelurahan. Pkk harus diting kat kan sta-

tusnya sebagai organisasi yang memiliki otoritas perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan terhadap nawacita Jo kowi-Jk

(tak hanya yang terkhusus perempuan). Selain Pkk, ada ma -

jelis taklim, kelompok doa katolik, dan kelompok-kelompok

perempuan lainnya yang perlu ditingkatkan aktivi tas nya, tak

hanya sekedar berdoa, melainkan merealisasi kepen tingan

perempuan dalam program Jokowi-Jk. terpen ting, bagaimana

kelompok-kelompok feminis membantu Pkk dan kelompok

lainnya menjadi bagian dari kekuatan organi sasi perempuan di

tingkat kampung desa maupun kampung kota. 

Pertanyaan yang tak kalah mendasar, justru tertuju kepada

organisasi yang mengusung cita-cita sosialisme: apakah akan

diam atau hanya mendukung dari “belakang”, karena kecewa

nawa Cita Jokowi-Jk belum berparadigma sosialis? Dalam ke -

rangka kaedilan sosial, justru inilah saatnya organisasi yang

bercita-cita merealisasi sosialisme, apakah serikat buruh, serikat

tani, serikat perempuan, serikat miskin kota, dan partai-partai

kader, memberikan kepeloporannya untuk membangun organi -

sasi perempuan atau kelas pekerja secara umum di basis-basis

desa dan kota. Pastikan bahwa nawa Cita Jokowi-Jk dinikmati

oleh kelas pekerja, khususnya kelas pekerja perempuan. Jika

organisasi sosialis dapat mendayagunakan pelaksanaan nawa

Cita Jokowi-Jk dengan memperluas dan memperkuat bangun -



an organisasi di tingkat basis, kiranya telah maju selangkah

dalam mempersiapkan pranata atau infrastruktur untuk mere-

alisasi program-program keadilan sosial yang berperspektif

sosialis. terkhusus bagi organisasi perempuan sosialis, inilah

saatnya merealisasi sintesis politik rekognisi dan politik redis-

tribusi sumberdaya ekonomi. Sasarannya adalah kerja repro-

duktif  perempuan, bagaimana hal ini dapat dibebaskan sebagai

beban mutlak yang ditanggung perempuan. Pembebasan itu

bukan dengan cara negara memberi upah bagi kerja reproduk-

tif  perempuan, melainkan negara meredistribusi sumberdaya

ekonomi untuk membangun fasilitas reproduksi sosial.
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tahun 2014 meruPakan aWaL era Baru DaLam PemBa -

ngunan kesehatan di indonesia. Pada awal tahun ini, sis-

tem Jaminan kesehatan nasional (Jkn) yang dikelola oleh Ba -

dan Penye leng gara Jaminan Sosial nasional diluncurkan. Jkn

merupakan pengejawantahan Sistem Jaminan Sosial na sional

yang diatur oleh undang-undang sejak 2004. Dengan Jkn,

diharapkan menjadi terobosan yang akan me ngurangi secara

drastis bencana yang disebabkan oleh penge luar an biaya kese-

hatan individu, yang pada 2006 terjadi pada 0,9 persen dari

populasi masyarakat. Di saat yang sama, tahun 2014 adalah

tahun pergantian kepemimpinan nasional yang tentunya akan

membawa asa baru pada perbaikan situasi kesehatan di

indonesia. 

Sepanjang masa pemerintahan Presiden SBy selama 10 ta -

hun terakhir, pemerintah indonesia telah menunjukkan bebera-

pa komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kese-

jahteraan mas ya rakat. misalnya, komitmen meningkatkan

pembiayaan publik untuk layanan kesehatan dan berkomitmen

untuk mencapai universal coverage/cakupan universal, setelah

bertahun-tahun pembiayaan yang rendah untuk sektor kesehat -

BAB 6

Tantangan Kesehatan Masyarakat
Indonesia: Menyongsong Era yang Baru

Marcia A. Soumokil
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an. Bersamaan dengan itu, pemerintah indonesia sebenarnya

sudah cukup aktif  untuk mengembangkan kebijakan, pembia -

yaan dan prog ram dalam rangka mencapai target-target yang

tercantum da lam tujuan Pembangunan millenium. akan te -

tapi, mengingat luas wilayah, jumlah penduduk dan kebera -

gaman penduduk indonesia, ditambah lagi dengan sistem kese-

hatan yang masih lemah yang beroperasi dalam sistem peme -

rintahan yang terdesentralisasi, tantangan-tantangan untuk

mencapai derajat kesehatan yang maksimal bagi seluruh rakyat

indonesia memang masih cukup banyak ditemukan. artikel ini

akan membahas beberapa tantangan utama untuk kesehatan

masyarakat, baik yang bersifat spesifik sektor kesehatan mau -

pun yang terkait dengan peran pemerintahan. Pembahasan ini

diiringi dengan data dan fakta yang menunjukkan bahwa kese-

hatan adalah salah satu bentuk pelayanan publik. 

Masih buruknya status kesehatan ibu dan anak, diperparah oleh 
kesenjangan sosial di masyarakat

Walaupun status kesehatan di indonesia secara umum me ning -

kat, yang ditandai dengan naiknya umur harapan hidup menja-

di 69 tahun di 2013 (62 tahun di 1990),1 akan tetapi ke ma juan

kesehatan ibu dan anak masih berjalan lambat. hal ini teruta-

ma terjadi pada upaya penu run an angka kematian ibu dan anak

sebagai situasi kesehatan yang bisa dicegah (preventable death).

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, ada penurunan status

kesehatan yang signifikan terkait kesehatan ibu. Survei Demo -

grafi dan kesehatan in do ne sia (SDki) pada 2012 menyatakan,

angka kematian ibu di indo nesia sebesar 359 per 100.000 ke -

lahiran hidup. ini berarti terjadi peningkatan yang signifikan

dibanding hasil survei pada 2007 pada angka 228 per 100.000



2. Lancet, 2011, health in south East Asia – series 

3. Bappenas 2010, laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di indonesia 
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kelahiran hidup. angka ini sangat tinggi bila dibandingkan de -

ngan negara lain di asia tenggara dengan pendapatan nasio nal

yang setara, Filipina (84 per 100.000) dan bahkan dibandingkan

negara seperti Vietnam (angka kematian ibu berkisar pada 64

per 100.000 kelahiran hidup).2 Disaat yang sama, angka kemati -

an bayi mengalami se dikit penurunan, dari 34 per 1.000 kelahir -

an hidup di tahun 2007, menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup

di tahun 2012 de ngan menggunakan survei yang sama. akan

tetapi, proporsi stunting (salah satu indikator atas kekurangan

gizi berulang da lam jangka waktu yang lama) pada anak di

bawah umur 5 tahun masih tinggi di indonesia, dengan data

WhO 2013 ma sih me nunjukkan angka 39,2 persen anak indo -

nesia di bawah umur 5 tahun mengalami stunting.

menarik untuk dikaji lebih jauh adalah disparitas/kesen -

jangan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan, yang ber -

kon tribusi pada jarak yang besar dalam hal status kesehatan

antara penduduk berdasarkan status kesejahteraannya, tempat

tinggal dan tingkat pendidikan. ada beberapa bukti yang me -

nun jukkan bahwa status kemiskinan, tempat tinggal dan ting kat

pendidikan ibu berasosiasi secara kuat dengan pemilihan per sa -

linan dengan tenaga kesehatan. Persalinan dengan tenaga ke se -

hatan akan semakin tinggi pada perempuan hamil yang se cara

ekonomi mampu (95 persen : 45 persen), bertempat tinggal di

kota (88 persen : 63 persen), dan memiliki pendidikan ting gi (87

persen : 31 persen). tidaklah mengherankan apabila ang ka ke -

matian ibu tinggi pada kelompok masyarakat tertentu. ang ka ke -

ma tian pada anak—baik itu angka kematian bayi baru la hir, ang -

ka kematian bayi dan terutama angka kematian anak di ba wah 5

tahun—lebih banyak terjadi pada kelompok de ngan ke se jah -

teraan rendah/kurang dibandingkan dari ke lom pok lain nya.3 Di
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samping itu, SDki 2012 menunjukkan, kematian bayi di pede -

saan jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (40 : 26 per

1.000 kelahiran hidup). 

Selain itu, status ekonomi seorang perempuan, tingkat pen-

didikannya, juga usia saat pernikahan menjadi faktor penentu

sosial yang memengaruhi kesehatannya selama keha mil an dan

persalinan. Faktor-faktor layanan kesehatan yang tu rut memen-

garuhi keluaran kesehatan ini, antara lain ketiada an akses ke

layanan kesehatan primer, terutama di daerah-dae rah yang se -

cara geografis sulit untuk dijangkau, dan kurangnya keterampil -

an tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang ber -

kualitas. Distribusi tenaga kesehatan yang adil dan bisa me -

nanggapi kebutuhan masyarakat di daerah, juga menjadi tan -

tangan lainnya karena infrastruktur yang masih lemah di dae -

rah-daerah yang terpencil serta belum jelasnya penghargaan/

insentif  atas kinerja tenaga kesehatan ini menjadi batu san -

dungan bagi tenaga kesehatan untuk bersedia ditempatkan di

daerah-daerah seperti ini. Berdasarkan data kementerian ke -

sehatan, saat ini terdapat 10 propinsi yang memiliki lebih dari

50 persen kabupaten/kota dengan kriteria daerah ber masalah

kesehatan, terutama disebabkan oleh akses ke layanan kesehat -

an yang belum merata (Kompas, 2014). Sedangkan, di banyak

tempat yang sudah memiliki akses ke layanan kesehatan yang

memadai, isu terkait layanan yang berkualitas dan berbasis

standar layanan menjadi tantangan lainnya yang perlu diper-

hatikan dan diperbaiki.

Beban ganda penyakit tidak menular dan menular 

Salah satu tantangan lain kesehatan masyarakat di indonesia

saat ini adalah adanya beban ganda. Di satu sisi pengendalian

penyakit menular belum tuntas, namun pada saat bersamaan

terjadi peningkatan kasus-kasus penyakit tidak menular. Pe -



4. institute of  health metrics and evaluation. (2013). Global burden of  Disease

Country Profiles - indonesia.

ngendalian penyakit menular –seperti tuberculosis, malaria,

hiV, campak, dan pneumonia/radang paru akut yang sering

berakibat fatal pada anak-anak—masih cukup memberikan

beban pada sektor kesehatan. indonesia sudah cukup berhasil

me ngen dalikan penularan malaria dan tB dalam kerangka

penca pai an mDgs, dengan sedikit catatan bah wa indonesia

masih tetap menduduki ranking ke-3 dunia un tuk jumlah kasus

tuberculosisnya (setelah india dan China). akan tetapi, indo -

nesia masih terkendala untuk me me nuhi target pengendalian

hiV/aiDS dan untuk memberi kan pela yanan yang kompre-

hensif  serta berkelanjutan untuk penyakit menular yang me -

merlukan pelayanan kesehatan jangka panjang seperti hiV/

aiDS ini. mengingat keterkaitan yang erat antara tB dan hiV,

maka pengendalian kedua penyakit ini menjadi penting untuk

menjamin infeksi ini tidak meluas. Se dangkan campak, diare,

malaria dan pneumonia, masih men ja di penyakit menular yang

berkontribusi pada kematian pada anak usia di bawah 5 tahun. 

Di saat yang bersamaan, negara dengan kategori low-middle

income country seperti indonesia, juga sudah mulai mengalami

peningkatan kasus Penyakit-Penyakit tidak menular/Ptm—

seperti penyakit jantung vaskuler, kanker, diabetes, gangguan

kesehatan mental dan kecelakaan. ini adalah tantangan tersen -

diri bagi layanan kesehatan. Bahkan, berdasarkan data WhO

untuk indonesia, pada 2008 angka kematian akibat pen ya kit

tidak menular ini hampir 3 kali lipat angka kematian yang dise-

babkan oleh penyakit menular. Pada 1990 hanya 37 persen

angka kesakitan dan kematian di indonesia disebabkan oleh Pe -

nyakit tidak menular; namun pada 2010, angka ini sudah me -

ningkat mencapai 58 persen.4 kondisi ini jelas membutuhkan

penanganan yang serius dan holistik, tidak hanya untuk pena -
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nganan penyakit ini tetapi juga untuk pencegahannya, me ng -

ingat faktor utama dari penyakit tidak menular adalah gaya hi -

dup seperti merokok, alkohol, kurang aktivitas fisik, diet yang

tidak sehat dan lain sebagainya, yang kemudian men do rong

timbulnya gangguan metabolisme (eg. tekanan darah tinggi, ke -

gemukan, peningkatan gula darah dan kolesterol). Penyakit

tidak menular (non Communicable disease) ini biasanya bersifat

kronis dan memerlukan penanganan jangka panjang.

Sayangnya, hingga saat ini belum jelas kebijakan pemerin-

tah dan implementasinya pada sektor kesehatan di indonesia

untuk menangani beban ganda kesehatan ini. kebijakan-kebi-

jakan dan program yang ada masih bersifat vertikal. terutama,

penanganan penyakit menular dan implementasinya oleh pe -

nye lenggara pelayanan di daerah masih terlihat belum maksi-

mal. Di saat yang sama, untuk penanganan penyakit tidak me -

nular, saat ini kebanyakan masih bersifat tataran kebijakan (eg.

Peraturan Pemerintah 33 tahun 2013 tentang pemberian aSi

ekslusif, dan Peraturan menteri kesehatan 2013 tentang pen -

can tuman informasi kandungan gula, garam, lemak serta pe san

kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji). Bagai -

mana kebijakan ini akan diterjemahkan dalam program-prog -

ram kesehatan dan implementasinya, belum terlihat efek nya di

unit layanan kesehatan primer maupun sekunder. Ber samaan

dengan ini, perlu dipertimbangkan pula bahwa Jkn sudah cu -

kup membantu untuk menjamin akses ke layanan kesehatan

yang bersifat kuratif  (pengobatan) dan rehabilitatif. akan te -

tapi, sangat penting untuk diingat bahwa dalam mengendalikan

penyakit menular dan penyakit tidak menular ini (dan juga un -

tuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat se cara umum),

layanan kesehatan yang bersifat promotif  dan preventif/pence-

gahan menjadi kunci keberhasilan program. karena bagaimana

pun, ungkapan yang menyatakan “mencegah lebih baik daripa-

da mengobati” adalah benar adanya. Pe la yan an kesehatan pri -
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mer seperti Puskesmas, menjadi ujung tom  bak dari pelayanan

kesehatan yang sampai saat ini masih be lum mendapatkan per-

hatian serius, terutama di daerah-dae rah yang tidak banyak me -

miliki pilihan pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya, bagai -

mana dan siapa yang akan bertanggungjawab untuk pembiayaan

terhadap layanan kesehatan pro mo tif  dan preventif  di layanan

kesehatan primer/Puskesmas, ma sih memerlukan diskusi yang

lebih mendalam terutama dalam sistem kesehatan yang terde-

sentralisasi seperti sekarang ini.

Desentralisasi: Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan dan pembangunan kesehatan yang masih kompartmental

tidak bisa dipungkiri, proses desentralisasi wewenang peme rin -

tah di sektor kesehatan masih meninggalkan pekerjaan rumah

yang perlu diselesaikan. Dalam pembagian urusan dan wewe-

nang antara pusat dan daerah, kesehatan menjadi urusan wajib

dari pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam peme -

nuhan hak warga negara. Dalam kerangka otonomi dae rah, ini

berarti perencanaan, impelementasi dan pengawasan pe  layanan

kesehatan sepenuhnya menjadi hak otonom dari pe me rintah

daerah, tentunya dengan memperhatikan norma, stan dar, pedo-

man dan kriteria yang dikembangkan oleh ke men terian teknis

terkait di tingkat nasional. 

masalahnya, desentralisasi ternyata belum mampu men-

dorong adanya reformasi di bidang pelayanan kesehatan di dae -

rah. Dalam bukunya, Prof. Laksono dari universitas gad jah

mada (ugm) Jogjakarta, paling tidak mencatat ada tiga tan -

tangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah pu sat

dalam konteks desentralisasi. hal-hal yang disoroti adalah de -

sentralisasi fiskal yang setengah hati. Pada implementasinya,

walaupun kesehatan adalah salah satu urusan yang diserahkan

pada pemerintah daerah, pembiayaan kesehatan dari pusat ma -
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5. Laksono trisnantoro, 2009, Pelaksanaan Desentralisasi kesehatan di indo ne -

sia 2000 – 2007.

sih cukup mendominasi. Pelaksanaan asuransi kesehatan, ter -

utama di era Jaminan kesehatan nasional dan BPJS-nya, ma -

sih membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pu sat

dan pemerintah daerah. Selain itu, juga dibutuhkan peru bah an

cara berpikir (mindset) di kalangan pemberi layanan dan masya -

rakat yang menerima layanan serta dinas kesehatan dan ke men -

terian kesehatan dalam fungsinya sebagai pengarah (steward-

ship). Program pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur,

yang dapat memberikan informasi yang tepat mengenai status

kesehatan, dan mengenai penyakit epidemik yang membutuh -

kan tanggapan lebih lanjut di daerah pun masih lemah, mulai

dari daerah ke pusat.5

Selain tiga hal di atas, perlu diperhatikan tantangan lainnya

terkait belum terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang

kesehatan, seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan

men teri kesehatan (Permenkes) nomor 741 tahun 2008 ten-

tang SPm Bidang kesehatan di kabupaten/kota. Banyak pi -

hak memang mengkritisi pengembangan SPm bidang kesehat -

an ini pada awal penetapannya, yang dianggap tidak memper -

ha tikan keberagaman kemampuan pemerintah daerah dan per -

bedaan capaian pelayanan kesehatan di masing-masing kabu -

pa ten/kota. Disaat yang sama, mentoring atau pun peng awalan

dari pemerintah pusat untuk daerah dalam mengadaptasi SPm

kesehatan berdasarkan kemampuan daerah, terlihat sangat

minimal. Situasi ini diperparah dengan kapasitas sumber daya

manusia yang belum maksimal di sektor kesehatan pada bebe -

rapa pemerintahan daerah untuk menjalankan peran yang diha -

rapkan, terutama dalam mengelola program dan pe la yanan ke -

sehatan yang memenuhi standar pelayanan, sesuai dengan we -

wenangnya. Seringkali, ketidakterampilan dalam mengembang -

kan perencanaan sektor kesehatan yang ber dasar kan prioritas
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kebutuhan kesehatan masyarakat setempat, im ple mentasi dan

juga monitoring pelaksanaannya, menjadi ham batan dalam

pembangunan kesehatan di banyak daerah dari 539 daerah

otonom di indonesia. hal ini seringkali juga me nimbulkan keti-

daksinkronan antara perencanaan kesehatan di tingkat nasio nal

dan penerjemahannya di daerah. konsekuensi nya, hal ini se -

makin menjauhkan pencapaian SPm bidang kesehatan daerah

dari target yang sudah diterapkan di nasional. Perlu diperhati -

kan pula bahwa situasi ini kerap dibarengi de ngan lemahnya

pengawalan dan bimbingan teknis yang me ma dai. kom plikasi

ini, bersamaan dengan kegamangan akan fungsi peme rintah

provinsi dan satuan kerja teknis kesehatan di provinsi dalam

menjalankan perannya dalam konteks desentralisasi dan peme -

nuhan mandat SPm bidang kesehatan dari pemerintah pusat. 

Selain itu, perlu juga disadari bahwa sistem kesehatan dae -

rah dan layanan kesehatan, merupakan bagian yang tidak ter-

lepaskan dari sistem pelayanan publik di daerah di era otonomi

daerah ini. masih rendahnya kesadaran banyak pemerintah

daerah akan konsep pelayanan publik, juga memengaruhi ba -

gaimana pelayanan kesehatan ditempatkan sebagai prioritas

pembangunan di daerah. Seringkali, walaupun banyak peme -

rintah daerah mengatakan bahwa kesehatan merupakan priori-

tas daerah, dan seringkali tercantum dalam rencana pemba -

ngun an jangka panjang, akan tetapi seringkali pula prioritas ini

tidak diterjemahkan dalam dokumen perencanaan dan peng -

anggaran tahunan. investasi daerah untuk pembangunan kese-

hatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam aP BD,

ternyata masih jauh dari yang dimandatkan oleh uu ke se hat -

an pasal 171, yang jelas menyebut bahwa pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota perlu mengalokasikan anggaran kesehatan

sebesar 10 persen dari aPBD di luar gaji. Dua pertiga dari jum-

lah anggaran kesehatan tersebut perlu dialokasikan untuk pela -

yanan puiblik. tetapi perlu diingat pula, bahkan pemerintah
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pusat pun belum mampu menegakkan dan menjalankan aturan

uu ini, yang menyebutkan bahwa pemerintan pusat perlu

meng alokasikan anggaran kesehatannya sebesar 5 persen dari

total aPBn di luar gaji pegawai. 

yang lebih memprihatinkan, beberapa Pemerintah Daerah

melihat pelayanan kesehatan sebagai sumber revenue, yaitu un -

tuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan cara pandang

seperti ini, beberapa daerah kemudian berlomba-lomba me la -

ku kan investasi pada pelayanan kesehatan tersier/rumah sakit

daerah dengan berbagai peralatan medis yang canggih—dan

tentunya akan meningkatkan kesempatan menarik biaya yang

besar dari penggunanya untuk masuk ke kas daerah. Selain itu,

cara lain yang ditempuh adalah privatisasi pelayanan kesehat an

publik, yang ditandai dengan semakin banyaknya rumah sakit

milik pemerintah daerah maupun pusat, yang juga men ye dia -

kan pelayanan kelas “eksekutif ” atau yang sering disebut kelas

“VViP/wing internasional” yang memiliki tariff  seperti rS

swasta/privat. tentunya sulit untuk menjamin tidak ada nya

pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan sebesar-

besarnya untuk pelayanan kesehatan publik apabila layan an ke -

las bertarif  swasta ini dikelola oleh pemerintah dan/penyeleng-

gara pelayanan publik yang sama. 

Problem lainnya adalah walaupun jelas bahwa kesehatan

masyarakat adalah bukan hanya tanggungjawab kementerian

kesehatan, perencanaan kesehatan ini sering kali masih bersifat

kompartmental—baik itu terdikotomi antara pusat dan dae rah,

juga kementerian kesehatan dan non kesehatan. Contoh me -

narik adalah bagaimana keluarga Berencana di indonesia sejak

zaman reformasi dan dimulainya desentralisasi mengalami fase

plateu. Sejak 2002, tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi

modern (CPr) stagnan pada angka 58 persen di an tara perem-

puan yang menikah. kontrasepsi yang paling se ring digunakan

adalah kontrasepsi yang bersifat perlindungan jang ka pendek
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6. Survey Demografi kesehatan indonesia 2012.

(short-term methods).6 Situasi ini akan mening kat kan risiko

perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan

(dan pada akhirnya berpotensi untuk berkontribusi pada angka

kematian ibu). Penting untuk dicatat, sejak desentralisasi ber-

jalan, seringkali perpanjangan tangan Badan ko or di nasi ke -

luarga Berencana nasional (Bkkn) yang ada di dae rah tidak

memiliki kejelasan status. Beberapa digabungkan de ngan

badan/kantor pemberdayaan perempuan. Di beberapa tem pat

lainnya, digabungkan dengan badan/kantor penca tat an sipil).

keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum

melihat pentingnya keluarga berencana sebagai prioritas dae -

rah. ini tampak dari minimnya sumber daya untuk mempro-

mosikan keluarga berencana, tidak seperti sebelum desentrali -

sasi diberlakukan. hasilnya, hingga kini belum jelas diketahui

apa strategi yang akan dikembangkan baik oleh BkkBn mau -

pun kementerian kesehatan untuk menjamin bahwa kebutuhan

kontrasepsi perempuan dan laki-laki bisa dipenuhi, juga bagai -

mana menggugah kesadaran pemerintah daerah untuk ber -

investasi pada isu keluarga berencana. Bahkan, celakanya,

antar program di dalam kementerian kesehatan sendiri sering

masih memakai kaca mata kuda dan hanya fokus pada capaian

programnya sendiri. Pada akhirnya, keadaan ini bisa mencip-

takan kebingungan pada pemerintah daerah dan juga pemberi

layanan kesehatan yang terdepan.

Perubahan paradigma pemberi layanan dan partisipasi masyarakat untuk
menegakkan good governance dalam pelayanan kesehatan

Demokratisasi pelayanan publik di bidang kesehatan adalah se -

suatu hal yang baru, demikian pula dengan konsep “tata ke lola

yang baik” (good governance) dalam pelayanan kesehatan. kon -
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sep demokratisasi selama ini hanya digunakan untuk me rujuk

pada proses-proses yang terjadi di tingkat kabu pa ten/kota,

tetapi masih belum umum digunakan di tingkat pe la yanan pub-

lik dan unit layanan. Sejalan dengan kebutuhan un tuk semakin

professional, pelayanan kesehatan publik juga per lu memas-

tikan bahwa prinsip tata kelola yang baik—terbuka pada par-

tisipasi masyarakat, akuntabel dan transparan, juga siap tang-

gap—menjadi fitur yang penting untuk pelayanan ke se hatan

yang berkualitas bagi masyarakat.

Di saat yang sama, relasi kuasa antara pemberi layanan dan

masyarakat penerima layanan kesehatan masih belum seim-

bang. Bisa dengan mudah diamati bahwa masih banyak pem-

beri layanan yang belum berubah paradigmanya dari cara ber -

pi kir lama, yaitu bahwa “kekuasaan pengobatan” dan pengeta -

hu an pengobatan ada ditangannya. Pasien masih dianggap se -

ba gai obyek yang sering kali tidak perlu didengar suaranya dan

ke butuhannya dalam pengobatannya. Dalam situasi relasi kua -

sa yang tidak imbang ini, yang seringkali disertai ketidakjelas an

prosedur standar pelaksanaan tindakan medis (SOPs), pa sien

rentan mengalami “medical abuse” dan tindakan peng obatan

yang bisa saja tidak diperlukan. Dalam konteks ini, hak-hak

pasien dan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pa sien,

belum dipahami secara baik dan merata di antara tenaga kese-

hatan di indonesia. hal ini kemudian juga di terapkan dalam

pengelolaan program dan upaya kesehatan ma syarakat. Sering -

kali partisipasi masyarakat masih tidak dipandang perlu, dan

penyelenggara pelayanan kesehatan mengg anggap dirinya lebih

tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, walaupun belum tentu

tepat. Dalam konteks ini, seringkali tenaga kesehatan belum

menyadari bahwa dirinya adalah bagi an dari pelayan publik,

kelompok yang perlu memberikan pela yanan pada masyarakat

untuk pemenuhan hak-hak kesehatan mereka. 

Walaupun saat ini sudah banyak pemberi layanan yang su -
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dah lebih paham mengenai hak-hak pasien dan hak mas ya ra kat

atas kesehatan, ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam pe -

ngembangan kebijakan dan program dan juga pengawasan atas

penyelenggaraan pelayanan kesehatan seringkali belum terse-

dia. tidaklah mudah untuk mengubah paradigma yang ber -

orientasi pada komunitas dan klien dalam penyelenggaraan pe -

layanan kesehatan, terutama ketika paradigma yang lama itu

sudah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di

lain pihak, tentunya tidak adil apabila tuntutan diberikan pada

tenaga kesehatan untuk mengubah paradigma dan sikapnya un -

tuk pelayanan yang berkualitas tanpa melihat lebih dalam tan-

tangan yang mereka hadapi untuk menjalankan tugasnya. ke -

luhan mengenai kesejahteraan yang rendah dan infrastruktur

yang tidak mendukung untuk hidup layak (terutama mereka

yang hidup di pedalaman); terbatasnya kesempatan menimba

ilmu untuk meningkatkan ketrampilan mereka; dan, ketidakje-

lasan karir adalah contoh timbulnya kerisauan pekerja kesehat -

an, yang perlu juga diperhatikan agar mereka mampu melaku -

kan pekerjaannya secara profesional. tanpa renumerasi yang

mencukupi dan kondisi kerja yang membaik, akan semakin su -

lit bagi pemerintah dalam menjamin distribusi tenaga kesehat -

an yang merata guna memberikan pelayanan pada masyarakat

yang membutuhkan.

Di saat yang sama, untuk menjamin tata kelola yang baik,

masyarakat masih kesulitan dalam mengambil peran aktif  dan

bermakna dalam pembangunan kesehatan. Walaupun sudah

diatur dalam undang-undang Pelayanan Publik no 25 tahun

2009 dan juga diatur dalam uu kesehatan no 36 tahun 2009,

partisipasi bermakna dari masyarakat sipil dan kelompok mas -

ya rakat dalam memberikan masukan, keluhan ataupun peng-

hargaan pada sektor kesehatan masih belum berjalan dengan

baik. Peran warga dalam melakukan pengawasan sektor kese-

hatan dan unit pelayanan kesehatan, masih dipandang sebagai
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peran baru di masyarakat. masyarakat selama ini terlihat cu kup

terbiasa dengan peran sebagai penerima layanan yang pa sif. ka -

laupun ada peran dari masyarakat, selama ini keterlibat an nya

dalam program kesehatan masih merupakan perpan jang an ta -

ngan pemberi layanan, termasuk di dalamnya prog ram-prog -

ram kader kesehatan/Posyandu, desa siaga dsbnya. masyara -

kat dimobilisasi untuk memberikan sumbangsih da lam penye-

lenggaraan pelayanan kesehatan. tentunya tidak ada yang sa -

lah dengan ini, akan tetapi peran pengawasan unit la yan an dan

keterlibatan aktif  dan bermakna dari masyarakat dalam mem-

berikan masukan, keluhan dan saran atas pem bang unan kese-

hatan dan perencanaan program kesehatan, juga menjadi suatu

keharusan dalam kerangka kerja mendo rong tata kelola pela -

yanan publik yang baik. Selama ini penyelenggara pelayanan

kesehatan sudah cukup nyaman dengan merencanakan sendiri

program-program kerjanya—dilakukan sendiri dan kemudian

dievaluasi sendiri hasilnya. 

keterlibatan pihak lain menjadi sangat penting untuk per-

baikan pelayanan itu sendiri, apalagi bila pihak lain ini adalah

masyarakat sebagai konsumen utama dari pelayanan publik.

Sayangnya, belum banyak penyelenggara pelayanan kesehatan

yang terbuka dengan “partisipasi masyarakat” ini. Pemerintah

na sional juga turut berkontribusi menciptakan kondisi ini kare-

na sampai saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur Ba dan

Pertimbangan kesehatan nasional dan Daerah yang perlu me -

libatkan masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi peng -

awasan atas sektor kesehatan dan pelayanan kesehatan belum

dibuat, sejak uu kesehatan diluncurkan pada 2009. 

Penutup

Penting disadari bahwa persoalan kesehatan masyarakat bukan

sekadar tanggung jawab dari sektor kesehatan, seperti yang se -

159TANTANGAN KESEHATAN MASYARAKAT



lama ini dipahami oleh banyak orang. untuk menjamin kese-

hatan suatu masyarakat, ada yang dinamakan dengan “faktor

penentu” sosial kesehatan (social Determinants of  health).

Dalam konsep ini, kesehatan seseorang (ataupun sekelompok

masyarakat) juga ditentukan oleh situasi lingkungan tempat se -

seorang itu lahir, tumbuh, hidup dan bekerja. Situasi lingkung -

an ini juga dibentuk oleh kekuatan lainnya yang lebih luas

yaitu: tingkat ekonomi, kebijakan sosial dan politik, kesetaraan

gender, dan migrasi. aspek-aspek inilah yang memengaruhi

pencapaian derajat kesehatan seseorang, termasuk mencipta -

kan kesenjangan status kesehatan antara satu kelompok dan

kelompok lainnya. 

tantangan-tantangan yang dijabarkan di atas belum melihat

secara lebih luas dan komprehensif  situasi kondisi yang me -

latarbelakangi –baik itu tingkat kesakitan dan kematian, dan

juga sistem pelayanan kesehatan pada suatu kelompok dan

masyarakat. akan tetapi bisa dipastikan, untuk mengatasi tan-

tangan-tantangan tersebut, penyelesaiannya tidak hanya ber -

gantung pada tanggapan dari sektor kesehatan. Sektor lainnya

perlu dan wajib untuk dilibatkan guna menjamin bahwa tan -

tangan-tantangan kesehatan masyarakat dapat diatasi secara

bersama dengan harapan bahwa hal ini sejalan dengan se mang -

at pemerintahan yang baru.
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kemenangan PaSangan JOkOWi-JuSuF kaLLa DaLam

pemilu yang lalu tak dapat dilepaskan dari beberapa

prog ram terkait pen didikan yang menarik buat banyak pemilih

di indonesia. Sa lah satu program menarik Jokowi-Jk di bidang

pendidikan adalah pemberlakuan subsidi penuh atas pendidik -

an sampai setingkat Sma yang akan dilaksanakan melalui ins -

trumen kar tu indonesia Pintar. Pemberlakuan program ini

akan mem be baskan biaya pendidikan masyarakat secara penuh

(tanpa iur an dan sumbangan apapun) pada jenjang pendidikan

dasar hingga menengah. Selain itu, program pendidikan yang

juga menarik perhatian para pemilih ialah penghapusan sistem

uji an nasional sebagai standar tunggal dan universal pengukur

keberhasilan pendidikan. Ditambah dengan perumusan ku ri ku -

lum baru berbasis budi pekerti dan kewarganegaraan serta pe -

ningkatan muatan riset dan teknologi pada aras pendidikan

tinggi, program-program ini menerbitkan simpati warga dan

karenanya punya andil dalam terpilihnya Jokowi-Jk.

Persoalan yang kemudian timbul adalah seberapa jauhkah

Jokowi-Jk mampu mewujud-nyatakan program pendidikan

yang dicanangkannya pada masa kampanye tersebut. Pertanya -

BAB 7

Tiga Tantangan Jokowi-JK 
di Bidang Pendidikan
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an pentingnya menjadi: tantangan apa saja yang harus dihadapi

Jokowi-Jk sehingga agenda kebijakannya terkait pendidikan

bisa terlaksana? mungkinkah Jokowi-Jk menjawab ren tetan

tantangan tersebut berdasarkan kerangka acuan yang mereka

rumuskan sejauh ini? Jika tidak, dengan strategi ma cam apakah

tantangan-tantangan tersebut dapat dijembatani? tantangan-

tantangan dan strategi untuk mengatasinya menjadi dua pokok

utama yang akan dipetakan dalam artikel ini. namun, sebelum

sampai ke situ, kita akan meringkaskan terlebih dulu agenda

kebijakan Jokowi-Jk tentang pendidikan.

Pokok-Pokok Kebijakan Pendidikan Jokowi-JK

Pertama-tama, kita perlu menilik kerangka perundang-undang -

an terkait pendidikan di indonesia. ada dua landasan hukum

paling fundamental yang menjadi acuan perumusan kebijakan

terkait pendidikan:

1. Pembukaan uuD 1945: arah tujuan nasional dari re publik

indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa

indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidup an

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

2. uuD 1945 Pasal 31:

a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya.

c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan ke iman -

an dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka men -

cerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan

undang-undang.

d. negara memprioritas anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan
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dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyeleng-

garaan pendidikan nasional.

e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknolo-

gi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persa -

tuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahte -

raan umat manusia.

undang-undang Dasar 1945 kita jelas mengatakan bahwa

setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pe me -

rintah wajib membiayainya. artinya, menyelenggarakan pen di -

dikan untuk seluruh rakyat indonesia merupakan tugas peme -

rintah. Dalam uu no. 20/2003 tentang Sistem Pen di dikan na -

sional juga sudah dinyatakan bahwa alokasi anggaran untuk

pendidikan minimal 20 persen dari aPBn. namun cita-cita

menyelenggarakan pendidikan nasional yang merata dan ber -

mutu ini masih berbenturan dengan kenyataan bahwa in do ne -

sia menempati peringkat terendah dalam sistem pendidikan di

dunia (menurut riset pendidikan Pearson 2012).1 Selain itu,

indonesia juga menempati posisi rendah dalam hal budaya

membaca buku (terendah di kawasan asia timur).2

Berdasarkan latar belakang konstitusional dan fakta empiris

tersebut, Jokowi-Jk kemudian merumuskan sejumlah misi

yang terkait dengan persoalan pendidikan. hal itu tercantum

dalam dokumen Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf  Kalla

2014 (selanjutnya disingkat ‘Visi-misi’). Visi umum Jokowi-Jk

adalah “terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara misi
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yang agak lebih spesifik berkenaan dengan pendidikan termuat

dalam dokumen Visi-misi, khususnya pada butir 4, 5 dan 7

sebagai berikut:

o Butir 4: “mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia

yang tinggi, maju dan sejahtera.”

o Butir 5: “mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.”

o Butir 7: “mewujudkan masyarakat yang berkepribadian

dalam kebudayaan.”

apabila diuraikan menjadi misi yang berkait langsung de ngan

pendidikan, maka terdapat lima misi pendidikan Jokowi-Jk:

1. meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan.

2. memperluas keterjangkauan layanan pendidikan.

3. meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

4. mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan.

5. mewujudkan tata kelola pendidikan.

agenda kebijakan pendidikan Jokowi-Jk ini juga terumus -

kan secara lebih eksplisit dalam ringkasan agenda pemerintah -

an Jokowi-Jk yang disingkat sebagai nawa Cita dan tercantum

dalam dokumen Visi-misi. Dalam ringkasan tersebut, arah ke -

bijakan terkait pendidikan tertuang dalam butir 5, 6 dan 8:

o Butir 5: “meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan de -

ngan program ‘indonesia Pintar’ dengan wajib belajar 12

tahun bebas pungutan”.

o Butir 6: “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing

di pasar internasional [dengan] membangun sejumlah scie -

nce dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan Smk-

Smk dengan sarana dan prasarana berteknologi maju”.

o Butir 8: “melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebi-

jakan penataan kurikulum pendidikan nasional”.

Penjabaran lebih lengkap dari agenda kebijakan pendidikan

Jokowi-Jk terdapat dalam rincian 31 agenda strategis yang juga

termuat dalam Dokumen Visi-misi. Penjabaran ini khu sus nya
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tertuang dalam butir 1 dari bagian “Berkepribadian da lam Bi -

dang kebudayaan” yang bertajuk: “kami berkomitmen mewu-

judkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa”. ada

10 program prioritas terkait pendidikan yang termuat di sini:

1. menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan

me ngedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, se per -

ti sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air, se -

mangat bela negara dan budi pekerti. ada 70% porsi bahan

ajar tentang budi pekerti di tingkat pendidikan dasar. Pe -

nambahan bahan ajar ini tidak hanya dilakukan dalam bi -

dang studi Pendidikan kewarganegaraan (Pkn), tetapi juga

diwujudkan dalam praktik ajar sehari-hari di sekolah.

2. memperjuangkan agar biaya pendidikan terjangkau bagi

seluruh warga negara.

3. menghapuskan model penyeragaman dalam sistem pendi -

dikan nasional, termasuk penghapusan ujian nasional (un).

Sistem ujian nasional mesti dihapuskan karena sangat me -

mungkinkan terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, kebi-

jakan kelulusan siswa semestinya dikembalikan ke masing-

masing sekolah yang bersangkutan sesuai uu Sisdiknas.

4. mengupayakan penyusunan kurikulum yang menjaga kese-

imbangan antara aspek muatan lokal dan aspek nasional

dalam kerangka ke-bhineka-an.

5. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. termasuk

juga penyediaan buku dan perpustakaan sehingga indo ne sia

tidak lagi tenggelam dalam ‘budaya nol buku’ atau rendah-

nya budaya baca.

6. melakukan penerimaan dan penyebaran tenaga pengajar

berkualitas secara merata sehingga mempercepat kenaikan

jabatan guru honorer menjadi guru tetap.

7. memberikan jaminan hidup yang memadai bagi para guru

yang ditugaskan di daerah terpencil, melalui tambahan tun-

jangan, asuransi, pengembangan keilmuan serta promosi



kepangkatan. Perbaikan sistem sertifikasi sehingga pencair -

an dana sertifikasi dapat diperoleh setiap guru secara rutin

dan lebih mudah.

8. mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh

wilayah indonesia, termasuk pembangunan sarana trans-

portasi terkait.

9. memperjuangkan uu Wajib Belajar 12 tahun dengan mem-

bebaskan biaya pendidikan dan menghapus segala pungutan.

10.mendorong terwujudnya pendidikan yang berbasis pen-

ingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

apabila sepuluh program prioritas itu hendak diperas, maka

ada empat program unggulan Jokowi-Jk di bidang pendidikan:

1. Pendidikan gratis untuk rakyat

o Pembebasan biaya dan pungutan mulai dari tingkat SD

sampai Sma

o Perluasan pemberian beasiswa mulai dari jenjang pen-

didikan D3 hingga S3

2. Demokratisasi pendidikan

o Penghapusan ujian nasional

o Penyusunan kurikulum pendidikan yang seimbang

antara muatan lokal dan nasional

3. Pendidikan berkebudayaan

o Pengutamaan pada pendidikan budi pekerti (70%) pada

tingkat pendidikan dasar dan pendidikan praktis-poli tek -

nik (60%) pada tingkat pendidikan tinggi

o Pelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang pen -

didikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

4. Penyejahteraan guru

o Peningkatan tunjangan bagi guru di daerah terpencil

o Pemerataan rekrutmen dan distribusi guru

o Penguatan profesi guru dengan pengembangan kompe-

tensi

akhirnya, keseluruhan visi, misi dan program aksi Jokowi-
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Jk terkait pendidikan dapat dirangkum secara diagramatik.

keterkaitan antara visi, misi dan seluruh program Jokowi-Jk

terkait pendidikan dapat dijabarkan melalui diagram berikut.

Berdasarkan ringkasan pokok-pokok kebijakan Jokowi-Jk

terkait pendidikan ini, kita dapat menggali sejumlah tantangan

yang inheren dalam implementasinya. kita batasi diri pada tiga

bentuk tantangan saja, yakni terkait subsidi, kurikulum budi

pekerti dan demokratisasi standar pendidikan nasional.

Tantangan Subsidi Pendidikan

Jokowi-Jk menjanjikan pemberlakuan subsidi pendidikan yang

komprehensif (bebas pungutan apapun) dan universal (men ca kup
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seluruh kelompok sosial di semua daerah). namun ske ma sub-

sidi semacam itu sudah diperlakukan sejak Orde Baru, kendati

pada rentang pendidikan yang lebih sempit. Pada ke sempatan

perayaan hari Pendidikan nasional 2 mei 1984, Soe harto,

sebagai presiden kala itu, mencanangkan pemberlakuan pro-

gram Wajib Belajar 9 tahun yang meliputi jenjang pendidikan

SD hingga SmP. Program serupa juga terus diber la kukan hing-

ga era reformasi dan sampai dengan hari ini. na mun, dari segi

kemenyeluruhan dan keuniversalan, program itu amatlah ter-

batas. Program tersebut, misalnya, tidak betul-betul membe-

baskan biaya pendidikan secara menyeluruh. Orang tua murid

tetap harus membayar biaya buku-buku pelajaran, iuran kegiat -

an ekstra-kurikuler dan sebagian mesti membayar uang gedung,

biarpun sudah dipotong subsidi. Selain itu, program Wajib Bel -

ajar semacam ini juga tidak mencakup seluruh sekolah di ber -

bagai provinsi.

keterbatasan skema subsidi pendidikan yang ada selama ini

dapat kita tinjau dampaknya pada tingkat partisipasi sekolah

aktual di indonesia dan sebarannya di berbagai provinsi.

asumsi yang kita gunakan di sini adalah bahwa skema subsidi

pendidikan yang komprehensif dan universal mesti mencakup

juga semua prasyarat partisipasi sekolah peserta didik. arti nya,

rendahnya partisipasi mesti dipandang sebagai fenomena dari

kegagalan dalam ciri komprehensif  dan/atau universal skema

subsidi terkait. melalui survei BPS mengenai indikator pendi -

dikan 2013, kita memperoleh gambaran tentang tingkat partisi-

pasi sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan ren -

tang usia yang ditargetkan dalam program Wajib Belajar. kita

akan berpatokan pada angka Partisipasi murni (aPm) yang

diperoleh sebagai rasio jumlah murid yang bersekolah pa da jen-

jang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya terhadap

jumlah penduduk pada rentang usia terkait. Berikut aPm dari

tingkat SD hingga Perguruan tinggi dalam lima tahun terakhir.



melalui data ini, kita memperoleh gambaran bagaimana

partisipasi murni pada jenjang SmP masih jauh dari partisipasi

di jenjang SD dengan selisih sebesar 21,91 persen. hal lain yang

menarik adalah penurunan partisipasi murni pada jenjang SD

dari tahun 2010 ke 2011 sebesar 3,77 persen. Dua fak ta ini

menunjukkan bahwa program Wajib Belajar tidak mewujudkan

hasil yang optimal. Betul bahwa tingkat kemenyeluruhan kebi-

jakan subsidi pendidikan dalam skema Wajib Be la jar 9 tahun

tidak sepenuhnya dicerminkan oleh aPm. kendati begitu,

aPm tetap merupakan salah satu indikator penting untuk

mengevaluasi ciri komprehensif  program Wajib Belajar yang

memang menyasar partisipasi pada jenjang pendidikan terkait

rentang usia. maka, berdasarkan asumsi yang telah disebut di

muka, data aPm ini menunjukkan kurang komprehensifnya

skema subsidi pendidikan yang berlaku.

keterbatasan skema subsidi pendidikan yang ada juga bisa

ditinjau secara empiris dari segi universalitasnya. tinjauan ini

dapat didasarkan pada data aPm per provinsi yang dihasilkan

oleh BPS. melalui data ini, kita dapat merekonstruksi selisih

aPm yang tertinggi dan terendah antar provinsi di setiap jen-

jang pendidikan. hasilnya adalah sebagai berikut:

o Selisih aPm SD: 98,72 (Di yogyakarta) - 72,90 (Papua) =

25,82%
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Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Formal, 2009-2013

SUMBER: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat =1&tabel=1& daf tar= -
1&id_subyek=28&notab=1. Diunduh 4 September 2014.



APM Pendidikan Formal per Provinsi, 2013

SUMBER: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1& -
daftar=1&id_subyek=28&notab=6. Diunduh pada 4 September 2014.
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o Selisih aPm SmP: 82,59 (kepri) - 45,88 (Papua) = 36,71%

o Selisih aPm Sma: 67,10 (Bali) - 36,53 (Papua) = 30,57%

Dari selisih ini kita melihat bahwa tingkat selisih aPm ter -

tinggi justru terdapat pada jenjang pendidikan yang merupa kan

sasaran dari program Wajib Belajar 9 tahun, yakni pada jen -

jang SmP dengan selisih sebesar 36,71 persen. hal ini me nun -



jukkan dengan cara yang amat gamblang bagaimana ske ma

subsidi pendidikan yang ada belum benar-benar universal caku-

pannya. Sebab, berdasarkan asumsi kita, skema subsidi pen -

didikan yang komprehensif  dan universal mesti mencakup juga

semua prasyarat partisipasi sekolah peserta didik, sehingga

besarnya selisih aPm SmP menunjukkan kekurang-univer-

salan skema subsidi yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan agenda

kebijakan pendidikan Jokowi-Jk dan kenyataan partisipasi se -

ko lah di indonesia, maka tantangan agenda subsidi pendidikan

Jo kowi-Jk terletak pada persoalan universalitas dan ke men ye -

lu ruhan skema subsidi yang akan diterapkan. Seberapa jauh kah

Jokowi-Jk akan mendorong realisasi kartu indonesia Pintar

hingga betul-betul berciri komprehensif  dan universal—itulah

tantangan utama pemerintahan Jokowi-Jk dalam hal subsidi

pendidikan.

Tantangan Kurikulum Budi Pekerti dan Kewarganegaraan

Dari segi kurikulum, Jokowi-Jk menawarkan penekanan pada

pendidikan karakter lewat pelajaran budi pekerti dan kewarga -

negaraan. kedua elemen pembelajaran itu akan meresapi ke se -

lu ruhan kurikulum pendidikan dasar hingga menengah. Da lam

dokumen Visi-misi dinyatakan bahwa pendidikan karakter

memiliki porsi tak kurang dari 70 persen dari total materi yang

diajarkan dari SD hingga Sma. Seperti halnya kebijakan subsi-

di pendidikan, penekanan pada pendidikan karakter juga bukan

hal baru dalam sejarah perkembangan kurikulum di in do nesia.

kita dapat mempelajari riwayat perubahan paradigma penyu -

sunan kurikulum, distribusi mata pelajaran (mapel) dan peran

pendidikan karakter di dalamnya melalui tabel yang disarikan

dari materi Dikti di samping.

Dalam tabel tersebut, dapat kita saksikan bahwa pene kan an
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pada pendidikan karakter bukanlah hal yang baru dalam se ja -

rah perkembangan kurikulum di indonesia. Paradigma se perti

itu bahkan sudah muncul sejak disahkannya kurikulum perta-

ma republik indonesia di tahun 1947. Dapat kita amati bahwa

memang terdapat tren penurunan dalam penekanan character

building itu sejak jatuhnya Sukarno dan naiknya Orde Baru.

konsolidasi rezim Orde Baru menghasilkan dua dampak pada

kurikulum pendidikan nasional: penekanan pada pendi dikan

kognitif  alih-alih karakter dan penciutan atas pendidikan karak-

ter pada pendidikan moral Pancasila yang sarat ideologi Orde

Baru. tren menguatnya penekanan pada pendidikan karakter

Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia, 1947-2013

Paradigma Kekhasan Distribusi Mapel

rencana Pe la jar -
an 1947 (di sem -
pur  na kan bebera-
pa kali)

Pendidikan watak sebagai
landasan dan bingkai dari
pendidikan kognitif  serta
kontekstualisasi ma pel
dalam kehidupan sehari-
hari

munculnya mapel budi
pekerti

rencana Pen di -
dik   an 1964

Pendidikan gotong ro -
yong terpimpin ber sen di -
kan lima nilai pendidikan
(Panca wa rdha na)

Sistem klasifikasi mapel Pan -
ca wardhana: moral, ke cer das -
an, emo sio nal/ artisitik, ke -
prigelan (keterampilan) dan
jasmani

kurikulum 1968 Pendidikan yang berori en -
tasi pada pencetakan ma -
nu sia Pancasilais se jati

Sistem klasifikasi mapel ber -
basis tiga kategori: pem bi na -
an jiwa Pancasila, pengeta hu -
an dasar dan kecakapan khu -
sus

kurikulum 1975 Pendidikan yang berorien-
tasi pada tujuan yang dite-
tapkan pemerintah den-
gan kriteria yang terukur
secara behavioralis (me la -
lui rangsang-jawab dan
drill)

mapel budi pekerti dihi-
langkan, diganti dengan dua
ma pel terkait, yakni pendi -
dikan agama dan pendidikan
moral Pancasila (PmP)

kurikulum 1984 Paradigma CBSa (Cara
Be lajar Siswa aktif) dan
pe nekanan pada aspek
kog nitif

mulai muncul mapel sejarah
dengan tajuk Pendidikan
Seja rah Perjuangan Bangsa
(PSPB)
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Paradigma Kekhasan Distribusi Mapel

kurikulum 1994 Sistem kurikulum yang
seragam di seluruh indo -
ne sia ditambah dengan
muatan lokal yang berbe-
da di tiap daerah, serta pe -
ning katan penekanan pa -
da aspek kognitif

Serupa dengan kurikulum
1984

kurikulum 2004 kurikulum Berbasis kom -
petensi (kBk) yang ber -
ori entasi pada pencapaian
pengetahuan dan keahlian
di bidang yang spesifik

Pembentukan empat gugus
kompetensi utama: Pengem -
bangan kepribadian (mk),
pengembangan keahlian dan
keterampilan (mkk), pe -
ngem bangan keahlian ber kar -
ya (mkB), pengem bangan
pe rilaku berkarya (PPB) dan
pengembangan berkehidupan
bermasyarakat (PBB)

kurikulum 2006 kurikulum tingkat Satu -
an Pendidikan (ktSP)
yang bercorak desentralis-
tis dengan pemberian ke -
wenangan pada masing-
masing sekolah untuk me -
ran cang kurikulum berda -
sarkan kerangka umum
yang ditetapkan pemerin-
tah

Serupa dengan kurikulum
2004

kurikulum 2013 Orientasi utama pada
‘pendidikan berbasis ka -
rak ter’ dan menjadikan
eva luasi sikap serta peng-
hayatan agama peserta
didik sebagai komponen
integral dari penilaian
kesuksesan studi di setiap
mapel

Pendidikan agama kini dise-
but ‘pendidikan agama dan
budi pekerti’, sementara pen-
didikan Pancasila (seperti
halnya sejak kurikulum 20 -
04) disebut ‘pendidikan Pan -
casila dan kewarganegaraan’.
Pada jenjang pendidikan me -
nengah, kini terdapat mapel
wajib Prakarya dan ke wira -
usahaan

DISARIKAN DARI: http://pjjpgsd.dikti.go.id/mod/resource/ view.php?id = 26& -
subdir=/Revisi_Bahan_Ajar_Cetak/BAC_Pengkur_SD. 

Di un duh pada 5 September 2014.
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kita jumpai kembali pada era reformasi, yakni sejak kuri ku -

lum 2004. namun fokus pada character building ini cen de rung ke

arah distopia dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013,

sikap dan penghayatan religius siswa dimasukkan sebagai bagi -
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an dari komponen penilaian. artinya, siswa yang luar biasa

pandai dalam fisika tetapi kurang menghayati agama, bisa saja

dinyatakan tidak tuntas dalam mata pelajaran fisika. 

tantangan kebijakan pendidikan Jokowi-Jk di aras kuriku-

lum bersumber dari pengalaman penerapan kurikulum yang

ada sejauh ini. ringkasnya, apa yang mesti dilakukan pemerin-

tahan Jokowi-Jk ialah mewujudkan sintesis baru antara pen di -

dikan karakter dan kognitif. Dalam hal ini, ada dua kecende -

rungan historis yang berlawanan secara diametral dan kedua -

nya mesti dielakkan:

o kecenderungan pedagogi Orba yang berpusat pada aspek

teknis-kognitif  dan menciutkan permasalahan karakter pada

ideologi Pancasila yang telah difabrikasi oleh rezim Suharto.

o kecenderungan pedagogi ultra-moralis khas reformasi,

khususnya kurikulum 2013, yang berpusat pada pendi dikan

karakter yang telah diciutkan menjadi perkara agama dan

dipaksakan secara tidak selaras sebagai kriteria evaluasi

mapel-mapel yang sebetulnya tak berhubungan dengan

agama.

keduanya hanya dapat dihindarkan apabila pemerintahan Jo   -

kowi-Jk berhasil merumuskan kembali gagasan tentang pen di -

 dikan karakter secara lebih selaras dengan pendidikan kognitif.

Salah satu solusi penyelerasan itu ialah penggunaan bingkai

pendidikan humaniora. Di sini, ide tentang pendidikan karakter

mesti dikontekskan ke dalam materi yang memang dipelajari di

sekolah. Salah satu mapel yang paling cocok untuk menyemai

fondasi karakter adalah mapel-mapel bahasa. apabila pe la jaran

bahasa indonesia dan inggris (serta bahasa-bahasa dae rah dan

asing lain yang diajarkan) dapat dirombak dengan mem berikan

porsi yang amat besar pada kesusastraan, maka hal itu akan

menjadi ladang persemaian karakter yang selaras de ngan alur

pengajaran di sekolah. Dengan mempelajari karya-karya sastra,

baik lokal maupun dunia, para siswa akan dige rak kan dari da -
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lam hatinya sendiri untuk mengambil sikap dan me ngasah intu-

isi etisnya. Friedrich Schiller mengatakan, da lam letters on the

Aesthetic Education of  Mankind (1794), bahwa pendidikan estetis

adalah kunci bagi kebijaksanaan dan kemawasan di setiap ca -

bang kehidupan, termasuk politik. Jadi solusi atas dilema pen-

didikan karakter dalam kurikulum kita ialah perluasan mapel

bahasa menjadi mapel kesusastraan dan pe nam bahan alokasi waktu

bagi mapel kesusastraan tersebut. Jika Jokowi-Jk berkomitmen

untuk menjadikan pendidikan budi pekerti menempati porsi 70

persen dari materi pendidikan dari tingkat dasar hingga mene -

ngah, maka hal itu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan-

nya ke dalam pendidikan kesusastraan. Solusi di muka mesti

dibarengi dengan transformasi daya kognitif  agar tak berhenti

sebatas pemerolehan pengetahuan teknis-instrumental, tetapi

juga kritis-reflektif. hal ini dapat dilakukan dengan pelajaran

filsafat di jenjang menengah, seperti yang diberlakukan da lam

lembaga pendidikan menengah atas di Jerman (Gymnasium)

dan Prancis (lycée). Pelajaran filsafat akan mengolah intuisi etis

yang telah terasah dalam pendidikan kesusastraan sejak SD dan

membuat siswa mampu mengartikulasikan sikapnya secara kri-

tis dan sistematis melalui argumen yang masuk akal dan dapat

diperdebatkan. Sing katnya, kunci dari dikotomi antara pendi -

dikan karakter dan kognitif  terletak pada perluasan pengajaran

sastra di ting kat SD dan pengajaran filsafat di tingkat Sma. 

Tantangan Demokratisasi Standar Pendidikan Nasional

tolok ukur penilaian pendidikan kita selama ini sudah meng -

alami penyeragaman, seakan-akan tingkat kecerdasan siswa di

kota besar dan pelosok nusantara dapat diukur berdasarkan

satu standar yang sama. Contoh paling terang dari penyera gam -

an itu ialah diberlakukannya sistem ujian nasional yang ser-

agam di seluruh indonesia. Penyeragaman semacam ini me -



3. http://www.antaranews.com/berita/432746/dpr-akan-wacanakan-penghapu-

san-un-sd-dan-smp. Diunduh pada 5 September 2014.

4. Lih. http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/ 2013/04/22/3/ -

148  631/ kemendikbud-tolak-Penghapusan-un & http://harnas.co/2014/ 06 -

/  23/kemendikbud-penghapusan-un-perlu-dikaji-ulang. Diunduh pada 5 Sep -

tember 2014.
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ngabaikan perbedaan konteks pendidikan murid di tiap daerah.

Padahal belum tentu sarana pendidikan yang sama terpenuhi di

setiap tempat secara setara. terjadi uneven development dalam

praktik pendidikan di berbagai daerah di indonesia. angka

Partisipasi murni antar provinsi yang sudah dibahas tadi meru-

pakan salah satu ilustrasinya. Jokowi-Jk melihat bahwa hal ini

keliru. tidak semestinya masyarakat indonesia yang berbeda-

beda situasinya itu diharuskan menjalani proses pendidikan

yang sama persis. untuk itu, Jokowi-Jk akan memberikan

 ruang kemerdekaan yang lebih luas bagi sekolah di tiap daerah

un tuk mengembangkan sistem pengajarannya. materi yang ber -

asal dari muatan lokal dan nasional akan diberikan porsi yang

seimbang. Sistem ujian nasional yang seragam akan diha-

puskan dan digantikan dengan sistem penilaian yang lebih

demokratis, yang memerdekakan setiap sekolah untuk meran-

cang mekanisme penilaiannya dalam dialog yang setara de ngan

kementrian pendidikan dan kebudayaan.

namun penghapusan ujian nasional menghadirkan tan -

tangan tersendiri. Wacana soal ini tidak hanya beredar dalam

kam panye Jokowi-Jk. komisi X DPr juga sudah memulai

pem bicaraan tentang kemungkinan penghapusan ujian nasio -

nal di tingkat SD dan SmP.3 namun kementerian Pendidikan

dan kebudayaan mempersoalkan lenyapnya standar pendi dik -

an di indonesia apabila sistem ujian nasional dihapuskan.4

gugatan soal standar pendidikan ini menjadi argumen umum

yang lazim dilontarkan untuk menolak penghapusan ujian na -

sional. Dalam Peraturan menteri no. 20 tahun 2007 me mang

dinyatakan bahwa salah satu fungsi ujian nasional ada lah se -
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bagai instrumen untuk menilai pencapaian pencapaian Standar

nasional Pendidikan. artinya, tantangan kebijakan pe nghapus -

an ujian nasional adalah menyediakan standar pe ngganti yang

lebih sesuai. kita tak mungkin menolak ide tentang standar pen-

didikan sebab standar semacam itu perlu un tuk mengukur capai -

an proses belajar-mengajar dan sebagai alat bantu untuk menye-

suaikan proses pendidikan agar tercapai target yang diinginkan.

apa yang mungkin ditolak ialah cakupan nasional dari ujian

nasional tersebut, sebab di situlah letak akar permasalahannya.

uneven development dalam praktik pendidikan di tiap daerah

memustahilkan penggunaan standar yang efektif  dan universal

dalam mengukur capaian pendi dik an. Jadi standarisasi pendi -

dikan tetap perlu dilakukan, tetapi tidak pada aras nasional,

melainkan disesuaikan dengan kondisi konkret di daerah. apa

yang kita perlukan bukanlah ujian nasional melainkan ujian

Daerah. ini adalah salah satu solusi yang mungkin untuk men-

jembatani tuntutan penghapusan ujian nasional dan tuntutan

bagi adanya standar pendidikan.

__________

Dengan demikian, terdapat tiga tantangan besar terhadap per-

wujudan kebijakan Jokowi-Jk terkait pendidikan:

1. tantangan subsidi pendidikan

2. tantangan pendidikan budi pekerti dan kewarganegaraan

3. tantangan demokratisasi standar pendidikan nasional

Secara lebih konkret, ketiga tantangan tersebut dapat diurai -

kan ke dalam rumusan yang sekaligus menyimpan solusi ter-

hadapnya.

1. rendahnya angka Partisipasi murni pendidikan formal dan

tidak meratanya angka tersebut antar provinsi menun juk kan

bahwa skema subsidi pendidikan mesti berwatak komprehen-

sif (pembebasan semua biaya) sekaligus universal (mencakup



semua warga negara).

2. terbentangnya jurang antara pendidikan karakter dan kog-

nitif  dapat dijembatani lewat pendidikan kesusastraan di ting -

kat SD hingga Sma dan filsafat di tingkat Sma. hanya de -

ngan cara itulah poros ekstrem antara ultra-moralisme ku -

rikulum 2013 dan pedagogi teknis-ideologis Orde Baru

dapat dihindarkan.

3. Penghapusan ujian nasional tidak boleh disertai dengan

penghapusan standar pendidikan apapun, melainkan mesti

ditransformasi ke dalam ujian Daerah yang mengakomodasi

kondisi uneven development pendidikan di tiap dae rah.

ketiga tantangan inilah yang mengemuka di hadapan Jo -

kowi-Jk. Solusi atas ketiganya sudah terkandung di dalam per-

masalahan itu sendiri. tak ada hambatan teknis apapun yang

dapat menghalangi Jokowi-Jk mengambil ketiga solusi terse-

but. republik ini tidak kekurangan suatu apapun untuk me -

nempuh jalan keluar itu. yang menentukan hanyalah perkara

konsistensi pilihan politik Jokowi-Jk pada revolusi mental.
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SeLama ini SuDah Banyak PerSOaLan yang DiSuarakan

oleh kalangan yang berjuang untuk agenda perburuhan,

misalnya: upah murah, fleksibilisasi kerja (kontrak-outsourcing),

dan perlindungan sosial. tulisan ini mengajak kita semua un -

tuk me nelusuri hal yang nyata tapi lebih minim diperiksa, yaitu

soal (memaksimalkan) ruang politik kaum buruh indonesia.

Pada kenyataannya, isu-isu perburuhan utama berada pada

ruang po litik yang terus berdinamika sejak runtuhnya ke -

kuasaan rezim otoriter Soeharto pada 1998. Berbagai pemerin-

tahan yang berkuasa pada era “rezim reformasi-oligarki-neo -

liberal” selama 16 tahun terakhir, mencoba menangani kaum

buruh pada ruang politik yang dibentuk oleh perlawanan dan

atau ke ter tundukan kaum buruh berhadapan dengan posisi mo -

dal dan ne gara. kaum buruh belum mampu menempatkan

dirinya sebagai kekuatan signifikan dalam ruang politik, seper-

ti yang per nah terjadi pada era rejim politik sebelum 1965

(hadiz 2010). kondisi ini terjadi seragam di berbagai negara

asia teng gara, termasuk yang telah melampaui rezim politik

otori ter (hutchison 2012) 

Siapa yang mengisi ruang politik perburuhan yang harus di -

BAB 8

Membuka Ruang Politik 
Bidang Perburuhan

Irwansyah



perjuangkan di era Jokowi? menurut publikasi Biro Pusat Sta -

tis tik (Februari 2014), mereka adalah angkatan kerja yang hing -

ga Februari 2014, mencapai 125,3 juta orang, sementara pen du -

duk yang bekerja berjumlah 118,2 juta orang; tingkat Pengang -

guran terbuka mencapai sekitar 7,14 juta orang (5,70 per sen).

Berdasarkan waktu kerja di atas 35 jam per minggu men capai

81,2 juta orang (68,71 persen), sedangkan penduduk bekerja

dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu men-

capai 7,3 juta orang (6,16 persen). mayoritas pekerja ber latar
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belakang pendidikan SD ke bawah sebanyak 55,3 juta orang

(46,80 persen), sekitar 44 persen berlatar belakang Sma atau

lebih rendah. Penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi be -

sarnya sekitar 10 persen, terdiri dari Diploma sebanyak 3,1 juta

orang dan universitas sebanyak 8,8 juta orang.

kedua tabel di halaman sebelumnya menunjukkan secara

statistik gambaran umum perburuhan sejak 2012 relatif  tidak

berubah ban yak dan bisa menjadi indikasi juga dari situasi yang

relatif  sama yang akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi di

masa awal kekuasaannya. tren pertumbuhan penyerapan ang -

katan kerja terjadi pada sektor industri, konstruksi, perdagang -

an dan jasa kemasyarakatan (pegawai negeri termasuk di da -

lamnya). angkatan kerja di sektor pertanian terus mengalami

pe nurunan. Data yang tidak terungkap dari statistik ketenaga -

kerjaan resmi ini adalah mengenai jumlah pekerja yang beker-

ja dengan status kontrak dan outsourcing, yang telah menjadi isu

keresahan utama para pekerja selama belasan tahun era refor-

masi. Sayangnya juga, belum tersedia data alternatif  di luar

yang dirilis pemerintah.

Ruang Politik Buruh Terkungkung Pasca 1965

Selama 32 tahun Orde Baru (Orba), ruang politik buruh sangat

di batasi karena dipasungnya kebebasan berserikat buruh. ha -

nya boleh ada satu wadah berserikat bagi buruh yang diizinkan

oleh pemerintah. Strategi politik korporatis menempatkan seri -

kat buruh semata-mata bagian dari agenda pembangunan eko -

nomi rezim Orba, yang mengembangkan industri berorientasi

ekspor. Serikat buruh diisolasi dalam ruang hubungan in dus -

trial yang sangat sempit, sebatas menyangkut hal yang ter ka it

dengan penyelesaian persoalan di tempat kerja dan hal yang

terkait kelancaran produksi. Serikat buruh ditempatkan da lam

ruang kedap politik sebagai kebalikan dari yang terjadi pada
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masa sebelum 1965, dimana mereka berperan sangat ak tif  dan

signifikan dalam perjuangan politik, khususnya anti im perial -

isme dan kapitalisme. Buruh lewat aksi pendudukan pab rik dan

solidaritasnya adalah kekuatan yang paling penting da lam

nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya di ke lo -

la penguasa kolonial dan kemudian bertransformasi menjadi

perusahaan-perusahaan negara. Sayangnya kemudian, se te lah

nasionalisasi justru perusahaan-perusahaan negara di do minasi

atau bahkan dikuasai militer dan rentan dengan korupsi, se -

mentara buruh justru semakin mengalami peminggiran teruta-

ma akibat permusuhan sengit militer dengan kekuatan kiri.

Serikat buruh juga yang berjasa atas pembentukan berbagai hu -

kum perburuhan paska kolonial yang sangat melindungi buruh

dan dianggap paling baik di asia (manning 1998, Castle 2001)

Serikat buruh yang berpolitik diberikan stigma komunis

atau “Pki” dan konsekuensinya menjadi musuh yang akan

lang sung ditumpas tanpa ampun oleh rezim Orba. Pengertian

la rangan berpolitik bagi serikat buruh, berkembang sedemikan

rupa dalam ruang politik harmoni yang ditegakkan baik de ngan

kekerasan fisik (koersi) maupun dengan hegemoni. aki batnya,

semua hal terkait menuntut hak hidup dan kerja layak dikon-

disikan sebagai “politik praktis”, sehingga artinya mengganggu

stabilitas keamanan dan mengancam pertumbuhan eko nomi

yang harus melayani kenyamanan seperti diinginkan oleh ke -

kuatan pasar dan modal. militer terlibat aktif  menjaga ruang

perburuhan agar tetap steril dari politik. keterlibatan itu mulai

dari peranan komando territorial yang meliputi fungsi peng -

amanan terhadap potensi konflik perburuhan, hingga terlibat di

tingkatan manajemen di ruang yang lebih eksklusif, yaitu di

pabrik/tempat kerja (workplace).

untung saja ruang ciptaan Orba tersebut tidak berhasil se -

cara mulus dan sempurna, karena masih ada celah dari setiap

kontradiksi. Pada awal 1990an, seiring meningkatnya pertum-

183RUANG POLITIK PERBURUHAN



buhan ekonomi berbasiskan industri non-migas, mulai ma rak

ditemui insiden-insiden perburuhan. Perlawanan kolektif  me -

ningkat, menyusul keterlibatan berbagai inisiatif  membang un

serikat buruh independen sebagai alternatif  bagi keresahan bu -

ruh yang frustasi dengan mandulnya serikat pekerja yang di -

izinkan oleh Orba. Beberapa insiden yang penting adalah mo -

gok massal di berbagai daerah, yang ditanggapi oleh rezim Or -

ba dengan menciptakan kerusuhan (rasial) sebagai taktik klise

dalam mengakhiri aksi-aksi rakyat. kerusuhan memberi pem-

benaran legal bagi tindakan keamanan dan secara efektif  me -

mojokkan aktivis buruh yang dianggap keluar dari ruang yang

dibolehkan. 

insiden lain yang penting adalah tragedi pembunuhan mar -

sinah, sebagai akibat kebiasaan campur tangan militer da lam

urusan perburuhan. marsinah, seorang buruh perempuan yang

berani menuntut hak atas upahnya, juga keluar dari ruang poli-

tik otoriter yang dibentuk rezim. Buruh perempuan jumlah nya

terus meningkat dalam total angkatan kerja di sektor in dus tri,

sementara serikat buruh tetap mayoritas dipimpin laki-laki. Bu -

ruh perempuan dibatasi oleh ruang yang menekan se cara lebih

berlapis lagi, karena juga didaurulangnya budaya pat riarki yang

menghendaki kepatuhan dan ketundukan pe rem puan di masya -

rakat, termasuk di tempat kerja. Suatu ironi, karena dalam seja -

rah indonesia merdeka, ketika kekuatan serikat buruh signifi -

kan dalam politik, menteri perburuhan per ta ma adalah seorang

perempuan progresif  bernama S.k. trimurti. marsinah keluar

dari ruang kemandulan serikat pe kerja yang tak berdaya meng-

hadapi pelanggaran hak normatif  yang dilakukan bersama-

sama oleh pengusaha dan negara, bahkan lebih jauh lagi me -

nerobos batas “kepatutan” sebagai perempuan dalam sistem

politik yang otoriter dan patriarkis. Patriarki menjadi faktor

yang penting dalam industri orientasi ekspor, karena biaya yang

jauh lebih kecil harus dibayarkan oleh pengusaha bagi buruh
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perempuan. 

tragedi pembunuhan marsinah, merefleksikan bagaimana

ruang politik perburuhan yang dibangun rezim Orde Baru, me -

rupakan ruang yang mengharamkan agenda hubungan kerja

yang demokratis, anti patriarki, dan pro hak asasi manusia.

ruang yang terbentuk telah menjadi suatu rezim tersendiri, di -

mana penggeraknya adalah jaringan antara negara Orba, mo -

dal (investasi multinasional yang berkepentingan atas industri

ekspor dan juga pengusaha domestik), dan bahkan juga elite-

elite aktivis serikat buruh yang terhegemoni dengan ideologi

pertumbuhan ekonomi, anti politik praktis, dan juga patriarki.

Sayangnya, secara umum kita harus mencatat bahwa seluruh

perlawanan buruh di masa Orba terkungkung pada ruang per-

juangan hak normatif  (upah, waktu kerja, cuti, libur, dll), kare-

na ruang politik yang tersedia sedemikian terbatas. Bahkan

ruang untuk berserikat di tempat kerja pun nyaris sama sekali

tidak tersedia (hadiz 2010, 145-146). 

Ruang Politik Lebih Terbuka Pasca 1998

Pasca runtuhnya rezim Orab, segera terjadi perubahan dalam

berbagai regulasi perburuhan yang berwujud pada reformasi

“paket tiga undang-undang (uu) perburuhan”. Dimulai de -

ngan uu kebebasan berserikat (uu no.21/2000), yang mem-

buat serikat buruh tidak lagi tunggal dalam wadah yang dibo -

lehkan pemerintah. Disusul uu ketenagakerjaan yang meng -

anulir uu terdahulu, dimana di satu sisi memberi perlindungan

bagi hak-hak normatif  (termasuk proses Phk dan keharusan

memberikan pesangon yang tidak disukai pemodal), namun di

sisi lain nya, memberi legitimasi bagi berbagai bentuk hubungan

kerja “baru” (kontrak dan outsourcing) yang dibutuhkan oleh

eko nomi yang pro neoliberal. rangkaian perubahan ini ditutup

dengan uu Pengadilan hubungan industrial, yang secara nor-
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matif  berorientasi mempercepat proses penyelesaian per se li -

sihan antara buruh dan pengusaha. 

ruang politik perburuhan yang tersedia paska lengsernya

Soeharto, dibentuk oleh beberapa tarikan struktural kepenting -

an ekonomi politik yang tidak selalu saling bersambungan. Satu

tarikan tentu datang dari posisi indonesia sebagai bagian dari

jaringan produksi global. Sejumlah analisa kritis menjelaskan

perubahan ini sebagai peralihan dari model produksi fordisme,

yang mendominasi sejak akhir Perang Dunia ii, hingga terjadi -

nya krisis kapitalisme global pada 1970an, ber alih ke model

produksi pasca-Fordisme yang terus mendo mi nasi hingga era

neoliberal sekarang. Fordisme mengedepan kan kerja massal,

produksi massal, dan konsumsi dalam satu pa ket dengan pakta

sosial buruh-negara-modal di negara in dustri maju yang

mengembangkan “negara kesejahteraan” (welfare state). tentu

saja harus diakui bahwa penerapan fordisme di berbagai negara

maju tidak sepenuhnya sama dengan yang diterapkan di negara

berkembang. Pada yang terakhir ini ini ti dak ada pakta sosial

yang memperkuat posisi buruh, bahkan cen derung otoriter de -

ngan adanya sentralisme peran negara. mo del rezim kerja

pasca-Fordisme menguat dalam proses ker ja (labor process) kon-

temporer, dipengaruhi oleh pendalaman tek nik produksi yang

fleksibel dan ramping (lean production). Per luasan teknik pro-

duksi ini, dalam sejarahnya, mengikuti kri sis kapitalisme glo bal

(krisis minyak, kemeresotan pasar ero pa dan amerika dll) pada

1970an. teknik produksi fleksi bel mentransformasi produksi

massal yang digerakkan perusahaan-perusahaan besar yang

berjaya memproduksi produk ge ne rik hingga 1970an, menjadi

produksi massal yang cepat menghasilkan produksi baru guna

merespon selera konsumen di pasar. komando industri beralih

dari perencanaan negara kesejahteraan ke kekuatan pasar de -

ngan kecenderungan konsumsinya yang terus berubah.

kemampuan untuk cepat memproduksi komoditas baru di -
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to pang oleh: pertama, perkembangan teknologi informasi (kom -

puter, internet, dll) dan alat-alat otomatisasi lainnya. Kedua

oleh cara produksi, yang alih-alih mengerjakan jalur perakitan

dari bahan baku sampai produk jadi, justru kini proses produk -

sinya menjadi terpecah-pecah ke berbagai perusahaan indivi -

dual yang mengkhususkan bidang keahlian mereka. Pro ses ker -

ja yang disebut produksi fleksibel atau ramping (Babson 1995,

moody 1997) ini berkembang semenjak dimulai di industri oto-

motif  (itulah sebabnya juga dikenal sebagai ‘toyota Production

System’) dan kini mendominasi di mayoritas sektor industri

manufaktur lainnya. karenanya, satu komoditas, mi sal nya mo -

bil atau alat elektronik, diproduksi dengan melibatkan jaringan

berbagai perusahaan yang dikontrak, disub-kon trak, atau di-

outsourcing oleh pembeli dari perusahaan peme gang merk/brand

dari komoditas tersebut. konse kwen sinya, cara produksi ini

secara teoritis hanya membutuhkan se dikit pekerja utama de -

ngan keahlian tinggi, dan berjaringan de ngan perusahaan yang

mempekerjakan buruh dengan ke ahlian rendah yang dapat se -

cara fleksibel pula dipecat atau dipekerjakan (firing and hiring)

Proses produksi ini sudah dipraktekkan secara terbatas sejak

era Orba, namun baru mendapat legalisasinya melalui uu ke -

tenagakerjaan pada 2003. Di era pasca Orba, praktik produksi

ramping/fleksibel menjadi semakin masif  dan ber ko responden -

si dengan masifnya pula perlawanan terhadap kerja kontrak

dan outsourcing. tampaknya, kekuatan modal mengasumsikan

bahwa kekuatan buruh sudah berhasil dilemahkan secara opti-

mal selama masa Orba dan karenanya penerapan teknik pro-

duksi ramping/fleksibel tidak akan mungkin mendapatkan tan-

tangan yang signifikan. apalagi sulitnya meminta pertanggung-

jawaban legal akibat jaringan produksi yang melibatkan begitu

banyak perusahaan dalam proses kerja yang dialami para bu -

ruh. Proses yang lebih rumit ini mengakibatkan dengan cepat

dilucutinya keterlibatan militer secara legal-formal dalam hu -
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bungan industrial pasca 1998.

ruang berorganisasi secara formal terbuka lebar dan meng-

hasilkan gelombang kemunculan serikat buruh. Berbagai kon-

federasi, federasi, dan serikat buruh tingkat pabrik terdaftar se -

cara resmi. Berbagai sektor pekerjaan seperti perbankan, sektor

publik, jasa dll mulai berserikat pula. namun demikian, berba-

gai penelitian menunjukkan bahwa angka keanggotaan serikat

buruh masih tetap rendah. Diperkirakan baru 3,6 persen dari

total angkatan kerja yang berserikat. hanya 11 persen dari total

pekerja di sektor formal yang telah berserikat (Ford 2007). Seri -

kat buruh mengklaim jumlah yang lebih besar, namun juga ti -

dak lebih dari 8 persen dari total angkatan kerja. ironisnya, de -

ngan jumlah keanggotaan serikat yang ma sih rendah tersebut,

pada saat yang bersamaan salah satu isu yang diperjuangkan

oleh serikat buruh saat ini adalah maraknya tindakan pembe -

rangusan serikat oleh pihak pemberi kerja (Ford 2013) . 

Jumlah yang relatif  kecil ini menunjukkan ruang berorgani -

sasi masih penuh tantangan, terutama di tingkat perusaha an -

/tempat kerja yang jelas-jelas masih melakukan penolakan bah -

kan serangan terhadap kesempatan yang sudah diatur se cara

legal oleh semua pemerintahan sejak awal reformasi. Se bagai

contoh, pegawai pemerintah dan universitas jelas hampir selu-

ruhnya tidak berserikat dan tidak memiliki perwakilan di ting -

kat nasional. Suatu pertanda dari kegagalan rezim era refor-

masi, yang secara konsisten membangun ruang politik agar ter -

sedia bagi seluruh pekerja. ironisnya lagi, tidak adanya serikat

pekerja pemerintah dan universitas ini ternyata belum menjadi

persoalan yang diperjuangkan oleh seluruh serikat buruh yang

ada. konsolidasi di antara gerakan buruh terorganisir masih

sangat lemah sehingga fragmentasi dan keterputusan di antara

berbagai jenis dan kalangan pekerja membuat ruang politik per-

buruhan yang ada sangat rentan dari berbagai macam interven-

si kekuatan sosial yang berbeda kepentingan dari buruh. tidak
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hanya dari pihak pengusaha, intervensi dan intimidasi kini

juga, mungkin, datang dari jaringan kekuatan oligarki yang sa -

ngat predatoris di tingkat lokal. Peranan pengendalian buruh

secara koersif, yang dulu diperankan secara resmi oleh militer,

kini mulai diambil tongkat estafetnya oleh berbagai macam pre-

manisme di tingkat lokal.

ruang politik bagi buruh selama era reformasi beririsan de -

ngan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi dae rah

yang berlangsung sejak 2001. Desentralisasi dirancang dengan

asumsi neoliberal tentang kerjasama yang harmonin an tara

negara, kekuatan pasar, dan masyarakat sipil yang bersemangat

mendukung tata pemerintahan yang baik (good governance). De -

sentralisasi mengupayakan sterilisasi terhadap politik yang

dapat memberikan tekanan bagi pembangunan yang tetap ber -

orientasi pada pertumbuhan ekonomi pro pasar. Par ti sipasi di -

salurkan dan dibatasi lewat pelembagaan-pelembaga an yang

dimaksudkan untuk tidak bertentangan dengan perencanaan

dan implementasi kebijakan yang bersifat teknokratik. Berbagi

studi tentang desentralisasi menunjukkan menguatnya kekuat -

an oligarki di tingkat politik lokal, yang ternyata mampu mere-

organisasi kekuatan dan jaringan sosialnya untuk membajak

desentralisasi. kekuatan oligarki dalam politik lokal tercermin

dari fenomena maraknya korupsi yang juga terdesentralisasi

(Smith, Obidinzki, Subarudi, Suramenggala 2003; ha diz 2004;

henderson, Vermon, kuncoro 2011, alesina, gen nai oli, Lovo

2014).

kepentingan elite-elite lokal mengintervensi ruang politik

per buruhan di era reformasi sangatlah konkret. Penerapan pro-

duksi fleksibel, misalnya, membutuhkan fleksibilisasi pasar te -

naga kerja, yang artinya membutuhkan pasokan pekerja out-

sourcing secara massal di tingkat lokal. keuntungan dari bisnis

outsourcing ini mencapai rp 15 t di 2012, dan terus bertum-

buh sebesar 30 persen sejak 2009  dan diperkirakan mencapai
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rp 17,5 t di tahun 2014 ini. Sementara dari 12.000 perusaha -

an pengerah buruh outsourcing, hanya 6300 perusahaan yang

ter daftar di Depnaker, dimana hanya ada 100 perusahaan yang

bergabung dalam asosiasi perusahaan pengerah buruh outsourc-

ing (Detik 2012). 

Pada 2012 mahkamah konstitusi menegaskan bahwa pasal

yang membolehkan outsourcing di uuk 2003, bertentangan de -

ngan konstitusi dan karenanya menyarankan pembatasan kerja

outsourcing. Di tahun terakhir kekuasaan SBy, menteri tenaga

kerja melakukan moratorium perusahaan pengerah out sourcing,

namun, seperti dilaporkan media massa, hal itu nya  ris tidak

berdampak sama sekali di lapangan. Dengan besar nya keun-

tungan dari bisnis pengerahan buruh outsourcing dan juga ma -

raknya keterlibatan elite lokal maupun nasional da lam me -

ngembangkan bisnis ini, sementara pengawasan sangat lemah

untuk menegakkan aturan sesuai uu yang membatasi jenis

pekerjaan yang dapat menggunakan buruh outsourcing, maka

tidak keliru penilaian yang menganggap bahwa negara adalah

sponsor dari proses bisnis ini (tjandaraningsih 2013). keber -

adaan regulasi bukanlah penentu utama bila dibanding kan de -

ngan kekuatan struktural dan daya tekan politik secara nyata

yang lebih menentukan dinamika di antara para pihak yang ter-

libat dalam hubungan perburuhan di era reformasi. 

Frustasi terhadap keterpinggiran dalam partisipasi di lemba-

ga yang tersedia, gerakan buruh berevolusi secara gradual ter -

hadap desentralisasi. Perkembangan signifikan terjadi pada pe -

riode pasca mobilisasi besar-besaran di berbagai daerah, yang

berhasil membatalkan rencana revisi uu ketenaga ker jaan

pada 2006. mobilisasi-mobilisasi buruh di berbagai lokasi me -

masuki area publik dalam bentuk politik protes jalanan (Julia -

wan 2011). Demonstrasi buruh menjadi lebih militan, di tandai

dengan berbagai aksi massa yang efektif  sebagai tekan an untuk

mendesak kenaikan upah minimum lokal. metode pengepung -
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an kantor-kantor pemerintah lokal, blokade jalan (termasuk ja -

lan tol antar kota yang cukup vital), hingga aksi ge rebek pabrik

(pengepungan pabrik) untuk menekan pengusaha melakukan

pengalihan status dari kontrak/outsourcing menjadi pegawai

tetap.

mobilisasi buruh untuk bergerak melakukan tekanan inten-

sif  beberapa tahun terkini, menjadi pola tetap yang berulang se -

tiap menjelang akhir tahun ketika dilakukan penetapan upah

minimum di tingkat lokal (kabupaten dan provinsi). Pada ta -

hun-tahun awal, partisipasi dalam dewan pengupahan atau pe -

ngadilan hubungan industrial di tingkat lokal kurang memba wa

hasil yang menguntungkan. umumnya kisah pilu di ruang tri-

partit terjadi karena buruh seperti dikeroyok oleh pengusaha

dan pemerintah daerah yang memiliki posisi saling mendu -

kung. ketika kondisi kenaikan upah mendekati apa yang ditun-

tut buruh, bukan berarti masalah selesai. Di tingkat pelaksa na -

an masih tersedia mekanisme pengajuan oleh pengusaha untuk

meminta pengecualian, sehingga bisa terjadi praktiknya tidak

mengikuti nilai yang ditetapkan. Jika buruh tidak terorganisir

dengan baik sehingga tidak mampu melakukan tekanan, maka

kondisinya menjadi lebih parah lagi. 

Sejarah kebijakan upah minimum sendiri baru ditetapkan

melalui Peraturan menteri tenaga kerja no. 05/men/1989,

sebagai respon atas besarnya tekanan akibat merebaknya aksi-

aksi perburuhan. ide utamanya, upah minimum regional ber -

fungsi sebagai pengendalian atas tekanan kenaikan upah, seba-

gaimana yang secara efektif  dilakukan di amerika sejak masa

nixon. Beberapa negara juga mengalami kemerosotan gerakan

buruh karena dijinakkan dalam mekanisme penetapan upah di

tingkat lokal. tentu saja, kemerosotan gerakan itu ditentukan

juga oleh militansi dan konsolidasi gerakan buruh antar lokasi

dan kekuatan kendali perburuhan di tingkat lokal. Pengalaman

negara tetangga seperti Filipina menunjukkan, gerakan buruh
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menjadi lemah di tingkat lokal dan harus mengatasinya de ngan

melakukan konsolidasi melalui alinasi-aliansi antar seri kat

buruh maupun antar teritori untuk dapat menggalang ke kuat an

penyeimbang yang signifikan.

mengacu survei Bank Dunia, pungutan liar terhadap pe laku

industri mencapai 19-25 persen dari total biaya produksi, se -

mentara komponen upah buruh (labour cost) hanya berkisar 9-12

persen. Persoalan pungutan liar tidak berkurang bahkan di era

desentralisasi. ini menunjukkan, jaringan aliansi sosial oligarki

di tingkat lokal sangat kuat sehingga dapat menyesuaikan diri.

Sedikit celah kadang kala tersedia akibat adanya kompetisi poli-

tik di tingkat lokal melalui pemilu dan pilkada. ruang elektoral

menyebabkan politisi, termasuk elite lokal ha rus bersikap po -

pulis kepada rakyat. Dukungan dan keterlibat an gerakan buruh

secara gradual mulai punya nilai signifikan tertentu. Serikat

buruh bahkan mulai mencoba menempuh jalan keterwakilan

politik melalui jalur elektoral. hingga saat ini, tingkat keber-

hasilannya masih sangat rendah walaupun mulai ada hasil

beberapa caleg (calon legislatif) buruh berhasil mendapat kursi,

termasuk di pemilu 2014.

Dilemanya dalam pertarungan elektoral saat ini, peranan

money politics dan kemampuan bekerjasama dalam tingkatan

ter tentu dengan oligarki lokal masih sangat menentukan. Se -

mentara pada saatnya harus berfungsi sebagai perwakilan poli-

tik buruh, batas yang segera menghadang adalah kepentingan

dan karakter partai-partai borjuasi yang selama ini mendo mi -

nasi kekuasaan politik lokal. konsesi politik dan kecende rung -

an terjerumus mendukung status quo, sudah menjadi pengal -

aman pahit yang terjadi di berbagai negara kapitalis maju—

misalnya aS, inggris, Swedia, Jerman, dan Jepang. Pada gilir -

an nya, ini berkonsekwensi pada semakin menurunnya dukung -

an buruh terhadap serikat buruh yang dianggap tidak berdaya

dalam ruang politik yang dikuasai borjuasi. maka, sekali lagi,
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penting mencermati apa yang bisa dan harus dilakukan dalam

ruang politik yang tersedia buat gerakan buruh.

Tantangan atau Peluang Bagi Rezim Jokowi

Sejauh ini, pemaparan yang ada bertujuan menunjukkan bah -

wa persoalan dan nasib buruh dari masa ke masa antar rejim

po litik, tidak ditentukan oleh “penegakan hukum” atau keterse-

diaan aturan dan kelembagaan yang memadai untuk melin-

dungi buruh. argumen hukum dan kelembagaan terlalu sering

diajukan, bahkan oleh para aktivis serikat buruh yang garang

dan sebetulnya tidak memuaskan sebagai penjelasan. uraian

da lam bagian di atas menunjukkan, posisi buruh terkait ruang

po litiknya dibentuk oleh tarikan struktural. mulai dari daya

pengaruh rantai produksi kapitalisme global, dominasi para oli-

garki politik yang cekatan menyesuaikan diri dengan per ubah -

an ekonomi politik yang ada, dan juga kelemahan gerakan

buruh untuk memanfaatkan ruang politik yang berdina mika.

Paska penghancuran kekuatan rakyat terorganisir sejak 1965,

gerakan buruh relatif  terkungkung dalam batas-batas eko nomi

dan ideologi yang dibentuk oleh strategi politik negara.

negara di era Jokowi tidak akan otomatis menjadi negara

pelindung buruh. terlalu banyak faktor yang menghalangi ha -

rapan ideal adanya rejim politik pro buruh, setidaknya seperti

masa sebelum 1965. ataupun versi negara kesejahteraan yang

dengan sadar membuat pakta sosial dengan buruh agar ada per-

damaian industrial. Jokowi adalah pengusaha, begitu juga wa -

kil presidennya Jusuf  kalla. Dalam pengalamannya sebagai

kepala daerah pun (Solo dan Jakarta) maupun massa Jk men-

jadi Wapres SBy (2004-2009), kebijakannya di bidang perbu-

ruhan sama sekali bukan prestasi yang dapat dibanggakannya.

Di masa pemilu lalu, salah satu serikat buruh yang besar men-

dukung kandidat presiden saingan Jokowi. elite serikat tersebut
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beralasan hanya Prabowo yang bersedia membuat kontrak po -

litik pro buruh dengan mereka. mayoritas buruh juga skeptis

dengan kehadiran para elite pengusaha nasional yang terlibat

da lam tim Jokowi sejak masa kampanye. Sofyan Wanandi,

pimpinan asosiasi Pengusaha indonesia (apindo) yang me -

mili ki track record berkonfrontasi dengan serikat buruh, ironis-

nya di tempatkan menjadi ketua tim sukses Jokowi bidang per-

buruhan.

Dengan tantangan yang sangat berlapis-lapis itu, adakah

harapan? menurut saya, kita masih bisa menggali peluang de -

ngan menggali pengetahuan dan pemahaman yang lebih tajam

dan teliti mengenai apa yang tersedia di ruang politik masa Jo -

kowi. Pemaparan tentang sejarah ruang politik perburuhan dari

masa ke masa, menunjukkan adanya beberapa ruang yang ha -

rus dapat diperkuat oleh rezim Jokowi, yang selama kampanye

mengedepankan citra partisipasi dan keinginan untuk me ng -

hormati hak asasi manusia (sebagai perbedaan yang kontras

dengan rival politiknya yang adalah pelanggar ham). ruang

tersebut adalah: (a) ruang berorganisasi di pabrik/perusaha an -

/tempat kerja (workplaces); (b) ruang pembelaan terhadap pe -

rem puan dan reproduksi sosial; (c) ruang politik praktis buat se -

ri kat buruh, khususnya dalam konteks desentralisasi dan politik

tingkat lokal; dan (d) ruang turut mengendalikan model pro-

duksi industri.

ruang politik berorganisasi akan meningkatkan secara sig-

nifikan standar perburuhan kita di antara negara-negara lain.

Pe merintah Jokowi harus menjadi teladan dalam penegakan

hukum dengan mendorong secara aktif  adanya perwakilan bu -

ruh dalam bentuk serikat buruh di setiap tempat kerja, terma-

suk di instansi-instansi pemerintahan. keberadaan serikat bu -

ruh di setiap tempat kerja akan menjadi model hubungan in -

dustrial yang membudaya dan melindungi semua jenis pekerja,

termasuk para buruh migran yang terus menjadi problem kare-
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na maraknya kasus penganiayaan yang di alami di negara tuju -

an kerja. Dalam diplomasi maupun di tingkat kesadaran buruh

akan terpatri bahwa serikat buruh adalah organisasi yang me -

lindungi buruh, baik di dalam maupun di negara lain tempat

tujuan kerja warga negara indonesia. Standar perburuhan yang

tinggi akan menjadi dasar acuan dalam membuat kesepakatan

dengan negara lain yang sangat tidak menghormati perlin dung -

an terhadap pekerja migran kita. Buruh migran pun me mi liki

rujukan tentang standar perburuhan yang dapat dilihat di

dalam negeri.

ruang politik yang meningkatkan demokrasi harus dapat

mentransformasi tempat kerja dan tempat tinggal. Patriarki

yang juga turut terlibat dalam penundukkan buruh, harus da pat

diimbangi dengan politik afirmasi negara terhadap perempuan

pekerja. negara mendorong aktif, melalui kerja sama an tar ke -

menterian (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, so sial, dan

kesejahteraan rakyat) agar posisi perempuan pekerja men dapat

perlindungan dan penguatan. Fasilitas di tempat ker ja dan

dalam proses kerja, harus mengakomodasi kebutuh an perem-

puan pekerja yang saat ini harus menanggung beban berlapis-

lapis selain mencari nafkah. Sudah ada peraturan tentang pe -

nyediaan tempat menyusui untuk ibu bekerja tapi ma sih sangat

diabaikan dalam prakteknya. tempat pengasuhan anak (day-

care), sama sekali belum masuk dalam kebijakan perburuhan

yang ada. harus didorong pula perubahan atas upah perem-

puan secara umum yang selalu dianggap lajang (tidak memiliki

tunjangan untuk keluarga). Perubahan struktural atas kondisi

perempuan pekerja, akan mengubah juga kondisi yang terjadi

hingga saat ini, yakni perempuan sangat terpinggir da lam ke -

pengurusan dan kepemimpinan serikat buruh yang ma sih turut

berwatak patriarkis.

ruang politik praktis dimana serikat buruh nyaris sama

sekali tidak terwakili dalam perpolitikan nasional dan tingkat
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lokal harus diubah. Jokowi harus mengubah situasi dalam

masa kampanye, dimana cukup banyak buruh tergiring dalam

jebakan kampanye politik pro otoriterisme dan nostalgia Orde

Baru yang anti hak asasi manusia. harus diupayakan bentuk-

bentuk representasi politik serikat buruh yang dapat menjadi

pijakan bagi peningkatan partisipasi serikat buruh dalam politik

praktis. akibatnya, Jokowi tidak harus kebingungan ber ha dap -

an dengan berbagai persoalan perburuhan karena adanya inter-

aksi yang aktif  dan demokratis melalui artikulasi gagasan dan

tuntutan politik yang dapat diupayakan secara partisipatif, dari

mulai tingkatan tempat kerja, di tingkat lokal, hingga ting kat

nasional. ini adalah strategi yang patut dipertimbangkan untuk

dilaksanakan secara serius dan konkret dalam upaya me la wan

blok politik koalisi oligarki baik di tingkat nasional mau pun lo -

kal, yang tidak akan berhenti dari kekalahan dalam pe milu dan

akan terus melakukan deligitimasi terhadap pemerintahan

Jokowi.

reproduksi sosial tidak hanya menyangkut soal afirmasi po -

litik terhadap perempuan pekerja, tapi juga menyangkut ke se -

hatan dan pendidikan masyarakat yang sejauh ini menjadi jan -

ji politik utama Jokowi masa pemilu melalui contoh prog ram

kartu indonesia Sehat (kiS) dan kartu indonesia Pintar (kiP).

akan lebih baik bila ide dalam visi-misi Jokowi untuk menguta-

makan kesehatan dan pendidikan masyarakat, diin teg rasikan

dengan visi penguatan industri nasional yang dijan ji kan akan

melakukan program pengendalian inflasi untuk mem bantu ke -

sejahteraan buruh. Program yang membantu bu ruh menata dan

memajukan kualitas pola konsumsinya, dapat diintegarasikan

antara serikat buruh, koperasi, dan pemerintah. Pola konsumsi

buruh yang lebih tertata dapat menyumbang secara konkret

pada upaya mengurangi dampak inflasi terhadap kesejahteraan

buruh. Bila ketiga ruang di atas dibantu untuk memperkuat dan

memancing partisipasi aktif  buruh, maka rezim Jokowi telah
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turut membuka jalan agar isu perburuhan tidak melulu berku-

tat pada soal upah dan status kerja. tetapi jauh lebih berkualitas

seperti di masa sebelum 1965, di mana buruh dengan pengala-

man dan pengetahuannya dari pro  ses kerja akan menyumbang

gagasan dan praksis model in dus tri yang memajukan kesejahte -

raan bangsa secara bermar ta bat. 

tantangan perburuhan lain yang mungkin perlu dipikirkan

oleh mereka yang berjuang untuk kondisi perburuhan yang

lebih baik di indonesia, adalah pengetahuan tentang ruang poli-

tik perburuhan yang harus dikembangkan secara ilmiah di

rezim Jokowi ini, karena selama ini pengetahuan dan kapasitas

memanfaatkan ruang tersebut masih terbatas. ruang politik

memang, sejauh ini, masih dipahami semata sebagai metafora,

atau diasosiasikan dengan peluang politik. Pengatahuan me -

ngenai ruang politik harus juga dilengkapi dalam pengertian

geo grafi politik. Selama ini sudah diketahui bahwa modal me -

miliki kekuatan dengan kemampuannya untuk berpindah de -

ngan cepat dan mudah dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam era

globalisasi ini. kemampuan mengatasi ruang itu dapat disebut

sebagai “spatial-fix”. kita juga membutuhkan pengetahuan

ruang politik yang komprehensif  agar memungkinkan rakyat

pekerja mengembangkan spatial-fix yang dapat mengatasi dam -

pak merusak secara sosial dari spatial-fix kekuatan modal. 

kubu pengusaha yang berinvestasi untuk mendapat manfaat

dari menunggangi pemerintahan Jokowi, tidak akan de ngan

mudah menyetir kebijakan pemerintahan Jokowi bila ditem-

patkan dalam ruang politik yang terbuka dan demokratis. Per -

hatian dan simpati publik akan memaksa mereka mendorong

lebih banyak konspirasi untuk memenangkan kepentingan me -

reka melalui mekanisme tertutup. untuk itu, kalangan relawan

progresif  yang memiliki keberpihakan terhadap kondisi perbu-

ruhan dan konsisten melawan oligarki yang selama ini mengua -

sai politik kita, harus menempatkan buruh sebagai kekuatan
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aliansi yang strategis dan juga memiliki kemampuan mobilisasi

yang efektif  buat memastikan rezim Jokowi membawa hasil

yang sungguh bertolak belakang dari rezim-rezim anti rakyat

sebelumnya.
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SaLah Satu eLemen BangSa inDOneSia yang SeLama ini

kerap dilupakan (dan sering kali dikorbankan) adalah ke -

lompok diaspora indonesia. mereka adalah orang-orang indo -

nesia yang berada di luar negeri. Baik karena pekerjaan atau

situasi yang memaksa, mereka harus berada di luar negeri da -

lam jangka waktu yang lama. 

Di antara mereka, dalam jumlah yang besar, adalah para bu -

 ruh migran indonesia. Sebagian lainnya adalah mereka yang

sedang belajar dan mendirikan ladang usaha di negeri orang.

namun, ada juga mereka berada di luar ne ge ri karena meng -

ungsi akibat krisis politik 1965-1966 dan krisis politik 1998.

adalah hal yang patut diapresiasi, ketika ada inisiatif  untuk

menyuarakan aspirasi kaum diaspora indonesia yang selama

ini terlupakan dalam wadah Diaspora indonesia. harus di akui,

inisiatif  ini berasal dari kalangan diaspora kerah putih yang

mencoba mendorong aspirasi politiknya mengenai dwi ke war -

ganegaraan dan hak untuk dipilih bagi diaspora in do ne sia da -

lam Pemilu Legislatif. 

aspirasi tersebut dimulai dengan terselenggaranya kong res

Diaspora indonesia i di Los angeles, ame rika Serikat pada
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2012. kongres perdana ini lebih meru pa kan institusionalisasi

diaspora indonesia. Pasca kongres ini, bermunculan pengelom-

pokan diaspora indonesia di berbagai negara. 

Penyelenggaraan kongres Diaspora ii berlangsung di Ja kar -

ta pada 18-20 agustus 2013, dengan tema “Pulang kampung”.

Dibanding kongres perdana, liputan media massa lebih se -

marak pada kongres Diaspora indonesia ii.

mayoritas media massa menonjolkan bahwa kaum Dias po -

ra indonesia ini mereka yang meraih sukses dan “mengha rum -

kan” nama indonesia dengan peranannya di ladang bisnis,

pang gung selebritas atau arena organisasi internasional. Wajah

dan omongan mereka menghias media massa di indonesia, se -

ba gai orang-orang sukses indonesia di luar negeri. merekalah

yang menjadi narasumber dengan tema-tema besar, indonesia

Sebagai emerging Power Dunia, Bersaing Di Pentas global,

aero space dan masa Depan indonesia tahun 2050. Per bin -

cangan tema-tema besar di ruang-ruang diskusi kongres Dias -

pora indonesia, menerbitkan optimisme tentang masa depan

ekonomi indonesia. namun, di luar ruang-ruang diskusi terse-

but, di dalam dunia nyata, rupiah makin merosot. Demikian

juga di lantai bursa, harga-harga saham terjun bebas. 

Penonjolan media massa bahwa kaum Diapora indonesia

itu adalah wajah-wajah indonesia yang sukses, tentu akibat do -

minasi kaum diaspora kerah putih dalam organisasi Dias po ra

indonesia.

Benarkah mereka mewakili wajah Diaspora indonesia? Ber -

da sar data kementerian Luar negeri ri yang dikumpulkan dari

semua Perwakilan ri di seluruh dunia, diperkirakan ada se kitar

6,5 juta warga negara indonesia yang sedang berada di luar

negeri. Dan dari jumlah tersebut, sebagian besar (sekitar 4,5

juta) adalah warga negara indonesia yang berstatus sebagai bu -

ruh migran, sering disebut sebagai tki. Dengan demikian,

sebenarnya buruh migran indonesia adalah kaum Diaspora in -
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do nesia yang terlupakan. Lebih spesifik lagi, kaum buruh mig -

ran ini adalah perempuan indonesia yang bekerja sebagai pe -

ker ja rumah tangga di luar negeri.

namun realitas buruh migran indonesia ini tidak tercermin

dalam gegap gempita kongres Diaspora indonesia ii. Per bin -

cangan mengenai kerentanan buruh migran indonesia, tidak

muncul dalam forum besar (plenary session), tetapi hanya ter se -

lip dalam agenda tambahan taskforce ketenagakerjaan yang sepi

dari perhatian. agenda tentang buruh migran, bahkan sama se -

kali tidak muncul dalam kongres Diaspora i yang berlangsung

pada Juli 2012 di Los angeles. 

munculnya agenda buruh migran di kongres Diaspora in -

do nesia ii di Jakarta tak lepas dari protes dari kalangan buruh

mig ran indonesia yang didiskriminasikan dalam setiap perbin -

cang an tentang Diaspora indonesia. Seakan-akan agenda Dias -

pora indonesia hanya milik para pengusaha, selebritas dan pe -

kerja kerah putih (bergaji tinggi), dan memicingkan mata untuk

buruh migran yang berupah rendah.

Wajah Diaspora yang juga tersembunyi (disembunyikan)

da lam kongres Diapora indonesia i dan ii adalah para eksil

(pelarian politik), yang dipaksa untuk meninggalkan indonesia

dan menanggalkan kewarganegaraan saat peralihan kekuasaan

yang dilanjutkan dengan tragedi kemanusiaan 1965. ada ribu -

an eksil yang kehilangan hak-hak sipil politik dan hak-hak eko -

nomi, sosial dan budaya pada saat mereka harus meninggalkan

pekerjaan, keluarga dan negara yang di cin tainya. namun agen-

da tersebut sama sekali tak tersentuh. tragedi kemanusiaan

mei 1998, yang mewujud dalam amok dan perkosaan massal,

juga memicu arus pengungsian warga indonesia ke luar negeri

akibat luka fisik dan trauma psikis yang dibawa sepanjang

hidup. Dalam kondisi masa lalu yang kelam ini, seharusnya

Diaspora indonesia turut serta menjadi bagian yang menuntut

adanya penyelesaian pelanggaran ham masa lalu.
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Dari nama-nama besar yang sering disebut media sebagai

orang indonesia sukses di luar negeri dan yang berbicara di sesi

pleno kongres Diaspora indonesia ii, hanya Sri mul yani (man-

tan menteri keuangan ri dan sekarang petinggi di Bank

Dunia), yang menyatakan bahwa buruh migran indo ne sia itu

juga Diaspora indonesia, yang punya peran signifikan meng -

gerakkan ekonomi indonesia dengan kiriman remitansi nya.

agenda yang ditawarkan untuk diperjuangkan Diaspora indo -

nesia juga konkret: biaya pengiriman remitansi harus diturun -

kan hingga 5 persen. tentu saja cara pandang ini tetap dalam

perspektif  Bank Dunia yang melihat buruh migran dan remi-

tansi adalah penggerak pembiayaan pembangunan.

Biaya pengiriman remitansi (yang besarannya antara 15-30

persen), merupakan salah satu beban yang harus ditanggung

bu ruh migran indonesia, selain skema pemotongan upah dan

be ban biaya birokrasi. hal ini yang membuat tata kelola mig rasi

tenaga kerja indonesia hingga saat ini berbiaya tinggi dan

berbasis pada jeratan utang (debt-financed migration). 

realitas tersebut harusnya menjadi agenda serius yang men -

jadi perhatian para penggerak Diaspora indonesia, yang se lama

ini lebih berorientasi pada aspirasi “kelas menengah” Diaspora

indonesia mengenai dual-citizenship (dwikewarganegaraan) dan

diaspora-political representativeness (keterwakilan politik diaspo-

ra). tentu saja dua agenda ini tetap penting diperjuangkan

tanpa harus menegasikan/mengabaikan aspirasi buruh migran

indonesia yang merupakan wajah Diaspora indo nesia yang

selama ini terpinggirkan.

ini tentu juga menjadi pengingat bagi pemerintah in do nesia,

yang selama ini hanya peduli pada remitansi yang meng alir

makin deras ke indonesia, tanpa pernah memikirkan se cara

serius kerentanan yang dialami oleh para pengalir remitansi ini

serta bagaimana remitansi ini bisa mengalir. Berkali-kali Prof

Dr anwar nasution di kolom opini harian Kompas, juga meng -
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ungkapkan kekhawatirannya bahwa ekonomi indo ne sia akan

makin bergantung pada aliran remitansi (dan ekspor bahan

mentah), namun tak pernah punya perencanaan yang se rius

untuk menata ulang skema pengiriman buruh migran yang

eksploitatif  dan amburadul.

Pemilu Presiden 2014 menjadi arena berpolitik yang dina -

mis bagi kaum Diaspora indonesia, yang selama ini diabaikan

dan abai dalam kontestasi politik nasional. Baru kali ini kita

me nyaksikan antusiasme para perantau di luar negeri meng -

ikuti Pemilu Presiden 2014. insiden yang dipicu dari protes

para pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya saat Pilpres

ri di hongkong dan Los angeles, memperlihatkan betapa

mereka merasa penting untuk memberikan saham bagi peme -

rintahan baru melalui suara mereka dalam pemilu presiden. 

harus diakui ada efek Jokowi yang memicu partisipasi aktif

kaum diaspora dalam Pemilihan Presiden 2014. migrant

Care yang memantau Pemilu 2014 (Legislatif  dan Presiden)

su dah melihat gelagat ini. Sejak tahapan sosialisasi, banyak bu -

ruh migran ingin memastikan apakah Jokowi akan maju men-

jadi Presiden. hal yang tak terduga dari penyelenggaraan pe -

milu awal (early voting) saat Pilpres 2014, adalah berlangsung -

nya efek viral pemilih Jokowi di luar negeri. efek viral itu, seti-

daknya, ditularkan oleh buruh migran indonesia yang memilih

Jokowi dan menyampaikan pilihan politiknya ke keluarga nya di

tanah air yang baru akan memilih beberapa hari berikutnya.

Dukungan kuat terhadap Jokowi ini adalah imbal balik dari

tawaran program perlindungan buruh migran yang kompre-

hensif  dari visi-misi capres Jokowi-Jk. Dalam visi-misi capres

Jokowi-Jk, persoalan buruh migran akan dipecahkan dalam

pendekatan multidimensi: mulai dari politik luar negeri, perlin-

dungan ham dan kelompok rentan, pemberdayaan perempu -

an dan memastikan kepentingan kelompok pekerja. 

Dengan terpilihnya Jokowi-Jk sebagai pemimpin untuk
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lima tahun ke depan, kaum diaspora harus memastikan bahwa

as pirasi politiknya tidak hanya dibincangkan dalam hiruk-

pikuk Pilpres 2014 dan menjadi senyap sesudahnya. Pe me rin -

tahan baru tak boleh lagi mengulangi sikap pemerintahan lama

yang hanya “mata duitan” pada aliran remitansi kaum diaspo-

ra, tetapi terus melanjutkan diskriminasi dan eksploitasi para

kaum Diaspora indonesia. 

Coba lihatlah praktik diskriminasi yang dialami oleh buruh

migran indonesia yang berupah rendah. Jika anda sarjana per-

tambangan atau teknologi informasi, tentu tidak terlalu kesulit -

an mendapatkan informasi mengenai peluang pekerjaan, baik

di dalam dan luar negeri. Juga jika anda peneliti atau pengajar,

tak terlalu sulit untuk mendapatkan informasi mengenai peker-

jaan, pun yang diluar negeri. 

Seandainya kemudian anda berminat bekerja ke luar ne ge -

ri untuk bekerja sebagai ahli pertambangan, programmer, pe ri set

ataupun pengajar tentu dengan mudah mengaksesnya. han ya

dengan mengirim email ke institusi yang dituju, tanpa melalui

prosedur birokrasi yang ruwet dan tak banyak biaya yang anda

keluarkan, anda sudah bisa menjalani proses de ngan pencari

tenaga kerja. Jika anda diterima dalam proses rekrutmen ini,

anda pasti mendapatkan upah layak berkali-kali lipat dengan

upah yang anda terima di indonesia. 

Coba bandingkan dengan proses rekrutmen untuk buruh

migran indonesia di sektor kerah biru (upah rendahan), seperti

pekerja rumah tangga, perkebunan, konstruksi, industri ma nu -

faktur atau transportasi. hampir semua fase yang dilewati da -

lam rekrutmen tenaga kerja upah rendah ini malah tidak ada

yang gratis dan bahkan biayapun bisa berlipat ganda.

kalau anda melek informasi, peluang dan lowongan kerja

bisa diakses dengan lowongan di surat kabar ataupun akses

online. Jangan bayangkan kemewahan serupa bisa dinikmati

mayoritas calon pencari upah rendah untuk bekerja luar ne geri.
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kelangkaan informasi (yang seharusnya menjadi bagian dari

pelayanan publik pemerintah) ini menjadi titik awal praktik

percaloan tenaga kerja yang memonopoli informasi peluang

kerja untuk mengakumulasi keuntungan dari ketidaktahuan

calon pencari kerja.

Sejak di desa asal, calon pencari kerja sudah dibebani biaya

birokrasi resmi (maupun pungli) dari pengurusan surat identi-

tas, misalnya ktP dan surat pindah. Di daerah-daerah kantong

tki, pengurusan dokumen biayanya bisa berlipat-lipat kalau

dimaksudkan untuk kelengkapan dokumen untuk bekerja ke

luar negeri. 

nah, jika pencari tenaga kerja kerah putih tidak diwajibkan

untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam mencari peker-

jaan, maka para calon tenaga kerja berupah rendah ini malah

diwajibkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga (nama resmi -

nya Perusahaan Pengerah tenaga kerja indonesia Swa sta), da -

lam memproses pencarian kerjanya dan konse kuen sinya adalah

membayar jasa kepada pihak ketiga ini. Padahal, dalam soal

rekrutmen tenaga kerja di beberapa negara, calon tenaga kerja

bisa memproses secara mandiri melalui me ka nis me calling visa

seperti yang biasa dilakukan pencari kerja kerah putih.

mekanisme pembebanan biaya yang harus dibayarkan ke pi -

hak ketiga (PPtkiS) ini dalam praktiknya tak ubahnya meka -

nisme penjeratan utang (debt bondage) yang menjerumuskan

pencari kerja menjadi sapi perahan. 

Diskriminasi yang sangat kasat mata adalah dalam proses

pengurusan dokumen perjalanan paspor untuk calon tenaga

kerja indonesia. Jika anda memproses pembuatan paspor baru

atau memperpanjang paspor, biaya pembuatannya sebesar rp

255.000. Perhatikan dengan seksama formulir yang anda isi:

pasti ada pernyataan bahwa paspor yang anda proses tidak bo -

leh digunakan untuk tujuan menjadi tki (melalui proses

PPtkiS). mengapa? karena memang untuk pembuatan paspor
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untuk tki, biasanya dikhususkan melalui kantor-kantor imi-

grasi tertentu. ini tentu adalah bentuk diskriminasi. Da lam

struktur biaya penempatan resmi yang dikeluarkan ke mena -

kertrans, biaya pembuatan paspor tki sebesar rp 1.500.000.

kok beda dengan biaya yang reguler (rp.255.000)? Disinilah

praktik profit taking berlangsung dengan kebijakan diskriminatif

yang dilegalkan oleh institusi negara!

hanya dengan menelisik perbedaan perlakuan antara pen-

cari kerja kerah putih dan pencari kerja kerah biru, mata kita

dibelalakkan oleh berlangsungnya praktek diskriminasi yang

ber langsung secara langgeng dan sistemik hingga saat ini. Fakta

tentang diskriminasi perlakuan tki sebagai penumpang

pesawat di bandara, baik pada saat keberangkatan maupun saat

kepulangan, juga telah banyak dilaporkan oleh media massa

dan testimoni korban.

tentu saja kita tak ingin ada pelanggengan tak berkesuda-

han untuk kebijakan dan praktek diskriminasi terhadap buruh

migran indonesia. Dalam kepemimpinan SBy selama sepuluh

tahun ini, alih-alih mengupayakan payung perlindungan bagi

buruh migran, yang nyata berlangsung adalah proses eksploi -

tasi buruh migran dengan landasan legal uu no. 39/2004 yang

penuh pasal diskriminatif  dan nir perlindungan.

agenda perlindungan bagi buruh migran adalah agenda

penting bagi kaum diaspora indonesia yang harus didesakkan

pada pemerintahan baru.
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tuLiSan ini memBerikan Perhatian PaDa Dua SOaL kru-

sial da lam industri pertambangan yang menarik perhati -

an luas saat ini, yakni, nasionalisme sumber daya alam (resource

nationalism) dan korupsi. Jokowi-Jk dalam visi-misi pemilihan

presiden dan wakil presiden lalu memberikan juga perhatian

terhadap kedua hal tersebut. tulisan ini berargumen bahwa

pandangan arus utama (mainstream) tentang nasionalisme sum-

ber daya alam (SDa) dan korupsi dalam industri pertambang -

an memiliki keterbatasan karena kedua isu ini dilihat secara ter-

isolasi dari problem kapitalisme. menggunakan kerangka kerja

teori ni lai kerja (labour theory of  value, LtV), roh ekonomi-poli-

tik marxisme, catatan ini menganjurkan kritik radikal terhadap

industri pertambangan di tengah fakta bahwa industri modern

di sektor ini bersandar pada corak produksi kapitalis. Dari kaca -

mata ini, saya memastikan bahwa kecuali kemungkinan bisa

melakukan beberapa hal reformis dan populis, Jokowi-Jk tidak

bisa menegerjakan sesuatu yang jauh lebih maju dari yang su -

dah dilakukan oleh SBy-Boediono. 

BAB 10

Kapitalisme sebagai Problem Pokok:
Menimbang Nasionalisme Sumber Daya

Alam dan Korupsi di Pertambangan
Anto Sangaji



Nasionalisme SDA dan Korupsi

Sebagai sektor yang sumbangannya sangat signifikan terhadap

geliat ekonomi dalam skala nasional (lihat tabel 1), pertam -

bang an merupakan salah satu sektor paling kritikal secara eko -

nomi-politik. Sektor ini menjadi salah satu arena pertarungan

antara berbagai kepentingan, seperti negara (nasional dan lo -

kal), perusahaan-perusahaan transnasional, perusahaan-peru -

sa haan nasional, masyarakat di sekitar areal pertambangan dsb.

tidak heran, dalam visi, misi dan program aksi, Jokowi-Jk

memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini. Selain ko -

mitmen terhadap pemberantasan korupsi di sektor pertambang -

an, di bawah slogan “Berdikari dalam Bidang ekonomi,” ke -

duanya merumuskan program aksi di bidang ini dengan me ne -

kankan semangat nasionalisme yang kental: 

taBeL 1. Beberapa indikator Pertambangan umum indonesia

SUMBER: Diolah dari BKPM (2014); BI (2014); ESDM (2013).
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1. Visi, misi, dan Program aksi Jokowi Jusuf  kalla 2014, hlm. 36-37.
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“kami berkomitmen untuk penguasaan sumber daya alam

melalui pertama peningkatan jumlah pengusaha tambang nasio -

nal harus semakin banyak. kedua, masyarakat lokal/sekitar

tambang harus memperoleh manfaat langsung dari pengelo-

laan tam bang di wilayah mereka. ketiga, harus terdapat pe -

nguatan koor dinasi pengelolaan pertambangan di bawah

men ko, atas dasar prinsip keberpihakan, efisiensi dan efekti-

fitas. keempat, porsi penerimaan negara dari hasil tambang

secara bertahap harus meningkat. kelima, pengolahan hasil tam-

bang atau kebijakan hilirisasi harus segera dilakukan dengan tuju -

an untuk menurunkan impor dan meningkatkan ekspor hasil

tambang yang sudah diolah. keenam, pengurangan secara

drastis konflik antara mas yarakat lokal dan perusahaan tam-

bang. ketujuh, jumlah usaha pertambangan rakyat harus me -

ningkat. kami berkomitmen mambangun regulasi yang me -

wajibkan CSr dan/atau saham yang diperuntukkan un tuk

masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas peng -

usaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan

sumber tambang yang berkelanjutan. terkait dengan itu, perlu

diberikan insentif  fiskal dan non fiskal bagi investor khususnya

investor nasional yang mau mengembangkan industri pengolah -

an bahan tambang di dalam negeri. kami juga berkomitmen

dalam re-negosiasi pengelolaan sumber tambang berbasiskan keun-

tungan yang setara (i.e., equal proft sharing) antara pemerintah

dan korporasi baik domestik maupun asing harus dirancang seba-

gai bagian dari penguatan kapasitas [cetak miring ditam-

bahkan].”1

Cukup fair untuk mengatakan bahwa apa yang dikemu ka -

kan di atas tidak banyak berbeda –kalau tidak ingin bilang iden -

tik—dari yang sudah dan tengah dikerjakan oleh SBy 

Nasionalisme SDA

Sejak pertengahan 1980an, lebih dari 90 negara memperkenal -

kan regulasi baru atau merevisi regulasi yang sudah ada di sek-



2. Lihat gavin Bridge. 2004. ‘mapping the Bonanza: geographies of  mining in -

vestment in an era neoliberalism reform.’ Professional Geographer 56(3): 406-21.

3. t. Johnson. 2007. ‘the return of  resource nationalism. Council on Foreign

relations.’ 13 august. http://www.cfr.org/publication/13989/rise_of_

resource_nationalism.html akses, 10 Desember 2011.

4. ernst & young. 2013. business risks Facing Mining and Metals 2013-2014. 23-6.
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tor pertambangan dalam usaha menarik investasi asing lang-

sung (foreign direct investment).2 Di tengah arus besar liberalisasi

investasi itu, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi apa yang

disebut sebagai kebangkitan nasionalisme SDa.3 Berbagai lem-

baga pro-pasar seperti unctad, Boston Consultancy, ernst &

young mencatat kemunculan nasionalisme SDa dalam bisnis

tam bang global. ernst & young, misalnya, menempatkan sa lah

satu resiko utama yang menghadang laju investasi dalam per -

 tambangan global saat ini adalah nasionalisme SDa.4 Wu -

judnya, pemerintah-pemerintah tuan rumah (host countries), ter -

ma suk indonesia, yang kaya mineral menggunakan pende kat an

regulasi ketat dengan maksud mengeruk pendapatan le bih be -

sar dari industri berbasis sumber daya alam, termasuk per tam -

bangan. Caranya, pemerintah memaksa peningkatan pa jak dan

royalti, divestasi saham, nasionalisasi, dll. Peru sahaan-pe ru sa -

haan transnasional, ditopang pundit neoliberal, menentang

nasionalisme SDa, karena menekan tingkat profit. 

Sejak 2009, pemerintahan SBy menerapkan kebijakan per-

tambangan yang nasionalistik melalui undang-undang (uu)

no. 4/2009 tentang mineral dan Batubara (minerba). Setelah

lebih 40 tahun berada di bawah uu no 11/1967 tentang Po -

kok-pokok Pertambangan yang pro-pasar, SBy menerbitkan

uu baru yang secara prinsip merupakan kebalikan. uu ini me -

 mangkas berbagai insentif  istimewa yang sebelumnya di nik -

mati kelas kapitalis transnasional, seperti tingkat royalti rendah,

jaminan penguasaan lahan dan deposit yang luas dan da lam

kurun waktu lama, serta kepastian hak milik tanpa ancaman

pengambil-alihan oleh negara dan entitas bisnis na sio nal. uu



5. bloomberg businessweek, 13-19 January 2014:8-18; MbM Gatra 16-22 Januari

2014:12-7; MbM Gatra, 26 Desember 2013-1 Januari 2014:14-21; Coal & Mine -
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minerba membatasi penguasaan lahan, pening kat an royalti,

kewajiban divestasi bagi perusahaan asing hingga 51 per sen,

pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di

dalam negeri, perubahan kontrak karya (kk) menjadi izin usa -

ha pertambangan (iuP), dan penggunaan barang dan jasa da -

lam negeri. Pemerintahan SBy juga kemudian memaksa se mua

perusahaan tambang yang sudah beroperasi di bawah ske ma

kk dan Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batu -

bara (PkP2B), agar melakukan renegosiasi di meja perun ding -

an. tetapi, hingga akhir 2013, tidak ada satu kesepakatan pun

antara perusahaan-perusahaan tambang dengan pemerintah

tentang materi renegosiasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, soal paling kontroversial

dari nasionalisme SDa adalah larangan ekspor mineral men-

tah. Setelah debat keras karena perlawanan dari perusahaan-pe -

rusahaan tambang bertahun-tahun, maka sejak 12 Januari 2014

pemerintahan SBy menerapkan larangan ekspor mine ral men-

tah. Seketika, ratusan pengusaha nasional pemegang iuP meng -

hentikan produksi. akibatnya, terjadi pemutus an hubungan

kerja (Phk) terhadap belasan hingga puluhan ribu buruh tam-

bang di seluruh pelosok tanah air. Pukulan juga menimpa per -

usahaan-perusahaan transnasional pemegang kk seperti Pt.

Freeport indonesia dan Pt. newmont nusa tenggara. karena

tidak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga, kedua per -

usahaan terpaksa melakukan pengurangan pro duksi hanya un -

tuk kebutuhan pasar domestik. Perusahaan ke mudian “meru -

mahkan” banyak buruh. newmont mengklaim 80 persen dari

4.000 pekerjanya di tambang Batu hijau, Sum bawa, ntB, di -

tempatkan dalam status stand by dengan pemotongan gaji sejak

Juni 2014. Pemerintah memaksa kedua perusahaan yang sejak

awal menentang beleid itu untuk melakukan renegosiasi kk.5



rals Asia, January 24-February 24, 2014:64-73; Geo Energy, august 2013:64-5;

bisnis indonesia, 6 Juni 2014:1.

6. bisnis indonesia, 28 agustus 2014:5; bisnis indonesia, 9 Juli 2014:7.
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ternyata, proses renegosiasi berlangsung tidak mudah. khu -

sus dengan newmont nusa tenggara, larangan ekspor konsen-

trat tembaga berbuntut gugatan arbitrase perusahaan tambang

asal amerika Serikat itu di international Centre for Settlement

of  investment Disputes (iCSiD). Belakangan, newmont me -

narik gugatan dan bersedia kembali di meja renegosiasi, setelah

pemerintah memberi ancaman terminasi terhadap perusahaan

itu.6 Sementara itu, renegosiasi dengan Freeport indonesia

sudah mendapat titik terang. Sejak agustus tahun ini, pemerin-

tah membolehkan perusahaan itu mengeks por kembali konsen-

trat tembaga hingga akhir 2016, batas wak tu ekspor mineral

mentah tertentu. awal agustus lalu Freeport sudah mengapal -

kan 11.000 ton konsentrat tembaga ke tiong kok dari kuota eks -

por selama semester ii 2014 sebanyak 763. 000 ton. tetapi, per -

usahaan diwajibkan untuk membayar bea ke luar (Bk) sebesar

7,5 persen dari harga patokan ekspor (hPe). Seperti diketahui,

sejak larangan ekspor diberlakukan 12 Januari 2014, Freeport

tidak bisa melakukan ekspor konsen trat, apalagi kementerian

keuangan memberlakukan bea ke luar progresif  20 persen. ke -

majuan lain renegosiasi, Freeport telah berkomitmen memban-

gun pabrik peleburan dengan investasi uSD2,3 miliar. untuk

itu, perusahaan telah menitipkan aS$115 juta di rekening

pemerintah sebagai dana jaminan pembangunan smelter. Per -

usahaan asal amerika Serikat itu juga sudah mengurangi luas

lahan pertambangan dari 212.000 menjadi 125.000 hektar. ten -

tang divestasi, kendati belum jelas, tetapi Presiden Direktur

Freeport, rozik B. Sutjipto menyata kan bahwa dalam 5 tahun

mendatang, mereka memprioritas kan pemerintah dalam proses

divestasi 20,64 persen saham, karena merupakan bagian dari

slot saham pemerintah 30 per sen. Sebelumnya, pemerintah



7. Lihat MbM Gatra 19-25, Juni 2014:12-9; bisnis indonesia, 7 agustus 2014:7;

bisnis indonesia, 8 agustus 2014:7; bisnis indonesia, 12 agustus 2014:3; MbM

Gatra, 14-20 agustus 2014:204-5.
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indonesia sudah memiliki 9,36 persen saham di perusahaan itu.

terhadap Freeport tampak nya pemerintah hanya akan mem-

berlakukan divestasi 30 per sen saham, bukan 51 persen sesuai

perintah Peraturan Peme rin tah (PP) no.24/2012 tentang Peng -

usahaan mineral dan Batu bara. alasannya, kendati belum ada

regulasi, beleid ini diper lakukan khusus bagi perusahaan per-

tambangan yang me mi liki areal pertambangan bawah tanah.7

tak bisa dihindari, ujian pertama pemerintahan Jokowi ada -

lah penuntasan soal nasionalisme SDa. Pemerintahan baru

akan menghadapi agenda renegosiasi dengan 107 pemegang

kontrak pertambangan. Sejauh ini, baru sebagian pemegang

kon trak yang sudah melakukan memorandum of  understanding

(mou) dengan pemerintah untuk amandemen kontrak. kita

me nunggu, seberapa jauh Jokowi akan atau tidak meneruskan

reg ulasi dan komitmen yang sudah muncul dalam proses rene -

go siasi pada masa-masa akhir pemerintahan SBy. misalnya,

apa kah Jokowi memperkuat komitmen pemerintahan SBy da -

lam soal divestasi saham Freeport yang hanya 30 persen, atau

tetap mensyaratkan divestasi 51 persen saham. keputusan ber -

beda dari pemerintahan baru membuat proses renegosiasi akan

berlangsung panjang dengan implikasi legitimasi politik yang

rumit. Perusahaan-perusahaan tambang akan menuding soal

ketidak-pastian (uncertainty) iklim investasi di indonesia karena

kebijakan yang cepat berubah-ubah. Sebaliknya, pemerintahan

Jokowi kemungkinan memperoleh dukungan populer yang

kuat jika menempuh opsi divestasi 51 persen. 

Korupsi

Seperti juga nasionalisme sumber daya alam, sejak awal 1990an

korupsi menjadi perhatian global, yang dimotori lembaga-lem-



NASIONALISME SUMBER DAYA ALAM 215

baga pro-pasar seperti World Bank dan imF. Dalam pengertian

standar liberal, di mata lembaga-lembaga itu, ko rup si –sebagai

soal ketiadaan transparansi dan perburuan rente (rent-seeking)—

adalah penyalah-gunaan kekuasaan publik untuk kepentingan

pribadi atau kelompok. Perhatian utama lembaga-lembaga

multilateral dan kelas kapitalis transnasional adalah menekan

setiap pemerintahan nasional agar terbebas dari ke pen tingan-

kepentingan nasional dan para elite penyelenggara negara yang

membebani ongkos transaksi. Dengan demikian, salah satu

hambatan investasi bagi kelas kapitalis transnasio nal dapat die-

liminasi. Pengalaman krisis kapitalisme di asia ti mur, terma-

suk indonesia akhir 1990an, merupakan contoh prob  lem keti-

adaan transparansi dan perburuan rente. Lem baga-lembaga

pro-pasar menuding krisis itu berakar pada apa yang disebut

sebagai “crony capitalism”, bentuk kapitalisme yang cacat, yang

tidak efisien. mereka mengritik bentuk kapitalisme ini karena

sarat korupsi dan berbuah krisis. Dengan kata lain, krisis bukan

sesuatu yang bersifat khas dalam sistem ini, tetapi bersifat ekter-

nal, yakni penyelenggara negara yang korup. korupsi adalah

soal khusus yang terjadi di dalam negara kapitalis di kawasan

itu. untuk itu, fokus pemberantasan korupsi adalah amputasi

perilaku kronisme bisnis dalam negara agar supaya kapitalisme

sejati bisa beroperasi. 

korupsi, dalam logika di atas, sudah menggurita di industri

pertambangan indonesia. karena memonopoli akses terhadap

kekuasaan negara dan birokrasi, para pengelola negara di ber -

bagai tingkatan mengeruk keuntungan pribadi melalui penerbi-

tan izin (produksi, ekspor, dan impor), pemeriksaan standar

lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan

demikian, mereka memperkaya diri sendiri atau klien bisnis

mereka. Di masa Soeharto, kekuasaan negara modern dibajak

untuk tujuan-tujuan personal melalui hubungan-hubungan

patron-klien. Di masa itu, aburizal Bakrie, abdul Latif, Bob



8. Lihat Denise Leith. 2003. The Politics of  Power: Freeport in suharto's indonesia.

honolulu: university of  hawai'i Press: 68-76.
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hasan, memperoleh keuntungan dalam divestasi saham dan

outsourcing di Freeport indonesia, karena patronase dengan pu -

sat kekuasaan di sekitar Soeharto.8 Di era SBy, ka sus divestasi

newmont nusa tenggara juga berlangsung tidak mulus karena

tumpang tindih antara kepentingan bisnis dan politik dari pusat

hingga daerah. Setelah reformasi, di bawah de sentralisasi, khu -

susnya setelah terbit uu minerba, patronase bisnis-politik juga

berkembang-biak ke daerah-daerah. Para ke pala daerah (guber-

nur, bupati, dan walikota) mengeruk keuntungan personal me -

lalui penerbitan iuP kepada klien bisnis mereka. Dari sisi

penerimaan (revenue), semua praktik korupsi membebani kelas

kapitalis, karena mereka harus mengeluarkan ekstra ongkos

transaksi. korupsi menekan tingkat profit.

Bukan saja membebani kelas kapitalis, korupsi juga me ru -

gikan pemerintah, karena kehilangan potensi penerimaan sah.

Su dah jadi rahasia umum, pemerintah kehilangan banyak pen -

da patan karena pelaku usaha bekerja sama dengan aparat pe -

merintah dalam manipulasi perhitungan volume dan kualitas

mineral dan batubara yang akan dijual sebagai dasar untuk per-

hitungan kewajiban royalti. aparat pemerintah tidak sungguh-

sungguh melakukan pengecekan ulang terhadap perhi tung an

volume dan kualitas mineral dan batubara serta buruk dalam

hal pengawasan terhadap proses pengapalan/peng angkutan mi -

neral dan batubara. Praktik-praktik penyimpang an merajalela,

seperti manipulasi dokumen produksi dan eks por, penyogokan

dan pemerasan kepada dan oleh aparat peme rintah di berbagai

tingkatan di daerah dan di pusat. negara meng alami kerugian

karena tindak kejahatan seperti penyelundupan mineral dan

kegiatan penambangan tan pa dokumen sah. Selain itu, banyak

perusahaan juga tidak membayar kewajibannya kepada pemer-

intah. Baru-baru ini, ketua kPk, abraham Samad mengklaim



9. Lihat http://nasional.kompas.com/read/2014/09/13/09300381/ ketua. -

kPk.50.Persen.Perusahaan.tambang.tak.Bayar.royalti?utm_source=nasion-

al&utm_medium=cpc&utm_campaign=artbox. akses 13 September 2014.

10. misalnya, lihat Fred mcmahon and miguel Cervantes. 2012. survey of  Mining

Company 2011/2012. Vancouver: Fraser institute. 
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50 persen perusaha an tambang tidak membayar royalti kepada

pemerintah.9

harapan masyarakat luas, Jokowi dapat memberantas prak-

tik-praktik korupsi seperti ini. Paling konkrit, pemerintahan

baru mesti memastikan tidak ada kepentingan personal ketika

berlangsung divestasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang

transnasional. mereka, dengan satu dan lain cara, mesti ti dak

meminta perusahaan-perusahaan tambang untuk menye rah kan

atau menjual saham kepada borjuasi nasional tertentu yang me -

rupakan bagian dari kelompok bisnis dan politik mereka. Pe -

merintahan baru juga tidak boleh campur tangan dalam tender-

tender kontrak pengadaan barang dan jasa dari perusaha an-pe r -

usahaan tambang transnasional itu. Pemerintahan baru mes ti

membangun sistem terbuka tentang informasi produksi mi ne ral,

profit, dan pajak perusahaan-perusahaan tambang. De ngan de -

mikian, mencegah aparat pemerintah me man fa atkan dis kresi

untuk tujuan-tujuan pribadi. Dengan me la ku kan hal se ma cam

itu, Jokowi bakal memperoleh dukung an popular yang kuat.

Dukungan yang sama juga akan mengalir dari para pelaku

industri pertambangan transnasional. Selama ini mereka me mi -

liki persepsi buruk tentang iklim usaha di indonesia karena ko -

rupsi yang merajalela. Lembaga-lembaga konsultasi dan pe me -

ringkat bisnis internasional, melalui laporan-laporan survei,

selalu menempatkan korupsi sebagai salah satu problem iklim

usaha pertambangan di indonesia.10 apalagi, inisiatif  tentang

transparansi penerimaan pemerintah yang bersumber dari in -

dustri ekstraktif  sudah menjadi perhatian utama perusahaan-

pe rusahaan tambang raksasa sejak peluncuran inisiatif  global

tentang extractive industry transparency initiative (eiti) pada



11. marina andrea Welker. 2006. “global capitalism and the "caring corpora-

tion": mining and the corporate social responsibility movement in indonesia.”

PhD Diss., the university of  michigan.
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2002. kini, inisiatif  ini sudah dipraktekkan di indonesia me la -

lui publikasi laporan-laporan tahunan. Bahkan, sebelum pelun-

curan eiti, newmont nusa tenggara, di tambang Batu hijau,

sejak 1999 sudah memperkenalkan inisiatif  transparansi. Per -

usahaan itu memublikasi secara terbuka kewajiban pajak dan

bukan pajak yang sudah dibayarkan kepada pemerintah (pusat

dan daerah).11

Kapitalisme sebagai Problem Pokok

tidak ada yang netral dari kosakata nasionalisme SDa dan

korupsi. kepentingan material para pengguna yang menentu -

kan konotasinya. Paling utama, di mata lembaga-lembaga pro-

pasar dan kelas kapitalis transnasional, nasionalisme SDa dan

korupsi di sektor ini merupakan hambatan-hambatan terhadap

sirkulasi atau mobilitas kapital secara global. Padahal, melalui

in vestasi asing langsung, kapital atau surplus kapital selalu ber -

usa ha mencari tempat atau teritori di mana peluang atau ke -

mungkinan memperoleh tingkat profit tinggi dengan menghi-

langkan semua bentuk hambatan itu. tetapi, pandangan ini

memiliki kelemahan, karena hanya secara terbatas menyorot

siapa, di antara kelas kapitalis dan negara, yang diuntungkan

dalam distribusi pendapatan dan distorsi perolehan pendapatan

karena perilaku rent-seeking dari aparatur negara kapitalis. argu -

mentasi nasionalisme SDa dan korupsi sepenuhnya mengabai -

kan bagaimana “proses kerja” (labour process) yang meng hasil -

kan pendapatan atau penerimaan. Padahal, dengan melihat

proses kerja yang menghasilkan pendapatan, kita akan menyak-

sikan lebih dalam siapa yang menghasilkan “penda patan” dan

siapa yang mengeruknya. Dari perspektif  ekonomi politik
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marxisme, kelas pekerja adalah penghasil “pendapatan” dan

kelas kapitalis adalah pengeruknya. Penjelasan semacam ini

akan membuka tameng bagaimana kelas kapitalis membajak

isu nasionalisme SDa dan korupsi di sektor pertambangan

untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Eksploitasi kelas

kapitalisme adalah sebuah sistem yang digerakkan oleh kom -

pe tisi untuk mengejar profit. Jantung di balik sistem kompetisi

ini adalah hubungan eksploitasi dari kelas kapitalis terhadap ke -

las pekerja. meskipun secara formal, hubungan tersebut ber si -

fat kontrak sukarela antara kedua kelas. Dalam teori nilai ker ja,

eksploitasi terjadi karena tenaga kerja (labour power) dari pa ra

buruh menghasilkan nilai (value) yang lebih besar dari upah

yang mereka peroleh. Dengan kata lain, para buruh memper-

oleh upah lebih rendah dari nilai tenaga kerja mereka. Perbe da -

an antara nilai tenaga kerja dan upah disebut “nilai-lebih” (sur-

plus-value). eksploitasi terjadi karena kelas kapitalis meram pas

nilai-lebih yang dihasilkan kelas pekerja setelah memang kas

semua ongkos produksi. Derajat eksploitasi diukur ber dasarkan

perbedaan antara nilai-lebih dan upah. Dengan kata lain, rasio

nilai-lebih terhadap upah atau “kapital variabel” (va riable capi-

tal) adalah tingkat nilai-lebih atau tingkat eksploitasi, e = s/v, di

mana s adalah nilai-lebih dan v adalah kapital variabel atau

upah.12 karena sifat-sifat khusus industri pertambangan yang

padat modal, yakni penggunaan teknologi maju yang hemat

tenaga kerja (labour-saving technology), maka dari sudut pan dang

teori ekonomi politik marxis, tendensi tingkat eks ploi tasi di

sektor ini sangat tinggi. marx menyebut eksploitasi ini terjadi

melalui perampasan “nilai-lebih relatif ” (relative surplus-value).

12. Lihat karl marx. 1976. Capital i. London: Penguin Books hlm. 320-29; karl

marx. 1981. Capital Volume iii. London: Penguin Books. hlm. 141.



yakni, eksploitasi bukan bersandar pada perpanjangan waktu

kerja dan peningkatan intensitas kerja, tetapi bersandar kepada

peningkatan produktivitas melalui introduksi teknologi dan

dengan demikian menekan ke bawah nilai kapital variabel.

kita melihat secara empiris potret tingkat eksploitasi ter-

hadap buruh industri pertambangan (mineral dan batubara) di

in donesia sangat tinggi. Bersandar pada formula tingkat eks -

ploi tasi i.e., e = s/v, selama dasawarsa pertama abad 21 di in do -

nesia, rata-rata tingkat eksploitasi kelas kapitalis di sektor per -

tambangan sebagai satu kesatuan terhadap kelas pekerja juga

sebagai satu kesatuan adalah 11,92 (lihat gambar 1). kita juga

bisa mengonfirmasi kecenderungan historis kelas kapita lis

untuk menekan nilai tenaga kerja dalam kasus eksploitasi kelas

ka pitalis secara individu. Pada 2012, pengalaman Pt. Vale in -

donesia –anak usaha perusahaan transnasional Vale—menun-

jukkan bahwa nilai-tenaga kerja buruh, v/(s + v), di perusahaan

itu adalah 0,24, atau 24 persen. artinya, Vale indonesia mem-

bayar para buruhnya senilai 24 persen dari total nilai kerja

mereka, atau living labour para buruh. Jika nilai tenaga kerja itu

di konversi ke dalam 40 jam kerja standar normal setiap minggu

untuk menghasilkan nickel matte, 0,24 x 40, maka buruh Vale

indonesia bekerja sebanyak 9,6 jam seminggu sebagai waktu

kerja yang diniscayakan (necessary labour time) untuk me me nuhi

kebutuhan mereka, atau untuk mereproduksi tenaga ker ja

mereka. Sementara 30,4 jam kerja seminggu mereka ab di kan

secara cuma-cuma kepada kelas kapitalis. Dengan kata lain, 9,6

jam kerja adalah kerja upahan, sementara 30,4 jam kerja sisa

adalah waktu kerja lebih untuk menghasilkan nilai-lebih. 

tingkat eksploitasi ekstrim juga dilakukan oleh kelas kapi-

talis nasional. Pengalaman para pemilik iuP produksi nikel

me ngonfirmasi itu. Dalam kasus di kabupaten morowali Sula -

wesi tengah, kita menyaksikan praktik eksploitasi melalui jam

kerja panjang, kontrak kerja lentur, dll. kendati memperoleh
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SUMBER: Diolah dari survei PricewaterHouseCoopers (2006, 2013).

GAMBAR 1. Industri Pertambangan Minerba Indonesia:
Rasio Nilai-Lebih terhadap Upah

upah nominal rata-rata jauh lebih baik dari umP, tetapi beber-

apa perusahaan pemegang iuP produksi nikel di morowali

mem pekerjakan para buruh sekitar 11 jam perhari atau 66 jam

per minggu dalam 6 hari kerja. Bahkan, ada beberapa perusa ha -

an mempekerjakan buruh sekitar 16 jam perhari. Di ba wah

neoliberalisme, semua perusahaan-perusahaan tambang juga

mengeksploitasi para buruh melalui kontrak kerja yang len tur

melalui skema Perjanjian kerja Waktu tertentu (Pk Wt).

Lebih dari itu, penerapan teori nilai kerja juga mengkonfirmasi

potret empiris tingkat eksploitasi di sana. Pada 2012, dari sudut

kapital secara sosial (i.e., keseluruhan perusahaan tambang

nikel di morowali), rata-rata tingkat eksploitasi ada lah 273

persen. kelas kapitalis menekan nilai tenaga kerja se cara sosial

ke level 0,26 atau 26 persen. artinya, para pemilik iuP hanya

membayar upah para buruh di morowali senilai 26 persen,

sementara mereka merampas 74 persen sebagai nilai-lebih. Jika

nilai tenaga kerja itu dikonversi ke dalam 66 jam kerja setiap

minggu, atau 11 jam sehari di dalam 6 hari kerja, ma ka kita

menemukan secara sosial para buruh tambang di mo  rowali

bekerja rata-rata 9 jam setiap minggu sebagai kerja dengan
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upah (paid labour), sementara 57 jam kerja sebagai ker ja tanpa

upah (unpaid labour) atau kerja lebih (surplus-labour).

Padahal eksploitasi buruh berimplikasi terhadap tubuh

mereka, bukan sebagai benda mati, tetapi sebagai organ hidup.

kita tahu, di industri pertambangan, perusahaan-perusahaan

tambang sudah sedemikian rupa mengembangkan program ke -

se hatan dan keselamatan kerja (k3). tetapi, karena karakter in -

dustri ini sebagai manifestasi dari hubungan antara kerja (la -

bour) dan alam (nature), maka risiko-risiko kesehatan dan kese-

lamatan kerja lebih banyak terjadi dari hubungan itu. Para

pekerja tambang, khususnya, operator-operator alat-alat berat

menghadapi risiko-risiko gangguan kesehatan karena getaran

seluruh tubuh (whole body vibration). Di Pt. Vale, gangguan-

gangguan itu, seperti ditulis dalam sebuah media internal per -

usahaan itu, meliputi kelelahan dan penurunan performa kerja,

nyeri punggung bawah, gangguan fungsi jantung, pernapasan,

metabolisma, pencernaan, dan penglihatan.13 Sebuah sur vei ke -

sehatan karyawan yang dilakukan oleh rS inco terha dap 2.741

buruh di Vale indonesia (1.090 buruh dari departemen pertam-

bangan dan 789 buruh dari departemen pabrik pe ngolahan) me -

nunjukkan bahwa 17 persen di antara para pekerja mengalami

gangguan pendengaran (hearing loss) dan 10 per sen meng alami

sakit punggung bawah (low back pain). Pada umum nya para pen-

derita berasal dari kedua departemen itu.14 Con toh terbaru dan

masif  adalah kematian 28 pekerja (3 pe rem puan dan 25 laki-

laki) dan cedera serius 9 pekerja dalam kasus penambangan di

bawah tanah, Big gossan, milik Pt. Free port di mil 74, Distrik

tembagapura, kabupaten mimika, 14 mei 2013.15

tidak heran, setiap eksploitasi selalu berbuntut perjuangan

kelas (class struggle). tak terkecuali di perusahaan-perusahaan

13. halo Vale, agustus 2012:66-7.

14. halo Vale, Februari 2014:5-8.

15. Lihat MbM Tempo 27 mei – 2 Juni 2013:48-9.
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16. Lihat http://www.theguardian.com/world/2011/oct/10/indonesian-forces-

striking-mine-workers. akses 14 September 2014.
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tambang yang terkenal secara tradisional membayar gaji para

bu ruh jauh di atas upah yang diterima sesama kelas pekerja di

sek tor-sektor lain. Di Papua, pada 2011, pemogokan buruh

besar-besaran menuntut kenaikan upah adalah manifestasi dari

perjuangan kelas para buruh. Di Vale, di tengah-tengah harga

nikel yang menjulang ke langit pada 2007, para buruh me laku -

kan pemogokan yang melumpuhkan operasi perusahaan itu

seminggu seminggu. mereka meminta benefit lebih besar di

tengah tingkat limpahan profit perusahaan. Berbeda dengan

industri-industri lain yang foot-loose, di mana kelas kapitalis bisa

seenak-perutnya melakukan relokasi industri sebagai jawaban

terhadap radikalisme perjuangan buruh, maka dalam industri

pertambangan, pilihan itu sangat terbatas, kalau tidak ingin bi -

lang tidak ada, sejak deposit mineral hanya terbatas ada di teri -

tori tertentu. tidak aneh, di Pt. Freeport, pada Oktober 2011,

pilihan kelas kapitalis adalah kekerasan bersenjata oleh aparat

keamanan untuk melumpuhkan gerakan ribuan kelas pe kerja

yang melakukan pemogokan sejak pertengahan Sep tember.

akibatnya, seorang buruh meninggal dan beberapa pe kerja

lain nya mengalami cedera.16

Distribusi nilai-lebih

aspek penting dari teori nilai kerja adalah nilai-lebih yang di -

rampas dari kelas pekerja kemudian didistribusikan kepada

frak si-fraksi kelas kapitalis termasuk negara kapitalis. Secara

umum, nilai-lebih terdistribusi kepada fraksi-fraksi kapital da -

lam bentuk 'profit' kepada kapital produktif  (productive capital)

atau kapital industri dan kapital komersial (commercial capital);

dalam bentuk 'bunga' (interest) kepada kapital uang (money capi -

tal) dan; dalam bentuk 'sewa' (rent) melalui pajak (tax) kepada



SUMBER: Diolah dari survei PricewaterHouseCoopers (2006, 2013).

GAMBAR 2. Pertambangan Indonesia: Distribusi Nilai-Lebih 
di antara Franski-fraksi Kapital

17. PriceWaterhouseCoopers. 2013. Mine indonesia 2013: 11th annual review of  tre -

nds in the indonesian mining industry. Jakarta: PWC; PriceWaterhouse Coop ers .

2006. Mine indonesia 2016: review of  trends in the indonesian mining industry.

Jakarta: PWC.

* Data tidak mewakili seluruh perusahaan tambang, karena survei hanya dila -
kukan terhadap lebih dari 40 perusahaan tambang (mineral dan batubara). 

ne gara. Dengan menggunakan data hasil survei Price Water -

house Coopers,17 kita bisa melihat secara kasar distribusi nilai-

lebih di antara fraksi-fraksi kapital secara empiris dalam kasus

industri pertambangan di indonesia (lihat Figur 2). Dalam peri-

ode 1996-2012, perusahaan-perusahaan tambang (kapital pro-

duktif) memperoleh profit bersih sebesar aS$41,2 miliar, perusa-

haan keuangan (kapital uang) meraup bunga aS$5,2 miliar dan

pemerintah indonesia mengeruk pajak aS$33 miliar (dari pajak

penghasilan perusahaan aS$23,5 miliar dan royalti aS$9,4 mi -

liar). artinya, semua fraksi kelas kapitalis sama-sama diuntung -

kan dalam proses penghisapan terhadap kelas pekerja di sektor

pertambangan di tanah air.

Dengan demikian, eksploitasi terhadap kelas pekerja sangat

ditentukan oleh kepentingan bersama kelas kapitalis sebagai se -

224 MEMBEDAH TANTANGAN JOKOWI



buah kelas secara keseluruhan, termasuk negara kapitalis. ke -

pen tingan bersama itu adalah kepentingan untuk meraup profit,

bunga, dan pajak lebih besar dengan menaikkan tingkat eks -

ploitasi. artinya, kapitalisme adalah sebuah sistem eksploitasi

terhadap kelas pekerja yang dilakukan oleh fraksi-fraksi kelas

kapitalis secara organik. kendati demikian, di an ta ra sesama

fraksi kelas kapitalis, termasuk negara kapitalis, juga terjadi per-

lombaan untuk memajukan kepentingan partikular mereka

yang bertentangan dengan kepentingan indivi du al fraksi kapital

lain. tetapi, kepentingan fraksional itu tidak bersifat oto nom,

tetapi sebaliknya dikendalikan oleh aspirasi ko lektif  un tuk me -

ngeruk nilai-lebih dari kelas pekerja. argu men tasi ini sekaligus

menegaskan bahwa secara teori, negara dalam sistem kapital-

isme tidak boleh direduksi sebagai sesuatu yang terpisah secara

independen, seperti argumen pendekatan non-marxian. nega -

ra juga bukan bersifat relatif  otonom dari sistem ini seperti

argumen neo-marxian. negara juga bukan sekadar instrumen

kelas kapitalis, tetapi negara i.e., negara kapitalis adalah bagian

dari fraksi kelas kapitalis secara kolektif dalam melakukan penghis-

apan terhadap kelas pekerja.

Dalam industri ekstraktif, termasuk pertambangan, perhat-

ian khusus perlu diberikan kepada kapital produktif dan negara.

Jauh-jauh hari marx sudah mengingatkan bahwa karakter unik

industri ini dalam sistem kapitalis adalah tersedianya kepentin-

gan bersama antara negara dan kelas kapitalis. negara, karena

memiliki kontrol eksklusif  atas tanah dan sumber daya yang

ter sedia di permukaan dan di bawah tanah, dapat mengatur dan

mempromosikan syarat-syarat bagi kelas kapitalis untuk me -

lakukan akumulasi. misalnya, negara memberikan kemu dah an

akses atas tanah dan deposit yang terkandung di dalamnya agar

menarik investasi. negara memberikan dan menja min hak eks -

klusif  atas tanah dan deposit, menarik pajak atas tanah dan

deposit yang murah, dan membangun infrastruktur-infrastruk-
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tur pendukung seperti jaringan transportasi, listrik, dan komu-

nikasi. Pendek kata, negara bergantung kepada arus masuk

kapital untuk mengeruk mineral. karena, tanpa terjadi aku mu -

lasi kapital, landasan material kekuasaan atau kemam pu an

negara dapat merosot. Soalnya, negara dalam masya ra kat kapi -

talis memperoleh anggaran untuk membiayai mesin ne gara

(birokrasi pemerintahan dan militer) terutama melalui pemu -

ngutan pajak dari perusahaan-perusahaan dan kelas pe kerja,

yang dihasilkan dari akumulasi kapital. Dalam waktu yang sa -

ma, bagi kelas kapitalis, didorong oleh keharusan untuk mela -

kukan akumulasi kapital, juga mesti menyerahkan sebagian

nilai-lebih kepada negara dalam bentuk sewa (pajak). Porsi

negara dalam distribusi nilai-lebih berbentuk ground rent: yakni

hak eksklusif  negara untuk memungut pajak (termasuk royalti,

sewa tanah dan air dll). Bukti bahwa kepentingan antara kelas

kapitalis dan negara tidak saling bertentangan.

tetapi, produksi mineral yang kapitalistik memiliki kon-

tradiksi yang tertanam di dalam distribusi nilai-lebih. karena,

jika ingin meningkatkan pendapatan, karena monopoli hak atas

tanah dan sumber daya yang tersedia di atas dan di bawahnya,

maka negara dapat membatasi ruang gerak akses kelas ka pi talis

atas tanah dan deposit di baliknya sebagai objek pro duk si. arti -

nya, posisi monopoli negara atas tanah memenga ru hi distribusi

(besaran) nilai-lebih antara negara dan kelas-kelas kapitalis. ka -

rena, jika negara memberlakukan royalti produksi mineral dan

sewa tanah yang tinggi maka dengan demikian menekan profit

kelas kapitalis produktif. apalagi, nilai-lebih juga harus terdis-

tribusi kepada fraksi-fraksi kapital uang dan ka pital dagang,

sejak industri pertambangan modern di pas tikan tidak bisa be -

kerja tanpa keterlibatan perusahaan-perusa ha an di sektor per-

bankan, asuransi, leasing, dan aneka perusahaan pelayanan jasa

lain. tabel 2 merupakan ilustrasi distribusi nilai-lebih antara

negara dan kelas kapitalis produktif, dalam skala perusahaan
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TABEL 2: Perbandingan nilai profit PT Vale Indonesia dan Penerimaan
Pemerintah Indonesia, 2007 – 2013 (dalam AS$ juta)

SUMBER: Diolah dari (Annual Reports PT. Vale Indonesia)
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tambang secara individual, Pt. Vale indonesia. 

Dari penjelasan tersebut, maka pandangan yang mengam -

bing-hitamkan sentimen kebangsaan sebenarnya hanya taktik

kelas kapitalis transnasional. topeng yang menutupi eks ploi tasi

nasionalisme SDa adalah kepentingan kelas kapitalis transna-

sional untuk mempertahankan tingkat profit yang tinggi, de -

ngan mengeruk sebanyak-banyaknya profit dan menekan seren-

dah-rendahnya sewa. Di bawah era kapitalisme neoliberal, di

mana sirkulasi kapital secara global sepenuhnya berada di ba -

wah kendali kelas kapitalis transnasional, distribusi nilai-lebih

cenderung menguntungkan fraksi kelas kapitalis itu dengan me -

nekan ke bawah sewa yang diterima oleh negara kapitalis.

Sebaliknya, dari pengalaman indonesia, melalui uu mi nerba,

restriksi pemerintah terhadap pemegang kk dan P2kB melalui

renegosiasi adalah contoh tepat strategi negara untuk menaik -

kan sewa. kebijakan penaikan royalti menunjukkan ne gara

ingin memperoleh porsi nilai-lebih yang lebih banyak dan me -

nekan tingkat profit firma-firma kapitalis. Divestasi bermakna

negara memaksa kelas kapitalis transnasional untuk berbagi

profit dengan fraksi kelas kapitalis lain, katakanlah, kelas bor -

juasi nasional, termasuk entitas bisnis kapitalis yang dija lan kan

oleh negara. Divestasi newmont nusa tenggara meru pa kan

contoh sukses pemerintah memaksa kelas kapitalis trans nasio -

nal untuk berbagi profit dengan borjuasi nasional. tetapi dalam

waktu yang sama juga menunjukkan bagaimana sesama fraksi

kelas borjuasi nasional berlomba mengeruk profit dengan me -



majukan kepentingan-kepentingannya. Dus, lebih baik kita meng -

 anggap uu minerba sebagai pengejawantahan strategi negara

kapitalis Orde reformasi untuk meraup rent lebih besar dalam

distribusi nilai-lebih dari produksi mine ral. Dalam waktu yang

sama, memaksa perusahaan-perusaha an transnasional ber bagi

profit dengan perusahaan-perusahaan nasional. Strategi yang

pada dasarnya membatasi atau mengurangi profit perusahaan-

perusahaan tambang transnasional. ini adalah intra perjuangan

kelas (intra-class struggle) di antara sesama kelas kapitalis.

Penutup

mendorong dan mengawal Jokowi-Jk menjalankan agenda

nasionalisme SDa dan pemberantasan korupsi di sektor per-

tambangan bukan merupakan tugas akhir. tugas ini sebenarnya

bagian dari politik minimalis yang sekarang menjadi perhatian

berbagai pihak dari spektrum ideologi beragam –anarkis, libe -

ral, dan sebagian kalangan kiri—yang dalam Pe milihan Presi -

den 2014 memberikan suara ke Jokowi-Jk dalam taktik meng-

hadang Prabowo. ini adalah politik non-kelas yang penuh de -

ngan keterbatasan. 

kritik ekonomi-politik berbasis kelas mesti bertolak dari ka -

ca mata materialisme sejarah. Oleh karena itu, sebuah kritik ter-

hadap industri pertambangan, termasuk soal nasionalisme

SDa dan korupsi yang menyertainya, harus menukik menjadi

kritik terhadap kapitalisme. kritik ini mesti bertolak dari teori

nilai kerja, yang meletakkan kontradiksi antara kapital (capital)

dan kerja (labour) sebagai sentral perhatian. Dari kritik ini, pa -

ling sedikit, kita bisa memetik dua pelajaran. 

Pertama, pemilahan kelas kapitalis nasional dari kelas kapi-

talis transnasional tidak punya arti apa-apa. kendati fakta bah -

wa mereka berasal dari identitas-identitas suku bangsa, aga ma,

bahasa dan jenis kelamin yang berbeda. Sebagai se buah kelas,
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kaum kapitalis secara keseluruhan tidak memiliki per bedaan

apapun di hadapan kelas pekerja, juga sebagai se buah kelas ter -

sendiri secara keseluruhan. yang tidak bisa membe dakan kelas

kapitalis satu terhadap yang lain adalah eks ploitasi terhadap kelas

pekerja sebagai fondasi yang menyangga keberlanjutan kapital-

isme dan kelas kapitalis itu sendiri. Dus, perdebatan tentang

nasionalisme SDa sebenarnya menggambarkan pertarungan

fraksional di antara sesama kelas kapitalis untuk merebut

bagian nilai-lebih yang lebih besar.

Kedua, tesis arus utama (mainstream) tentang korupsi sebagai

penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan-ke un -

tungan personal, sama sekali tidak menjangkau aspek ko rupsi

paling fundamental dalam masyarakat kapitalis: yakni, pe -

rampasan nilai-lebih oleh kelas kapitalis terhadap kelas pe kerja.

Sejauh ini, ikhtiar pemberantasan korupsi, dari sisi pro ses per-

olehan revenue, semata menekankan aspek ilegalitas hubungan

antara aktor-aktor negara dan kelas kapitalis. Dalam waktu

yang sama, menutup mata terhadap aspek legalitas pe rampasan

nilai-lebih yang menjadi fondasi kehadiran revenue. tesis ini

mengabaikan sifat dan fakta kompleksitas hubungan antara ne -

gara dan pasar sebagai suatu kesatuan tidak terpisah kan. Da -

lam pandangan ini, korupsi dipandang sebagai problem  di luar

pasar atau kapitalisme. ini adalah cara pan dang  khas Weberian

yang memisahkan politik dari pasar. ke duanya berhubungan

tetapi bersifat kontinjensi. Dan dalam hubungan ini, korupsi

adalah soal politik yang mendistorsi (efisiensi) pasar. Pembe -

rantasan korupsi adalah soal politik, soal negara, bukan soal

pasar, bukan soal kapitalisme. Pem be ran tasan korupsi dengan

perspektif  seperti ini tidak bisa menjadi fondasi  untuk transfor-

masi menuju masyarakat pasca-kapitalis .
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SePerti kita ketahui BerSama, reFOrmaSi BirOkraSi aDa-

lah salah satu program yang dijanjikan akan diimplemen -

tasikan oleh Jokowi dalam masa pemerintahannya. reformasi

birokrasi, dalam hal ini, dilakukan melalui “restrukturisasi ke -

lembagaan, perbaikan kualitas pelayanan public, meningkatkan

kompetensi aparatur, memperkuat monitoring, dan supervisi

atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi

publik melalui citizen charter dalam uu kontrak Pelayanan

Publik”. Semua upaya untuk mereformasi birokrasi yang dita -

warkan Jokowi pada dasarnya berangkat dari gagasan untuk

“membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun

tata pe merintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terper-

caya”. Dalam hal ini, kita dapat berpendapat bahwa reformasi

biro krasi Jokowi adalah sebentuk upaya untuk mengembalikan

peranan pelayanan publik pemerintah ke masyarakat. 

akan tetapi tawaran Jokowi ini bukan tanpa tantangan. Se -

perti kita ketahui, setiap upaya untuk mereformasi birokrasi

mensyaratkan adanya agenda politik. keberadaan agenda poli-

tik menjadi penting mengingat kejelasan agenda politik mem-

permudah proses implementasi kebijakan itu sendiri, karena ia
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akan menjadi panduan prinsipil mengenai apa yang harus di la -

ku kan dan bagaimana kita harus menyikapi masalah yang dite-

mukan dalam proses reformasi birokrasi itu sendiri. Dengan

agenda politik maka reformasi birokrasi memiliki arah politik

yang hendak dicapai, seperti apa imajinasi mengenai negara

serta pemerintahan yang sebenarnya hendak dibentuk dengan

adanya reformasi birokrasi. 

Dalam perdebatan mengenai politik inilah, menurut saya,

prob lem mendasar dari reformasi birokrasi yang akan dilaku -

kan oleh Jokowi. artikel singkat ini akan berupaya untuk mem-

problematisasi apa yang menjadi agenda politik dalam tren

reformasi birokrasi sekarang yang dikenal sebagai neoliberal-

isme. Penetrasi halus ideologi neoliberalisme, beserta kekuatan

politiknya, dalam mengkonstruksikan reformasi birokrasi ada -

lah tantangan terberat yang akan dihadapi Jokowi. kega gal an

Jokowi untuk menantang secara serius asumsi ideologis neo -

liberalisme tersebut justru berpotensi untuk menjauhkan refor-

masi birokrasi sebagai instrumen penting dalam mencip ta kan

pemerintahan yang berpihak, seperti yang diangan-angankan

olehnya sendiri.

Reformasi Birokrasi Jokowi dan Pertanyaannya

Sebagai seorang mantan kepala daerah, sudah sangat familiar

bagi kita melihat bagaimana Jokowi melancarkan beberapa ini -

sia tif  perubahan birokrasi. Praktik blusukan, penerapan e-govern -

ment, dan penyediaan berbagai pelayanan publik melalui kartu

adalah upaya Jokowi untuk memotong otoritas korps PnS

yang bobrok dalam memberikan pelayanan publik. Bah kan

Winters (2014) menyebut langkah-langkah tersebut secara kon-

tekstual sebagai sesuatu yang berani, mengingat ia menantang

secara serius kekuatan yang telah lama bercokol dalam struk tur

birokrasi di indoensia. Dalam hal ini, langkah-lang kah tersebut
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harus diapresiasi. Dalam lingkup kekuasaannya sebagai presi-

den, setidaknya Jokowi menawarkan lima prioritas utama re -

formasi birokrasi yang meliputi:

1. mengambil inisiatif  penetapan payung hukum yang lebih

kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi biro kra -

si. hal ini penting untuk memberi kepastian dan kesinam-

bungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan

capai an reforamsi birokrasi di indonesia;

2. menjalankan aksi konkret untuk restrukturisasi kelembaga -

an pemerintah pusat yang cenderung gemuk, baik di kelem-

bagaan pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden

maupun kelembagaan Pemerintah Daerah melalui revisi

uu Pemerintah Daerah;

3. akan menjalankan secara konsisten uu aparatur Sipil ne -

gara sehingga tercipta aparatur sipil negara yang kompeten

dan terpercaya;

4. Berkomitemen memberantas korupsi di kalangan aparatur

sipil negara dengan memastikan komitmen terbuka dan ter -

ekspos dari Presiden untuk secara tegas menegakkan aturan

yang ada terkait korupsi; 

5. melakukan aksi-aksi nyata bagi perbaikan kualitas pe la yan -

an publik. Perbaikan pelayanan publik dilakukan dengan

berbagai cara: meningkatkan kompetensi aparatur, memper -

kuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik,

serta ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam

uu kontrak Layanan Publik.

kelima prioritas utama ini tentu saja terlihat bagus secara

nor matif. akan tetapi, problem mendasar dari birokrasi di in -

do nesia tidak melulu terkait dengan problem institusional yang

ada. tapi juga terkait dengan orientasi politik negara itu sen -

diri. Sebagai contoh, kita dapat melihat pada salah satu ini sia -

tif  kebijakan birokrasi Jokowi yang dikenal sebagai kartu
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indonesia Sehat (kiS). kiS dapat menjadi jawaban atas prob-

lem kesehatan masyarakat yang masih kesulitan untuk menda-

patkan akses pelayanan kesehatan di mana-mana. akan tetapi,

hanya merujuk problem kesehatan pada sebatas akses masih

jauh dari mencukupi. Problem mendasar sektor kesehatan di

in do nesia, juga terkait dengan masih minimnya investasi ne -

gara pada pembangunan infrastruktur kesehatan. hal ini, seti-

daknya, dapat dilihat pada tiga isu yang, menurut saya. sangat

penting dalam sector ini, yakni: pertama adalah pada ketersedia -

an tenaga medis di indonesia. menurut Organisasi kesehatan

Dunia (WhO), indonesia masih menghadapi jumlah keku rang -

an dokter umum. Seharusnya ada 40 dokter umum per 100 ribu

penduduk, namun saat ini hanya 33 dokter umum yang tersedia

untuk 100 ribu penduduk di indonesia. masalah kedua, dapat di -

lihat pada bagaimana indonesia masih kekurangan rumah sa -

kit. rasio tempat tidur rumah sakit saat ini terhadap populasi

berada pada angka 6,3 tempat tidur untuk 10.000 orang, jauh

dibandingkan dengan standar rata-rata global, 30 tempat ti dur

untuk 10.000 orang. rawat inap tahunan di indonesia juga ha -

nya berkisar pada 140 rawat inap untuk 10.000 pendu duk, te -

rendah di kawasan asia tenggara (awofeso, ram mo han, and

asmaripa, 2013, p. 49). Ketiga, terkait dengan pela yanan kese-

hatan yang tidak merata. hal ini dapat dilihat pada bagaimana

distribusi sumber daya manusia untuk pelayanan kesehatan me -

nurut wilayah, di mana konsentrasi pekerja kesehatan masih

berada di Jawa dan Bali dengan 301.402 tenaga kesehatan atau

45,08 persen. kemudian disusul oleh Sumatera dengan 182.997

orang, atau 27 persen. nusa tenggara dan Pa pua menjadi daer-

ah dengan jumlah tenaga kesehatan yang se dikit dengan mas-

ing-masing hanya 26.168 orang (3,91 persen) dan 16.293 orang

(2,44 persen) (Listyanti, 2013). Dari isu-isu kesehatan ini, seti-

daknya kita dapat menemukan bahwa ne gara tidak banyak me -

lakukan perannya dalam memenuhi ke bu tuhan dasar masyara -
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katnya seperti kesehatan. Jika memang negara serius untuk

memberikan pelayanan kesehatan yang layak, sudah seharus-

nya negara melakukan investasi publik untuk memenuhi kebu-

tuhan ini. Di sini kita bisa menemukan bahwa agenda refor-

masi birokrasi Jokowi belum didasari pada agenda politik

negara yang jelas. 

namun bagi saya, ketidakjelasan Jokowi mengenai agenda

politik negara dalam reformasi birokrasi, harus dilihat sebagai

situs pertarungan idelogis. reformasi birokrasi dapat berguna

bagi masyarakat ketika memang desain reformasi birokrasinya

berdasarkan pada agenda politik negara yang berkomitmen

kuat untuk pemenuhan kebutuhan sosial masyarakatnya. akan

tetapi, semenjak ia adalah suatu pertarungan ideologis, maka

menjadi penting untuk memeriksa interpelasi idelogi dalam ga -

gasan reformasi birokrasi yang akan memengaruhi ba gai mana

agenda politik negara dapat dimunculkan 

Reformasi Birokrasi dan Neoliberalisme

gagasan mendasar reformasi birokrasi itu sendiri memang ti -

dak dapat dilepaskan dari perkembangan historis neoliberalis -

me. Setelah kegagalan imposisi pasar melalui Program Pe nye -

suaian Strutkural (structural Adjustment Program, SaP), para

pro ponen neoliberal mengakui bahwa diperlukan suatu pra kon -

disi kekuasaan yang kondusif  bagi pasar. Prakondisi ini han ya

dapat dibentuk jika negara memiliki kapasitas yang mum puni

untuk mengintervensi masyarakat dalam rangka pen ciptaan

masyarakat pasar. Dalam istilah akademis, konsepsi ini dikenal

sebagai ‘Pembangunan-negara’ (state building) atau ‘kapasitas-

negara’ (state-capacity). Disinilah kita menemukan suatu perali-

han perspektif  dalam neoliberalisme itu sendiri, di mana alih-

alih bersikap nir-negara, perkembangan neolibe ralisme terkini

justru mengakui peranan strategis negara untuk agenda pasar.
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upaya untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan ka -

pasitas negara bukanlah sesuatu yang sifatnya monolitik. Se ti -

dak nya, terdapat dua tradisi intelektual yang berupaya menje-

laskan kapasitas negara. yang pertama, berangkat dari tradisi

neoklasik, yang secara umum dikenal sebagai teori pilihan pub-

lic (public choice theory), di mana kapasitas negara dilihat pada

fungsinya yang efektif  serta efisien dalam rangka memobilisasi

sumber daya yang ada dalam mendukung interaksi masya ra kat.

Dalam hal ini, negara dipahami layaknya pasar pertukar an di

mana institutsi-institusi yang dibangun haruslah mampu untuk

meminimalisasi biaya transaksi yang tercipta (Bucha n an, 1988).

kontrisbusi intelektual yang kedua, mengenai kapasitas negara,

berasal dari tradisi Weberian dimana negara di lihat sebagai

sebagai entitas yang memiliki legitimasi untuk memonopoli ke -

kerasaan. Di sini, negara memiliki kepenting an dan preferensi

yang membuatnya berbeda dengan entitas masyarakat lainnya.

kapasitas negara terletak pada apa yang disebut migdal (1998)

sebagai social control, di mana institutisi negara mampu untuk

mempenetrasi organisasi atau entitas sosial lain dalam masya -

rakat dan memaksakan aturan negara terhadap entitas sosial

tersebut, terlepas apakah entitas tersebut memiliki aturannya

sendiri. Di sini negara harus berjuang un tuk mempengaruhi

orang-orang dan memobilisasi sumber daya, sambil menetap-

kan seperangkat aturan terhadap organi sasi sosial lainnya. Dis -

tribusi kontrol sosial dalam masyarakat yang muncul sebagai

akibat dari konflik menentukan kapasitas kelembagaan negara.

Walau terlihat berbeda, dua tradisi intelektual ini memiliki

asumsi fundamental yang sama mengenai negara. hameiri

(2007) mencatat, setidaknya terdapat lima proposisi teoritis

yang diterima oleh dua tradisi intelektual ini mengenai kapa-

sitas negara:

1. negara dipahami sebagai entitas yang terdiri atas lembaga-

lem baga, bukan sebagai seperangkat struktur sosial dan po -
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li  tik dimana tiap kelompok sosial bertarung untuk pengua -

sa  an serta akses terhadap sumber daya negara.

2. institusi negara didefinisikan pada sebatas kapasitas kebi-

jakan mereka, yang diturunkan dari model ideal negara

modern legal-rasional, dan bukan terkait pada relasi politik

dan domestik yang ada. institusi dipahami menurut kapasi -

tas mereka untuk melakukan fungsi resminya secara efektif,

menciptakan sebuah spektrum kekuatan negara yang ber ki -

sar dari negara kuat sampai dengan negara gagal/lemah.

3. terdapat pandangan dikotomis antara negara dan mas ya ra -

 kat. hubungan antara aparatus negara dan kelompok mas -

yarakat penting dalam kerangka ini sejauh hal tersebut

membatasi atau mendorong kapasitas negara.

4. kapasitas utamanya dilihat sebagai masalah desain institusi

dan dengannya rentan terhadap pengaruh dan arahan eks -

ter nal.

5. kapasitas negara yang kuat terhubung pada upaya untuk

membawa fungsi global, baik itu liberalisasi ekonomi atau

demokratisasi politik. Dalam gagasan ini, tata kelola pe me -

rin tahan yang baik, yang dianggap memfasilitasi pemba -

ngunan di level nasional, mendasari tata kelola pemerintah -

an global.

Lalu apa maksud pembahasan singkat ini dengan upaya re -

formasi birokrasi era Jokowi? Pembahasan ini setidaknya mem -

berikan penjelasan bagaimana negara yang diangankan oleh

neoliberalisme melalui kapasitas negara adalah negara yang

steril dari politik. Baik tradisi neoklasik dan Weberian men jadi

sumber inspirasi asumsi ideologis neoliberalisme, di  mana ne -

gara dan masyarakat adalah dua entitas yang berbeda. karena

berbeda, maka negara harus dipisahkan kerjanya dari kepen -

tingan politik yang muncul dalam masyarakat. Di  sini lah kita

menemukan bahwa politik yang diajukan neolibe ral isme ada -

lah “politik pasca-politik” (post-political politics), di mana kontes -
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tasi kekuatan sosial harus dapat direduksi oleh negara sebagai

sebatas manajemen alokasi kekuasaan yang ada di masyarakat.

Dalam kerangka neoliberal, maka yang dilaku kan adalah mem-

bangun institusi birokrasi yang kedap dari as pi rasi politik ma -

syarakat dan meyerahkan sepenuhnya pilihan kebijakan ini

pada manajemen pemerintahan yang efektif  serta efisien.

akhirnya, investasi publik yang dilakukan adalah de ngan me -

nyerahkan pada mekanisme pasar, dimana institusi negara

diarahkan untuk mendukung kinerja pasar.

Problem dengan orientasi politik neoliberalisme bukan me -

lulu dikarenakan pada primasi atas pasar itu bermasalah, tapi

secara historis neoliberalisme ini berpotensi untuk mendepoli ti -

sasi kepentingan politik masyarakat. Dengan mendasarkan ka -

pasitas negara pada agenda politik neoliberalisme, hal ini ke -

mu dian menciptakan pengaburan atas kontestasi nyata ke kuat -

an politik di masyarakat, yang pada dasarnya hendak me la -

kukan penguasaan sumber daya negara itu sendiri. asumsi ne -

gara dipisahkan dengan masyarakat berimplikasi pada negara

hanya menjadi arena bagi mereka yang telah memiliki kekuatan

politik tertentu, yang pada akhirnya tergantung dengan berapa

banyak modal yang dimiliki. akhirnya alih-alih tercipta negara

yang demokratis, yang terjadi justru adalah semacam negara

yang dikuasai oleh kuasa kapital.

Politisasi sebagai Tantangan Reformasi Birokrasi Jokowi

Politisasi menjadi kunci dalam menjawab problem absennya

agenda politik negara dalam reformasi birokrasi Jokowi sekali-

gus mengatasi jebakan ideologi neoliberalisme. Dalam hal ini,

pen dekatan tekonokratis yang menjadi tren umum reformasi

birokrasi harus mulai ditinggalkan. teknokratisme menjadi pi -

lih  an yang menggoda mengingat kepraktisannya. namun diba-

lik kepraktisannya, justru pendekatan ini yang paling tidak
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“rea listis” mengingat pengabaiannya yang fundamental terha -

dap relasi kuasa yang beroperasi dalam birokrasi itu sendiri. ke -

gagalan birokrasi untuk memenuhi tujuan-tujuannya secara

praktis bukan melulu karena kegagalan manajerial dalam or ga -

ni sasi birokrasi itu sendiri, akan tetapi lebih banyak dipenga -

 ruhi pada dominasi relasi kuasa tertentu yang membatasi ruang

manuver bagi perubahan birokrasi. Disinilah menjadi penting

bagi upaya reformasi birokrasi agar memiliki sensitivitas atas

pentingnya memasukkan perubahan relasi kuasa dalam setiap

inisiatif  yang dibangun.

Secara praktis dan prinsipil, sebenarnya proses reformasi

birokrasi tidak dapat dilakukan dalam situasi yang kedap poli-

tik. reformasi justru harus terjadi dalam interaksi politik yang

kuat antara masyarakat dengan birokrasi itu sendiri. Dalam hal

ini, pengintegrasian kepentingan masyarakat ke dalam proses

birokrasi menjadi penting. menurut saya, hal ini setidaknya

dapat dilakukan melalui mendorong partisipasi masyarakat.

menariknya, Jokowi juga mengamini gagasan pentingnya

partisipasi publik dalam skema reformasi birokrasi. kita bisa

me nemukan ide partisipasi dalam salah satu poin dari lima

poin utama reformasi birokrasi Jokowi. Selain itu, secara poli-

tik riil pengakuan atas partisipasi publik tidak dapat dilepaskan

dari besarnya pengaruh proses partisipatif  selama upaya peme-

nangan Jokowi. gerakan massa elektoral, seperti munculnya

banyak relawan pendukung Jokowi, mampu mengatasi kema -

cet an mesin partai. tidak heran, jika kemudian Jokowi mem be -

rikan ruang yang cukup besar kepada para relawan untuk ikut

berpartisipasi selama proses transisi kepemimpinannya

sekarang ini.

akan tetapi kita perlu untuk lebih spesifik di sini. apa sebe-

narnya yang dimaksud dengan partisipasi? Dalam hal ini, pen -

ting untuk mengantisipasi penetrasi (sekali lagi) ideologi neo li -

be ralisme mengenai partisipasi. istilah partisipasi dipahami se -
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ba gai keikutsertaan entitas non-negara dalam setiap proses pub -

lik (baca: politik) yang ada. gagasan partisipasi versi neo li be ral

banyak diturunkan dari konsep “modal sosial.” modal sosial

dilihat sebagai timbal balik (resiprocity) dan saling percaya di

antara aktor sosial dalam masyarakat. menurut harris (2001),

modal sosial adalah apa yang membuat proyek kolektif  mung -

kin karena dapat mengurangi biaya transaksi dalam interaksi

aktor sosial (harris, 2001, 5). untuk pendukung neoliberal,

gabungan dari modal dan sosial terletak pada fungsinya un tuk

jaringan sebagai lingkungan yang kondusif  bagi kebijakan neo -

liberal itu sendiri (Carroll, 2010, 83). Partisipasi dalam kerang-

ka modal sosial kemudian dipahami sebagai keterlibatan yang

berasaskan pada rasa saling percaya antara individu atau ke -

lompok masyarakat. tidak heran, jika dalam kerangka partisi-

pasi neoliberal, keterlibatan masyarakat dalam negara tidak ba -

nyak melakukan perubahan relasi kuasa yang ada. 

Dalam hal ini, partisipasi haruslah bersifat mengubah relasi

kuasa yang ada selama ini. Partisipasi bukan sekadar ikut terli-

bat dalam proses politik dan mengajukan opini dalam proses

tersebut, akan tetapi, lebih daripada itu, partisipasi adalah upa -

ya untuk penguasaan ruang politik yang tersedia. Dengan par-

tisipasi, mereka yang selama ini terpinggirkan memiliki kuasa

untuk ikut menentukan hasil-hasil politik. Wabilkhusus, partisi-

pasi memperkuat posisi kelompok sosial masyarakat yang sela-

ma ini terpinggirkan dalam menentukan mobilisasi sumber

daya negara untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka.

Secara praktis maka partisipasi dalam skema reformasi biro -

krasi haruslah memungkinkan masyarakat untuk mengon trol

sumber daya negara yang ada. Sebagai contoh, salah satu prak-

tik reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui dibentuknya

forum penganggaran partisipatif, dimana warga dapat meme -

ngaruhi serta menentukan bagaimana anggaran peme rintahan

daerah dapat digunakan dan bagaimana penggunaan tersebut
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dilakukan, yang kesemua prosesnya ditentukan dalam ruang

partisipasi publik yang demokratis.

akan tetapi, kita perlu realistis dalam mengajukan gagasan

partisipasi ini. mengajukan partisipasi tanpa adanya pendidik -

an dan organisasi politik yang mumpuni bagi kelompok ma -

syarakat yang selama ini terpinggirkan dari proses politik, ha -

nya akan membuka ruang untuk pembajakan ruang partisipasi

oleh kekuatan politik dominan yang ada. Oleh karena itu, di -

perlukan satu bentuk institusionalisasi dalam reformasi bi rokra -

si Jokowi yang secara programatik mendukung upaya pem ber -

dayaan masyarakat secara organisasional untuk memahami

hak-hak kewargaan mereka, sekaligus memperkuat kapa si tas

organisasional mereka agar memiliki kapasitas yang cu kup keti-

ka terlibat dalam proses partisipasi dalam rangka peng u asaan

sumber daya negara. hal ini, setidaknya, dapat dimulai melalui

dukungan negara terhadap keberadaan organisasi-organisasi

rakyat (seperti serikat, organisasi komunitas, kelompok tani,

organisasi perempuan, dll) dan mengikut sertakan or ganisasi

rakyat ini dalam proses reformasi birokrasi itu sendiri.

Kesimpulan

tantangan utama dari reformasi birokrasi Jokowi adalah poli-

tik. untuk itu, reformasi birokrasi Jokowi haruslah bersifat poli -

tis sebagai upaya untuk mendefinisikan agenda politik negara

itu sendiri. keterlibatan politik masyarakat secara luas dalam

proses partisipasi publik harus diintegrasikan ke dalam skema

reformasi birokrasi Jokowi. Selain itu, harus diperhati kan bah -

wa partisipasi diarahkan untuk membuat masyarakat memiliki

kuasa dalam menentukan sekaligus memobilisasi sumberdaya

negara. menurut saya, hanya dengan ini reformasi birokrasi

Jokowi dapat menjadi prakondisi yang penting untuk perubah -

an politik mendasar di indonesia.
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SeBagai anak yang tumBuh Di Jakarta, Saya SemPat me -

nik mati salah satu perpustakaan di taman ismail marzu -

ki pada paruh kedua dekade 1980an. Letaknya di atas gedung

bioskop XXi saat ini. isinya ribuan komik-komik amerika dan

eropa yang diterjemahkan oleh beberapa penerbit indonesia.

Salah satu komik yang saya gemari adalah steven sterk, karya

Peyo si komikus besar asal Belgia. Salah satu episode petua -

langan bocah super kuat namun lemah saat salesma ini adalah

menja lankan 12 pekerjaan super-rumit untuk menyatukan

klaim tujuh pemusik atas minyak di dalam tanah yang mereka

miliki bersama.

membayangkan pemerintahan Jokowi-Jk ke depan, terli-

hat akan berjalan secara analogis dengan 12 pekerjaan Steven

Sterk itu atau 12 tugas dan hukuman untuk herkules. Bahkan

akan jauh lebih rumit. Belum berkuasa saja, pemerintahan ini

sudah dihadapkan dengan problem defisit kas ne gara, yang

ditengarai akibat realisasi finansial dari subsidi Bahan Bakan

minyak (BBm) yang gila-gilaan. Selain masalah BBm, ruang

fiskal Jokowi-Jk pada 2015 juga sangat terbatas untuk men-

jalankan program-program yang dijanjikannya. 

BAB 12

Menjinakkan Leviathan

Roysepta Abimanyu
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Di tengah kesempitan ruang fiskal, baik dalam aPBn 2014

dan aPBn 2015, adalah ironis ketika kita melihat di saat-saat

berakhirnya Pemerintahan SBy-Boediono, terdapat pembelian

puluhan mercedes Benz yang akan dijadikan kendaraan dinas

para menteri. meski telah ditolak oleh Jokowi sebagai Presiden

terpilih, pengadaan mercedes tersebut tetap berjalan, seperti

men jadi jurus colongan di saat perhatian terserap pada proses

pil pres. kita mungkin belum saja melihat lebih jauh, jangan-

jangan banyak kasus-kasus serupa.

kasus-kasus kebijakan colongan dan sempitnya ruang fis kal

di aPBn menjadi penting untuk dilihat, untuk melihat me -

ngapa kebijakan sangat susah diubah atau dihentikan. apa

yang terjadi sebenarnya? mengapa sulit sekali mengendalikan

pemerintah yang terpilih secara demokratis?

Mari Menengok Leviathan

narasi yang mungkin berguna untuk menelusuri problem-prob-

lem di atas adalah salah satu komponen utama dalam teori

kontrak Sosial yang diajukan oleh thomas hobbes. hobbes

berargumen bahwa untuk dapat mengendalikan ke kacau an di

antara umat manusia, diperlukan sebuah “monster” yang dita -

kuti bersama sehingga dapat dicapai ketertiban. “monster” ter -

sebut dinamakan leviathan, diambil dari kisah yahudi-kristen. 

hobbes membayangkan leviathan adalah solusi dari keka-

cauan, yang memegang kedaulatan yang telah diserahkan oleh

warga naungannya. Leviathan, suka atau tidak suka, adalah

lan dasan teoretis negara modern. Cukup menarik dalam sam-

pul buku leviathan, “monster” ini digambarkan terbentuk dari

orang-orang yang kini kita bisa karikaturkan sebagai para

birokrat.

indonesia mewarisi negara modern, tentunya dari negara

kolonial hindia Belanda, yang disempurnakan oleh masa Pen -



du dukan Jepang. kemerdekaan indonesia tidak serta merta

me nghancurkan Leviathan kolonial ini, ia malah menyerapnya.

Banyak fitur negara kesatuan republik indonesia me nun juk -

kan dalamnya warisan kolonial tersebut: kuhP wa ris an Be -

landa dari Code Penal napoléon, sistem registrasi tanah, logika

jawatan pemerintahan (bahkan termasuk infrastrukturnya),

hingga hierarki pemerintahan di tingkat lokal.

repotnya, negara kolonial yang berhasil menyelubungi

dirinya menjadi republik tetap memiliki orientasi ekstraktif  di -

ban ding sebagai pelayan publik. Orientasi sangat terlihat di le -

bih lengkapnya pada pelayanan perizinan usaha, baik asing

maupun domestik, dibandingkan dengan pelayanan publik yang

hingga saat ini yang relatif  lancar hanya di sektor pendi dik an,

kesehatan, dan... pemberangkatan haji.

Orientasi ekstraktif  yang sebelumnya mengabdi kepada k o -

lo nial masters memang berubah pasca kemerdekaan. namun

perubahan itu tidak menjadi melayani publik, tetapi aparatus

negara yang melayani dirinya sendiri. 

Pada 1950an kita mengenal istilah “ali-Baba”. Pada 1965-

1967, tentara-birokrat menggulingkan Soekarno dan men dirikan

Orde Baru. Semasa Orde Baru, kita mengenal biro krat dan kroni.

Dan kini, kita mengenal penguasa dan rekanan pemerintah.

Pada intinya, inilah pola bagaimana individu-individu birokrasi

memperkaya diri, birokrasi yang melayani dirinya dari peme -

rintah pusat hingga desa dan kelurahan. Dan ini terus berlang-

sung hingga sekarang, meski pucuk kekuasaan berhasil diganti

di bawah tekanan publik yang dipicu pemberontakan kaum

muda pada 1998.

Leviathan kontra Jokowi-JK

Bagaimanapun, terpilihnya Jokowi-Jk membawa secer cah ha -

rapan untuk perubahan di dalam pemerintahan.  Jokowi memi-
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liki rekam jejak yang cukup kuat dalam mendorong reformasi

birokrasi di Solo dan Jakarta. Di lain sisi, kalangan birokrasi,

baik di pusat dan di daerah, juga pun ya rekam jejak, meski se -

ring tak kentara, untuk menyabotase agen da-agenda pemerin -

tahan yang mereka anggap tidak meng untungkan mereka. ini

terjadi di masa habibie, lebih parah di masa gus Dur dan

megawati, dan sepanjang masa SBy me merintah (2004-2014).

itu sebabnya sebelum Pilpres 9 Juli pun, kalangan Pegawai ne -

geri Sipil cenderung lebih memilih Prabowo diban ding Jokowi.

Dari satu sisi lanskap politik ini saja, adalah naif  jika kita me -

nantikan Pemerintahan Jokowi-Jk berjalan dengan skenario

business as usual dalam memenuhi janji-janji politiknya.

akan tetapi, menjalankan pemerintahan yang ambisius dan

bercita-cita menciptakan terobosan juga tidak cukup hanya ber -

modalkan tekad atau political will. kecerdasan berpolitik, pema-

haman atas dinamika dalam relasi rakyat versus negara, dan

keberanian mengambil risiko serta sigap memainkan rencana-

rencana kontijensi juga diperlukan. Setidaknya ada bebe rapa

kerumitan strategis yang akan dihadapi oleh Jokowi-Jk untuk

menjalankan pemerintahannya:

kerumitan pertama adalah persoalan batasan-batasan yang

telah berhasil dicapai oleh tokoh-tokoh birokrat kunci dalam

meng hambat reformasi birokrasi. Salah satu contoh kasus ada -

lah undang-undang aparatur Sipil negara. upaya mendo rong

pembentukan birokrasi yang mumpuni dan sistem merit ber -

dasarkan kompetensi dan kinerja, dijinak kan oleh ke pentingan

para birokrat kunci yang ingin melang geng kan model birokrasi

berdasarkan senioritas dan aspek-aspek formal lainnya.

kerumitan ini berdampak serius pada kinerja pe merintahan

pasca 20 Oktober 2014. Pertama, Presiden dan para menteri

yang menjadi eksekutif  negara akan sulit menghadapi resisten-

si dari birokrat senior dalam kementerian-ke men terian. Seperti

yang sebelumnya diutarakan, rekam jejak sabotase telah ada,
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dan satu-satunya jalan mengeliminasi de ngan mengganti peja-

bat senior juga dipersulit karena penggan ti nyapun harus dipilih

dengan senioritas yang cukup. kedua, pemerintah juga akan su -

lit menurunkan ego sektoral yang selama ini membuat jalan pe -

merintahan menjadi tidak efisien dan boros. Problem raja-raja

kecil dalam kementerian yang selama ini menciptakan silo-silo

tidak dapat langsung dieliminasi.

kerumitan kedua yang pasti dihadapi oleh Jokowi-Jk ada lah

persoalan pola otonomi daerah. Program-program Jokowi-Jk

harus dapat disinkronisasikan oleh program-program yang kini

berjalan di 511 kabupaten dan kota dan 34 provinsi. Dua janji

utama Jokowi-Jk, kartu indonesia Pintar dan kartu indo nesia

Sehat, mensyaratkan koordinasi yang kuat antara beberapa ke -

menterian di Pemerintah Pusat dan dinas-dinas terkait untuk

terlibat dalam diseminasi, perencanaan, dan pe lak sanaan dua

program tersebut. Penanggulangan subsidi BBm dan konversi

BBm di sektor transportasi, jelas membu tuh kan peranan besar

pemerintah provinsi dan kabu pa ten/kota untuk memastikan

guncangan akibat pengurangan subsidi BBm da pat diisolasi.

Dalam pola otonomi daerah saat ini, tidak da pat dibayangkan

bagaimana birokrat-birokrat pe me rintah pu sat yang diceritakan

di atas dapat memastikan adopsi. kita dapat melihat contoh

bagaimana gagalnya pemerintah pusat dalam mendorong Pe -

merintah Dki Jakarta di ba wah Fauzi Bowo menjalankan 17

langkah yang dimandatkan Presiden yudho yo no melalui Wakil

Presiden Boediono. Seba gian langkah tersebut malah dapat ter-

jadi setelah Jokowi terpilih dalam Pilkada Dki 2012.

Pola otonomi daerah yang saat ini terjadi juga diperumit se -

cara politis. Pihak oposisi masih memegang kekuasaan di seba-

gian besar provinsi dan kabupaten/kota. Jika oposisi melaku -

kan sabotase dengan terkoordinasi, dapat dipas ti kan be berapa

program strategis Jokowi-Jk akan dijalankan dengan seram-

pangan sehingga tak dapat mencapai hasil yang diharapkan.
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kerumitan ketiga adalah problem program warisan pemerin-

tahan yudhoyono yang telah merugikan atau berpotensi me -

rugi kan rakyat. Contoh pesawat terbang kepresidenan dan

 mercedes Benz buat menteri adalah contoh kecil dan in sig ni fi -

kan dibandingkan dengan beberapa program lainnya seperti

master Plan Percepatan Pembangunan ekonomi indonesia

(mP 3 ei). Sudah ratusan proyek yang dinaungi mP3ei telah

dimulai dengan skema pembiayaan kerjasama Pemerintah

Swas ta (Public Private Partnership atau PPP) secara multi-years.

Dampak sosial dan ekologis yang terjadi di proyek-proyek terse-

but akan menjadi sandungan terhadap jalannya pemerintahan

ke depan.

Proyek-proyek mP3ei warisan tersebut juga akan mengu-

rangi ruang fiskal. hingga saat ini dalam observasi yang di la ku -

kan oleh beberapa organisasi non pemerintah, penyertaan mo -

dal pemerintah masih jauh lebih besar dibandingkan de ngan

modal swasta yang diharapkan dalam PPP. Sebagian pro yek

tersebut malah dimasukkan dalam skema utang domestik dan

luar negeri.

kerumitan terakhir yang tak kalah strategisnya terletak pada

problem narasi dan diskursus dominan dalam peran ne gara

yang kini telah dianut oleh kalangan birokrasi, baik mereka

yang reformis maupun yang konservatif. 

Sebelumnya, logika birokrasi berada dalam selubung ideolo -

gis “mengayomi”. Birokrasi menganggap dirinya lebih tinggi,

lebih tahu, lebih kompeten daripada rakyat, karena itu meng -

abdikan dirinya untuk membimbing rakyat. masalahnya, rak -

yat pada masa itu tidak perlu tahu bagaimana birokrat dan kro-

ninya dapat memperkaya diri dari proses “pengayoman” ter se -

but. Saat ini, di tengah tekanan dan sorotan publik, kalangan

birokrasi seperti menemukan selubung baru, yaitu “pemberda -

yaan”. Jika sebelumnya negara bertanggung jawab secara luas,

kini negara bertanggung jawab seperlunya saja karena rak yat
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harus bisa berdaya. Dengan logika ini, peranan negara di mi -

nimalisasi dan peran-peran pelayanan diserahkan kembali ke

rakyat melalui mekanisme pasar.

Dalam hal ini, artinya secara ideologi pemerintahan, pe me -

rin tahan Jokowi-Jk yang dengan agenda nawa Cita-nya (sing -

katnya narasi negara kuat dan hadir) akan berhadapan dengan

dua lawan dan kompetitor: ideologi publik dikelola oleh meka -

nisme pasar yang dianut oleh para reformis dan ideologi rezim

birokrasi yang sibuk menyelamatkan kepentingannya sendiri.

tiga perspektif  kepentingan ini jelas akan menyulitkan formu-

lasi kebijakan di dalam pemerintahan. Sangat mungkin perta -

rungannya tidak menajam, tetapi besar kemungkinan akan

membuat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak kohe ren, multi -

interpretasi, dan pada akhirnya malah tidak efektif.



ketika DiLantik SeBagai PreSiDen PaDa OktOBer 2014,

Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi presiden sipil ke -

lima dalam sejarah republik ini. Dia akan menjadi presiden

sipil keem pat setelah kejatuhan Orde Baru. Sejarah mencatat,

tiga pre siden sipil setelah kejatuhan rezim Soeharto, tidak per-

nah ber kuasa penuh selama lima tahun. BJ habibie, yang

meng gan tikan Soeharto, hanya berkuasa selama satu tahun

lima bulan. Sedangkan kh abdurrahman Wahid (gus Dur)

hanya ber kuasa selama satu tahun sembilan bulan. gus Dur di -

paksa ber henti lewat kekisruhan konstitusional yang melibat -

kan orang-orang dan partai-partai politik yang semula memilih -

nya. Penggantinya adalah orang yang menjadi wakilnya, mega -

wati Sukarnoputri, yang berkuasa tiga tahun tiga bulan. mega -

wati dikalahkan dalam pemilihan umum yang demokratis oleh

seorang mantan jenderal yang sebelumnya menjadi menteri

koor di nator politik dan keamanan (menko Polkam) dalam

kabinetnya, Jenderal Susilo Bambang yudhoyono (SBy).

hanya SBy, man tan jenderal, yang berkuasa sebagai presiden

dua periode penuh. 

Sebagai presiden sipil, nantinya Jokowi akan menjadi pang -
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lima tertinggi militer indonesia. Dia tidak saja harus merumus -

kan politik pertahanan negara, tapi juga harus menghadapi

dinamika militer indonesia, baik sebagai institusi beserta segala

gejolak-gejolak didalamnya. Dua presiden sipil pen da hulunya,

BJ habibie dan gus Dur harus berhadapan dengan masalah-

masalah berat, yang sebagian muncul dari pengelolaan konflik

di dalam tubuh tubuh militer. Sementara mega wati Sukarno -

putri memberikan carte blanche kepada militer, tidak saja untuk

menentukan kebijakan keamanan melainkan juga memberikan

dukungan sepenuhnya bagi militer untuk berkuasa di daerah-

daerah konflik. 

Sebagaimana diketahui, pada jaman pemerintahan Soe -

harto, militer adalah institusi yang sangat berkuasa. Soeharto,

mantan jenderal, berkuasa dengan memakai tentara sebagai

tulang punggung kekuasaannya. militer hadir di mana-mana.

mereka menjadi politisi, birokrat, dan juga terjun ke dalam du -

nia bisnis. kejatuhan Soeharto tidak dengan serta merta men-

gurangi kekuatan politik militer. Sekalipun secara formal mili -

ter tidak lagi terlibat dalam politik dan ekonomi, namun mere-

ka tetaplah sebuah kekuatan yang diperhitungkan. 

apakah yang menjadi tantangan Presiden Jokowi dalam

menghadapi militer? tulisan ini ingin melihat tantangan-tan -

tangan yang mungkin akan dihadapi oleh Presiden Jokowi da -

lam lima tahun ke depan masa pemerintahannya. Pertanya an

yang paling utama adalah hubungan pemerintahan sipil-militer

yang seperti apa yang kira-kira harus dijalankan oleh pemerin-

tahan Jokowi? Bagaimanakah dia harus melakukan kontrol ter-

hadap militer? Sejauh mana dia harus memberikan otonomi

dan sejauh mana dia menerapkan agenda-agendanya? 

tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, kita

akan melihat secara sepintas tentang “reformasi tni.” Sekali -

pun banyak pihak mengatakan bahwa reformasi dalam tubuh

tni berjalan stagnan, harus diakui bahwa postur tni saat ini

250 MEMBEDAH TANTANGAN JOKOWI



sangat berbeda dari masa Soeharto. reformasi militer tidak ber -

hasil menyentuh komando-komando territorial tni-ang kat an

Darat, yang di masa lalu (dan juga bisa dipakai untuk masa de -

pan) merupakan “infrastruktur kekuasaan” lembaga ini. Per -

soalan kedua adalah dinamika di dalam tubuh militer sendiri,

khususnya formasi para perwira yang memerlukan manajemen

konflik yang handal. Diakui atau tidak, para elite militer ter-

susun oleh jaringan patronase dan nepotisme. ini merupakan

fenomena umum di dalam birokrasi dan dalam politik indo -

nesia. masalahnya adalah bagaimana mengelola konflik yang

kadang muncul dari rivalitas antar faksi di dalam tu buh militer

ini. Terakhir, kita akan membahas beberapa mo del yang bisa

diterapkan oleh pemerintahan Jokowi. Bersandar pada peng -

alaman tiga pendahulunya, tulisan ini akan melihat tiga model

berbeda di mana tidak ada satu pun yang merupakan tipe ideal.

namun, Jokowi bisa mendapatkan pelajaran dari ketiganya. 

Kelanjutan Reformasi?

Sejak 2004, militer indonesia tidak lagi diwakili di parlemen

baik di pusat maupun di daerah. Setelah reformasi, militer juga

tidak lagi mengontrol partai politik seperti mereka sebelumnya

mengontrol golkar. Lembaga-lembaga yang dianggap meng on -

trol kehidupan politik sipil seperti Bakorstanas (Badan ko or -

 dinasi Bantuan Pemantapan nasional) dan Litsus (Pe ne li tian

khusus) juga telah dihapuskan. Secara perlahan, bisnis mi liter

juga ditiadakan. Sebelumnya, militer berbisnis lewat ya yasan-

yayasan. argumen yang sering dikemukakan, yayasan-yayasan

ini diperlukan untuk membantu kesejahteraan prajurit. Sekali -

pun dalam kenyataannya banyak dari kegiatan ekonomi ya -

yasan-yayasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan

banyak dipakai untuk kepentingan ekonomi komandan-koman-

dan militer yang mengontrolnya. 
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Secara umum, reformasi terhadap militer dilakukan lewat

dua undang-undang, yakni uu no. 3/2002 tentang pertahan an

negara dan uu no. 34/2004 tentang tentara nasional indo -

nesia. Sekalipun sering dikritik karena dua produk hukum ini

dianggap tidak memadai untuk mereformasi militer,1 bebe ra pa

aspek dari kedua undang-undang ini harus diakui mem eng a -

ruhi posisi dan peran militer dalam masyarakat indo ne sia. 

namun, tidak ada keraguan bahwa militer akan terlibat da -

lam politik jika situasinya mengizinkan untuk itu.2 ini karena

militer berhasil mempertahankan struktur organisasi teritorial-

nya dan politisi sipil tidak begtiu berhasil dalam melakukan

kon trol terhadap kebijakan dan strategi keamanan negara. Se -

bagaimana diketahui, definisi dan doktrin keamanan akan sa -

ngat memengaruhi perilaku militer. Sehingga tidak diragukan

bahwa tentara indonesia berhasil menjaga otonomi institu si -

nya. terlebih kebanyakan politisi sipil enggan untuk ambil ba -

gi an dalam mendefisinikan ancaman terhadap negara dan me -

nen tukan postur keamanan yang diperlukan untuk mengaman -

kan negara. keadaan seperti ini memungkinan tentara untuk

me mengaruhi politik dari balik layar. akibatnya, tidak menghe -

rankan jika seorang ahli ilmu politik indonesia mengatakan

bahwa militer akan mampu menjadi “spoiler” (pembusuk)

demokrasi indonesia.3

menurut uu no. 34/2004, tentara diperbolehkan untuk

melakukan “operasi militer selain perang” (OmSP), khususnya

di daerah-daerah rawan atau di daerah konflik. Operasi ini bo -

leh dilakukan dalam skala yang amat luas, mulai dari menga tasi



4. ayat 7 uu no. 34/2004 menyebut 14 bidang yang bisa ditangani Operasi mi -

li ter Selain Perang: 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 2. meng a tasi

pem berontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wi -

la yah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar

negeri; 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarga nya; 8.

memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya se cara dini

sesuaidengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di

daerah; 10. membantu kepolisian negara republik indonesia da lam rangka tu -

gas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam un dang-un dang;

11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwa kil an

pemerintah asing yang sedang berada di indonesia; 12. membantu me nang gu -

langi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan ke ma nusia -

an; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (sea rch and res-

cue); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan pener-

bangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup an.

5. Di tingkat propinsi, sesuai dengan PP no. 19/2010, istilah muspida diubah

menjadi Forkorpimda (Forum komunikasi Pimpinan Daerah). 

6. ada 16 pasal dari uu ini yang dianggap melanggar kebebasan dan hak indi-

vidual (privacy) warga negara. koalisi LSm dan beberapa individual berusaha

mengajukan judicial review atas undang-undang ini. namun permohonan mere-

ka ditolak oleh mahkamah konstitusi. 
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gerakan separatisme dan pemberontakan bersenjata, me lin -

dungi presiden, hingga membantu kepolisian dalam mengatasi

persoalan keamanan.4

namun, yang lebih penting lagi adalah pengakuan bahwa

tentara, karena keberhasilan mempertahankan komando teri -

torial, tetap merupakan satu pihak yang diakui dalam adminis -

trasi pemerintahan lokal. tni masih merupakan bagian dari

muspida (musyawarah Pimpinan Daerah), yang ada di tingkat

propinsi,5 kabupaten, dan kecamatan. Pengikutsertaan militer

ke dalam muspida telah memberi ruang pada para perwira mi -

liter untuk mempengaruhi politik di daerah-daerah. 

Satu perangkat hukum yang juga harus dicermati adalah

uu no. 17/2011 tentang intelijen negara. undang-undang ini

memberikan kekuasaan yang besar untuk mengawasi dan me -

langgar kebebasan pribadi warga negara.6 namun yang le bih

penting lagi adalah keberadaan organisasi teritorial Badan inte -



7. Lihat, Peraturan Presiden no. 67/2013 tentang koordinasi intelijen negara.

8. Contoh yang paling gampang dilihat adalah dalam konflik-konflika agraria

yang melibatkan militer dengan pihak rakyat sipil. konflik ini banyak lahir aki-

bat ketidakpastian hak kepemilikan tanah yang telah terjadi sejak jaman kolo-

nial. namun tidak jarang pula konflik ini lahir sebagai akibat pembantai an

massal 1965. militer banyak mengambil begitu saja bekas kantor-kantor milik

Pki dan organisasi-organisasi afiliasinya, serta merampas hak milik individual

orang-orang yang dituduh anggota Pki. Dalam banyak hal, militer berhasil

mempertahankan hak milik atas tanah yang awalnya dirampas begitu saja. 
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lijen negara (Bin). Pada 2013, presiden SBy membuat sebuah

peraturan tentang koordinasi intelijen negara,7 yang mengesah -

kan berdirinya Badan intelijen negara Daerah (Binda), sebuah

lembaga yang ada di tingkat propinsi. Lem baga ini dinamakan

koordinasi Badan intelijen negara Dae rah (kominda), yang

tugasnya mengoordinasi semua lembaga intelijen yang ber -

operasi di daerah (tni, kepolisian, kejaksa an, kesbanglinmas,

dan intelijen dari kementerian dan lembaga pemerintah non-

kementrian). Binda dipimpin oleh seorang kepala Binda (ka -

binda), dengan jenjang kepangkatan yang setara dengan Briga -

dir Jendral (Brigjen). Di sebagian besar propinsi, seringkali

kabinda adalah pejabat militer tertinggi di daerah. kabinda

adalah juga ketua komunitas intelijen Daerah (kominda). 

Dilihat secara struktural, sulit untuk mengatakan bahwa mi -

liter tidak memiliki pengaruh secara politik baik di tingkat pusat

maupun daerah. namun, untuk saat ini, agaknya peran yang

diambil oleh militer kebanyakan bergerak di balik layar. mereka

menjadi semacam kelompok penekan (pressure group), terutama

bila berhadapan dengan kepentingan-kepentingan institusional

militer.8

Kontrol dan Otonomi Seperti Apa? 

Secara teoritik, Presiden Jokowi seharusnya melakukan kontrol

sipil terhadap militer. Dia harus mampu mengambil kebijakan-

kebijakan strategis dalam soal pertahanan negara. Di sisi yang
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lain, dia juga harus memberikan otonomi kepada militer teruta-

ma dalam menyangkut urusannya ke dalam, seperti tour of  duty

dan jenjang kepangkatan. Campur tangan urusan-urus an ke da -

lam biasanya ditentang oleh militer. Presiden sipil juga harus bisa

mengendalikan diri untuk tidak mempolitisasi mi li ter.

namun, sangat sulit untuk memisahkan militer indonesia

dari politik. militer indonesia selalu memandang diri sebagai

“tentara rakyat.” ini adalah persepsi yang tidak me mung kinkan

pemisahan urusan militer dan urusan sosial, eko nomi, dan poli-

tik. Persepsi ini tidak saja diterjemahkan ke da lam doktrin per-

tahanan, tetapi juga menjadi dasar bagi militer indonesia untuk

tetap memelihara komando-komando teritorial.

Selain itu, elite militer indonesia sangat erat berkaitan de -

ngan elite politik sipil. Jalinan hubungan antara elite militer de -

ngan elite sipil terjadi entah karena hubungan kekeluargaan

(nepotisme) atau hubungan patronase. Banyak elite militer

yang punya hubungan keluarga dengan politisi—entah politisi

yang benar-benar sipil atau politisi bekas tentara. Selain itu,

jaringan patronase antara mantan komandan yang telah pensi-

un dan menjadi politisi sipil dengan anak buahnya yang masih

berdinas aktif  masih terpelihara dengan baik. Pensiunan ten-

tara tersebar di dalam partai-partai politik. kadang rivalitas

yang pernah terjadi di dalam tubuh tentara juga terekspresikan

di medan politik sipil. Sehingga, seringkali gejolak politik ber -

imbas ke dalam tubuh militer dan sebaliknya. 

tidak banyak orang menyadari bahwa militer adalah ba gi an

dari segelintir elite di negeri ini. Banyak elite militer berasal dari

keluarga elite politik. tidak terlalu sulit untuk mengurai nya.

Presiden yang berkuasa sekarang, Susilo Bambang yud ho yono,

misalnya, adalah menantu Letjen Sarwo edhie Wi bowo, bekas

komandan rPkaD. yudhoyono pun memiliki seorang anak

yang saat ini menjadi perwira tni-aD dan diramalkan akan

memiliki karir yang sangat cemerlang. Prabowo Subianto juga



9. Contoh paling jelas dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. kesetiaan itu ter-

jalin hingga mereka keluar dari dinas militer. Pengamatan terhadap pensiunan

perwira militer dan polisi yang bergabung dengan gerindra menunjukkan

bahwa mereka yang bergabung adalah sebagian besar kawan satu ang katan

Prabowo (akabri kelas 1973 dan 1974 – karena Prabowo tinggal kelas setahun)

dan adik-adik kelasnya. Orang seperti Jendral Djoko Santoso mendukung

Prabowo karena sama-sama pernah bertugas di yon 338/kostrad. Djoko San -

toso adalah wakil komandan dan Prabowo saat itu menjadi komandan. 
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berasal dari kalangan elite. 

Beberapa orang yang terlibat dalam pertarungan pemilihan

presiden 2014 juga memiliki keluarga di dalam tubuh militer.

am hendropriyono, mantan ketua Bin, dan menjadi pendu -

kung Jokowi memiliki menantu Brigjen andhika Perkasa, yang

saat ini menjabat sebagai kapuspen tni-aD. Sementara Lu hut

Panjaitan, seorang jendral, memiliki menantu kol. ma ruli Si -

manjuntak yang sekarang menjadi asisten Operasi ko passus.

masih banyak contoh yang bisa dikemukakan dalam tali temali

hubungan kekeluargaan ini. apakah hubungan ke ke luargaan

ini menentukan karir seseorang di dalam tni? Sekalipun sulit

untuk membuktikan, hal ini juga sulit untuk dibantah karena

memang banyak keluarga dari elit politik yang memiliki karir

militer yang cemerlang. 

yang lebih kuat dari hubungan kekeluargaan adalah hu -

bung an patronase antara perwira-perwira yang lebih senior de -

ngan anak-anak buahnya. Patronase membuahkan loyalitas dan

darma-bakti dari anak buah kepada atasan. Sementara, atas  an

menawarkan perlindungan dan keamanan karir bagi ba wah an -

nya. terkadang, patronase juga terjadi antara kawan se sa ma ke -

las di akademi militer. mereka yang berkarir cemerlang (yang

biasa diangkat menjadi “kepala suku” dari abituren atau ang   kat -

annya), bertanggungjawab membuka jalur karir kawan-ka wan -

nya yang lain. tidak jarang, mereka yang berkarir paling ce  mer -

lang adalah mereka yang punya kaitan dengan elite politik.9

hubungan nepotisme dan patronase ini mau tidak mau juga



10. kabarnya, kasusnya berawal dari am hendropriyono yang “bergerilya” ke ka -

langan militer aktif  untuk menggalang dukungan. hendropriyono dikabarkan

berusaha mempengaruhi perwira-perwira aktif  untuk meninggalkan “kapal

ka ram” (maksudnya yudhoyono yang kekuasaannya akan berakhir). Sebulan

se belum dipecat, Budiman dikabarkan bertemu dengan megawati Su kar no -

putri. Persoalan ini kemudian meledak dalam kasus pendataan oleh Babinsa di

kelurahan gambir, Jakarta Pusat. Sangat kentara terlihat konflik antara kasad

Jendral Budiman dan Panglima tni Jendral moeldoko. Budiman, lewat ka -

puspenad Brigjen andika Perkasa (menantu hendropriyono) meng instruksi -

kan untuk segera menjatuhkan sangsi kepada Babinsa tersebut. han ya dalam

bilangan jam, moeldoko membantah dan mengatakan tidak ada ke sa lahan

apapun yang dilakukan oleh Babinsa tersebut. 
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masuk ke dalam wilayah politik. Sekalipun tidak begitu ter lihat

di permukaan, namun rivalitas itu nyata adanya jika di ama ti de -

ngan seksama. Pemberhentian kepala Staf  tni ang katan Da -

rat (kasad) Jendral Budiman hanya beberapa hari men jelang

pengumuman pemenang Pemilu 2014 oleh komisi Pe milihan

umum (kPu) mengindikasikan itu. Presiden yud ho yono, yang

hingga saat ini merupakan “patron” terkuat di da lam tni, ka -

barnya marah karena Budiman mendekat ke kubu Jokowi.10

Politik internal militer penuh dengan ranjau yang berba-

haya. Presiden Jokowi hendaknya awas dengan segala macam

konflik dan persaingan tersebut, karena konflik dan persaingan

itu seringkali membawa dampak ke luar. Demikian pula de ngan

usaha-usaha dari luar untuk memengaruhi para perwira yang

masih berdinas aktif. hal ini sungguh sulit untuk ditanggulangi

karena elit militer indonesia selalu punya persepsi bahwa poli-

tik adalah bagian dari tanggung jawab mereka terhadap negara. 

Tiga Model

harus diakui, tidak ada presiden yang berkuasa pada era sesu-

dah Orde Baru yang berhasil melakukan reformasi militer da -

lam pengertian yang sepenuhnya, yakni menjadikan institusi ini

semata-mata sebagai institusi penjamin keamanan negara. re -



11. kekecualian untuk Letjen Djaja Suparman yang pada 2013 dihukum empat

tahun karena kasus pertanahan ketika dia menjadi Pangdam V/Brawijaya. 

12. Pada masa akhir kekuasaan Soeharto, militer terpecah dua antara “aBri hi -
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formasi sektor militer dianggap berjalan di tempat. 

Sementara itu, di sektor hukum militer indonesia tetap tidak

menunjukkan kemajuan karena anggota-anggota militer yang

melanggar hukum sipil tetap tidak bisa diadili menurut hu kum

sipil. kenyataan paling penting yang harus diingat ada lah bah -

wa hingga saat ini, hampir tidak ada perwira tni yang diadili

dan dihukum karena kasus korupsi.11 Sementara, di luar tni,

kita melihat sedemikian banyak pejabat atau elite-elite politik

yang masuk penjara karena kasus-kasus korupsi. ke po li sian

juga mengalami nasib serupa politisi sipil, di mana terdapat be -

berapa jenderalnya yang diadili. 

Presiden Jokowi bisa belajar dari tiga model yang dilakukan

tiga presiden sipil pendahulunya dalam menghadapi militer.

ketiga model tersebut adalah:

Pertama, tidak berkompromi. inilah yang dilakukan oleh

Pre siden B.J. habibie dalam masa kekuasaannya yang singkat

itu. Sadar bahwa ia mewarisi kekuasaan dari Soeharto, ha bi bie

menetapkan agendanya sendiri. Dia berusaha meletakkan pon-

dasi untuk masyarakat yang lebih bebas. Satu hal paling drastis

yang dilakukannya adalah memberikan referendum kepada

timor timur pada 1999. kebijakan ini dilakukan tan pa berkon-

sultasi dengan militer, padahal militer menanggung beban pa -

ling berat atas timor-timur. mereka adalah tulang punggung

invasi indonesia ke wilayah itu. mereka juga telah ber korban

habis-habisan, karena ribuan prajurit telah dikorban kan untuk

menganeksasi wilayah itu ke dalam negara republik indonesia. 

habibie sangat beruntung. ketika itu militer indonesia ber -

ada pada posisi yang sangat lemah. konflik dan rivalitas yang

di bangun pada masa Soeharto telah pecah ketika diktator itu

jatuh dari kekuasaan.12 akibatnya, kepercayaan rakyat kepada



jau” dan “aBri merah Putih”. kedua faksi ini beradu ketika Soeharto jatuh

dan sebagai akibatnya terjadi huru-hara Jakarta pada mei 1998. Personifikasi

rivalitas itu adalah antara Prabowo Subianto (aBri hijau) dengan Wiranto

(aBri merah Putih). rivalitas dan konflik itu masih kelihatan hingga seka -

rang. Bahkan dalam Pilpres 2014, ia juga tampak pada aliansi yang mendu -

kung masing-masing calon presiden. 
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militer sangat rendah. habibie berhasil menjalankan kebijakan

ini walaupun kemudian dia harus menanggung pil pahit karena

Laporan Pertanggungjawabannya ditolak mPr dan dia berhen-

ti dari jabatan presiden. 

Kedua, intervensionis. inilah yang dilakukan oleh abdur rah -

man Wahid alias gus Dur. Dia membangun aliansi dengan per-

wira-perwira progresif  dalam tni angkatan Darat, ter utama

dengan mayjen agus Wirahadikusumah. Dia juga mem berhen -

tikan Wiranto dari jabatan Panglima aBri (Pangab) dan ber -

usaha melemahkan pengaruhnya di dalam tubuh militer. Pen -

deknya, gus Dur mengobrak-abrik militer dengan harapan

akan membuat reformasi total. 

Sebagai akibatnya, gus Dur diserang dari semua jurusan.

mi liter seolah-olah lepas tangan ketika kekerasan komunal me -

ledak di beberapa daerah dan separatisme merebak di aceh dan

Papua. tidak itu saja, ada banyak indikasi militer bahkan terli-

bat dalam konflik-konflik ini. Pangdam V/Brawijaya yang keti-

ka itu dijabat oleh mayjen Sudi Silalahi (kini inner-circle ke -

kuasaan yudhoyono), bahkan terang-terangan meng abaikan

perintah gus Dur untuk menahan keterlibatan Laskar Jihad

dalam perang komunal ini. Sudi Silalahi malah mengapalkan

mereka ke ambon. 

akhir dari sikap intervensionis ini kita semua sudah tahu.

gus Dur akhirnya digulingkan dari kursi kepresidenannya le -

wat kombinasi tekanan dari militer dan politicking di tingkat

mPr yang dipimpin oleh amien rais, orang yang justru me -

naikkan gus Dur lewat inovasi politik “Poros tengah”-nya itu. 

Ketiga, cek kosong. inilah yang terjadi pada zaman peme -
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rintahan megawati Soekarnoputri. Presiden perempuan perta-

ma ini memberikan militer “otonomi” untuk mengelola urus -

an-urusannya sendiri dan untuk mengelola keamanan negara.

intinya, megawati menyerahkan portofolio keamanan nasional

kepada militer. kebijakan ini segera saja dimanfaatkan oleh pi -

hak militer. Di maluku, mereka membentuk Operasi Pemulih -

an keamanan (Opslihkam), sementara di aceh mereka mem-

batalkan gencatan senjata. 

Salah satu kelemahan mendasar megawati adalah dia tidak

memiliki agenda apapun untuk mengontrol militer. Dia men-

dudukkan Jendral ryamizard ryacudu untuk mengendalikan

tentara. Dia adalah anak dari Brigjen ryacudu, seorang loyalis

Soekarno. ryamizard adalah perwira nasionalis dan bersikap

garis keras dalam mempertahankan wilayah indonesia.

megawati memang sukses mengakhiri masa jabatannya.

na mun, ketiadaan kontrol itu juga memungkinkan untuk mun -

culnya rival yang pada akhirnya menjatuhkan dia dari kur si

kepresidenan lewat jalur pemilihan. rival itu adalah Jenderal

Susilo Bambang yudhoyono, yang dengan cerdik membangun

kekuatan di dalam tubuh tentara. 

tidak diragukan yudhoyono adalah seorang “master” dalam

menguasai tentara. Sebagai bekas tentara, dia tahu persis me -

nyusun kekuatan di dalam tubuh militer. itulah sebabnya dalam

masa 10 tahun kekuasaaannya, yudhoyono (tidak se perti presi -

den sipil sebelumnya) tidak mengalami tentangan berarti dari

dalam tubuh tentara. hampir semua perwira yang sekarang

menjadi elite militer adalah “Jenderal-jenderal SBy.” mereka

semua berhutang atas laju karir mereka kepada SBy.

Presiden Jokowi akan berhadapan dengan persaingan yang

ke ras di dalam tubuh tni-aD, angkatan dengan kekuatan ter -

be sar dan paling berpengaruh. Dalam masa kepresidenan Jo ko -

wi, mereka yang akan memegang posisi-posisi elite di dalam

tubuh angkatan Darat adalah abituren 1988/89 dan 1990 ke



13. Jokowi sudah mengenal Luhut Panjaitan cukup lama. Pada 2009, Jokowi dan

Luhut bekerjasama dalam perusahan produksi perkayuan yang bernama Pt

rakabu Sejahtera. Perusahan Luhut, Pt toba Sejahtera menanamkan saham

di Pt rakabu Sejahtera. anak pertama Jokowi, rakabumi, adalah komisaris

perusahan tersebut, di samping Letjen Pur. agus Wijoyo.
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atas. ini adalah kelas-kelas yang jumlahnya besar. Dengan de -

mi kian, diharapkan persaingan pun akan meningkat. 

Dalam hal ini, Presiden Jokowi sungguh memerlukan ma -

sukan dari orang yang memang dihormati di dalam tni dan

disegani di luar. Salah satu orang yang mungkin paling meme -

nuhi syarat untuk itu adalah Luhut Panjaitan, seorang mantan

jenderal yang pernah menjabat sebagai menteri Perdagangan

dan sekarang menjadi pengusaha.13 Luhut Panjaitan mungkin

bisa menjadi figur yang dihormati di dalam tubuh tentara dan

disegani di luar. akan tetapi, sekali lagi, itu tidak menjamin

karena rivalitas antar-faksi di dalam tubuh tni-aD sangat

cepat berubah. Luhut Panjaitan bisa jadi akan segera menjadi

masalah, terutama jika berhadapan dengan yudhoyono yang

pengaruhnya sangat kuat di dalam militer indonesia.



1. Saya menggunakan istilah ‘gerakan rakyat’ secara bebas untuk merujuk ke -

pada berbagai bentuk partisipasi dan voluntarisme politik yang dimotori oleh

berbagai kelompok relawan, gerakan sosial, dan warga biasa yang mengemuka

dalam Pemilihan umum Presiden (Pilpres) 2014 kemarin.

Salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh Jokowi-Jk

dan gerakan rakyat1 dalam Pemilihan umum Pre si den 2014

kemarin, adalah citra “anti-islam” yang di lekatkan oleh sejum-

lah faksi konservatif  dari islam Politik ke pada pasangan

Jokowi-Jk dan para pendukungnya. Secara khusus, kampanye

hitam ini dialamatkan secara lebih gencar kepada Jokowi. Da -

lam konteks pertarungan politik elektoral di sebuah negara

yang sebagian besar penduduknya mus lim, tentu upaya penci-

traan Jokowi sebagai sosok “anti-islam” tidaklah menguntung -

kan bagi prospek kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014

kemarin dan juga bagi kemungkinan pene rapan agenda-agenda

progresif  dalam pemerintahan Jokowi-Jk yang akan datang.

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, tulisan ini ber -

maksud memberikan analisa dan usulan kebijakan me nge nai

bagaimana menghadapi konservatisme islam Politik di indo -

nesia dewasa ini bagi pemerintahan Jokowi-Jk dan ge rak an

rakyat. ada dua gagasan utama dalam tulisan ini. Per tama,

BAB 14

Tantangan Jokowi-JK dan 
Gerakan Rakyat Menghadapi
Konservatisme Islam Politik

Iqra Anugrah



konservatisme islam Politik perlu dilihat sebagai ekspresi politik

dari faksi konservatif-religius kelas menengah di indonesia. Kedua,

untuk menghadapi rongrongan dari kelompok islam Politik

dan memperjuangan agenda-agenda progresif, Jokowi-Jk dan

gerakan rakyat perlu menjaga hubungan dan membangun

aliansi politik dengan elemen-elemen progresif  dari berbagai ge -

rakan islam dan berbagai kelompok minoritas, terutama mino -

ritas keagamaan. kedua strategi ini diperlukan untuk meman-

tapkan legitimasi Jokowi-Jk dalam masyarakat, terutama di

hadapan berbagai kelompok dan gerakan islam dalam memper -

juangkan agenda-agenda progresif  ke depannya.

Islam Politik sebagai Ekspresi Konservatisme Kelas Menengah

konservatisme islam Politik, terutama dalam berbagai macam

varian islamisnya, tidaklah muncul secara tiba-tiba dari sebuah

ke vakuman sejarah. konservatisme tersebut juga bukanlah se -

kadar produk dari interpretasi yang konservatif  dan literal dari

teks-teks keagamaan, meskipun ragam interpretasi yang seperti

itu memainkan peranan yang penting dalam naiknya tenden si

konservatif  islam Politik. analisa arus utama mengenai is lam

Politik, baik dari perspektif  liberal maupun alarmis, bia sanya

abai terhadap dimensi historisitas dan material dalam melihat

fenomena islam Politik. tidak hanya itu, analisa arus utama

mengenai islam Politik juga rancu dalam hal unit analisa yang

dipakai. Dua asumsi utama yang implisit dari berbagai studi

mengenai islam Politik adalah 1) asumsi keutamaan faktor-fak-

tor ideasional (teks-teks keagamaan dan interpretasi atas teks-

teks keagamaan) sebagai determinan utama yang menjelaskan

perubahan perilaku masyarakat, dan 2) asumsi individualisme

metodologis (methodological individualism) yang melihat bahwa

perubahan di tingkat masyarakat dapat dijelaskan de ngan meli-

hat perubahan pada individu-individu yang dian dai kan bersifat
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atomistis satu sama lain. meski tidak sepenuhnya kurang tepat,

analisa hubungan politik dan agama yang ter lalu fokus kepada

aspek-aspek tekstual, ideasional, dan individual akan mengal-

ihkan kita kepada aspek-aspek lain yang tidak kalah penting

dan bahkan lebih penting, yaitu aspek-aspek praktik ke agamaan

dalam masyarakat dan keterkaitan antara kekuatan-kekuatan

sosial dengan praktik keagamaan tersebut.2 konse kuensinya,

kita perlu mengubah unit analisa kita dari teks ke agamaan dan

interpretasi terhadapnya kepada dua aspek tersebut.

Oleh karena itu, kita perlu melihat aspek-aspek material apa

yang membentuk islam Politik? Secara lebih spesifik, kita per lu

menganalisa faktor-faktor struktural apa yang memung kin kan

islam Politik muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang

utama, terutama dalam konteks indonesia. Dalam hal ini, ana -

lisa materialisme historis atas islam Politik yang di usung oleh

Deepa kumar3 merupakan kerangka teoretik yang da pat men-

jelaskan perkembangan islam Politik di indonesia se cara lebih

baik. Secara singkat, tesis utama dari analisa ku mar adalah se -

bagai berikut: islam Politik merupakan ekspresi konservatisme

politik kelas menengah atau kaum borjuis kecil pas ca kegagalan

proyek politik nasionalisme popular di dunia islam yang man-

dek dan kemudian menjadi otoritarian, Sta linisasi gerakan -

gerakan dan partai-partai kiri yang membuat me reka dijauhi

massa, dan pembredelan terhadap berbagai ben tuk dan ke -

mungkinan sintesa antara politik kiri dan prog resivisme islam.

2. untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini lihat David D. Laitin,

“religion, Political Culture, and the Weberian tradition,” World Politics 30, 4

(1978): 563-592.

3. Deepa kumar, “Political islam: a marxist analysis,” http://isreview.org/

issue / 76/political-islam-marxist-analysis dan http://isreview.org/issue/78/ -

po litical-islam-marxist-analysis Diunduh pada 12 Sep tember 2014. Lihat juga

Deepa kumar, islam Politik: sebuah Analisis Marxis (yogyakarta: resist Book,

2012).



4. Vedi r. hadiz, “indonesian Political islam: Capitalist Development and the

Le gacies of  the Cold War,” Journal of  Current southeast Asian Affairs 30, 1

(2011): 3-38.

5. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara kelompok islam

‘pro-reformasi’ dan islam ‘regimis’ dapat dilihat dalam robert W. hefner, Ci -

vil islam: Muslims and Democratization in indonesia (Princeton, Princeton

university Press, 2000).
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Fenomena ini juga terjadi di indonesia. Vedi hadiz4 dalam

tulisannya mencatat bahwa islam Politik sesungguhnya meru -

pa kan respons populis terhadap sebuah epos spesifik dalam per -

kem bangan kapitalisme, yaitu kebijakan developmentalis neo li -

beral yang diterapkan dalam tatanan politik otoritarian. ha diz

juga mencatat bahwa di tengah absennya kekuatan politik kiri

di indonesia pasca tragedi 1965, ide-ide islam Politik se perti

ide-ide tarbiyah –yang berakar dari gagasan-gagasan ke lompok

ikhwanul muslimin (im) di mesir—segera menjadi ekspresi

politik dari faksi religius kelas menengah di indonesia. Fase

awal dari perkembangan islam Politik di indonesia, juga ber te -

patan dengan masa terakhir Orde Baru yang sedang me masuki

fase “islami”, fase ketika rezim Orde Baru sedang membina

kedekatan dengan sejumlah kelompok islam untuk memperta-

hankan legitimasinya. Dalam menghadapi rezim Orde Ba ru,

tentu saja ada berbagai perbedaan pendapat di antara ber ba gai

kelompok dan gerakan islam. Sebagian di antaranya, ke lompok

Civil islam tetap menjaga jarak dengan Orde Baru dan di kemu-

dian hari menjadi bagian dari gerakan reformasi yang mela -

wan Orde Baru dan memperjuangkan demokratisasi, se dang -

kan sebagian lain, kelompok regimist islam, memutuskan untuk

bergabung atau menjalin hubungan dengan Orde Baru dan

aparatusnya.5 Pemahaman atas fragmentasi dalam ge rakan

islam menjadi penting untuk memahami bahwa gerakan islam

sendiri tidaklah berwajah tunggal dan bersifat monolitik.

Pasca reformasi, salah satu gerakan islam Politik yang pa -

ling terkemuka adalah gerakan tarbiyah, yang basis pendu kung -



6. Satu dari sedikit analisa atas gerakan tarbiyah dan PkS dari yang mengguna -

kan perspektif  kelas adalah Vedi r. hadiz, ‘no turkish Delight: the impasse

of  islamic Party Politics in indonesia,’ indonesia 92 (2011): 1-18.

7. kolaborasi antar kelas, terutama antara kelas menengah perkotaan dan kelas

pe kerja, merupakan salah satu karakteristik utama dari berbagai gerakan kon -

ser vatisme religius, mulai dari gerakan kristen Demokrat di eropa Barat mau -

pun berbagai gerakan islamis di timur tengah. Lihat Stathis n. kalyvas,

‘Com mitment Problems in emerging Democracies: the Case of  religious

Parties,’ Comparative Politics 32, 4 (2000): 379-398 dan Stathis n. kalyvas, ‘un -

secular Politics and religious mobilization: Beyond Christian Democracy,’

dalam European Christian Democracy: historical legacies and Comparative

Perspectives, dieditori oleh thomas kselman dan Joseph a. Buttigieg (notre

Dame, in: university of  notre Dame Press, 2003), hal. 293-320.

8. tariq thachil, ‘embedded mobilization: nonstate Service Provision as

electoral Strategy in india,’ World Politics, 63, 3 (2011): 434.469.

9. upaya membangun ‘masyarakat alternatif ’ yang difasilitasi oleh gerakan so sial

– melalui masjid, kelompok pengajian, asosiasi profesi, hingga aktivitas se hari-

hari, menjadikan gagasan ‘utopis-populis’ yang ditawarkan islamisme ter lihat

sebagai tawaran yang masuk akal. Lihat Carrie r. Wickham, Mobilizing islam:

religion, Activism, and Political Change in Egypt (new york: Columbia university

Press, 2002).
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nya adalah kelas menengah perkotaan yang religius dan ter -

didik, yang kemudian bertransformasi menjadi Partai ke adilan

Sejahtera (PkS).6 Dilihat dari basis sosial dan berbagai rumu-

san kebijakannya, dapat dikatakan bahwa islam Politik versi

tarbiyah (dalam ranah gerakan sosial) atau PkS (dalam ranah

politik), merupakan ekspresi konservatisme kelas meneng ah reli -

gius. konservatisme religius yang berbasis kelas menengah ini

memiliki beberapa karakteristik dan strategi yang khas, antara

lain 1) penekanan pada agenda, aliansi, dan strategi kolaborasi

antar kelas (cross-class collaboration),7 2) pembangunan gerakan

sosial penopang partai politik dan agenda politik elektoral yang

fokus kepada penyediaan berbagai pelayanan sosial (service pro-

vision)8 dan perumusan masyarakat alternatif,9 dan 3) tendensi

reaksioner yang inheren dalam konservatisme politiknya—seba-

gaimana dapat kita lihat dari kecenderungan “anti-demokrasi”

yang mulai tampak dari ber bagai partai populis sayap kanan di

eropa Barat, partai islamis di turki dan timur tengah, partai



10. ‘Visi, misi, dan Program aksi Jokowi-Jusuf  kalla 2014’ http://kpu.go.id/ ko -

lek sigambar/ViSi_miSi_Jokowi-Jk.pdf   Diunduh pada 13 September 2014.
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islam di indonesia, hingga kelompok-kelompok Buddhis kon-

servatif  dan fundamentalis di thailand dan Burma. 

Jokowi-JK dan Islam Politik dalam Pilpres 2014

Dalam Visi, misi, dan Program aksinya,10 Jokowi-Jk mema-

parkan sejumlah persoalan dan usulan kebijakan yang berkait -

an dengan berbagai isu yang menyangkut kepentingan umat

islam dan hubungan antara agama di indonesia, antara lain: 

1. komitmen terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia

(ham) (hal. 1); 

2. komitmen untuk menghadapi sentimen intoleransi, konflik-

konflik sektarian, dan kekerasan terhadap berbagai ke lom -

pok minoritas dan menjaga kebhinekaan (hal. 2); 

3. Pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap kebhi -

nekaan dan keberagaman masyarakat indonesia (hal. 10

dan 39); dan

4. Penghargaan terhadap budaya dan adat istiadat lokal (hal.

11 dan 40). 

empat pokok kebijakan utama ini merupakan elemen uta -

ma dari Visi trisakti yang dicanangkan oleh Jokowi-Jk teruta-

ma pada aspek ketiga, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari

dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Penerapan berbagai kebijakan yang berdasarkan kepada

empat prinsip ini, ke depannya tidaklah mudah. Setidaknya ada

sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Jokowi-Jk dan

gerakan rakyat dalam penerapan kebijakan-kebijakan terse-

but, antara lain: 1) hambatan legislatif  di Dewan Perwakilan

rakyat (DPr) yang didominasi oleh partai-partai pendukung

pasangan Prabowo dan hatta rajasa (Prahara), 2) tantangan



11. halili, et al., ‘Leadership Without initiative: the Condition of  Freedom of

religious/Belief  in indonesia 2012,’ http://www.setara-insti tute.org/ sites/ se -

ta ra-institute.org/ files /reports /reli gious%20Freedom/130617-lapor an% -

20kBB %202012%20engLiSh.pdf  dieditori oleh Bonar tigor naipospos,

diunduh pada 13 September 2014.
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“ekstra-parlementer” yang dimotori oleh berbagai kelompok dan

gerakan sosial islam Politik yang berkarakter lintas kelas, dan 3)

peliknya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu

keagamaan, hubungan antar agama, dan berbagai ke lom pok

minoritas di indonesia, mulai dari pengelolaan dana haji hing-

ga berbagai isu konflik sektarian. kondisi politik yang sangat

pelik ini menjadi lebih menantang pasca Pilpres 2014, karena

kubu Prahara dan kelompok islam Politik yang mendukungnya

memiliki “keunggulan pelaku pertama” (first mover advantage)

dengan melemparkan kampanye hitam terhadap Jokowi dan

menggambarkan Jokowi sebagai sosok “anti-islam”, atau seti-

daknya kurang simpatik dengan “kepentingan-kepentingan

umat islam di indonesia” dan karenanya “tidak me wakili”

islam, terlepas dari ketidakbenaran tuduhan tersebut.

Padahal, berbagai masalah yang berkaitan dengan hubung -

an antar agama di tanah air sudah mencapai titik yang sangat

mengkhawatirkan. Sebagai contoh, Laporan tahunan menge-

nai kondisi kebebasan beragama di indonesia yang dirilis oleh

Setara institute pada 201211 menjelaskan bahwa berbagai kasus

pelanggaran terhadap kebebasan beragama, hak-hak kaum mi -

noritas, dan hak-hak untuk beribadah dan menyelenggarakan

kegiatan peribadatan secara umum masih marak terjadi di

berbagai daerah, seperti kasus penutupan gereja hkBP Filadel -

fia di Bekasi dan gki yasmin di Bogor (hal. 28). Secara umum,

Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat teratas sebagai pro -

vinsi dengan kasus pelanggaran kebebasan ber aga ma dan hak-

hak minoritas tertinggi (hal. 31-32). Pelaku dari berbagai kasus

pelanggaran ini meliputi apparatus negara maupun berbagai

aktor non-negara (hal. 35-43), sedangkan kor ban dari berbagai



12. Lihat pemaparan Coen husain Pontoh, ‘50 hari menuju Pilpres: Demokrasi

vs. Fasisme-religius,’ http://indoprogress.com/2014/05/50-hari-menuju-pil-

pres-demokrasi-vs-fasisme-religius/  Diunduh pada 13 September 2014.

13. Pertanggungjawaban intelektual mengenai hal ini pernah saya jelaskan secara

cukup rinci dalam penelitian saya, ‘Political Parties and religious Local

Ordinances in Post-Suharto indonesia,’ http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bit-

stream/10367/3638/1/51110606.pdf   Diunduh 13 September 2014.
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tindak pelanggaran dan kekerasan ini se ba gian besar adalah

kaum minoritas seperti muslim ah ma di yah dan Syiah serta

penganut kristen (hal. 44-45). Secara tidak me ngejutkan, dua

partai islam pendukung utama pasangan Pra hara, PkS dan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) me ru pa kan partai yang

paling tidak konsisten dan kurang ber ko mitmen dalam men-

dukung kebebasan beragama dan hak-hak kaum minoritas di

indonesia.12

ada sejumlah alasan mengapa konservatisme religius dan

“kananisasi” politik indonesia merebak dalam beberapa tahun

be la kangan ini. Berlawanan dengan penjelasan arus utama me -

nge nai islam Politik di indonesia yang melihat persoalan ini da -

lam kerangka pertarungan ide dan klaim atas interpretasi aga -

ma, saya melihat bahwa konservatisme religius dan kananisasi

politik mengemuka karena tiga hal. Pertama, ada pertemuan

pandangan (elective affinity) antara varian islam Politik yang

berbasis kelas menengah perkotaan yang terdidik, yang terlem-

baga dalam bentuk gerakan sosial dan partai politik dengan

vari an islam Politik yang berbasis kaum lumpenproletariat perko-

taan yang terlembaga dalam bentuk kelompok-kelompok fun-

damentalis dan vigilantis. Kedua, pertarungan politik lokal yang

makin ketat pasca ke bi jakan desentralisasi dan pemberlakuan

pemilihan kepala dae rah langsung (pilkada), memungkinkan

aliansi antara elite lo kal yang membutuhkan berbagai sumber

daya dalam perta rung an politik seperti kapital, suara (votes),

mobilisasi massa, dan jaringan dengan berbagai gerakan dan

kelompok islam kon servatif.13 Dalam kaitannya dengan kancah



14. Sebagai gambaran, lihat misalnya pemaparan martin Suryajaya mengenai hal

ini dalam ‘kegembiraan Politik dan kerja Bakti Politik’, http://indoprog -

ress.com/2014/06/kegembiraan-politik-dan-kerja-bakti-politik/ Diunduh
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pertarungan politik elektoral dalam Pilpres 2014 kemarin, kon-

servatisme religius islam Politik juga semakin mendapatkan

momentum karena faktor ketiga, yaitu keberhasilannya memba -

ngun aliansi dengan salah satu faksi kapitalisme-oligarkis terke-

muka yang besar di masa Orde Baru, yaitu faksi Prabowo Su -

bianto dan has him Djojohadikusumo yang berorientasi statis,

korporatis (dengan kecenderungan otoritarian), dan pseudo-

nasionalis. Pertemuan ketiga faktor inilah yang memungkinkan

konserva tisme religius islam Politik, baik dalam bentuknya for-

mal dan terlembaga melalui partai politik dan gerakan sosial,

maupun dalam bentuknya yang lebih “vulgar” seperti vigilan-

tisme dan kampanye hitam muncul kepermukaan dan mewar-

nai diskursus politik indonesia.

Apa yang Harus Kita Lakukan?

Berhadapan dengan medan politik yang tidak begitu mengun-

tungkan seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah -

an Jokowi-Jk dan gerakan rakyat pendukungnya ke depan?

Dalam pandangan saya ada sejumlah taktik, strategi, dan kebi-

jakan yang harus dilakukan oleh administrasi Jokowi-Jk dan

gerakan rakyat, baik melalui jalur parlementer mau pun

“ekstra-parlementer”, melalui mekanisme dan institusi formal

maupun informal, dari “atas” maupun dari “bawah”. Sejum  lah

usulan kebijakan tersebut antara lain adalah sebagai beri kut:

Konsolidasi basis sosial Pendukung Jokowi-JK

Berkaca dari pengalaman Pilpres 2014 kemarin, tidaklah ber le -

bihan apabila kita menyimpulkan bahwa, meskipun Jokowi-Jk

memiliki basis sosial yang cukup luas di dalam mas ya ra kat,14



pada 13 September 2014.

15. Catatan lapangan dari ross tapsell dan Liam gammon misalnya, menggam-

barkan secara cukup rinci mengenai strategi kampanye Jokowi yang cende rung

tidak terorganisir dalam ‘Field notes on the Jokowi campaign,’ http:// asia -

pacific.anu.edu.au/newmandala/2014/07/04/notes-on-the-chaotic-jokowi-

campaign/ Diunduh pada 13 September 2014.

16. untuk pemarapan yang lebih rinci mengenai hal ini, lihat, misalnya, catatan

anom astika, ‘kompilasi Data Perlawanan rakyat 2-31 Januari 2013,’ b66-

4c65-ab39-09bfba7bf527/e7e1a1c7cd9eefb0be259e1ca7ba96b7 Diunduh pada

13 September 2014 dan artikel edward aspinall, ‘Popular agency and

interests in indonesia’s Democratic transition and Consolidation,’ indonesia,

96 (2013): 101-122.
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basis sosial ini kurang dijaga dan dipertahankan secara cukup

baik.15 tentu saja, selain menghadapi tantangan untuk mengor-

ganisir sumberdaya yang beragam dan tercerai berai, Joko wi-

Jk dan gerakan rakyat juga harus menghadapi susunan keku-

atan elit yang menjadi “penumpang gelap” dalam kubu Jokowi-

Jk itu sendiri. Dengan kata lain, Jokowi-Jk dan para pen du -

kungnya harus menghadapi dua perjuangan di “dua front”

yang berbeda. tugas ini semakin menantang dengan mu lai ter-

fragmentasinya basis sosial pendukung Jokowi-Jk pasca per-

tarungan elektoral dalam Pilpres 2014.

namun, di satu sisi kita tidak bisa melupakan fakta objektif

bahwa gelombang perlawanan rakyat, dalam berbagai bentuk -

nya, semakin mengemuka dan mungkin untuk dilakukan pasca

reformasi.16 Pada momen ini terdapat kesempatan untuk me -

ngonsolidasikan basis sosial perlawanan rakyat ini setelah mo -

mentum politik Pilpres 2014 kemarin yang menciptakan lan-

dasan awal bagi konsolidasi gerakan rakyat yang tercerai berai

tersebut menjadi gerakan sosial yang lebih luas, terorgani sir,

dan berorientasi programatik. Dalam konteks inilah, kon so li -

dasi basis sosial pendukung Jokowi-Jk dan gerakan rak yat

pada umumnya menjadi lebih mungkin. agenda kebebasan ber -

agama, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, dan perla -

wanan terhadap politisasi agama secara vulgar yang di la ku kan



17. Secara umum, terlihat bahwa dukungan terhadap pasangan Prahara menurun

drastis pasca Pilpres 2014 http://news.detik.com/read/ 2014/08/07/ 143455 / -

26 55913/1562/lsi-network-dukungan-ke-jokowi-meningkat-prabowo-

menurun-pasca-pilpres (Diunduh pada 13 September 2014). ini menunjukkan

keterbatasan pengaruh kelompok islam Politik sebagai ‘perumus agenda’

(agenda setter) di masyarakat.
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oleh kubu islam Politik pendukung pasangan Pra ha ra,17 da pat

menjadi salah satu titik awal untuk konsolidasi basis so sial

tersebut. Dapat dikatakan, apatisme publik terhadap politisasi

agama secara vulgar merupakan isu yang bersifat lintas kelas,

yang berpotensi menyatukan elemen progresif  dari kelas me -

nengah indonesia dengan aspirasi rakyat pekerja. Strategi ini

juga diperlukan untuk memperkokoh posisi administrasi

Jokowi-Jk di dalam masyarakat dan memperkuat strategi

“ekstra-parlementer.”

Pengemasan ulang strategi hubungan Masyarakat, Pengemasan

Citra, dan Komunikasi Jokowi-JK

merosotnya opini publik terhadap Jokowi yang disebabkan

oleh kampanye hitam dan segenap bentuk pencitraan negatif

lain nya menunjukkan bahwa packaging atau pengemasan citra

Jokowi menjadi sangat penting. Strategi hubungan masya ra kat,

pengemasan citra, dan komunikasi yang lebih efektif  dan efi -

sien adalah kuncinya. kemenangan Jokowi-Jk yang diraih de -

ngan cara-cara konstitusional dan citra kubu Prahara dan ke -

lompok islam Politik pendukungnya yang terkesan tidak legowo,

merupakan momentum bagi Jokowi-Jk untuk mela ku kan “pe -

ngemasan ulang” citra pasangan Jokowi-Jk, terutama Jokowi

sebagai tokoh politik yang justru ‘islami’ dalam tindakan tanpa

memerlukan dan memakai embel-embel ‘islam’ yang dipertontonkan

secara formal. Penekanan dari strategi ini adalah pada aspek hu -

bungan masyarakat, pengemasan citra, dan strategi komunikasi

secara umum. Penekanan ini jugalah yang membedakan strate-

gi ini dengan politisasi agama secara vulgar ala kubu Prahara. 
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Aliansi dengan Elemen-elemen Progresif  

dari Kelompok dan Gerakan islam

Selain konsolidasi internal, Jokowi-Jk dan gerakan rakyat

juga perlu membentuk aliansi luas dengan elemen-elemen prog -

 resif  dari berbagai kelompok dan gerakan islam. aliansi luas

ini dapat dimungkinkan karena adanya pertemuan pandangan

antara Jokowi-Jk dengan elemen-elemen progresif  dalam ke -

lompok dan gerakan islam, setidaknya dalam tiga hal be rikut:

1) kritik terhadap politisasi agama secara vulgar, 2) komitmen

terhadap kebhinekaan dan keberagaman mas  yarakat indo nesia,

dan 3) komitmen terhadap agenda-agen da kerakyatan, seperti

reformasi agraria dan akses ke pendidikan yang lebih merata.18

aliansi luas ini secara perlahan juga ber potensi mematangkan

proses pembentukan politik kelas yang se suai dengan konteks

indonesia, yang me ngemuka dalam bentuk gagasan politik

prog resif  bernuansa keagamaan dan berkomitmen terha dap de -

mokrasi ekonomi dalam bentuk redistribusi kekayaan. aliansi

luas ini, apabila digarap serius, juga mampu menyelesaikan per-

soalan lumpenproletariat dan pengangguran urban secara umum:

alih-alih membiarkan mereka digarap menjadi organ koersif

alias tukang gebuk para elite dalam bentuk islam Politik yang

vigilantis,19 lebih baik belajar bersama dan meng organi sir mere-

ka sebagai kekuatan sosial yang berpotensi memperjuang kan

agenda-agenda progresif  dengan bantuan aliansi luas tersebut. 

18. Sebagai gambaran mengenai seperti apa elemen progresif  dalam gerakan is -

lam lihat laporan muhammad al-Fayyadl, ‘Politik emansipasi Warga nah dli -

yin (1),’ http://indoprogress.com/2014/06/politik-emansipasi-warga-nah dli -

yyin-1/. Diunduh 13 September 2014. 

19. ian Wilson membahas mengenai fenomena “preman berjubah” ini secara rinci

dalam sejumlah tulisannya, antara lain ‘Continuity and Change: the

Changing Contours of  Organized Violence in Post-new Order indonesia,’

Critical Asian studies, 38, 2 (2006): 265-297; ’”as Long as it’s halal”: islamic

Preman in Jakarta,’ dalam Expressing islam: religious life and Politics in

indonesia, dieditori oleh greg Feally dan Sally White (Singapore: institute of

Southeast asian Studies, 2008), hal. 192-210.



Komitmen terhadap Kebhinekaan, 

Kebebasan beragama, dan hak-hak Minoritas

Satu hal yang membedakan antara Jokwi-Jk dan gerakan rak -

yat dengan kubu Prahara dan gerakan islam Politik yang men-

jadi basis pendukungnya, adalah komitmen terhadap kebhine -

kaan, kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas. Jo ko wi-Jk

sendiri banyak menerima suara dari berbagai kelompok minori-

tas di indonesia. rekam jejak Jokowi dan Jk sendiri dalam isu-

isu yang berkaitan dengan kebhinekaan, keberagam an, dan

hubungan antar umat beragama serta hak-hak kaum mi noritas

di indonesia juga sudah teruji: Jokowi memimpin Solo, sebuah

kota dengan latar belakang sosial yang beragam, secara partisi-

patoris dan berhasil menunjukkan komitmennya terhadap ke -

bhinekaan dan keberagaman dengan pembelaannya terhadap

Lurah Susan di Jakarta. Jk juga memiliki repu tasi sebagai

mediator dalam berbagai konflik sektarian di tanah air seperti

konflik aceh, ambon, dan Poso. 

modal politik ini, ditambah dengan kewenangan Jokowi-Jk

serta dukungan dari ge rakan rakyat, harusnya semakin mem-

perdalam komitmen dan konsistensi Jokowi-Jk untuk mem-

perjuangkan agenda-agenda kebhi ne ka an, keberagaman, kebe-

basan beragama, dan hak-hak minoritas dan melawan konser-

vatisme religius yang dipromosi kan oleh kelompok-kelompok

islam Politik. muncul dan me nguatnya kembali wacana “ke -

bhinekaan”, yang terdengar lebih konteks tual dibandingkan

istilah “pluralisme” yang mungkin terkesan “melangit” atau

“Barat”, merupakan salah satu kemenangan Jokowi-Jk dalam

hal diskursus politik. kemenangan ini perlu diperdalam dari

ranah diskursus ke ranah kebijakan publik yang lebih riil.

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Progresif  mengenai

hubungan antar umat beragama secara Gradual 

usulan kebijakan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah
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pemerintahan Jokowi-Jk harus memulai mencoba me refor -

masi berbagai aturan perundangan-undangan dan apa ra tus ne -

gara yang berpotensi mengancam kebhinekaan, keber aga man,

kualitas hubungan antar umat beragama di indonesia, dan hak-

hak kaum minoritas. Peninjauan atas se jum lah undang-undang

yang bersifat diskriminatif, baik di tingkat nasional maupun

lokal, perlu mulai dilakukan. trans paransi, akuntabilitas, dan

partisipasi warga dalam ber ba gai fase penyelenggaraaan kebi-

jakan di kementerian aga ma, mulai dari penganggaran hingga

pelaksanaan, terutama dalam sektor-sektor yang me nyangkut

kepentingan publik, seperti penge lolaan dana haji, mulai perlu

diperkenalkan. Penunjukan figur-figur dengan re putasi dan

kompetensi yang mumpuni dan progresif  untuk me ngepalai

instansi-instansi sentral seperti kementerian agama dan ma -

jelis ulama indonesia (mui) juga perlu dipertimbangkan. 

kunci dari keberhasilan pelaksanaan berbagai usulan kebi-

jakan ini adalah perumusan dan pelaksanaan yang bersifat gra -

dual, yang mempertimbangkan kondisi realpolitik di lapangan,

baik di DPr maupun di masyarakat, sehingga sejumlah usulan

kebijakan yang progresif  tersebut dapat diterima dan dilaksana -

kan secara cukup lancar. Lagi-lagi, Jokowi-Jk hanya dapat men -

dapatkan dukungan yang luas dan legitim, jika dan hanya, jika

mereka menjaga dan memperluas basis sosial pendukung mere-

ka dan membangun aliansi luas dengan elemen-elemen progre-

sif  dari berbagai kelompok dan gerakan islam di indonesia,

mulai dari ulama hingga warga biasa.

Penutup

Berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan dalam tulisan

ini, maka jelaslah pemetaan kondisi hubungan antara Jokowi-

Jk dan gerakan rakyat yang mendukung mereka di satu sisi,

dan berbagai kelompok islam Politik yang memperjuangkan
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agenda konservatisme religius, di sisi lain. terdapat tiga poin

utama dari pemaparan ini.

Pertama, konservatisme religius islam Politik sesungguhnya

merupakan ekspresi konservatisme politik faksi religius dari kelas

menengah perkotaan yang terdidik yang menemukan kesamaan

pandangan dan kemudian beraliansi dengan faksi kapitalisme sta-

tis-korporatis kubu Prahara. aliansi ini bahkan dapat dilacak

akar sejarahnya di fase ‘islami’ Orde Baru di masa-masa ter -

akhir nya.20 Dengan demikian, konservatisme religius islam Po -

li tik bukanlah sekadar ekspresi dari pandangan dunia tertentu,

melainkan respons yang sesungguhnya dapat kita prediksi ke -

hadirannya dalam konteks perkembangan historis kapitalisme

Orde Baru dan kontradiksi kelas yang dihasilkannya. 

Kedua, dalam menghadapi konservatisme religius islam Po -

li tik yang berbasis kelas menengah perkotaan ini, konsekuensi lo -

gis yang harus ditempuh oleh administrasi Jokowi-Jk dan ge -

rak an rakyat yang menopangnya ke depan adalah membang un

aliansi politik dengan elemen-elemen progresif  dari berbagai

kelompok dan gerakan islam, serta kelompok-kelompok mino -

ritas, terutama minoritas keagamaan.

Dengan menempuh strategi tersebut, maka komitmen ad mi -

nistrasi Jokowi-Jk untuk menjaga kebhinekaan dan memba -

ngun kebudayaan yang berkepribadian dapat diperdalam dan di -

wujudkan secara perlahan.

20. Sebagai contoh, lihat misalnya pemaparan tonny, “Prabowo and his anti -

Chine se Past,” http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/06/27/i-

wan na -riot/ Diunduh pada 13 September 2014.



1. Lihat “grafik Peristiwa dan tindakan Pertahun” Setara institute, diunduh pa -

da 15 September 2014 dari http://database.setara-institute.org/ peris ti wa. html. 

2. Lihat "Pemerintah Bentuk tim rekonsiliasi Sampang," Kompas.com, 15 Juli

2013, http://nasional.kompas.com/read/2013/07/ 15/2312479/Peme rin tah . -

Bentuk. tim.rekonsiliasi.Sampang. 

PeLanggaran keBeBaSan Beragama Dan Berkeyakinan

(kBB), merupakan salah satu masalah kronis yang diha -

dapi indonesia pasca-reformasi. Setara institute mencatat, pada

2013, terdapat 220 peristiwa dengan 288 tindakan pelanggaran

kBB. Di 2014, sampai tulisan ini dibuat, angka sementaranya

adalah 12 peristiwa dengan 21 tindakan pelanggaran kBB.1

Sebagian pelanggaran kBB melibatkan pengusiran kelom-

pok minoritas dari tempat hidup mereka. implikasinya adalah

pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka. Sa -

lah satu kasus yang seperti itu adalah kasus penyerangan ko mu -

nitas Syiah di Sampang, Jawa timur. Sudah setahun lebih, para

korban kasus tersebut mengungsi di rumah Susun Puspa agro.

Presiden SBy pernah berjanji memulangkan mereka sebe -

lum Lebaran 2013. Bahkan pemerintah sempat membentuk tim

rekonsiliasi untuk kasus penyerangan komunitas Syiah Sam -

pang yang diketuai rektor iain Sunan ampel, abdul a'la.2

BAB 15

Nasib Para Pengungsi Syiah Sampang
dan Tanggung Jawab Negara

Mohamad Zaki Hussein



3. Paparan tentang penyerangan ini didasarkan pada ah. Semendawai et al.,

laporan Tim Temuan dan rekomendasi (TTr) Tentang Penyerangan Terhadap Pe -

nganut syiah di sampang, Madura (komnas ham, komnas Perempuan,

komisi Perlindungan anak indonesia serta Lembaga Perlindungan Saksi dan

kor ban, 2013), dan kontras Surabaya, laporan investigasi Pemantauan Kasus sy -

iah sampang, 2012, diunduh pada 13 mei 2014 dari http://kontras.org/ -

data/Laporan%20investigasi%20Syiah%20di%20Sampang.pdf. 
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namun demikian, SBy gagal memenuhi janjinya dan sampai

sekarang korban masih mengungsi di rumah Susun Puspo argo.

Sekarang ini, Jokowi sudah terpilih sebagai Presiden ri

periode 2014-2019. tanggung jawab penyelesaian kasus penye -

rangan komunitas Syiah Sampang dengan demikian beralih ke

Jokowi. tulisan ini hendak mengulas proses terjadinya kasus

ini; aspirasi para pengungsi Syiah Sampang; potensi dan ham-

batan untuk rekonsiliasi serta pemulangan para pe ngungsi, dan

rekomendasi mengenai apa yang perlu dilakukan pemerintah

Jokowi ke depan dalam kasus ini. 

Penyerangan Komunitas Syiah Sampang

Pada 29 Desember 2011, sekitar 1.000 massa dari empat desa

menyerang dan melakukan pembakaran terhadap beberapa ru -

mah komunitas Syiah di Desa karang gayam, kabupaten

Sam pang, Jawa timur.3 ada 4 rumah yang dibakar dengan

peng huni 15 orang. akibat penyerangan ini, sekitar 350 warga

Syiah, yang sebagian besar perempuan, mengungsi ke gedung

Olahraga (gOr) Sampang sampai 12 Januari 2012.

alih-alih menenangkan situasi, pada 1 Januari 2012, mui

kabupaten Sampang malah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran

yang disebarkan tokoh Syiah Sampang, ustadz tajul  muluk,

sesat dan menistakan agama. Fatwa ini kemudian diikuti oleh

pernyataan-pernyataan serupa yang dikeluarkan oleh be be rapa

lembaga lain, seperti Badan Silaturahmi ulama Pe san tren

madura (BaSSra) dan mui madura. mereka juga meminta
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agar ustadz tajul muluk ditindak secara hukum karena telah

melakukan penistaan agama. 

Pada 10 april 2012, musikrah, tersangka pelaku pemba kar -

an rumah-pesantren Syiah, divonis 3 bulan 10 hari. karena di -

ku rangi masa tahanan, tersangka langsung bebas. Pada 12  april

2012, ustadz tajul muluk yang merupakan korban penye rang -

an, ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri Sam -

pang dengan tuduhan Penistaan/Penodaan agama atau Per -

buatan tidak menyenangkan. ia pun ditahan di Lembaga Per -

masyarakatan (LP) Sampang. Pada 12 Juli 2012, ustadz ta jul

muluk divonis oleh Pengadilan negeri Sampang dengan huku-

man 2 tahun penjara. Vonis ini di kemudian hari dinaik kan

menjadi 4 tahun oleh Pengadilan tinggi Surabaya dan dikuat -

kan oleh mahkamah agung (ma) pada Januari 2013.

tidak sampai setahun setelah konflik pertama, tepatnya 26

agustus 2012, komunitas Syiah Sampang mengalami kembali

penyerangan oleh sekitar 500 massa bersenjata tajam dan bom

molotov. kali ini kekerasan yang dialami lebih pa rah. 48 rumah

warga dibakar dan dirusak, puluhan orang mengalami luka-

luka, 10 orang luka kritis, dan 1 orang meninggal dunia. 

korban pun kembali mengungsi ke gOr Sampang. Setelah

sekitar 10 bulan mengungsi di gOr Sampang, tepatnya 20 Juni

2013, korban yang berjumlah sekitar 168 orang direlokasi

secara paksa oleh Pemerintah kabupaten Sampang ke rumah

Su sun Puspo argo, Sidoarjo, Jawa timur. Dan sampai seka -

rang mereka masih mengungsi di sana.

ada 6 orang pelaku penyerangan kedua yang dihukum. hu -

kuman terberat dialami hadiri alias hosen dengan vonis 4 ta -

hun penjara karena melakukan pembunuhan. ironis me mang,

bobot hukuman hosen (4 tahun) yang menghilangkan nyawa

manusia, sama dengan ustadz tajul muluk yang sejatinya ada -

lah korban dan dihukum hanya karena keyakinannya berbeda.



4. Pemaparan tentang aspirasi para pengungsi ini didasarkan pada investigasi pe -

nulis di rumah Susun Puspa agro pada 17-19 Juni 2014. terima kasih banyak

kepada Lembaga Studi dan advokasi masyarakat (elsam) yang telah mem-

fasilitasi dan membiayai investigasi ini.

5. Wawancara Pak huda, 17 Juni 2014. nama “huda” bukanlah nama sebenar -

nya dari responden. Dalam semua wawancara yang digunakan di sini, nama

asli responden tidak dipublikasikan demi keamanan responden.
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Aspirasi Korban: “Pulangkan Kami Saja”

aspirasi pokok para pengungsi Syiah Sampang sederhana:

ingin pulang!4 Selama 8 bulan pertama di rumah Susun Puspa

argo, mereka mengungkapkan keinginan ini dalam bentuk me -

nolak kerja. Sewa kamar, air, dan listrik bulanan para peng ung -

si memang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur.

mereka juga mendapatkan bantuan makanan yang ke mudian

dilanjutkan dengan pemberian uang jatah oleh pemerintah.

namun, uang jatah dari pemerintah ini tidaklah cukup.

Sejak Juni, mereka hanya mendapatkan rp 709.000,- per bu -

lan, sebelumnya lebih kecil lagi. karenanya, penolakan bekerja

selama 8 bulan pertama itu bukan karena malas bekerja, te tapi

sebagai bentuk protes. “Pulangkan kami saja, maksudnya ben -

tuk dari protes kami, cuma ya sampai menunggu delapan bulan

tidak ada bagaimana kejelasan kami kapan dipulangkan, ya ter-

paksa kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami,”5 tandas

Pak huda, salah seorang pengungsi Syiah Sampang.

Setelah 8 bulan “mogok,” mereka akhirnya bekerja. Peker -

ja an yang dilakukan para pengungsi bermacam-macam, tetapi

ber sifat informal. Di antaranya menjadi buruh bangunan,

mem bersihkan ikan, dan berjualan sate. tetapi, yang paling ba -

nyak dikerjakan oleh para pengungsi adalah “kerja kelapa,”

yang mencakup pembagian kerja seperti mengupas kulit kela-

pa, mencuci kelapa, memotong kelapa, dan sebagainya.

keinginan untuk pulang ini juga diekspresikan oleh para

pengungsi melalui tindakan pulang kampung secara sembunyi-



6. ibid.
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sembunyi. kenapa sembunyi-sembunyi? karena jika ketahuan,

mereka akan dikembalikan secara paksa oleh polisi ke rumah

Susun Puspa agro. alasan polisi, situasi kampung belum aman

untuk mereka. 

Jika ada yang ketahuan pulang kampung, penjagaan di ru -

mah Susun juga diperketat selama beberapa hari. Pengungsi

yang mau keluar harus meminta izin dan mendaftar terlebih

dahulu. “Setelah ketahuan ada yang pulang, di sini marah juga,

akhirnya ketat. yang keluar ke mana pun harus pakai izin, isi

daftar dulu,”6 ujar Pak huda.

Di antara yang pernah mencoba pulang kampung dan ke ta -

huan, sehingga dikembalikan secara paksa, adalah Pak Syukur.

ia tidak ingat tanggal dan bulan apa ia mencoba pulang, tetapi

ia pulang bersama 7 orang pengungsi lainnya. Pak Syukur sam-

pai di Desa karang gayam sekitar pukul 4 sore. Sekitar pukul

6 sore, ia sudah dijemput Brimob. Setelah itu, ia dibawa dengan

motor ke pos polisi di Desa karang gayam. Dari ke-7 teman-

nya, ia adalah yang terakhir dibawa ke pos. alasan po li si, ma -

syarakat dan kiai di kampung belum menghendaki kepulangan

mereka. Pak Syukur sempat berdebat dengan polisi, te tapi kare-

na melihat teman-temannya dibawa juga oleh Brimob, ia akhir -

nya mengalah. Dari pos di Desa karang gayam, ia di bawa de -

ngan sebuah mobil pribadi ke Sampang. Di Sampang, mobil

yang membawanya berganti supir, dan setelah itu, ia dibawa

kembali ke rumah Susun Puspa agro.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Pak maulana, salah

satu dari 7 orang yang pulang bersama Pak Syukur. Pak mau -

lana sampai di rumah sekitar jam 5. kurang lebih setengah jam

setelah itu, ia pun dijemput secara paksa oleh kira-kira 10 orang

Brimob. alasan polisi, karena terdapat ancaman terhadap Pak

maulana dari orang di kampungnya. ia pun mendebat para po -



7. Wawancara Pak maulana, antara 17-19 Juni 2014. 

8. Wawancara rofiq, antara 17-19 Juni 2014.
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lisi tersebut. “kalau saya diancam, mari Pak, saya menghadap

orang yang mengancam saya, saya mau silaturahmi sama orang

yang mengancam saya. Saya mau maaf-maaf an, bukan saya

mencari musuh ke sini, tetapi mencari kedamaian,”7 ujar Pak

maulana ketika mengenang penjemputan paksa dirinya. 

namun, para polisi secara bergantian tetap mendesak mem -

bawa dirinya. akhirnya, Pak maulana bersedia ikut, te tapi me -

minta izin untuk shalat terlebih dahulu. namun, para po lisi

tidak memberinya kesempatan untuk shalat. ia pun di bawa ke

pos karang gayam, kemudian ke Sampang, dan baru ke

rumah Susun Puspa agro.

Pengalaman di atas bukan sekali dialami oleh Pak mau lana.

Sejak mengungsi di gOr Sampang, ia sudah beberapa kali

mencoba pulang, dan beberapa kali pula dikembalikan se cara

paksa. Pasalnya, ketika itu, orang tuanya sudah sangat sepuh,

berumur 90an tahun, dan sakit-sakitan, sehingga tidak bisa di -

bawa ke pengungsian. Saat ini, orang tuanya sudah meninggal.

apa yang dialami oleh Pak Syukur dan maulana juga di -

alami oleh rofiq, seorang pemuda Syiah Sampang. Sejak

meng ungsi, ia terpisah dari orang tuanya. Pasalnya, ayahnya

seorang Sunni, sementara ia dianggap sebagai salah se orang

“ustadz Syiah,” sehingga oleh polisi, ia tidak boleh tinggal di

kampung. rofiq memang seorang santri yang cukup lama mon-

dok dan suka mengajar anak-anak kecil mengaji di kampung. 

ia pernah pulang kampung dan dikembalikan paksa ke pen-

gungsian. Sekarang ini, jika ingin bertemu dengan orang tua di

kampung, ia bertemu mereka di rumah bibinya yang berbeda

desa, tapi satu kecamatan. “Saya kalau pulang, kalau ingin ke -

temu orang tua, nggak ke kampung. Jadi, saya punya bibi di luar

kampung tempat tinggalnya. Jadi, saya ketemu di sana. ibu

saya ke rumah bibi saya, saya pulang ke sana,”8 ujar rofiq.



9. Lihat “Presiden Janji Pimpin rekonsiliasi Syiah Sampang,” Tempo.co, 16 Juli

2013, http://www.tempo.co/read/news/2013/07/16/078496979/Presiden-

Janji-Pimpin-rekonsiliasi-Syiah-Sampang. 

10. ibid. 

11. Lihat “Pemerintah akan kembalikan pengungsi Syiah ke Sampang,”

Antaranews.com, 24 Juli 2013, http://www.antaranews.com/berita/ 387 042/ -

pemerintah-akan-kembalikan-pengungsi-syiah-ke-sampang. 

12. Lihat "Pemerintah Bentuk tim rekonsiliasi Sampang," op. cit. 

13. Lihat "Suryadharma temui Pengungsi Syiah di Juanda," Tempo.co, 25 Juli
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Apa Sebab Kemacetan Rekonsiliasi dan Pemulangan?

Sekalipun pulang merupakan aspirasi pokok para pengungsi,

tetapi pemulangan inilah yang tampaknya tidak begitu serius

di lakukan oleh pemerintah. Pada 14 Juli 2013, setelah perwa -

kilan pengungsi Syiah Sampang bersepeda selama 16 hari dari

Surabaya ke Jakarta, dan tinggal di Jakarta selama 28 hari, me -

reka akhirnya diterima oleh Presiden SBy di Cikeas. Dalam

per temuan itu, Presiden SBy berjanji untuk segera memulang -

kan para pengungsi sebelum Lebaran 2013.9

Presiden juga berjanji akan membangun wilayah konflik

dan menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan infra-

struktur dengan syarat para pihak yang berkonflik menjaga ke -

ru kunan.10 Sementara itu, menteri Perumahan rakyat, Djan

Faridz, juga menyatakan sudah menyiapkan program pembe-

nahan rumah di daerah konflik.11 Pemerintah pun membentuk

tim rekonsiliasi untuk kasus ini dan menunjuk rektor iain

Sunan ampel, abdul a'la, sebagai ketuanya.12

Pertemuan-pertemuan rekonsiliasi lalu digelar. menteri

aga ma era pemerintahan SBu, Suryadharma ali, sempat ber -

temu dengan para ulama Sun ni di Sampang pada 24 Juli 2013,

dan dengan para pengungsi Syiah pada 25 Juli 2013 di Bandara

Juanda. Para ulama Sunni mau menerima kepulangan warga

Syiah asal mereka bersedia melakukan pertobatan. Para peng -

ungsi Syiah pun me nolak melakukan pertobatan karena merasa

menganut Syiah sebagai hak mereka.13



2013, http://www.tempo.co/read/news/ 2013/07/25/058499554/Surya -

dharma -temui-Pengungsi-Syiah-di-Juanda. 

14. Lihat "Pemerintah: Pengungsi Syiah Bisa Pulang asal tobat," Tempo.co, 25

Juli 2013, http://www.tempo.co/read/news/2013/ 07/25/058499717/ Peme -

rin tah-Pengungsi-Syiah-Bisa-Pulang-asal-tobat. 

15. Lihat "Warga islam Syiah Sampang menolak 'bertobat'," bbC indonesia, 26 Juli

2013, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130726_ -

syiah _sampang_tolak_sda.shtml. 

16. Lihat "manisnya Proes islah Sunni dan Syiah Sampang," beritasatu.com, 24

Sep tember 2013, .

17. ibid.; Lihat juga "Sunnah dan Syiah Deklarasikan Perdamaian," Ahlulbait

indonesia.

18. “ulama ragukan Perdamaian Sunni-Syiah,” Koran Tempo, 27 Sep tem ber 2013.
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Celakanya, alih-alih menekankan hak kebebasan beragama

dan berkeyakinan para pengungsi, Suryadharma ali malah se -

perti menjadi “juru bicara” para ulama Sunni, Sampang. ia me -

na warkan pemulangan para pengungsi Syiah jika para peng -

ung si mau “dicerahkan” atau bertobat.14 ia juga menyatakan,

pro ses rekonsiliasi dalam kasus penyerangan komunitas Syiah

Sampang harus mendengarkan aspirasi para ulama dan kiai

ma dura.15 upaya rekonsiliasi di periode ini pun mengalami

jalan buntu dan SBy gagal merealisasikan janjinya.

titik terang rekonsiliasi justru muncul dari upaya mas ya ra -

kat sendiri. Pada 23 September 2013, puluhan warga Sunni dari

Desa Bluuran dan karang gayam, Sampang, mendatangi para

pengungsi Syiah di rumah Susun Puspa agro. Di antara war ga

Sunni yang pergi ke rumah Susun terdapat mereka yang dulu

ikut melakukan penyerangan. Warga Sunni dan para pengungsi

Syiah ini pun mendeklarasikan perdamaian di an tara mereka.16

Deklarasi ini dinamakan “Piagam Perdamaian rakyat” dan

di tandatangani oleh 73 warga Sunni serta 69 kepala keluarga

Syi ah. Dalam acara itu, mereka saling bermaafan dan ber pe luk -

an.17 Sayangnya, upaya warga yang bisa menjadi modal so sial

awal untuk perdamaian yang lebih luas, malah dituduh sebagai

rekayasa oleh Badan Silaturahmi ulama Pesantren ma dura

(BaSSra) dan majelis ulama se-madura.18 Peme rin tah juga



19. Lihat "manisnya Proes islah Sunni dan Syiah Sampang," beritasatu.com, op. cit.

20. Wawancara Pak Syukur, 17 Juni 2014. 

21. Wawancara Pak maulana, antara 17-19 Juni 2014.
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seperti tidak mendukung upaya ini.

Potensi untuk rekonsiliasi dalam kasus penyerangan komu-

nitas Syiah Sampang ini sebenarnya cukup besar. Pembelahan

keyakinan yang ada tidak mengikuti garis kekerabatan atau ke -

luarga. artinya, kita tidak menemukan pembelahan yang tegas

antara keluarga Sunni dan Syiah. Sebaliknya, kita menemui

adanya keluarga-keluarga yang secara keyakinan beragam. 

Di atas tadi, kita lihat rofiq yang Syiah, tapi ayahnya Sun ni.

kemudian, Zainul, yang ikut bergabung dengan kelompok Sun ni

yang menyerang Syiah, tapi merupakan anak angkat ha mama,

salah satu korban Syiah yang meninggal dunia.19 Di pengung -

sian, penulis juga bertemu dengan seorang pemuda Sunni,

hasan. ia nyantri di pesantren Sunni, tetapi ia ikut mengungsi

karena orang tua dan adiknya yang Syiah mengungsi. 

kita juga melihat masih bertahannya ikatan ketetanggaan

dari cerita Pak Syukur dan maulana tentang kondisi kampung -

nya setelah konflik. Seperti yang dipaparkan di atas, alasan pe -

merintah melarang mereka pulang adalah karena keaman an.

tapi, menurut penuturan Pak Syukur dan maulana, masyara -

kat di kampung sudah biasa dan baik dengan mereka. 

“ada orang satu, tetangga saya, paling benci itu. Biasa kete-

mu sama saya, salaman biasa, saling tanya gimana, biasa,”20

kata Pak Syukur. Sementara Pak maulana menyatakan, “kalau

orang kampung biasa, bertemu di jalan, saya dikasih rokok

waktu saya pulang sama Pak Syukur. Dikasih rokok sama

orang kampung sana, saling bermaaf-maafan sama saya. tapi

brimob sama polisi di sana mendesak untuk tidak pulang.”21

adanya ikatan kekerabatan dan ketetanggan yang bertahan

bisa menjadi modal sosial awal untuk rekonsiliasi—terbukti

bahwa di saat pemerintah gagal melakukan rekonsiliasi, inisia -
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tif  warga untuk membuat deklarasi “Piagam Perdamaian rak -

yat” malah berhasil. masalahnya, modal sosial ini sulit dikem-

bangkan karena selalu “disabotase” oleh para ulama dan kiai

intoleran. Celakanya lagi, pemerintah cenderung mengakomo -

dir perilaku pihak-pihak yang intoleran ini. inilah penyebab ke -

macetan rekonsiliasi dan pemulangan para pengungsi. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

aspirasi pokok para pengungsi Syiah Sampang adalah mereka

ingin pulang dan hidup di kampung seperti semula. keinginan

mereka untuk pulang bisa dilihat dari tindakan mereka meno-

lak kerja selama delapan bulan pertama di pengungsian. ke -

inginan pulang itu juga terlihat dari adanya kasus-kasus para

pengungsi yang secara sembunyi-sembunyi pulang kampung,

karena dilarang oleh pemerintah dan kepolisian untuk pulang. 

alasan pemerintah melarang pulang, situasi kampung be -

lum aman untuk mereka. Jika ketahuan pulang kampung, me -

reka akan dikembalikan secara paksa oleh polisi ke rumah Su -

sun Puspa agro. alasan pemerintah patut dipertanyakan, kare-

na laporan korban yang sempat pulang kampung seperti Pak

Syukur dan maulana berbeda dengan pernyataan pemerintah.

mereka menyatakan bahwa masyarakat di kampung sudah baik

dan bermaaf-maafan dengan mereka. 

adanya hubungan yang sudah relatif  baik antara warga

Sunni dan Syiah Sampang, juga terlihat dari inisiatif  rekonsili -

asi oleh warga sendiri. Di kala Presiden SBy dan tim rekonsili -

asi pemerintah gagal melakukan rekonsiliasi, puluhan warga

Sunni dari Desa Bluuran dan karang gayam, Sampang, malah

mendatangi para pengungsi Syiah Sampang di rumah Susun

Puspa agro pada 23 September 2013. Di antara warga Sunni

yang pergi ke rumah Susun terdapat mereka yang dulu ikut

melakukan penyerangan. 



22. Lihat Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian internal, diunduh pada 9 Juni
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Warga Sunni dan para pengungi Syiah ini pun men dek la ra -

si kan perdamaian. Sayangnya, upaya warga yang bisa menjadi

modal sosial awal untuk perdamaian yang lebih luas, malah di -

tuduh sebagai rekayasa oleh Badan Silaturahmi ulama Pesan -

tren madura (BaSSra) dan majelis ulama se-madura. Peme -

rintah juga seperti tidak mendukung upaya ini.

Sikap pemerintah memang cenderung mengakomodir ula -

ma dan kiai intoleran yang selalu berupaya “menyabotase” re -

konsiliasi dan memaksakan kehendaknya agar warga Syiah ber -

tobat dan menjadi Sunni. hal ini terlihat dari sikap menteri

agama Suryadharma ali, yang sempat bertemu dengan kedua

belah pihak pada Juli 2013, tetapi malah seperti menjadi “juru

bicara” para ulama Sunni, Sampang, yang menawarkan pemu-

langan hanya jika warga Syiah mau bertobat.

kedua hal inilah yang menjadi hambatan bagi rekonsiliasi

dan pemulangan para pengungsi Syiah Sampang sampai seka -

rang ini. Pertama, sikap para ulama dan kiai intoleran yang se -

lalu berusaha memaksakan kehendaknya agar warga Syiah ber -

tobat. Kedua, sikap pemerintah yang bukannya menegaskan

hak kebebasan berkeyakinan dan beragama warga Syiah, tetapi

malah mengakomodir kemauan para ulama dan kiai intoleran. 

Padahal, potensi rekonsiliasi dalam kasus konflik Syiah

Sampang ini sebenarnya cukup besar. ikatan-ikatan ke ke ra bat -

an dan ketetanggaan antara warga penganut Sunni dan Syi ah di

Sam pang cukup kuat dan bisa menjadi modal sosial awal untuk

re konsiliasi. ini terlihat dari adanya “Piagam Per da mai an

rakyat” yang berhasil diselenggarakan atas inisiatif  warga.

Dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia (ham), para

pengungsi berhak untuk kembali ke kampung halamannya dan

pemerintah wajib memfasilitasi pemulangan ini. Prinsip 28 dari

Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian internal22 menya takan,



2014 dari http://www.brookings.edu/~/media/ Projects/ idp/gPs_2013/ -

gP_ indo nesian.pdf..

23. Lihat uuD 1945. 
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pemerintah berkewajiban menyediakan kondisi, sarana, dan

prasarana yang memungkinkan para pengungsi internal untuk

pulang ke kampung halamannya.

Begitu pula, kebebasan berkeyakinan dan beragama merupa -

kan hak asasi setiap warga negara, termasuk para pengungsi

Syiah Sampang. Dan hak ini dilindungi oleh uuD 1945. Pasal

28e ayat (1) uuD 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas me -

me luk agama dan beribadat menurut agamanya.” kemu di an,

ayat (2) dari pasal yang sama menyatakan, “Setiap orang ber hak

atas kebebasan meyakini kepercayaan... sesuai dengan hati nu -

raninya.”23

ke depan, penyelesaian kasus pengungsi Syiah Sampang

akan menjadi tanggung jawab pemerintahan Jokowi. kare na -

nya, berdasarkan paparan di atas, penulis bermaksud menyam-

paikan rekomendasi sebagai berikut kepada Presiden Jokowi: 

1. Dalam menyelesaikan kasus pengungsi Syiah Sampang,

Presiden Jokowi sebagai pengemban mandat rakyat dan

kon stitusi, harus berpegang teguh pada hak kebebasan ber -

ke yakinan dan beragama sesuai uuD 1945. Presiden Joko -

wi dan jajarannya harus berani untuk tidak mengakomodir

para ulama dan kiai intoleran yang memaksa warga Syiah

melakukan pertobatan, dan melindungi kebebasan warga

Syiah untuk menganut agama dan keyakinannya.

2. Presiden Jokowi dan jajaran terkait perlu mendukung inisia -

tif  warga Sunni dan Syiah yang berhasil membuahkan “Pia -

gam Perdamaian rakyat.” inisiatif  warga ini perlu di tin dak -

lanjuti oleh Presiden Jokowi dengan pemulangan dan pem-

bangunan kembali rumah-rumah para pengungsi yang rusak

di kampung akibat konflik. Pengelolaan proses pemulangan

dan pembangunan kembali rumah-rumah ter se but perlu me -
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libatkan partisipasi warga Sunni dan Syiah yang sepakat

dengan “Piagam Perdamaian rakyat.” Presiden Jokowi per -

lu memfasilitasi perkembangan inisiatif  ini agar bisa menja-

di “gerakan” yang melakukan “revolusi men tal” terhadap

“mental intoleran” yang ada di wilayah konflik.

3. Presiden Jokowi harus memerintahkan kapolri dan jajaran-

nya untuk bersikap netral dan melaksanakan tugasnya da -

lam menegakkan hukum, termasuk menjamin kemanan

para pengungsi Syiah untuk pulang kampung dan meng a nut

keyakinannya serta menindak pihak-pihak yang me ng -

ancam para pengungsi.



kaDar DemOkraSi Suatu negara SeSungguhnya BiSa

dilihat dari pilihan film yang tersedia bagi masyarakat-

nya. Logikanya: semakin beragam film yang beredar di publik,

semakin terbuka pula masyarakatnya terhadap segala bentuk per -

bedaan dan ke ba ruan. tentunya dalam kerangka ini kita tidak

saja berbicara film sebagai hasil kriya dari berbagai lini produksi,

tapi juga se bagai medium pertukaran gagasan, nilai, dan peng -

alaman. mengingat masyarakat kita teramat majemuk dalam

segi bu daya, sosial, ekonomi, kepercayaan, hingga ideologi, kera -

gam an jelas menjadi agenda yang perlu disasar perfilman kita.

keragaman film sendiri bergantung pada beberapa faktor.

Dua yang cukup signifikan di antaranya adalah tata edar dan

re gu lasi perfilman. tata edar menghadirkan jaringan infrastruk -

tur yang memungkinkan akses publik ke film, dari bios kop ko -

mer sial, bioskop independen, gerai VCD/DVD, ka nal on line,

festival film, hingga arsip film. Sekarang ini pilihan penonton

indonesia terlampau bertumpu pada sajian jaringan-jaring an

bioskop komersial, dengan sedikit sekali alternatif  dari festival,

ruang pemutaran independen, dan inisiatif  pemutaran gerilya.

ruang apresiasi yang dihadirkan bioskop bukannya buruk,

BAB 16

Perfilman Indonesia sebagai 
Indikator Demokrasi

Adrian Jonathan Pasaribu



1. Penulis menggunakan esai Deden ramadani di situs Film indonesia, “Jumlah

Bioskop dan Film Bertambah, Jumlah Penonton turun,” sebagai acuan ten-

tang kondisi perbioskopan nasional pada 2014.

2. naskah undang-undang no. 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

tapi tidak cukup luas untuk mengakomodir keragaman ga gas -

an, nilai, dan pengalaman yang para pembuat film bisa tawar -

kan. terlebih lagi bioskop lebih banyak tersedia di kota-kota

besar, spesifiknya mal dan pusat perbelanjaan menengah ke

atas, yang menjadikan ruang-ruang ini terikat dengan kebutuh -

an mencari laba dan keharusan tayang dengan surat lolos sen-

sor.1 konsekuensinya: semakin sedikit pembuat film yang bisa

diakomodir dalam ruang bioskop ini, semakin terbatas pula pi -

lihan film yang penonton dapati.

tata edar sendiri diatur oleh regulasi perfilman, yakni

undang-undang no. 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Secara

umum, undang-undang tersebut mendefinisikan koridor bagi

tumbuh-kembang budaya film di nusantara. Secara spesifik, ia

menentukan film macam apa yang boleh beredar di ranah pub-

lik (pasal 6); memetakan infrastruktur apa saja yang perlu ada

dalam perfilman nasional (pasal 8 dan 9); mengawasi perkem-

bangan kompetisi pasar film domestik (pasal 10 sampai 15);

menyusun aturan main tata edar film (pasal 25 sampai 28);

menjamin kuota jam tayang film nasional (pasal 32); menjamin

dukungan pemerintah bagi kegiatan-kegiatan apresiasi film (pa -

sal 37); mengatur jumlah dan jenis film impor (pasal 41); men-

jamin hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang perfilman

(pasal 45 dan 46); menggariskan peran dan kewajiban pemerin-

tah dalam bidang perfilman (pasal 51 sampai 56); dsb.2

Dari Regulasi ke Aksi

regulasi pada dasarnya abstrak. ia tak lebih dari konsep yang

mengawang-awang. ia baru punya dampak konkret apabila ne -
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3. rizal, “kemendikbud Sewa hak tayang Film nasional.” Pos Kota, Selasa, 9

Oktober 2012. (Diakses pada 24 September 2014)
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gara membentuk perangkat dan program untuk melaksa na kan

poin-poin yang tercantum dalam regulasi. Sayangnya, apa yang

negara sediakan selama ini belum cukup ekspansif  untuk

menyokong terbentuknya keragaman film di indonesia.

mari kita telaah satu per satu. Perkara apresiasi film, pe me -

rin tah masih memprioritaskan acara penghargaan bentukan

me reka sendiri, yaitu Festival Film indonesia dan apresiasi

Film indonesia, ketimbang memberdayakan inisiatif-inisiatif

apresiasi film yang sudah diusahakan masyarakat. FFi dita -

ngani oleh kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, se -

mentara aFi oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

aca ra pertama secara tradisi lebih akrab dengan film-film bios -

kop, sementara acara kedua belakangan ini sedikit lebih prog -

resif  dengan memberi piala bagi film-film nonbioskop dan ele-

men-elemen pendukung perfilman macam komunitas, lembaga

pendidikan, festival film, dan media. tapi keduanya sesungguh -

nya sama saja: hura-hura yang sekadar meramaikan laman beri-

ta di media-media. Fokusnya masih pada karpet merah dan pa -

wai artis, pada selebrasi sekelompok elite, belum pada pembu -

ka an ruang apresiasi yang meluas bagi publik. 

Perkara perluasan akses film, pemerintah punya program

bioskop keliling. Pemerintah menyewa hak tayang dua puluh

film nasional, lalu memutarkannya melalui suatu armada mobil

layar tancap selama setahun.3 Sayangnya, karena pengawasan

yang lemah di lapangan, mobil-mobil ini lebih banyak diam di -

parkir ketimbang untuk pemutaran.

ada pula program bantuan untuk pertumbuhan kegiatan

per filman. Lewat kemendikbud, pemerintah menyalurkan da -

na dukungan untuk produksi film pendek dan dokumenter, pe -

nyelenggaraan festival atau kegiatan apresiasi film, dan pe ng -
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4. gambaran lebih mendetail tentang kiprah komunitas dalam perfilman indo ne -

sia bisa dibaca pada artikel “Sejarah alternatif  Film indonesia?” di situs

Cinema Poetica.

iriman insan perfilman ke festival luar negeri. Dua program per-

tama punya dampak langsung terhadap keragaman dan akses

film ke publik. Sayangnya, selama penyelenggaraannya tiga

tahun terakhir, program-program ini hanya berlangsung dua

bulan: antara Oktober-november atau Juli-Oktober. Sele bihnya

tidak ada, padahal kegiatan perfilman kita tidak pernah libur

sepanjang tahun, baik di tingkat industri maupun komunitas.

Bisa dibilang negara kita titip absen, sebagaimana yang ia

kerap lakukan di banyak sektor kehidupan bernegara lainnya.

Perfilman kita selama ini dibiarkan bertumbuh dan berkem-

bang tanpa visi dan desain yang jelas, yang sebenarnya cukup

me ngesankan. Semenjak perfilman kita bangkit dari mati suri

sepanjang dekade 1990an, tidak sedikit film kita yang sukses

me raup jutaan penonton domestik, juga yang masuk seleksi

bahkan menang di festival dan kompetisi film internasional.

Berikut yang tak kalah penting dan belum mendapat perha-

tian selayaknya: terobosan-terobosan di tingkat akar rumput.

Sekarang ini kegiatan perfilman lazim ditemukan di kampus-

kampus, komunitas-komunitas, desa-desa, kecamatan-keca mat -

an. menariknya, geliat ini juga tumbuh di daerah-daerah yang

jauh dari pusat industri film maupun bioskop, macam Purba -

lingga, Palu, dan Banda aceh. masing-masing hidup dan ber -

nafas dengan caranya sendiri, baik lewat produksi film, pemu-

taran untuk publik, penyelenggaraan festival, pembukaan ruang

diskusi, lokakarya, laboratorium film independen, hingga kritik

dan kajian.4 inisiatif-inisiatif  ini cakupannya memang masih

teramat lokal dan seringkali bubar tiba-tiba, tapi berkat kenekat -

an pelaku-pelakunya, budaya film kita terus menyebar ke berba-

gai pelosok nusantara. Bersyukurlah perfilman kita ma sih pu -



5. Budi irawanto. Menguak Peta Perfilman indonesia. 2004. Jakarta: kemen te ri an

Bu daya dan Pariwisata, Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik universitas gad -

jah mada, Fakultas Film dan televisi institut kesenian Jakarta. hlm. 33-34. 

6. ibid, hlm. 35.
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nya individu-individu dan kelompok-kelompok yang tak lelah

bersiasat: dari menyiasati kompetisi pasar, ketimpang an tata

edar, kelangkaan layar, siklus modal yang belum ma pan, absen-

nya dukungan pemerintah, hingga gunting sensor.

Sensor yang Tak Kunjung Mati

Perkara sensor ini menarik untuk ditilik lebih lanjut. Pasalnya,

selain pajak tontonan, sensor adalah satu-satunya perangkat ne -

gara yang tak pernah absen dalam perfilman kita. ketika Be lan -

da berkuasa, ia hadir dengan nama komisi Sensor Film.5 ke -

tika Soeharto dan kroni-kroninya berkuasa, ia hadir dengan na -

ma Badan Sensor Film sejak pertengahan 1960an hingga ber -

ganti menjadi Lembaga Sensor Film pada 1994 sampai se ka -

rang. nama boleh beda-beda, tapi logika kerjanya satu jua: ber -

asumsi bahwa rakyat adalah khalayak yang pilon, lemah pi kir,

mudah terpengaruh, dan gampang tersulut. atas asumsi itu,

negara merasa perlu menuntun rakyatnya dalam berakhlak dan

berbudaya.

Lembaga sensor merupakan komponen yang lazim dite-

mukan dalam rezim yang menempatkan sinema sebagai bagi an

dari pertahanan bangsa; tepatnya, pertahanan budaya dan mo -

ral bangsa demi kepentingan penguasa. Pada indonesia zaman

kolonial Belanda, pemerintahan kolonial memberla ku kan sen-

sor untuk melindungi citra orang Belanda di mata penduduk

pribumi.6 Pasalnya, dalam film-film Barat yang tayang di bios -

kop nusantara kala itu, ada saja yang menonjolkan keke rasan

dalam menyelesaikan masalah atau secara terang-terang an me -

nampilkan kegiatan seks di luar nikah. Demi terjaganya wiba -
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7. krishna Sen. indonesian Cinema: Framing the new order. 1994. London: Zed

Books. hlm. 70.

wa dan kuasa, pemerintahan kolonial menyeleksi film-film

yang masuk dan beredar di wilayah hindia-Belanda, lalu me -

 ngenakan denda 100 gulden atau hukuman kurung sekurang-

kurangnya delapan hari terhadap pemilik atau pengedar film

yang melanggar ketentuan.

Skema serupa kembali terjadi saat Soeharto berkuasa. re -

zim Orde Baru memperlakukan sensor sebagai perangkat untuk

membakukan seperangkat makna dalam film-film yang ber edar

di nusantara, terutama film produksi negeri sendiri, de ngan

harapan dapat membentuk narasi tunggal tentang ke bangsaan

dan memasung kemungkinan pemaknaan lain oleh masyara -

kat. hal ini sempat dipertegas oleh Sutopo Juwono, man tan

kepala Badan koordinasi intelejen nasional, yang me nye but -

kan bahwa salah satu contoh konflik yang tak boleh mun cul da -

lam film nasional adalah konflik “antara kelompok mas yarakat

ekonomi atas dan bawah.” Selain itu, sensor juga di terapkan

bagi film-film yang berpotensi memantik “konflik dengan kebi-

jakan pemerintah” dan “politik dalam maupun luar negeri

indonesia.”7

Dalam berbagai dokumen negara tentang sensor, dari Pe -

doman Sensor tahun 1977 hingga Peraturan Pemerintah no. 7

tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat kri teria

yang terus jadi perhatian: keagamaan, ideologi dan po litik, so -

sial-budaya, dan ketertiban umum. kriteria keagamaan berfo -

kus pada isu-isu anti-agama, anti-ketuhanan, dan perpe cah an

antara umat beragama. kriteria ideologi dan politik me larang

pembahasan ideologi yang berlawanan dengan nilai Pan casila

dan rezim penguasa; spesifiknya, “komunisme, marxisme/

Leninisme, maoisme, kolonialisme, imperialisme, dan fasis -

me.” kriteria sosial-budaya dan ketertiban umum me nyaring



gambaran perilaku atau peristiwa yang dianggap bisa berpe -

ngaruh negatif  terhadap kestabilan tatanan sosial, seperti pem-

bunuhan yang terlampau sadis, kegiatan seksual, kesenjangan

sosial, citra buruk terhadap aparat negara, dsb.

ada beberapa kasus sensor film yang bisa dijadikan contoh.

si Mamad misalnya. Sebelum akhirnya beredar pada 1973, film

karya Sjuman Djaya itu berkali-kali diminta BSF agar diubah

judul filmnya. kisah filmnya adalah tentang seorang pegawai

ju jur di suatu lembaga arsip negara; ia merasa berdosa setelah

me lakukan korupsi karena kepepet secara finansial. awalnya

ju dul film itu Matinya seorang Pegawai negeri, lalu ilalang, ke -

mudian renungkanlah si Mamad, hingga akhirnya kedua belah

pihak sepakat pada judul si Mamad. kekhawatiran BSF: mere-

ka takut judul asli si Mamad memberi gambaran keliru tentang

pegawai negeri.

atau, kasus bung Kecil. Film garapan Sophan Sophiaan ini

ter tahan lima tahun di BSF dan baru bisa beredar pada 1983.

Ceritanya tentang anak muda idealis yang menginginkan pem-

baharuan, melawan feodalisme, dan membela kaum buruh.

BSF minta beberapa pengguntingan, dengan alasan film itu

mem pertentangkan kesenjangan sosial dan membangun citra

yang buruk terhadap pembangunan bangsa. atau, kasus Kanan

Kiri oK yang sepele namun kocak. Semula film yang beredar

pada 1989 ini berjudul Kiri Kanan oK. tapi, supaya dapat surat

lu lus sensor, BSF meminta pembuat film untuk mengganti ju -

dul menjadi Kanan Kiri oK. kata “kiri” pada waktu itu identik

dengan Partai komunis indonesia.

gunting sensor juga berlaku untuk festival film. kasus pa -

ling tersohor adalah pelarangan pemutaran black road di

Jakarta international Film Festival 2006.8 Dokumenter garap an

8. reporters Without Borders. “Four Films on aceh and east timor censored.”

iFeX, kamis, 30 november 2006. (Diakses pada 25 September 2014)

296 MEMBEDAH TANTANGAN JOKOWI



William nessen itu merekam sejumlah peristiwa di aceh pada

awal 2000an, salah satunya perjuangan warga setempat un tuk

merdeka. LSF menanggap karya nessen “salah representasi”

dan memperburuk citra aparat keamanan indonesia, karena

banyak wawancara dan gambar yang menampilkan ke kejaman

tentara indonesia di aceh. Pada tahun yang sama, LSF meno-

lak pemutaran Tales of  Crocodile, Timor loro sae, dan Passabe di

JiFFest, karena ketiga film itu dianggap dapat me micu senti-

men antar indonesia dan timor Leste yang sedang mengusa-

hakan rekonsiliasi.9

kasus serupa terjadi pada Prison and Paradise. LSF meng ang -

gap dokumenter Daniel rudi haryanto tentang para pe laku

bom Bali itu “sarat dengan dialog-dialog propaganda yang me -

nyesatkan” dan berpotensi “memberi pengaruh negatif  terha -

dap generasi muda islam indonesia.”10 Prison and Paradise sem-

pat terpilih sebagai salah satu nomine film dokumenter terbaik

di Festival Film indonesia 2011. namun, karena persya rat an

FFi mengharuskan film pesertanya sudah lulus sensor, panitia

menurunkan Prison and Paradise dari daftar nomine dan mem-

inta dewan juri untuk menggantinya dengan film lain, wa lau -

pun daftar nomine sudah diumumkan ke publik. Pembuat film

sendiri mengaku bahwa pihak kepolisian kerap menda tangi nya

saat pemutaran keliling Prison and Paradise, menan ya kan surat

lolos sensor film tersebut.
11

Semakin ke sini keberadaan lembaga sensor semakin meng-

gurita. usai diresmikannya Peraturan Presiden no. 18 tahun

2014 tentang Lembaga Sensor Film, kerja LSF tidak lagi terba -

9. Veronica kusumaryati mengumpulkan kasus-kasus sensor film di indonesia

dari 1970 sampai 2007. informasi ini bisa diakses dalam buku Ketika sensor Tak

Mati-mati terbitan yayasan kalam pada 2007, hlm. 117-129.

10. Surat LSF tanggal 9 Desember 2011.

11. Cerita selengkapnya tentang pelarangan Prison and Paradise oleh LSF dapat di -

simak di blog pribadi eric Sasono: https://gemarnonton.wordpress.com/

2012/04/09/tentang-pelarangan-prison-and-paradise/
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12. Peraturan Presiden no. 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.
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tas di pusat pemerintahan. Sekarang ia punya wewenang untuk

buka cabang di ibukota provinsi.12 Padahal, pada era reformasi

ini, keberadaan lembaga sensor semakin sulit untuk dilegitima -

si. Peristiwa 1998 menyadarkan umat senusantara bahwa de -

mo kra si sesungguhnya bertumpu pada keragaman, bahwa bu -

ruh dan petani punya hak bersuara yang sama dengan bangsa -

wan dan cendekiawan. Lantas, kenapa pemaknaan dan keber -

kar ya an film masih juga harus disentralisir? kalau memang

berpatokan pada demokrasi, kenapa perspektif  masyarakat ter-

hadap karya film harus ditentukan segelintir orang saja?

Tantangan Masa Depan

apabila kita sederhanakan duduk perkaranya, maka jelas: du -

kungan negara paruh waktu, kungkungan negara purna waktu.

ini jelas tidak kondusif  bagi tumbuh-kembang budaya film kita

ke depannya. Pembuat, pegiat, dan penonton film kita tidak sa -

ja tidak didukung oleh negara, tapi juga dihalangi untuk ber -

nalar mandiri. apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak

mungkin berbagai siasat yang rakyat upayakan sekarang di ting -

kat industri dan komunitas tumbang satu per satu pada masa

mendatang.

gejalanya sudah terasa di kalangan penyelenggara festival.

Sensor tak lagi menjadi suatu tantangan untuk disiasati, tapi

sudah menjelma menjadi pola pikir yang membatasi kinerja fes-

tival. Sila tengok acara atau kompetisi film yang ada di nu san -

tara ini, baik di tingkat pelajar, mahasiswa, maupun umum.

hampir semuanya mencantumkan klausul “dilarang mengi rim -

kan karya bermuatan Sara” dalam persyaratan pendaftaran.

nah, pertanyaannya, apa lagi isi indonesia kalau bukan perkara

suku, ras, agama, dan antargolongan? Bukankah festival film
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seharusnya menjadi ruang yang menawarkan tonton an, peng -

alaman, dan gagasan alternatif  terkait perkara-perkara terse-

but? Dan dengan belum terwujudnya akses publik dan ruang

apresiasi film yang merata di seantero nusantara, ke mana lagi

kita bisa berharap selain pada kawan-kawan penyeleng gara fes-

tival dan pemutaran film di atas?

Bisa dikatakan kondisi perfilman kita sekarang merupakan

imbas dari belum tuntasnya perwujudan demokrasi di negeri

ini. Satu dekade lebih pasca-reformasi, keragaman masih di -

perlakukan sebagai hal yang perlu diwaspadai, opini publik se -

bagai hal yang perlu dibatasi, dan kedaulatan rakyat sebagai hal

yang perlu ditanggulangi. ironis rasanya saat membaca salah

satu tujuan perfilman nasional menurut uu Perfilman yakni

untuk “terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa”, atau saat

mendengar retorika program-program film kemen dik bud dan

kemenparekraf  perihal kearifan lokal dan jatidiri bangsa. Se -

bab, itu artinya negara kita mengakui bahwa mas ya ra katnya

merupakan sekumpulan pribadi yang tidak bernalar mandiri,

kurang mampu beropini kritis, dan susah legowo terhadap per -

bedaan yang nyata-nyata ada di depan mata.

kesempatan berbenah ada di pemerintah baru, yang selama

kampanye rajin menyuarakan revolusi mental. Bagi perfilm an,

hal ini sepatutnya terwujud dalam upaya-upaya pemberda ya an

unsur-unsur manusia yang sedang dan akan membangun bu -

daya film nusantara. tantangan pertama adalah penguatan

penonton melalui penyadaran bahwa mereka adalah partisipan

aktif  dalam pembangunan budaya nusantara. Langkah yang

bisa diambil adalah dengan memuktahirkan sensor menjadi

klasifikasi film.

Wacana klasifikasi film sendiri sebenarnya sudah pernah

diperjuangkan oleh sejumlah pelaku perfilman pada 2007 dan

2008. Sayangnya upaya itu berujung pada penolakan mah ka -

mah konstitusi terhadap pembubaran Lembaga Sensor Film,



13. Sutarto. “mahkamah konstitusi tolak Pembubaran Lembaga Sensor Film.”

Tempo interaktif, rabu, 30 april 2008. (Diakses pada 24 September 2014)
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karena keberadaan sensor dianggap masih konstitusional se -

panjang “pelaksanaannya dimaknai dengan semangat menjun-

jung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.”13 masalahnya,

apa tolok ukurnya? nyatanya, dengan embel-embel semangat

demokrasi dan hak asasi manusia sekalipun, keberadaan sensor

selalu memberangus keragaman ekspresi yang membentuk re a -

litas demokratis dan penghargaan atas hak asasi. maka, apa bila

pemerintah menetapkan klasifikasi sebagai sistem saringan ton-

tonan di ranah publik, artinya pemerintah me ngem balikan

otonomi ke tangan masyarakat, percaya bahwa masyarakat bisa

memilih tontonan sesuai dengan kapasitas mental dan penge-

tahuannya. Lewat klasifikasi juga, pemerintah membuka ke -

sempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berekspresi

dan berkomunikasi lewat medium film, baik lewat tindak pro-

duksi maupun apresiasi.

Sensor barulah satu perkara. tantangan lainnya adalah

men dorong terciptanya ruang-ruang apresiasi yang lebih bera -

gam bagi penonton dan pembuat film di indonesia. Sudah ter-

lalu sering lembaga-lembaga pemerintah macam kemen dik bud

dan kemenparekraf  mengklaim bahwa tersedia dana publik

untuk kegiatan kebudayaan di nusantara, termasuk kegiat an-

kegiatan pemutaran dan apresiasi film di tingkat akar rum put,

tetapi sedikit sekali informasi yang tersedia bagi publik untuk

mengakses pendanaan tersebut. Sialnya lagi, fasilitas yang ne -

gara sediakan untuk pertumbuhan apresiasi film tidak bekerja

sepanjang tahun, padahal apresiasi adalah salah satu li ni kunci

dalam siklus perfilman. ruang apresiasi yang beragam akan

berimbas pada produksi dan peredaran film yang be ra gam pula.

Sudah cukup rasanya pemerintah kita memberi dukungan

lewat penghargaan-penghargaan simbolik dan program-prog -
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ram paruh waktu. kini saatnya pemerintah berpikir dan bertin-

dak melalui strategi kebudayaan yang meluas dan mendalam.

kuncinya bisa jadi ada pada kinerja Badan Perfilman indo -

nesia, lembaga independen yang berdiri pada Januari 2014

silam. mengacu pada pasal 67 sampai 70 uu Perfilman tahun

2009, BPi diagendakan sebagai wadah organisasi dan asosiasi

profesi perfilman di seantero nusantara, fasilitator peran serta

masyarakat dalam bidang film, serta pemberi masukan bagi

pemerintah dalam merumuskan regulasi perfilman.14 Singkat

kata, batu penjuru bagi perkara perfilman di nusantara.

Sejauh ini, kerja BPi baru pada pemantapan internal serta

penyelenggaraan program-program film milik kemendikbud

dan kemenparekraf. Di masa depan, BPi perlu berperan seba-

gai badan koordinasi bagi lembaga-lembaga pemerintah yang

ber kaitan dengan ragam kegiatan perfilman nasional, tidak ha -

nya bersama kemendikbud dan kemenparekraf  seperti yang

sudah-sudah selama ini, tapi juga Badan koordinasi Pe na nam -

an modal, arsip nasional, kementerian keuangan, ke men -

terian Perindustrian, kementerian Luar negeri, hingga komisi

Pemberantasan korupsi. apabila koordinasi BPi de ngan lem-

baga-lembaga pemerintahan sudah terjalin, barulah kita bisa

berharap pada pengadaan program dan penyaluran dukungan

pemerintah yang lebih tepat guna bagi pelaku perfilm an.

tentunya, agar semua angan-angan ini bisa terjadi, perlu

ada penyesuaian atau bahkan perumusan ulang uu Perfilman.

undang-undang yang berlaku sekarang disusun pada tahun-

tahun sebelum BPi terbentuk. Pasal-pasal yang menyebutkan

BPi (pasal 52 dan 68 sampai 70) masih merujuk pada rencana

pembentukan dan tugas-tugas dasar badan terkait, belum pada

penguatan posisi BPi dalam semesta perfilman nasional. Lebih
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dari itu, pemerintah kita perlu sadar bahwa zaman sudah ba -

nyak berubah dalam lima tahun setelah peresmian uu Per film -

an. Para pelaku perfilman sekarang sudah punya posisi hukum

yang lebih jelas dengan membentuk berbagai asosiasi profesi—

hal mana yang belum terfasilitasi dalam undang-undang.15 Peri -

hal perkembangan teknologi (seluloid ke digital) dan ra gam ke -

giatan (komunitas dan inisiatif  warga) yang berlangsung dalam

perfilman nasional pun masih luput dari undang-undang.

akhir kata, masyarakat sudah memperjuangkan tumbuh-

kembang budaya sinema nusantara dengan sebaik-baiknya dan

se hormat-hormatnya. Sekarang giliran pemerintah untuk mem -

balasnya dengan keberpihakan politik yang tegas pada mas ya -

rakat. hanya dengan sinergi yang sistematis dan inklusif  itulah,

pemerintah bisa mengakomodir keragaman masya ra kat nya

lewat kegiatan perfilman.
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